BUFATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINE] JAMEI

FERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Memimbang

hlengingat

NOMOR 5 TAHUMN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa barang milik Dacrah sebagai salah saru unsur
peoting dalarn  penyelenggaraan pemerintahan  dan
pembangunan Dacrah, dipandang perly barang milik
daerah dikelola secara tertib dan profesional;

Lahwa untuk melaksanakan keteniuan Pasal 511 ayat
(1} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 temtang Pedoman Pengelolaan Bartang  Milik
Draerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penpelolaan
barang milik daerah diatur dengan Peracuran Daerah,
babwwa  berdusarkan  pertimbangan  sebagmimana
dimaksud  pada huraf a dan huraf b, periy
membentui Peraturan Dacrali tenlang Pengelolaan
Barung Milik Daerah;

Fasal |8 ayat 6] Undang-Undang Dasar Megara
Eepublik Indonesia Tauhun 1945

Undatg-Undang MNomer 54 Tahun 1999 tentang
Pebentukan  Kabupaten  Surolangon, habupaten
Teba, Kabupaten Muare Jambi dan  Kabwpaten
Tanjung Jabung Titur {Lembaran MNegara Republik
Indonesia  Tabun  199% Nomor 182, Tamhbakan
Lemparan Nepgara Republik [ndonesia MNomor 39032
sebapuimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan  Atas
Undang Undang  Nowar 54 Tahun 1994 lentang
Pembennikar  Kabupaten  Sarolangun,  Kabupaten

Tebw, Habupslen Muam  Jambi  clan Kalnipatcn




Tampung Jabung Timur (Lembaran Nepara Republik
Indonesia - Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lemiaran Negara Republik Indonesiz Mormar A96L0:
Undang-Undanp Nomor 23 Tahua 2014 [enlang
FPemerintahan Dasrah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587
sehagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir
denpan Undane-Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang
Perubahan Hedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Momor S8,
Tambahan  Lembaran Neparn Republik  Indonesia
NOMOT 26T 5],

FPeraluran Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 tencang
Pengeleiaan Barang Milik Megara/Daeruh [Letnbaran
Negars Republikx Indonesia Tahun 2014 Nomor o,
Tambahan Lembaran Negara Republic  Indonesia
Nommor 3533);

Peraturan Pemerinlah Xomor 84 Tahure 204 t2rLang,
Penjualan Barang  Mitix  Negara, Dacrah Berupa
Kendaraan  Perorangan  Dinas  [Lembaran MNegara
Fepublik  Indonesia  Takup 2014 Nomor aAna,
Tambahan  Lembazan Nepara  Republik  [ndonesia
Momor 5510];

Feratirran Menteri Dalam Megeri Momor 19 Tahun
Y016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Ducrah {Rerita Megara Republik Indonesia Tahun 2016

Maorter 247

Dengan Perzetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMJUNG JABUNG TIMUR

clan
BLUPATI TANJUNG JABUNG TIUR

MEMUTUSKAN:




Menetapkan | PERATURAN DAERAH  TENTANG PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH,

BAR [
KEETEMTUAN URIUM

Frasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

L.
2

L0,

1.

Dacrah adatah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Pemerintaban Daerah adalah penvelengearaan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah  Daerah dan Dewar Ferwakilan Rakvat Daerah
IREQUTLL Axas otonomi dan tugss pembantuan dengan prinsip ctonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatyan Republik
Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Tndonesia ‘lahun 1945,

Pernerintah  Dasraly adalan Buparn sebagui unsyur penyelengynra
Femenntahan  Daerah Yank  memimpin pelaksanaan urasan
pemeriniahan vang meonjadi kewenangan daeruh ctonom.

Fupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timuar.

Dewan Perwskilan Ralvat Daergh vang sclanjutnya disebut DFRD
adalah lembaga perwakilan ralkyvat daersh yang berkedudukan sebagai
Lnsur penyclengpgara Pemeriniahan Dasrah

Sckreturis Dasrah adalah  Sekreraris Daerah kabuparien Tanjung
Jabung Tinr schagai pPengelola barung milik daerah,

Petwelola Baranpg Milik Daerah vang selanjulnya disebuc Pengeloly
Larang adalah pejabal yang berwenang dan  bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelalaan barang rnilik dagrah.

Organisasi Perangkat Daerah vang selanjutnya dischbut QPD adalah
unsur pembantu Kepala Dacrah dan DPRDO dalem penyelenggaraan
urusan pemerintatian yang megjadi kewenangan Daerak,

Pejabat Penatausahaan Burang adalat kepala OPD YHTlZ MermpLtnyai
hingsi pengelolaan hwrang milik Daerah sclaku pojabat pengelola
kevangan dacrah.

Fengmuna Darang adalab pejabal pemegang kewenangan penggunaan
Farate mililc dacrah.

Unit kerja adalab hagian QFPD vang melaksanakan saly atau beberapa
program.
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Feraturan Uaerah vang selanjutnva disebut Perds adalah Perateran
Dacrah kabupaten Tanjung Jabune Timur.

Peraturan Hepala Dueerah vang selanjurnya disebut Perkada adaiah
FPeraturan Rupard.

Anggaran Pendapetan dan Belania Dacrah yang selanjutnya disehoar
APRDY adalal remcona keuanpan fahunan daerah vang ditetapkan
dengan Perda.

Barang Milik Desrah adalah scmua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau Lerasal dari perolehan lainnya yang sah.,

Kussa lengouna Barang Milik Dacrah selanjutova disshur Kuasa
Pengeuna Barang adelah kepala unit kena atay pejabat yang diturjuk
oleh Pengpuina Borang untuk menggunakan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baikoya,

Fejabat  Penatausahaan  Pengeuna Barang acdalah Pejabat  yang
melaksanalcan funpsi tats usaha barang milik dacrah pada Pengpung
Barzng.

Penguruz Baranp Milik Daerah vang selanjutnva disebut Pengurus
Barang adalah Pefabat dan/atau Jabatan Manpsional Umum vang
cliserahi tugas mengleus barang.

Pengurus Barang  Pengelola adalah Pejabat vang diserali tugas
MERSYImy, menyirmpan, mengeluarkan, dan menstausahakan barang
milik dagrah pada Pejabar Penatausahaan Barang.

Pergurus Barang Pengauna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
dizerahi LU EHAS IMeTerima, INENFItNPaT, mengeluatrkan,
menatdusahubkan barang milik dacrah pady Pengguna Barang.
Pembaniu Penpurus Barang Fengelnla adalah peagurus barang vang
membantu  dalam  penyiapan administrasi maupun  teknis

penatausahaan harang ruitik daerah pada Pengelola Barang.

-Pembuantu Pengurus Barang Pengpuna adalah PEOEUMmIs Darang vang

membanty dalam penviapan  administras) maupunt  (eknis
penatasahaan barang milik darrah pada Pengguna Barang.

Pengunis Barane Pembantu adalah vang diserahi tugass menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menstausahakan dan mempertangeung-
jawabkan barang milik dacral pada Kuasa Pengzuna Barang,

Penilar adalah pihak yane melakukan penilalan secary indepencden

berdasarkan kompetensi vang dimilikinya.
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Penilaian adalah proses kegiatun untuk memberkan suaty opini nilai
atas suam objek peniluian berupy baranyg  milik daerah pada saat
tetfentu.

Penulai Pemerictah adalah  Penila Pemerintah  Pusat dan Penilai
Pemerintah Daerah,

Penpelolaan Barang Milik Dacrah adalab keseluruhan kegiaran yang
melipull  pergncanasn  kebutuhan dan Penganggaran, pengadaan,
PEIgEMnaan, pemanfuatan, pengamanan dan pemelibaraan, penilaian,
pemindabtanganan, pemusnahan, Penghapusan, penatausashaan dun
pembanaan, pengawasan dan pengendalian.

Percncansan  Kebutuban  adalah kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan [Fngadaan
barang vang telah laiu dengan keaduan yang sedang berjalan zehagal
dasar dalam melakukan tndakan vang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Millk Nacrah vang selanjutnya disebut
RKBMD adalah dokumen perencanasn kebiutuhan larang milik daerah
untuk pericde | {satu) tahun.

Fenggunaan adalah kegiatan yarng dilakukan oich Pengguna Barang
dalam menpelela dan menatausahakan barang rmilik daerah Vang
2eautal detigan tugas dan fungsi OPD ¥ang bersanpltan.

Pemanfaaran adalah pendavagunaan bavang milik daerah yang ridak
digunakan untuk penyelenggaraan tugus dan fhangsi OPD dan/atan
optimalizasi barang milik daersh denpgan  tidak mengubah  starus
kepemilikan.

. Sewa adalah pemanfaatan barang rmulilk dacral oleh mhak lain dalam

Jangka waktu tertentu dan menerima imbalan vane tunai,

Finjar  Fakai adalsh  penveraban Pengpunaan  barang artara
Pemerintah Pusat dan Pemerintuh Daecah atau  antar Pemcrintah
Daerah dalam jangks wakte tertenoyg tanpa menerima imbalan dan
setclah jangka wakru tersebut berakhir diserabkan kembali kepada
Bupati.

kerja Same  Pemanfaatan yang selanjutnya  diselbut K3P adalah
pendayapitnaan barang milik daersh oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam ranglia peningkaran pendapatan dacrah aran
sumber pemmbiayzan lainnys.

Bangun Guna Serzh yang  selanjuinyva  disebur BOS  adaluh
Petnanfaatan barang milik daerah Berupa tanah oleh pihak lain dengan
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cata mendirikan banguoan denfatau sarsna berikur fasilitaanya,
kemudian diddayagunalean oleh pihak lain tersebut datam jangka waky
tertentu yang telah disepakati, unruk selanjuinya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atat sarana berikut fusilitasnys setelah
berakhirmya jangka waktu.

Bangun Serah Guna ¥ung  sclanjuinys  discbur BSG adalgh
pemaniaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
card mendirikan bangunan dan/atan sarana benkuc Easilitasnys, dan
setelah zelesal pembangunannya diserahkan untuk didayapunakan
cleh pthak lain tersebigt dalam jangka wakru terlenty rang discpakati,
Kerfa Sama Penyecdiaan Infrastruktur yang selanjuinya disebut KSPL
adalsh kevjasama antzra Pemerintah dan badan usaha untuk lkegiatan
penyediaan  infrastruktur sesuai dengan  kelentuan  peraturan
perundang-undacgan.

Penangpung Jawab Proyek Kerjasama vang selanjutava disebut FIPK
adalah Bupati atau badan usaha milik daerah sehagal penvedia atau
penytlenggara  infrastroktyr berdasarkan  peraturan perindang-
undangan,

Pemindahtanganan adzlah pengalihan  kepernilikan bareng  milik
daerzh.

Penjualan adalah pergalihan Eepemilikan barang miiik daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk vang.

Tukar Megukar adalah pehgaliban kepemilikan barang rnulik daerah
vang dilakukan antars Pemerintah Puzat dengan Pemerintah Draerah,
ahlar Pemerintah Dacrab, atau ancara Pemerintalh Daerah dengan
pihak lein, dengan menerime Penpgantan utatnd  dalam  bentuk
barang, paling sedikit dengan nilai seimbany,

Hitwth adalzh pengaliban kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat
kepada Pemwerintah Daerah, antar Femerintalh Dacrah, ataw dari
Pemerintah Daerak kepada pihak tain, tanpa memperoleh penggantian,
Fenyeriuan Modal Pemerintah Dueral adaleh pergalihan kepemilikan
barang milik daerah yamg semula merupakan kekavaan vang tidak
tipisahkan menjadi kekaynan yang dipisabhkan unruk Jdiperhitungkan
sebagai mortal/saham dacrah pada badan usaha milik negara, hadan
usaha milik daerah, atau badan ukum lainnya vang dimiltki negara.
Fernusnaban adalah tindalan memusnahtkan fisik danfatay kepunaan

barsng milik daerah.
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Penghapusan adalah tindakan menghapus harang milik daerah dari
daftar barapg derngan mencrbirkan keputusan dari pejabar yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Penpguna Barang
dan/alau Kuusa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fizik ates barany yang brrada dalam PEMgUasaanmys.
Penatausahaan adalzh ranghkaan kegiatan yvang melipuli pembukuan,
Imventarisasi, dag relapuran barang roilik dasrah  sesya; dengan
ketenmoan peratyran perundanp-undangan.

Inventarisasi  adalah  kegiatan untuk melakukan  pendataan,
pencalatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daesrah.
Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah YAng merupakan bukti
kepemilikan atas lrang milik dasrah,

Daftar Barang Milik Daerah adulah daftar ¥ang mermnuat dala seluruh
barang milik daerah.

Daftar Barang Penpguna adelzh daftar ¥ang memuat date baranyg
millik daerah yang diguaakan oleh MASINE-Masing Pengguna Barang,
Daftar Darang Kuasa Pengpuna adalah daftar ¥Yang memoat data
barang milik dasrah vang dimilik] oleh masing-masing Kuasa Pengguna
Barang,

Fumah Negara adalah bangunan vang dimiliki Pemerintah Daeral dan
berfungsi schagai tempat tinggal ateu hunjan dan sarang petnbinaan
keluarga =serta menunjang  pelaksanaan tigas pejabat  cdangatan
Pegawal negeri sipil Pemerintaly Daerah vang bersangkutan.

IMhak Lain udalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah,
DAE [
RUANG LINGKUE
Faza] 2

Ruang lingkup Peraturan Daecah ini adalah:

uom

= R

prjabat pengelola barang milik daerah:
perencanaan kebutuhan dan pengangparan:
pehpgadaan;

PengEinaan:

pemanfaatan;

mengamanan dan pemclibaraan:

pertilaian;

Femindahtanpanan:




I penusnabsn:

J penghapusa;

k. penatausahaan:

. perahinaan, pengawasan dan pengeticdalian;

. pengelolaan baracpg mulik daersh Pada OFD vang mengpunakan pola
rengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

n. barang milk dacrak berupa rumah negary; dar

¢ ganb rugl dan sanksi.

Pagal 3

Duarang milik daerah meliputi;
a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban AFBD; atau
b barang milik daerah yang berasal dari perclehan lainnya yang =ak,

Pasal 4

(1} Barang milik daerah sehagaimana dimuksud dalam Paszal 2 dilarany
digadaikan/difaminkar unrul tmendapatkan pinjaman atau diverahkan
lkepada  pihak  lain sebagai  pembuyaran  aras tagihan kepada
Pemeriniah Daerah.

(2] Barang mulik deerah sebagainana dimaksud dalam Pasal 3 tidak

dapat disila sesuai dengan kerentuan pLraturan pervndang-undangan,

Fasal 5

(1) Barang milik daerah yang dibeli aran diperolel atas beban APED
sebagaimang dimaksod dulam Pasal 3 hurof 4, dilengkapt dokumen
pEnpadann,

(<) Barang milik daerah yang berasal dari perelehan lainnys yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huref b, dilengkapt dokumen
perclchan.

(3] Barang milik doergh secbagaimana dimaksud paciu ayal [1] dan ayat [2)
bersifat berwuajud maupun tidak berariud.

Pasal &

Barang milik Jdaecah ¥ang berasal dari perclehan lainnya vang =ah,
rreliputi:
a. barang yany dipernleh dari hibah/sumbangan alan YANR 5Cjenis;

. barang vang diperoleh sebagmt pelakzanaan dari pernanjian fkonirak;




€. barang yvang dipercleh berdesarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. barang  yang diperoleh berdasarkan putusan penpadilan yang teluh
tnempuny s kekuatan hakom tetap; aray

. barang rvang diperoleh kembali dari hasil divesras atas perycrtaan
modal Pemerintah Daerah.

Paszal 7
Barang yang diperolch dari hibah/sumbangan alav sejenis sebapaimana
dimalesue! dalam Pasal 6 huruf a melipud hibah/sumbangan atau yang
sejenis dari negara; tembaga  internasional sesnai peraturan perundang-

undangarn.
FPasal &

Barang yang dipernleh sebagal pelaksagaan dari perjaniian,/Kontrak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hurai b antara lain herasal dari;
kontrak kuarva;

a.
b. kontrak bagi hasil:

o

kontrak kerjasama:

=

Perjaniian dengan negara lain/ lermbaga internasional: dan
¢, kerjm sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dajum penyediaan

inlrastrulctur.
BAD 100
PEAJABAT PENGELOLA BARANG BILIK DAERAH
Baglan Kesatn
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Bzrang Milik Daerah
Fazal 9

(1} Bupall adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah,
[2] Pemegang kekilusaan pen eelelaan barong milik dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), berwenat; dan hertanggung jawahb:
8. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daecrah;
¥ menetapkan PENgRUNaan, pemanfanian, atay pemindahtanganan
barartg milik dacrah;
¢ menetaplkan  kebijakan pengamanan Jdan  pemelibaraan barang

ntilik dacral;




d. menciapkan pejabat vang MeEngurus dan menyimpan barang milik
dacraly;

€. mengajukan usul pemindahtangansn barang milik daerah vang
memerlukar persetujuan DPRD;

f. menyerujui  usuyl pemindshtanganan,  pemusnahan.  dan
renghapusan barang milik daerah sesual lraras ke WENANPATIILYA,|

8. menyetujul usul pemantagran barang milik decrah selain lanah
dan/atau bangunan; dan

h. menvetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam benrk

kerjasama penvedisan infrastrukiur.
Bagian Kedua
Fengelola Barang

Faszal 10

Sekretarie Dueral sclalkoy Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung

jawab:

A.
k.

(1}

[<]

meneliti dan menyctujui rencana kelutuhan btarang milik daerah;
menelili dan menyetujui rencana kebuiuhan pemeliharaan f perawatan
barang milik daerah;

mengajukan usul pemanfaatan dag pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerhakan persetujuan Bupati;

mengatur pelaksanaen pengeunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
penghepusan barang milik daerah;

mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang milik daerah yang
telah diselujui oleh Bupati atau DFRD;

melakukan koordinazi dalam pelaksanaan inventarizasi barang milik
daerah; dun

melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang

milik daerah.
Bagtan Ketiga
Pejabat Penatausahaun Barang
Pasal 11

kepala OFPD yang mempunya fungsi pengelolaan barang mulik daersh
selaku Pejabat Penatausahuan Burang.
Pejabar Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksue pada syat [1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupat.




{3] Pejubit Penatausahzan Harang sebagaimena dimaksud pads avat {1],
mempunya wewenang Jdan tangRung pawah:

#. membantl meneliti dan memberikan perimbangan  persetujuan
dalam penyvusunun rencana kebutuhan barang milik daerak kepada
Fengelala Barang;

b. membantu mencliti dan memberikan perttmbangan persetujuan
dalamn penyusunan rencana kebutuhan pemelinaraan/ peraviatan
barang milik dacrah kepada Pengelola Barany;

C. memberikan  pertimbacgan  kepada Pengelola  Barang atas
pongejuan usul pemanfaatan dan permindabtanganan barang milik
daerah yang memerlukan Persetujlan Bupati;

d. mernberikan pertimbangan  kepada Pengclota Barang  untuk
mengatur pelaksanaan penggunasn, pemaniaatan, pemusnahan,
dan penghapusan barang milik dacrah,

2. membecikan  perrimbangan  kepada Pengelola  Barang atas
pelaksanaatt pemindahtangsnan barang miltk daersh yang telah
desetvijul oleh Bupati ataw DPRD:

{. membantu  Pengelola Barang dalam  pelaksanaan  koordinasi
inventarisasi barane milik tlaeral;

£ melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan vang telah diserahkan dar Pengguna Barang yang tidak
digunakan untuk kepontingan Penyrlenggaraan rugas dan fungsi
UPD dan sedang tidak dimanfastkan pihads lzin kepada Bupati
melalus Pengelola Barang, serta barang milik dacrah vang berads
pada Pengelola Barang:

h. mengamankan dan merelihara barang milik dacrah sebagaimena
dimaksud pada huruf g;

i membantu Pengelata Barang dalarm pengawasan dan pengendalian
atas pengelolaan barang milik daetah; dan

J. menytsun laperan barang milik ductsh.
Bapan Keempat
Pengpuna Barang/Kuasy Pengpuna Barang

Pasal 12

[1] Kepals OPD selaku Fengguna Barung,
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan
denpgan Kepulusan Bupati.




i3] Pengruna Barang sebagaimana dimaksyd pada ayat (1}, berwenang

(1]

(2}

dan bertanggung jawah:

.

mengajukan rencana keburuhan dan penganpgaran barang  milik
dacrah bagi OFD yany dipimpinnya;

mengajukan permohonan penclapan slatus Pengrunaan barang
yang diperoleh daei beban APRD dan perulehan lainnya vang sah;
melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerai vang
berada dalam penguasaannya;

menggunakan  barang  milik  dzeral  vang  herada  dalam
prnguasadannya untuk kepentingan penyelenggaraan tigas dan
funpgsi OFD vang diptmpinnya;

mengamankan dan mernelihara barang milik dacrah vang berada
dalarm penguasasnnva:

mengafukan usul pernanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik  daerah  berups  tanah, danjarau bangunan vang tidak
memerfikan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dansatau banpunan;

menyerahkan  barang milik daerah  berupa tanah dan/atau
bangunan yang  lidsk  diganakan Lntulk kepentitgran
penwelentparaan tugas dan fungsi (PD yang dipimpinnya dan
sedang lidek dimanfaatkan pihak lain, keppde Bupati mclalui
Pengelola Barang;

mengajukan usul pemusnahan dan peaghapuszan barang milik
daerah;

melakukan  pembinaan, pengawasan,  dan pengendalian  alas
Penggunaan barang milik daerah vang ada dalam PETIEUA SASTITIVAL
dan

men¥usun  dan  menvampaikan laporan  barang PENEMINA
semesteran dan laporan barang  pengguna tahunan yang beruda
dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

Fengatina Bareng dapat melimpahkan scbagien kewenangan dan

tanggung jawab kepada Kuasa Penpguna Barang.

Pelimpahan scbagian wewenang dan tanggunglawad kepada Kuasa

Pengiruna Barang sebapaimana cdimaksal pada ayar {1] ditetaphan oleh

Bupati atas usu] Pengguns Barang,




(3]

(1]

2]

(3]

4]

Fenctapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimalend pada ayat
{1] berdasarckan pertrmtzangan jumlsh barang  vang dikelola, heban
kerja, lokasi, komperensi, danfatal rentany kendali dan pertiiuhangan

obgektifl lainnya.
Bagman kelima
Pejabat Penatuusaluan Pengguna Barang
Fazal |4

Pengpuna Baramg dibanre olch FPclabul Penatavsabaan Fengains
Barang.

Pejabal Penatausahaan Pengzuna Barung arbagaimana dimaksud
Pada avat (1} ditctapkan oleh Bupan atas ysul Pengeuna Barang,
Pejabal Peratausabiaan Frngguna Burang sebagaimang dimaksud
Pada ayat {2) vailu pejabat ¥ang membidangi fungsi pengelalaan barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

Fejabat Ponalausahaan Pengguns Barang  sebassimana dimalesid

pada ayat | 2] Lerwenang dan berlangpung jawal:

4. menyiapkan ren¢ana kebutuhan dan PENEanEEaran barang  milile

dacrah pada Pengguna Barang;

b, meneliti usulun permohonan Fenetapan status penggunaan barang

yang dipercdeh dari beban APBT? dan rerolehan lainnya yane sal;

€. menelifl pencatalan dan invenarzasi barang milik daerah vang
dilaksanakan oleh Fengures Barang  dan/atau Pengurus Barang

Pembanig;

d. menyusun pengaiuan usulan Pemantaatan dan petnindahtanpanan
barang milik daerah Berupa tanah dunfacay bangunan vang tidak
memerlukan perselujuan DPRD dan barang milik daerah sefuin
larah danfatau banpunan;

€. mengusulkan rencana peiverahan baratty milik daepsh berupa
tartah  dansatat  bangunan vang  tdak  dipunakan  unmok
kepentingan penveleqgearaan tueas can fungsi Pengpuna Barang
dan sedang tidak dimaniasckan oleh trihak lain;

. menyviapkan wsutan Pernusnahan dan penghapusan barang milik

daerah;




‘m

enelitl  laporan barang  serpesteran dan rahunan Vang
dilaksanakan uleh Penguris Farang dan/fatau Pengurus Barang
Pembantu:

memberikan  persetujuan atas Surat Permintaan Barang ({SFB)
dengan menerbitkan Surat Perintak Penyaluran Barang (SPPB)
untukk  mengeltarkan  barang milik  dacrah  dard  gudang
PENYIMpanan;

menelitt dan memverifikasi Kariu Inventuns Ruangan (KIR) setiap

semester dan sctiap tahun,

melakukan verifilkasi schagai dasar wemberikan pcreetljuan atas

perubabian kondisi fisik barang milik daerah; dan

menctiti laporan mutasi barang sctiap bulan yanp disampaikan oleh

Pengurus Barang Pengsuna dan/ atan Pengurus Barang Pembanin,.

Bagian Keenam
FPengurus Barang Pengelola

Pasza] 15

[1} Pengurus Barang Pengelola diretapkan oleh Bupari atas usu) Pcjabat

Penatausahaan Baranp.

{21 Penguris Barang Pengelola sebagaimana dumaksud pada ayat (1}

rilalah pejabat vang membidang ungsi pengelolaan barang milik

dacrah puda Pejabat Penatausahaan Barang.

{?] Penguris Barang Pengelola seébagaimany dimaksud patla avat (1)

berwenang dan Lertangeung jawab:

a.

tmembantyy  meneliti dan menyiapkan  tbtahan  pertimbanpgan
persctujuan dalam penyusunan pencana kebutuhan barang milik
dasrah kepada Pejabat Penatalusahaan Rarang:

membanio meneliti| dan mecnyiapkan  bahan pertimbanpan
persetujuan dalam PENYUSUNan rencana kebutuhan
pemeliharaan/ prrawatan barang milik daersh kepada Pejatat
Fenatausahaan Barang;

menyiapkan  dokumen  pengajuan  usulan pemaniaatan  dang
pemindahtanganan  baracg  milik  daerah yanz memerlukan

perseiuan Bupat,




{4)

{2

6]

(1]

(<}

d. mencliti dokumen gsulan RCRgEUNaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan  penghapusan  dar  Penpguna Barang, schbagai bahan
pertimbangan  aleh  Pejabar Penatausahaan Burang dalam
prgatiran pelaksanaan penggpunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penpghapusan barang milik daerah.

€. menyiaphkun bahan pencatatan barang mililk daerah bertpa tanah
dan/ataw bangunan vang telah diserashlan dari Fengeuna Barang
yang ridak  digunakan untuk kepenticgan penyelenggaraan tugagy
dan fungsi OPD dan sedang (idak dimanfaatkan pihak lain kepada
Buptat melalui Pengelola Barang;

I menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik dacrah;

B menyvimpan salinan dokumen Laporan Barang Penpguna/Kuoasa
Fengzuna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan lapocan barang
mlilt dacrah; dan

1. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengpuna
scmealeran dan lahunan serta Laporan Barang Peneelola sebagaj
bahan penyusunan laperan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dun secard fungsional

bertangpung  jawab atas pelaksanaan tugasnys  kepada Pengelala

Barang melalui Pejabat Penatausahaan Earang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Perpurus

Baranig Pengelola dapat dibantu oleh Pembanty Pengurus Barang

Fengelela yang ditetapkan oleh Pejubat Penatausabaan Barang,

Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan,

pckerjaun pembuorongan dan penjualan jasa atau bertindak scbagai

penjamin. atas  kegiatan pekerjaan/ penjualan terscbut vang

Anggarannya dibcbankan pada AFBD.
Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Penggung
Fasal 16

Fengurus Barang Pengguna thitetaplkan wleh  Bupat atas uswy)
Fengguna Barang,

Fengurua Barang Pengpuna sebapaimana dimaksaud pada ayat [1],
berwenang dan bertanggungjewah:




membanty - menyispkan  dokumen  rencans kebutuhan  dan

Penganggaran barang milik dasrah;

menyiapkan usulan permohonag PENEtapan stalls pengglinaan
harang milik daerah yang dipervleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yvang sah;

melakzanakan pencatatan dan inventsrizasi barang milik daerah;
tnembaniu mengumankan Barang milik dasrah varng berada pada
Pengguna Barang;

menyapkan  dokumen pengajuan  usular  pemanfaatan  dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danfaran
bangunan vang tidak memerlukan prrsetujvan OFRD dan barang
milik dacral selain tanah dan/atan banpunuen;

menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berups
tanah dan/arau  bangunan vang  tadak  digunakan  unruk
kepentingan penvelengparaan tugas dan fungsi Pengguna Barang

dan sedang tidak dimanfaatkan pihale lain;

menyiapkan dokumen pengajuan  usulapn  pemusnahan  dan
penghapisan barang milik daerah;

menmyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

menyigpkan 3urat Permyintaan Barang [5PR} berdasarkan nota
permintagn bavang;

mengajukan Surat Permunlasn Barang (SPB) kepada Fejahzat

Penatausahaan Barang Fengguna;

mernyerahkan barang  becdesarkan Surat Perinrah Penvaluran
Barang [SPPB} yang dituangkan dalam berita acara prnyerahan
barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan (X[F] sermesteran dan tahunan;
- memberi lubel barang milik daerah:

trengajukan pocrtnobonan persortjuan kepada Fejabat
Penatavsahaan Pengguna Barang atas perubshan kondizi fsik
barang milik dacrah berdasarkan prngecekan fisik barang;
melzkoukan penghitungan fisik lwrang persediaan secars langsung;

metyimpan  dokurmen, antara  Jaj fotokopt/salinan  dokumen
kepemilikan barang mulik daeruh tlamn Menyitnpan

asli/ lotokopif salinan dokumen Penatausahaan:




(3]

{4]

=

(1]

(3}

Q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan brarang
Pengguna Burang dan laporan barang milik daerah; dan

I. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada Penpgelola Darang metalut Pengpung Barang setelal ditelil;
oleh Pejubat Penatavzahaan Fengguna Burang,

Pengurus Barang Penpepuna sebaguimana dimaksud pada ayvat {2}
Secara administratif berlanggung jawah kepada Penprung Barang dan
secard  [unpgsional bertanggung jawab  atay pelakzanuan thgasnya
keprada Pengelola Barang roelalui Pejabat Penatausahaan Barang,
Dalam hal melaksanakan tupas dan funpsi administros; Pooguirus
Barang Pengpuna dapar dibantu osleh Pembanty Fengurus Barang
Pengguna yang diterapkan aleh Fengpuna Rarang.

Perguras  Barang Fengguna  dilarang  melakukan kegiatan
perdagangan, pcketjaan pemborongan dan perjualan  jasa  ataug
bertindak  sebagai  pemjamin otay kegiatan / pekerfaan/ penjualan
tersebut Yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pengurys Barang Pembanty
Fasal 17

Eupati menetapkan Peogurus Barang Membantu atas wsyl Kuasa

Penggpuna Barang melalui Pengguna Barang.

Pembentukan Pengurus Barang  Pembanty sebagaimana dimakaud

pada ayat (1) dilakulkan berdasarkan pertimbangan jumlah barang

yang dikclola, beban kema, lolasi, kompetensi dan/atan renlang
kendali dan pertitabangan objekel lainnya.

Fengurus Barang  Pembanty sebagaimana dimaksud pade ayat (L}

berwenang dan bertanggung jawah:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan  dan PETIEaNgRaran
barang milik daerak;

b. menviapkan usulan permohonan penctapan status pengpunaan
barang milik daerah yang dipersleb dari beban APED dan perclehan
lainnya vang sah;

c  melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik dacrah;

4. membanty mengamankan barang milik dasrah vang berada pada

tuasa Pengplna Barang,




(4]

©. menyiapkan  dokumen  pengajuan wsularn pemanfaatan  dan
pemindshtanganan barang milik daerah berapa tanah dan/atay
bangunan vang tidak memerlukan perzenyguan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atay bangunan:

. menyiapkan dokumen penverahan barang milik daerah Eerupa
tanah  dan/atal  babgunan yang hdak digunakan  untuk
kepentingan peryelenggarzan lugas dan fungsi Kuase Pengpuna
Earang dan sedang ridak ditmanfaatkan pihak lain;

g menyiapkar dokumen pengajusn usulan Pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang senesteran dan tabkLinan:

i menyiapkan Surat Perminraan Burang [3PB] berdasarkan nota
Petriuntaan barang;

I mengajukan  Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa
Pengeuna Barang;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perinrah Penyaluran
Barang [SPFB) yang diluangikan dalarm berita aczra penyerahan
barang;

I membuat Karlu Invenraris Ruangan (KIR) semcsteran dan lahunamn;

m. memberi lahel barang milik daecah;

0. mengajukan permabonan persstujuan kepada Pejabat
Penatausahaen Pengguna Barang melalui Kuasa Fengruna Barang
Atas perubahan kondisi fisik harang milik dasrah peneecekan fisilk
barang,

. melakukan penghitungan fuik barang persediaan;

P, menyimpan dekumen, antars  lain: lotokopi/salinan  dokumen
kepemilikan baratg truilike dacrah dan niEenyimpan
aslif fotokopi f salinan dukumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
kuasa Progguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat Japoran mutasi barang selizp bulan vang disampaikan
pada Pengguna Barang melalui Kunsa Pengguna Barang sctelab
ditelin oleh Pejabat Penataysahaan Prngguna Barang dan Pengurus
Rarang Penpguna

Pengurtis Barang  Pombentu baik secars langsung maupun tidak

langsung  dilarang  melalogkan keglatan  perdugangan, pekerjaan

pembarongan dan penjuatan jaza atau bertindak aebagai penjamin atas




kewiatan,/ pekerjasn, penjualan torsebut vang anggarannya dibebankan
pada APED.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTLHAN BARANG MILIK DAERAH
Baglan Kesaty
Frinsip Umum
Fasal 13

(1) Perencanaan  kebutuban barang millk daecah  disusun  dengan
memperhatikan keburuhan pelaksansan tuges dan fungsi OPD scria
ketersediaan barang milile daerah Yang ada.

(£} ketersedigan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat []]
merupakan barang milik dasrah vang ada pada Pengelula Barang
danatau Pengguna Barang.

(3] Perencanaaen barang milik dasrah sebagaimana dimaksuid pada avat [1]
dan avat {2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik

daerah pada OPD sehipgea dapat dijadikan daszar dalam PENyUSUNan
REKBMD,

Pasal 19

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerab dilaksanakan selap
tahun setelah Rencana Kerja (Renja) OFD ditetapkan.

(2] Perencanaan  kebutruhan sebagaimana  dimaksud  pada ayal (1]
merypakan salah satu dasar bapi OPD dulam pengusulan penyedisan
anggaran Untuk kebutuhan barm dap angka dasar serls penyisunan

Rencana Kerja dan Angparan,
Fasal 20

[1} Feremcenran kebutuhan barang milik daseah mengacu patdy Kencana
Kerja GFPD,

{2} Derencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 avat (1), kecuali unluk penghapusan, berpedoman
pada:

f. standar barang;
b, standar kebutuhan; dan/atan

¢. standar harega.




(3)

(4)

{f)

{1

(2]

Standar barang  sebwgaimany dimaksud pada ayat (2} hurul a adajah
spasilikasl Darang  yang ditetapkean schbagat acuan penghitungan
pengadaan barang milik darrah dalam peretwanazn keburmhan.
Bandar kebutuhen barang sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
buruf b adalah satuan jumlah barang vang dibuluhian sebagal acitan
pechitungan pongadaan dat PrOgEUnaan barang milik dacrah dalam
perencanaan kebutuhan barang mitik daera’s pada QP

Standar hargs selbapaimany dimaksad pada ayat [2) hunaf ¢ adalah
besaran harga yvang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik
daerah datam perencanaan leelutuhan.

Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana
dimalesud pada ayat (39, ayac (49 dan ayar {3 ditetapkan cleh Bupati.

Pasal X1

Penctapan standar kebutiuhan sebagaimana dimalesyud dalamn Pasal 20
ayat 2] huruf b mempedomani persturan perundatig-undangan.
Fenetapan standar barang dan standar  kehuruhan sehapgairnana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2] huruf a dan huruf b dilalsukan
seleluh berkoordinesi dengan dinas teknis terkait.

Pasal 22

Pengpuna Barang danjatay Kuasa Fengguna Bareng mengusulkan

REGMD pengadaan barang millk dacrah mempedomani standar barang

dan standar kelntuhan.

(1]

{2]

(-3}

4]

Faszna] 23

Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD vang digjukan oleh
Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan OPD VAT
dipimpinnya,

Fengeuna  Barang menyamprakan  usulan  REBMD sebagaimana
dimaksud pacda ayat (1) kepada Fengelola Barang.

FPengelola Baranp melakukan penelaahian  atas usulan RKBEMLD
sebagaimana dimaksud pada avat {2] bersama Pengyuna Barang
dengan mermperhotikan data barang pada Pcngguna Barang danfatau
Pengelols Barang.

Drala barang pada Perigguna Barang  dan/atau Pengelola Barang,
sebapaimana dimaksud pada ayat (3 meliput:

a. laperan Daltar Barang Pengeung bulanan;

b.laporan Daftar Barang Fecngguna sewnesteran:,




- laporan Dafrar Barang Pengguna takunarn,

C
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

4

. laporan Daltar Barang [engelola semesteran:

-

laporan Daftar Barung Pengelota tahunan;

g laporan Daftar Barang mifik daerah sermesteran; clan
h. laporan Daltar Barang milik duerah tabunan,

(3] Pengelola Harang  dalam  melakukan penelazahan  zebapgaimana
cdimalesud pada ayar (3) dibanty Fejabat Penatausanhaan Barang dan
Pengurus Barang Penpclola.

{&) Pejabat Penatausahaan Barang scbapaimana dimaksud pada ayat [5)
merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah,

(7} Hasil penelashan sebagaimana dimalksud pada ayat {3) merapakan
dazar penyusugan RERMD,

Pasal 24

EKBMD vang telah dietapkan oleh Fengeiola Barang digunakan cleh

Pengiuma Barang sebapgai dasar penyusunan Bencarns kerja dan Angparan
E:'PDJ

Pasal 25

(1} RKBMD permeliharaan barang milik daeral tidak dapat diusulkan oleh

Fenpguna Berang dan fatay Kuasa Pengeuna Barang terhadap:
barang milik dasrah vang berads dalary kondizj rusak bierat;
barang milik daemah yang sedang dalam status penggunaan
SEMCOLATA

¢. barang milik daerah vang sedang dulam stares untuyk dinrperasikan
uleh plhak lain; dan/atay

d. barang milik dacrah vang sedang menjadi objek pemanfaatan.

(2l RKEMD pemelibaraan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud
pada avat {11 hurul b diusulkan oleh Fengguna Barang yang
mengrunakan sementsra barang milik dacrah,

(i) REBMD peineliharaan barang milik daerab sehagaimuana dimalksud
pada ayat (1} hurul 4 tidek termasck pemanfaatan dalam bentgk
perrijam pakai dengan jangka walony kuranpg dari & [enam} hulan.




1y

(2]

(3]

(4]

(3]

(&)

{1

[

Bapian Kedua
Lingkup Percncanaan Keburuhan Barang Milikk Dacrah
Pasal 25

Perencanaan kebutuhan barung milik daerah melipuati;

A. PETETCanadn penpadaan barang milik dacrah;

b. percncanaan pemeliharaan barzng milik daerah;

. prrencanaan pemanlaatan burang milik daerah:

d. perencanasn pemindahta nganan barang milik dacraly; dan

€. Prrencanaan penghapusan bararg roilik daerah,

Perencanaen pengadaan barang milik daerah sthagaimuna dimaksud
pada avat (1) hurif & diwwanekan datam dokumen REKEMD Fengadaan.
Perencanasn  perncliharaan barang  milik daerak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b Qituangkan dalam dekumen RKBMD
Ferneliharaan,

Perencanaan pernanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada  avat (1) huea! ¢ ditvangkarn dalam  dokumen RRBMD
Pemarntbaztan.

Ferencunaan pemindahtanganan harang milik daerah sebagaimang
dunalesud pada avat (1) huraf d dituangikan dalam dekumen RKBMD
Pemindabitangarnan,

Ferencanaan penghapusan baratg  milik  daerah  sebagaimanea

dimaksud pada ayer {1) hurul e dituangkan dalam dokumen RKBMD
Menghapusan.

Bagian Ketipa
Tata Cura Penyusunan RKBMD Pengadaan
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang
Pasal 27

Kuasz Pengguna Barang menyusun ysulan RKBMD Pengadaan barang
milik daersh di lingkucgan Kuasa Pengguna Barang yvang dipimpinnya,
Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan BEKBEMD Pengadazn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] kepada Pengguna Barany paling
lambat minggn kedua bulan Mei.




Pasal 28

(1} Pengpuna Barang melakukan penclashan  atas  wsulan RKBMD

{2]

)

(1)

(2]

Penpadaan  yang  disampaikan  oleh  Kossa Pengpuna  Barang

sebupaimana dimaksud dalam Pasal 27 aval {Z] pada minggu ketiga

bulun bey.

Dalam penelazhan usulen RKEMD pocngadaan yang disampaikan oteh

Kuasy Pengguna Barang sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

Fengyuna Barang mengiltutsertakan Pojabar Penarausshaan Pengguna

Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan peninjauan

lerhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKEMD Fengadaan.

Fenelaghan atas usulan REBMD Penpadaan vane disempaikan oleh

Kuesy Pengguna Barang schapgaimana  dirmaksud pada avat (1)

divtamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyvusunan

uzulan FEKBEMD Pengadenn yvang peling kirang mempertimbangkan:

4. kesesuaian program  perenvanasn  dan  stapdar sebagaimany
dimaksud dalam Pasal 20 ayal {1) dan ayar (2): dan

b. ketersediaan barang milik daerah di hngkungan Pengpuna Barang,

Hazil penelaahan atas usulan REKBMD Pengadaan yang disampaikan

cleh Kuasa Pengruna Barang sebagaimana dimaksud pada avat [3)

digunakan  olebh  Pengguna Barung dalam  menyusun RKBMD

Prngadaan barang nulik daerah pada tingkat Pengguna EBarang yang

paling kurang memuat informasi:

#. nama kuasa Peopgung Barung;

b. tama Pengguna Barang;

£, PrOBram;

d. kepintan;

¢ data daftar barang pada Penggung Barang dan/atau daftar barang
pada huasa Pengguna Barang; dan

. rencana kebawtuhan pengadaan baraneg vang diserujoi.
FPaszal 20

Hazil penelashan Pengguna Barang atas usulan EKBMD FPengadaan
vang dwampaikan oleh  Kuasa Pengguna PBarang schagnimans
ditnaksud dalam Pasg] 28 ayat [4] ditandatangani Pengguna Baraneg,

Kuamsa Penggunag Barang menyusun FEBMD Pengadaan barang milik
daerah berdasarkarn hasi penclaahan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambac




{1]
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(1]

(2

(3]

(4]

minggy kecmpal bulan Mei,
Bagian Eeemput
Tara Cara Penyusunan REKBMD Pammeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Fengpina Barang
Pasal 30

Kuasa Pengeuna Barang menyusun wsulan RKEMD Pemelihuraan
barang milik daerah di lingkurgan Kuasa Pengguna Barang yang
dipimpintiyy,

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan uzulan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1] kepada Pengguna Barang paling
lamlsat minggy kedila butan Mei.

Pasal 31

Pengguna  Bareng melakukan peneluahan  atas  usulan RKBMD
Pemeliharsan  yung disampaikan oleh Kuasa Fengmuna  Barang
sebaguimana dimaksud datum Pasa] 30 ayat (2] pada mingpu keliga
butan Mei.

Dalam penelaahan usulan RKBMD pemcliharaan ysulan BEBMD
FPemeliharaan  yang disampaikan  oleh kuass  Penpguna Barang
sebagaimany  dimaksud pada  avat  {1], Pengguna Barang
mengikutsertakan  Pejabal Penstausahaan Penggune Bacang dan
Pergurus Barang Penpguna wntul melakukan penelitian terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan REBMD pemeliharaan,

Penelaahan atas uzulan RKBEMD Pemeliharaan Yang disampaikan oleh
Kuasy Pengguna Barang sehagaimana  dirmaksud pada  ayat (2}
divtamakan untuk memastikan kebenaran date masukan penyusunan
EEBMD pernclibarazn ¥HNE sckurang-kuranghya mengacu pada daftar
barang Kuusa Pengeuna Barang vang memuaar infurmasi mengenai
barang vang dipelihara,

Hasil penelaahan sebagaimana dimalesud pada ayar (3] digunakan oleky
Pengpuna Barang dalum menyusun RKBRD Pemeliharaan barkune milik
dacrah  tinghkat Pengguna Barang wang paling kurang memniat
nfor s

H. natnd kuasa Penpgeuna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

C. mama barang yany dipelibara;




(1)

(2]

{1)

{2]

(]

|

d. usulan kebltuhan permieliharsan: dan

e. rencana kebubuhan barang milik dacrah vang disetujui,

Fasal 32

Hasil penelashan Pengguna Barang atas usualan RKBMD Perneliharaan
yang disampaiken oleh Kuasa Pengguna Baranyg sehagaimany
dimaksud dalan Pasal 31 avar (4) ditandatangani Penpguna Barang,

Kuasa Penpgiuis Barang menyvusun BEKBMD Pemelibaraan barang milik
dasrah berdasarkan hasil penelaahan schagaimana dimaksud pada
aval [1} untuk disampaikan kepada Pengguns Barang paling bambat

minggy kesnipat hulan Mei.
Paszal 33

Penpguna Barang  menghimpun REKQEMD FPengadaan dan REEMD
Pemeliharaan dayi Kuasa Pengguna Farang sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 29  wvat (2) dan MPasal 32 ayar (2) untulk disampaikan
kepada Pengelola Barang.

Penyampaian sehagaicnana ditmaksud pada ayat (1] dilengkapi surat
pengantar RKEMD vang dirandatanpani oleh Fenpgguna Barang dan
data berang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayac [4).
Fenyampaian  REBMD  Pengadeasn  dan REEMD Permchharann
sebagaimana dimaksud pada avatl (1) olel, Penpguna Barang kepada

Petiprlola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggo kesaty bulan
Juni,

Bagiun Kelima

Tata Cara Penelanhan RKRMD Fengadaan
Barang Milik Daeruh Pada Pengelala Burang

Pasal 34
Penelashan atas RKEMD Pengadaan Bararg milik duacrah dilakukan
terhadap:
a. relevansi propram dengan rengana keluaran Fengeuna Barung;

b aptimalizasi pengounaan barang milik dacrah yang berada pada
Pengeuna Barang, dan

¢ elektivitas pengguinsan barang milik daerah ¥ang berada pada

Fengguna Barang telah  sesuai peruntukannya dalam  rangka

menuijang tugas dan fanes OFPL.
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(4

(1)

[<]

(3]

FPenelashan alss RKEMD Pengadaan barang milik daerah gsebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling kuratyg memperhatikar:

a. kesesumian  program  perencanssn dan standar sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 20 ayart {l] dan ayat (2); Jdan

L. data barang sebapaimana dimalesud dalam Pasal 23 ayat (4).

Penelaahan atus RKEMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana

imaksud para ayat [2) ditwangkan datam Hasit Penelaahag RKBMD

Fengadaan barang milik daerah rang paling kurang memuatr:

2. nema kuasza Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang:

C. Program;

d. kepiaran;

¢. data daftar barang pada Pengglna Barang dan/atay daftar Barang
pada Kuasa Pengeuna Barang: dan

I rcncans kebutuhan pengadasan barang yang disetujus,

Dalam melaksanakan penelaahan harang milik daerah schagaimana

dimaksud pade ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Fejabat

Penatausuhoan  Barang  dan Fengurus  Barange Pengelola  unruk

menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap Kebenaran dan

kelenghapan wsulan RKBMD Pengadaan vang dilaksanaksan paling

lambat mingpu kedua bulan Juki,

Pasal 33

Hasil Penelaphan REBMD Fengadaan barang milik daersh dan
Pengguna Barang sehagaimana dimaksiud dalamn Pasal 34 ayar i3
ditandatangani cleh Fengelola Barang.

Petgguna Rarang menyusun EKBMD Pengadaan herdasackan hasil
penelaabian sebagaimans dimaksud pada aval [1).

LKKBMD Pengadaan sebagaitmana dimaksud pada Hyat (2] disampaikan
oleh Pengguns Barang kepads Pengelola Barang paling lambat minggu
ketiga malan Juni,

Bapian Keenam
Tata Cara Penelaahan EKBMI Pemeliharasn

Barang Milik Dasrah Pada Pengelola Barang




(1

(€]

(3]

(4}

i1)

{2]

(3]

(1)

Pasal 36

Penelaahan atas REBMD Perneliharaan barang milik daerah dilakukan
urntuk melakukan telaahan terhadap data haratg milik daerah vang
divsulkan rencana pemeliharaatnys.

Peneluahan uatas RKEMD Pemeliharaan barang milik  daerah
schagrimana  dimaksud pada  ayat (1]  sckurang-kurangnya
memperhatikan daftar barang pada Peneguna Rarang yvang memuat
informast mengenai status barang dan kondisi barang.

Fenelaghan  atas REBMD  Pemeliharaan barang mililk daerah
stbagaimana  dimaksud pade ayat (<} dituangkan dalam hasil
penelaahan RKBMD Pemelibaraan barang milik daerah yang paling
kurang memuiat;

4. nama Kuasa Pengeuna Rarang;

L. nama Pengguna Barang;

- noma barang yang dipelihara:

d. usulan kebituhan pemelibharaan: dan

t. rencana kebutuhan barang milik dgerah vang disetujui.

Dalam melaksanakan peonelaahan barang milik dacrah sebrgaimana
dimalssud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Fejabat
Péenatausahaan Barang dan Pengurits  Barang Penpelola  untuk
renyviapkan dan memberikan pertimbuangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan vsulan RKBMD Pemeliharaan vang dilaksanakan paling
lambal minggu kedua bulan Jun.

Pasal 37

Hasil Penelaahan REBMUE  Pemeliharaan barang milik daerah dari
Fengeuna Barang scbagaimana dimaicaud dalam Pasul 36 ayat (3
thitundatangani aleh Pengelols, DBarang,

Penpatina Barang menyusun RKBMD Femebibaraoan berdasarkan tuasil
penelashan sebagaimana dimaksudd pada avar 1.

FEEBMD  Petneltharsan zebapaimana  dimaksad pada  ayat (2
disampaikan olch Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling
lambel mingeo ketiga bulan Juni.

Pasal 2R

EKBMD pengadaan dan EKBMD pemeliharaan barang  milik duerah
dari Penggunag Barang zebagaimann diunaksud dalam Pasal 35 ayat {3)




()

i
[

(3]

{1]

(2]

[}

(4}

dan Pasal 37 ayar (3) diterapkan menjadi RKBMD Pemerintal Praerah
oleh Pengelola Barang,

REBMD penpadaan dan REBMD pemeliftaraan sebagaimana ditnuksuel
pada avat (1} ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketujuh
Fenyusunan Perubahan REBMD
Pasul 39

Penggpuna Barang thapat melakukan perubahan REEMD.

Ferubahar REBMD sebagaimuna dimaksud pade awvat (1) dilakukan
sebelum penyvusunan Perubahan APHD,

Fenyusunan RKEEMD schagaimana dimalosid Belam Pasal 15 sampaj
dengan  Pasal 38 berlaku  secara mutatis murandis terhadap
penyusunan pentbahan RBKBMD.

Eagian Kedelapan
Penvusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat
Faszal 40

Dalam hal sctelah balas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi
darurat, pengusulan penvedizan ROERATEN UNnuk kebutuhan baru dan
penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencuna Pengadaan
dan/atau cencana  pemeliharian barang milik daerah  dilakukan
Berdasarkan mekanisme PETIgangearan scsuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Kendisi darurat sebagaimana dimaksed pada ayal [1] meliputi bencana
dlam dan pangpuan keamanan skaly besar,

Hasi] pengusulan penyedidan anggaran sehagsimana dimaksud pada
ayat {1) harus dilapockan oleh Pengguna Barang Lkepada Pengelola
Barang bersamaszn dengan penvampaian RKBMD Perubahan danatau
REBMI takhun berikutnya.

Laporan sebagaimana  dirmaksyd Pada  avat (3} digunakan oleh
Pengetola Barang schagai bahan portimbangan tambahan dalam
peneladahan atas RKBMD ¥ang disampaikan oleh Pengguna Barang
bersangkutan pada APED Ferubahan tahun anggaren beckenaan
dan/ataun APED tahun anggaran berikutiya




{1

(4]

(L)

(<)

(1]
<]

(2]

{4]

(57}

{1]

BAB V
PENGADAAN
[*asal 41
Pengadaan barang milik duerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
cfisien, cfeleti], transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntahel

Pelaksanaan ponpadsan Barang milik daerah dilakukan sesuai dengan

kelentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal ¢2

Pengguna Barang wajeh menyampaiken laporan bhasil pengadaan
barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang  milik
ducrah untuk ditetaplan status PENRZUNAATITYS.

Laporan hasil penpadaan barang milik daerah sebagaimana dirgaksud
pada avat (1), terdiri dargi faporan hasil pengadaan bulanan, semesteran
dan tahunan,

BAE V]
PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 43

Bupali menetapkan status pengpunaan barang milik daerah.

Bupati dapat mendelegasikan  penetapan  siatus I®npEUNAaan atas
barang milik dacrah sebagaimana dimalesid pade ayat (1} sclain tanah
dan/alau bargunan dengsn kondisi terteniy kepada Penpelola Barang,
Kotdisi terteqtu sebagaimana dimaksud pada ayat [2], anrara lain
adalah barang milik daerah vang tidak mcmpunyar buktl kepemilikan
atau dengan nilai tertaninyg,

Nilai tertentu sebagaimana dimaksuad rada ayar [3} ditetapkan oleh
Bupat;.

Penetapan status Pengelinaan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayal {1] dan avat (3} dilaksanakan secars tahunan,

Pasal d4

Penggunaan barang milik daeruh melipui:

8. pendtapan siatus pengounaan barang milik dacraly:




(2]

[ penpalihan status pengglnaan barang militk daerah:
PEUEEUNALN Sementara barang milik dasrah: dan

d. penetapan  statygs Penggunasn  barang milik  daerah  wntuk
dicperasikan oleh pthak lain.

Fenetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayal [1]

dilakukar untule:

A penyelénggaragan tugas dan lungsi OPD; dan

b. dioperasikan oloh pihalk lain dalam rangks menjalankan pelayanan

UMW scsuar tugas Jan fungsi QP vang bersanghutan.”

Pazal 45

Fenetapan stutus penggunaan tidak dilaiukan terhadap,;

4.

h.

Lo

{1

(2]

3}

i)

(5]

barang peraediaan:
konstruksi dalam pengerjusn (KT},

barang yang dari qwal pengadaannya direncanekan untuk dihibahkan:
dan

- @5et tetap renovasi (ATR).

Pasal 48

Peoetapan status pengeunaan barang milik daerah berupa tenah
dan/atay bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan
penyelengearaan tugas dan fungsi Fengguna Barang don/atau Kuaesa
Pengguns Barang yanpg bersanghkutan,

Pengguns Barang wajib menyershkan barzng milik daerah bertpa
tanah denfatau banpunan sebupaimana dimaksud pada avat (1] vang
tidak digunakan dalam penvelongraraan nugas dan fungsi Pengiuna
Barang kepada Bupari melaltui Fengeloda Barang,

Dikecugiikan dar ketentuan sebagaimana dimaksud pada avatr [2),
apabily tanah dangalsu bangunan schagsimana dimaksud pada avat
{4} telah direncanakan unrak digunakan atat dimanfaatkan dalam
Jangka waktu tertenty yang ditetapkan vleh Bupati.

Bupati mencabut status pegpunasn atas barang milik daerah berupa
tanah  danfuatan  bangunan yanB  udak  dipunakan  dulam
penvelenggaraan tupas lan FLrtgsi Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Daiatn hal barang milik daerah berupa tanab dan/atau banpunan




[

(2}

(3

(4]

{i]

(<]

sebagaimana dimalesyd pada ayat (3] tidak diserahlan kepada Bupau,
Pengguna PRarang dikeoskan sanlks Lwrupa pembekuan  dapa

pemelibaraan atas Lbarang milik dacrah berkenaan,

Pusal a7

Bupari menerapkan barang milik dacrah ¥ang haruy diserahkan aleh
Pengpuna  Barang karens tidak digunakan wuntuk kepenongan
penyelenggaraan tugas dan [ungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengauna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain,

Dalam mencrapkan penyerahag sebagsimana dimaksud pada avat (1}
Bupat; memperhacikan:

a. slandar keburuhan barang millk daerah untuk menyelengearakan

dan menunjang tugas dan furngsi Pengguna Barang;
b, hasil audit atas penggunaan tanah danfatau bangunan; dan fatau
€. laporan, data, dan informas vang diperoleh dari sumber lain,

Sumber lwin sebapaimanya dimaksud pada avat {2 huruf ¢ antara lain
fermasuk hasil pelaksanaan penpawasen dan pengendalian  yang
dilakukan sleh Pengelola Barang  ataw Bupari dan laporar dari

masyarakat.

Tindak lanjut pengelolagn atas penyeraban barang milik daerah
sebagaimuna dimaksud pada ayat [1} meliputi:

A petictapat status penpgunaan:
b pemanfastan: atag

o peminduhtanganan.
Bagian Kedug
Penetapan Status Pengpunaan Barang Milik Daergh
Faragral |
Fenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
CHeh Bupati
Faszal 458

Fenggune Barang sengajuken  permohonan penclapan  starus
PEEEUNAan barang milik dacrah yang diperoleh dari beban APBL} dan
perolehan lainnya yang sah kepada Bupatt,

Petgrjuan  permohonan schagaimana  dimaksyud pada ayat (1}




[3)

(4

(1]

(<]

{3

(4]

(2]

)

(7}

{8

dilakukan  setelal  diterimanya barang milik daerah terdasarkan
dokumen penerirnaan brrang pada tahun anggaran rang berkenaan,
Fermohonan penetapan stalus Penepillaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diajukan secara tertulis nleh
Fenpguna Harang kepada Bupati paling lambat pada akhir tahyun
berkenaan.

Bupati menerbitkan keputusan PEnelapsn status penpgunaan burang

milik daeruh setiap tahun.
Pazal 49

Fengajuan permehonan PEREADan status penggunaan barang miiik
daerah  zebmpaimana dimaksud  dalar Pazal 4% ayat |2} disertai
dokumen.

Dokumen schagaimana dimaksud prda ayat (1) untuk barang milik
darrah berupa tanah yaitu fotoloopt soreifikar.

Dokumen sebagaimana dimaksud Pada ayat {1] uniuk barang mibik
daerah berupa bargunan yang diperoleh dari APBD yaitu.

. [utakopi [zin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

b. finckopi dokumen perolchan,

Lokumen sebapaimana dimaksid pada ayat (1) untuk barang milik
dacrah herupa bangunan vang diperoleh dard perelehan lainnya vang
sah paling kurang berupa dokumen Berity Acara Scrah Terima,
Dokumen sebagaimana dimaksud hada ayat (1) untuk barang milik
daerah berupa tanah dan bangunan vang dipercieh dari APBD yaite:

3. [otokopi sertifikar:

b, fotekopi Izin Mendirkan Eangunan {MB): dan

€. folokopi dekumen perolchan,

Dakumen scbagaimana dimaksud pada ayat [1] untuk barang milik
dacrah berupa tanah dan hangunan dari perolehan lainnva YdIg sah
paling kurang berupa dokumen Berita Acara Serah Terima,

Dokumen sebagaimana ditnaksud Pada ayat ({1 untuk barang mibik
darrah selain tanah dun/aray bangunan yang memiliki doloaren Fait;
4. forokopt dokumen kepemilikan ; danfatay

b. futokopi dolamen peroleban,

Dokumen scbhagaimana dimaksuaed pada ayat [1}) untuk barang milik
daerah vang dari awal pengedaan  direncanakan untul dilakeylkan

pemindahtanganan dengan cara penvertaan modal Pemeriniah Daerah




(1]

(2]

{:3]

(4]

vaing-

a. forokopl dokumen pelaksaraun AN ERACAN.

b fotokapi dokumen kepemilikan, untuk barang milik dasrah berups
tatigh;

«. fotokopl 1zin Mendirikan Bangunan [TME), untuk Larang milik
dacrah berupa bangunan; dan fatan

d. folokopi dekumen perolehan
FPazal S0

Dikecualikan dari kelentuan sebagaimansa dimaksud calam Pusal 49
@yl (2) dan ayat [5) hural o apabila barang milik daerah berupa tanak
belum memiliki folokopi sertifikat, maka dekumen dimaksud dapat
diganti dengan:

a. akta jual beli;
b girilg;

leter O

a o

surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;

¢, surat kelerangan Lurah atay kepaln Diesa, jika ada;

I Dberita acara pencrimaan teckait perolehan barang; atay

g dokumen lain vang vetarg dengan bukti kepemilikan,

Dikecualikan dar ketentigun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (3) apabila barang rnilik daerah bherupa bangunan belum memilik;
IME dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan
dari Penpguna Barang vang mcnvatakan bahwa bargunan terselnt
dipunalean uniuk penyelenggaraan tugas dan fungsi QPD,

Dikecualikan dari kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat {3] apainla barang milik daerah berupa lanah dan bangunan yang
diperoleh dari APBD btelum memiliki sertilikar, IMB, dan dokumen
perolelan dapat chiganti dengan surat pernyaraan dan Pergoung
Barang  yang menvatakan babwa tanah dan bangunan terselot
digtinakan untuk penyelengparan tugas dun fungsi OFD.

Dikecualikan dari ketentyan seébagaimana dimaksud dalam Pusal 44
avat (V] apabila barang milik daerah berupa selain ranah dan
bangunan yang diperoleh  dan AFBD  belum memiliki dokvamen
kepemilikan, maka dekumen dirqaksud daper diganti dengan surat
Pernyataan deri Penggung Barmng  yang menyatakan bahwa barang
miik dacrall selain tanah dan/atau bangunan tersebur digunakan
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{E)

{1]

{2]

(3]

4}

{1]

[2]
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uRtuk penyelenggaran tuges dan fungsi OPD.

Dikecualikan dari ketenruian sebugaimana dimaksud dalarm Pasal 40
ayal (8} huruf b, huntf ¢, dan huruf d belym ada, mala penpajuan ysul
permolenan penerbitan sratus PETEgUnaan disertal sural pernyalaan
durl Pengpuna Barang bersangkutan yang menyatalan bahwa barang
terselnat adaluh barang milik daergh vang dari awal penpadaznnya
direncanakan untuk  dilakukan pemindahtanganan  dengan  cara
Penyertaan modal Pemerintal Dacrah.

Barang milik dacrah vang belum memiliki dokumen kepemilikan terap
harus menyelesuilan pengurusan dokumen kepernilikan, meskipun

telah ditctapkan status penggunaan barang milik ducrah.
Paza] 51

Pengeclela Barang melakubkan penelitan atas permohenan [enetapan
sTAtus  penggunaan barang milik daerah dari Penpguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 45 ayat (1).

Peneclitian sebegaimana dimaksud pada  ayat (1) dilakukan terhadap

kelengkapan dan kesesuaisn dokymen yang dipersvaratkan.

Dalam hal hasii penclitian sebayaimana dimaksud pada avat {2) belum

mencukupt, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan ataw data tambahan leepuda Penggung EBarang
Yang mengsjukan  permohonan pentlapan  status  penggunaan
Barang milik daerah: dan/atay

B meilskukan pengecelan lapangan.

kegiatan Peongelola Burang sebagaimana dimaksud pada avar [3)

dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atay

bangunan serla barang milik daerah selain tatiah dan/arau bangunan

yang memuliki dokumen kepemilikan atal dokumen lain yang sah.
Fasa] 52

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
aval (1}, Bupatl menetapkan status penggunaan barang rmilik daerah.
Status penggunaan barang milik dacrah sebagaimana dimalisud pacds
ayal [1} diletapkan dengan Keputusan Bupatt.

Dalan hal Bupati tidak rmenyettjul permohonan Pernggnna Barang
sebagaimana dimaksud dolam  Pasal 48 ayal {l), Bupati melahi
Fengelola Bacang menerbilkan surat penolakan kepada Pengguna

Barang disertai alasan,




(1)

{2

(-3}

[]

i)

&)

(1]

Paragraf 2
Penetupan Status Penggunaan Barang Milik Dacrah
Uleh Pengelola Barang
Pasal 53

Pengelnla Barang menetapkan status Pengpunaan barang berdasarkan
kewenangan yang < idelegesikan aleh Bupati sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat [2],

Prnelapan  status PENEMAINGan  barapp aleh  Pengelols Barang

sebayaimana dimaksud pada ayat {1 dengan mekanisme:

4. pohgguna barang  mengajulian perroohonan  penetapan slarus
pengpunaan barang milik daerah yang dipercleh dari bebap APBD
dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelala EBarang,

b, pengajuan  permolionan sehagaimana  dimaksud pada huruf g
dilakukan serelah diterimanys barang ilik daerah berdasarkan
dolkumien  penerimuan barang pads  rtahun  anggaran vang
berkensan; dun

¢ permelionan penstapan status Pettgpunaan barang milik daersh
digjukan secara tertulis aoleh Fengguna Barang kepadsa Pengelola
Barung paling lambart pada akhir rahun berkenaan,

Pentgajuan permobonan Penetapan slatus penpgunaan barang milik

dagrah  sebapaimana  dimaksud pada  avat (2} diseriai  dokumen

sebagaimana dimabksud dalam Pasal 49 dun Pasal 50

Terhadap pengajuan permohonan  penctapan  status rengpunaan

haramg milik daersh sebDapaimuna dimaksud pada ayat (2] dilgkukan

penelitan sehagaimana ketentuan dalam Pasal 51.

Berdasarkan hasil penclitian sebagaimana dimaksad pada ayat i4),

Pengelola Barang menslapkan status pengeunaan Larang milik deerah.

Dralam bral Pepgelola Barang tidak menyetujui permchonan Pengguna

Barang  sebagoimana dimaksyd pada ayat {2), Pengelola Barang

menerbitkan surat penclakan kepada Pengguna Rurang  diserta

alasan,
Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan Berang Milik Daerah
Pasal 54

EBaranyg mitik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.




(<}

(1

(2]

B

{4

(1)

2

(3

Pengatibhan status pengpunaan stbagaimansa dimaksud pada ayar (1)
dilakukan berdasarkan;
a. imsiat dari Bupati; dan

b. permehonan darj Fengmuna Barang tama.
Pasal 55

Pengalihan starus  pengguinaan barang rmilik deerah berdasarkan
Inistatil dari Bupat sebagaimana dimaksud dalam Pasal =4 ayar (2
hurul a dilakukan dengan pemberitahuan terebih dabula kepada
Perrgruna Barang.

Fengalihan  status pengpunaan barang milik daerah sebapgaimens
dimaksud dalam Pasal 54 avat (2} huriel b dari Pengguna Huarang
kepuda Penpguna Barang lainnye untuk penyelenggarsan regas dan
fungsi dilakukan berdasackan persctujian Bupsati,

Pengalihan status penpgluinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2]
tilakukan  terhadap barang  milik  daergh Yang becada  dalam
penguasaan Pengpuna Barang  dan tidak digunakan oleh Pengeuna
Barang yang bersangkutan,

Fengalihan sratus PCAgEUNGEN Sebagaimana dimaksud pada =yat (2]
dilakukan tunpa kumpensazi dan tidulk dijkuti dengan penpadaan
barang milik daecah pengpanti.

Pasza) 56

Fengalihan  status  pengsunaan barang mtlik daeruh  berdasarksm

permohunan  dan Pengpuna Barang lama scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat 2] huraf b dilaleuksn denpan  pengajuan

pPtTIohonan secara tertuljs alah Pengpuna Barang kepada Bupatj,

Pengajuan pertnohonan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

2. data  bharang milik  daerak vang akarn  dialthkan  starus
PENEELINaANTTYE;

k. calen Pengguna Harang bharu: dan

C. peEnjelasan  scrta pertimbangan pengalihan  status PCNEELUnaah
barang tilik daerah.

Data barang milik daerah sebagaitnana dimakaud pada ayat (2) hurof
a, tmelipur:
a. kode barang;

b kode register;




4

{1]

[}

[

0y

(<]

€. nama Larang,

d. jumlah;

e Jenis;

[ nilal perolehan;
B nilai penyusutan:
h. nilai bhuku:

i lokasi;

i- luas; dan

K. tahun perolehan.
Pengajuan

melampirkan:

.

permohonan  sebagaimana  direaksud pada ayat [])

filokap daftar barang milik daerah sehagaimana dimaksud pada

avat {2];

Fural peravataen yang memuat kesedigan ralon Penpgglina Barang

baru untuk menerima pengalihar barang milik daerah  dari

Fengguna Barang luma.

Faza] 57

Pengelolz Rarang melakukan penelitian atas permichonan pengalihan

status  penpounaan barang milik daerah dari Fengguna  Barang

sebagaimana dimaksud dalam Paszal 2B ayar (I},

Fenelitjian sebagaimana dimakeud pada avat {1) cilakukan lerhadap

kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratlkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksod pada ayar (2] belum

mencukupi, Penpetoly Barang dapat:

a.

Berdasarkan haazjl

meninta Keterangan atan data lambahan kepadsa Penpgguna Barang

vang mengajukan permohonan pengalihan  status PEhigELnaan

barang milik taerah; dan

tmeminta konfirmeasi kepada calon Fengpuna Barang bary.

Pasal 58

renelitian sebagaimana dirmnaksud dalam Pasa 57,

Bupati memberikan Persehljuan penpaliban staps Pengrunaan barang
milik daerak.

Perselujuan  sebagaimana dimaksud pada ayat i1

Perserujuan Bupat,

berupa  Surat




(3] Burar perseryjuan sebagaimane dimaksud padsa ayat {1 pahng sedikit

{#)

(=]

(1]

[}

4]

4]

B

memuat:

a. dara  hbarang  wilik  daerah vang akan diailhkan statys
PCIHEEL AL Ly,

b. Pengpuna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan

c. kewajiban Pengguna Barang lama,

Kewajiban Pepgpuna Barang lama sebagaimana dimaksud pada, ayat

(3 hurul ¢ vain:

a. melakukan serah 1erdma barang milik daerah kepada Penpguna
Barang baru yang sclanjutnya dituangkan dalam Berita Acara
scrabh Terime; dan

k. melakukarn penghupusan terhadap barang milik daerah yang telah
diahhkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan
surat keplutusan penghapusan barang.

Dalam hal Bupati vidak menyetujul permohonan Penpzuna Barang

scbagaimana dimaksud dalam Pasul 36 ayat (1), Bupat mencrbitkan

surat poncdakan kepada Fengguna Barang dengan disertai alasarn.

Fasy] 59

Berdasarkan perseiujuan Buputi sehagaimana dimaksud dalam Pasal
S8 avat (2), Poogguna Barang latna melakukan serah terima barang
milik daerah kepada Pengguna Barang Leru,

Serah terima barang melik daerah kepada Pengpuna Barang barg
sebapaimana dirnaksud Pada aval (1] paling lama 1 [sat.1} bulan sejak
persetujuan  alih  starus penggunaan  barang milik  daerah VENE
diluangkan dalam Berita Acara Serah Terima.,

Berdasarkan Beria Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pady
ayal (2], Peogguna Barang  lama melakukan usulan Penghapusan
kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah rang dialihkan
Statls penggunaannya  kepada Pengguna Barang baru dar dafar
barang pads Pengouna Barang.

Psulan penghapusan sebagaimana dimaksad pada ayat [3) paling lama
1 izaru) minggu sejak tanggal Bevita Acara Sersh Terima,

Penghapusan barang milik daerah sebapaimana dimaksid pada ayat
(3] ditetapkan dengan Fepurusan Pengelola Barang.

Pasal &0




(1)

2]

(1)

(2

(H

{1

(<)

Berita Acara Serah Teorima schagaimana dimaksucd dalam Pasal s &yat
(2] dan Keputuzan Pengricla Barang tentong penghapusan barang
miilik  destsh  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasa] 59 ayat {3
dilaporkan kepada Bupati detigan tembusan kepada Pengguna Barang
baru paling lama 1 [saty) mmggu sejak keputusan penghapusan
ditetapkan.

Fenegguna  Barang  dalam enatausahaan  barang milik  daereh
melakukan pencetatan Lerdasarkan persctujuan Bupati, Berita Acars
Bergh lerita, dan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Bapian Keempat
Penggunaan Scmentara Barang biilile Dacrah
Fasal 1

Barang milik daersh yang telah ditetapkan status penggunasnnys pada

Pengguna Barang dapeat digunakan sementara nlch Fenpguna Barang

lainnya dalam Ianghka waliou tortentn tanpa harus menpubab status

Petgginasn barang milik daerah tersebur zerslah terlebih dakwalu

mendapatkan persets)an Bupati.

Penggunaan scmeptara Larang milik dasrah sebagaimana dinaksud

pada avat (1) dapat dilakukan untuk jangka waknog:

a  paling lama 5 {lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang
tilik dacrah berupa tanah dan fatan bangunan; dan

b. paling lama 2 jdua)l tabun dan dapat diperparjang untuk barang
milik daerah selain tanah Jdan/atuau bangunan.

Pengeunaarn  semmentars barang milik dacrah dalam jangka waktu

kurang dan & {enam) bulan dilakulan [Anpa persetujuan Bupatl
Pazal /2

Fenggunasn sementary barang milik dacrah sebagnimana dimmaksud
dalam Pasul &1 dituangkan dalam Perjanjian antara Pengpuna Barang
dengan Pengguna Burang sementara,

Braya pemelihargan barang milik dzerab yang Hmbul selama jangks
wakill penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
dibebankan kepada Frngeuna Barang/Kuasa Fengmuna Barang VANE

menggunalan semeniara lrarang milik daerah Bersangkutan,

Pasal &3




(1]

)

(3}

(L

(<]

(2]

(1}

2}

(<3

Fermohoenan pengeunaan scmentara barang milik daerah diajukan

secara lertulis kepada Bupati

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) paling sedikit

a1 (TRET

3. data barang milik ducrah vanyg akan digunakan sernentara;

b pengguna Barang vang akan mengeunakan sementara bBarang milik
daerah; dan

€. penjelasan serta pertimbangan penggunaan scmentars barang milik
daerah.

Permohenan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus dilengleap

dokumen:

a. fotokopi lepuruesan penetapan status penggunusan berang milik
daerah; dan

b fotokopi surat pertnintaan PENERUNAAN sementara Barang milik
daerah dari Penggurna Barang yang akan mengpunakan sementara
barang milik daerah kepada Pengguna Barany.,

Pasal &4

Fengelola Baraog melakukan penelitian atas permohonan PENgEUnaan

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasel &3 avar [1].

Fenelitian sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan terhadap

kelenghapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Lalam hal hasil penelitian sebagaitnana dimaksud pada ayat {2] belum

mencukupi, Pengeiola Barang daput:

A meminta keterangan kepada Petgpuna Barang vang menpgajukan
permohonan penpggunaar scmentara barang miltk daerah; dan

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang

rhkan mengpunakan serpentars harang milik daerah.
Pagsal &35
Ferdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

ayat (1), Bupali memberikan PETELTL LR AluE pengPEUNaat sementars
trarang milik duerah.

Persetujuan sebagaimana dimakezud pada ayat {1) dilakukun dengan
menerbitkan surat persetujuan Bupati,

Sural persetujuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit
T LA

a. data barang milik daeruh vang akan digunakuan sementara;




(4}

(1}

{2]

i)

{2]

3]

b, Pengpuna Barang vang mengrunakar sementara barang milik
duerah;

c. kewajiban Pengmina Barang vang mecnggunakan sermentary barang
milik dagrah untwuk memelihars dan mengamankan harang rmilik
dacrah yang digunakan SCINErItara,;

d. jangka wakiu pengpunaan SEMCNLars;

¢. pembebanan biaya petneltharaan: dan

I kewajiban  Pengpima Borang  untuk menindaklanjuti - dalam
perjanjian.

Dalum hal Bupati tidak menyetujul  permohonan sebapgaimeana

dimaksud dalam  Pasal 63 A¥at (1], Bupati menerbitkan syurat

penclakan kepada Pengguny Barang disertai alasan,

Pasal 65

Apabila jangka wakty PEORFUINAAD Sementars atas barang milik daerah

telak berakhir sebagaimana dimalegied duiam Pasal 61 ayat (2), maka;

4. pengEuna bareng sementara rmengembailikan barang  milik daerah
kepuda Pengpuna Barang; atan

b dilakukan pengalihan status PENgEUnaan kepada Pengpona Barang
Yang mengguitakan sementary barang tnilik duerah,

Mekanisme pengalihan  status PENEEUnaan barang milik daersh

sebaguimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dettgan Pasal &6

berlaku mutaris mutandis terftadap mekanisme pengaliban siatys

PEnggunaan kepada pengguna stmentara sebagaimana dimakaud pada

avatl {1] heraf b,

Pusal &7

Pengguna  Barang  sementara dapat  mengajukan permchonan
PEfpanjanzan wake; PrOgpUnaan sementara atas barang milik cdaerah
sehagaimany dimuksud dalam Pasal 3l ayat {2

Perpanjangan wakry sebagaimana dimaksud pada aval (1) diajukan
Fengguna Baraog kepada Bupati paling lamba) 3 {tigz) bulan sebelum
Jangks waktu penggpunaan setmentara barang milik dasrap berakhir,
Mekanisme Pengajuan  permalienan, pentelitian, persetujuan, dan
Penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai
dengan Pasal 6& berlakyu muiaris mutandis pada mekanisme Rengajuan
permohonan, penelitian, Persetujuan dan penetapan oleh Bupati

techadap perpamangan PENERUTAAN sementara barang milik dacrak;,




Bagian Kelima

Fenetapan Status Pengeunaan Barang Milik Dacrah Untuk Dioperasiken
Oleh Pihak Lain

Pasal 65

[1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaanmyva pada
Pengguna Barang, dapat dipunakan untuk disperasikan oleh pihak
lain.

(2] Penggunaan barang milik daerah untuk dicperasikan wleh pihak lain
zebagaimana  dimaksud  pady avat (1l dilakbukan dalam rangka
menjalankan pelavanan umum sesyaj tupas dan fungzi OPD yang
bersanglutan.

[3] Pengpunaan barang oililkk darrah untuk dicprerasikan oleh pihak lain
sehagaimana dimaksud pada ayalL (2] ditvangkan dalam perjanjian
antard Penpyuna Barang dengan pimpinan pihak lain.

{4] Biaya perneliharaan barang milik dasrah yang timbul selama jangka
waKru penggunsan barang milik daeral untuk dioperasikan oleh pihak
[ain dibebankan parda pihak lain yang mengoperasikan barang milik
dacrah.

(=t Pihak lain vang mengoperasikan barang milik ducrah  dilarang
melalukan pengalihan  atas penguperasian barang milik  daepah
terscbut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang
milik daerah bersanghkutzn.

&) Bupau dapat menarik Fenetapan status barang milik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain dalam hal FPemerintah Dasrah akan
mengeunakan kembali untuk penyelénggaraan Pernerintah Daerah
aftal pihak lainmya,

Pasal &9

(1} Permohonan penggunaan barang milik dasrah untuk dioperasikan aleh
pthak  lain  digjukan  secara  tertulis oleth  Penpgune  Baranw
bersangkutan kepada BupaLi.

(2] Pengajuan permohlonan sebagaimana dimaksud pAda ayar (1) paling
sedikit memuat:

i data barang milik daerah;
b. pihak lain vans akan menggunakan barang milik dacrah uncule

dioperasikan:




¢. Janpka wakm pengpinaan barang milik daerah yang dioperasilkan
oleh pihak laing

d. penjelasan gerta pertimbangan pengeinaan barang milik daerah
rang divperasikan aleh pihak lain: dan

. materi yang diatur dalam perjaniian.

{3] Pengajuan permmohonan sebagaimana dimakesud pada ayat (1) dilampiri
dokumen:

2. futokopi keputusan penctapan status penggunaan barang milik
daerah;

b, fotukopl sural permintaan pengoperasian dari pihak lain vang ekan
mengeperasikan barang milik daerah kepads Fengguna Barang;
dan

oo fotokopl  surat  pormyatsan dar piak  lain  wang akan
[mengnperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

(#) &urat pernyataan dan pihak lain schagaimana dimaksud pada ayat (3}
huruf ¢ merupakan peroyataan pihak lain VANR MEmLAal:

a. berang milik daesrah yang akan divperzsionalkan dalam rangka
pelayanan umum sesual tugas dan fungsi OPD/ Unit Kerja:

b. menanggung seluruh biuya pemeliharean barepng  milik dasrah
yang timbul selama jangka waktu PenEoperasian barang milik
daerah;

c. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau  pemindahranganan
barang milik daecah =elams jangka wakiu pengoperasian barang
milik daerah: dap

d. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengeuna Barang,
apabila jangka waklu penguperasian barang milik daerah teclah

& legal.
Pasal 70

(1) Pengelula Barang melakukan penslitian atas permchirnan penggunaan
barang milik dacrah uneuk dicperasikan eich pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal &9 ayat [1].

(2) Penelitian sebagaimans dimaksud Pada ayat (1] dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersvaratkan.

{3 Dalam hal hasil penelitian sehagaimana dimaksud pada ayat 2] belum

mencukupd, Pengelola Barang dapat:




(1

i)

[}

[4]

{Z]

I=]

4. meminta keterangan kepada Fenpguna Barang ¥ang tnengajpikan
permohonan pengpunasn barang milik daerah yang Jicperasikan
oleh pihak lain,

B meminta konfirmasi dan Klarcifilkasi kepada pihak lain yang akan
mengoperasikan barang miltk dacrah;

S, mencari informasi dari sumber lainnys;

d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan

atalisis hiava dan manfaat,
Pasal 71

Berdasarkan hasil penelitian seébagaimana dimaksud dalam Pasal 70

avat [Z), Bupati menetapikan peniggunaan barang milik deerah unigk

disperasikan oleh pihal lain,

Penggunaan barang milik dasrah untik dioperasikan oleh pihak lain

zebagaimena dimaksuad pada ayat (1) ditetapkan dengan Heputusan

Epati.

Keputuzan Bupati sebagaimana dimaksud Pada ayat (2} paling sedikit

temuat:

A. date barang milik dacrah;

b, jangka wakto Penggunaan  burang  milik  daerah  untuk
dioperasionalkan pikak lain

«. pihak lain vang akan mengoperagienalkan barang milik daerah;
kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang  milik daerah;
dan

¢, kewajiban Pengpuna Barang.

Kewajiban pihak lain YAng mengoperasiken barang milik daerah

2ebagaimana dimaksud pada ayat (3] huew! d anlara lain memeliharg

dan mengamankan barang milik darrah vang dioperasikan,

Kewajiban Penggpuna Barang sebsgaimana diraksul pada ayat {3

huruf e melipu:

4. menindaklaniuii  penggunaan barang milik  daerabh  untuk
dioperasikan vich pittak lain dengan Pecjanjian; dan

b. melakukan penpawasan dan Pengendalian terhadap barang milik
dagrah vang dioperusikan olel pihak lain,

Dalam hal Bupati cdak menyetujul permohonan Pengguna Barang

schapaimana dimaksud dulam Pasal 59 ayvat (1), Bupati menerbitkan

strat penolakan kepada Pengzrina Barang disertai ulazan.




Pasal 72

{1} Penggunean bGarang milik duaerah ol=h FPermgeuna Darang untuk
dioperasikan oleh pihak  lain ditnangkan dalam peranjian yang
ditandatangani cleh Penggung Barany dengan pihak lain.

(<] Ferjanjian pengpunaan barang milik daerah untgi dioperasikan oleh
pithak lain sebapaimana dimaksud Pada ayat (1] paling lama 5 (lima]
tahun dan dapat diperpanjang,

[3] Penandatanganan penianjion sebagaimana dimaksud pada avat [2)

dilakukan setelah adanya Keputlusun Bupati.
Paszal 73

Perjanjian pengeunaan barang milik daerah wnrk dioperasikan oleh pikak
[ain sehagaimana dimabksud dalam Pasal 72 avat (). paling kurang
Inetrac:

a. {luta barang milik daerah yang meonjadi objek;

b. penpggtina barang;

€. pihak lain yang mengoperasikan barang milik dacrah;

d. peruntukan penguperasian barang milik dagrah:

= jangka waktu pengoperasian barang mtlik daerak;

f hak dan  kewspihan Pengguna  Barang  dan  pihak  lain yang

mengoperasikan barang milik daerah, lermasiic leewajibag pikak lain
tersebul untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah;

E. pengakhican pengoperasian harang milik dacrah: dan

h. penyelesadan persclisihan.

Pasul 74

i1} Pengauna Barang dapat melakukan PETPaNjANEgan penggungan barang
milik dacrah untuk dioperasikan oleh rihak tain,

(2] Perpanjangan sehagaimana ditnaksud pada ayat {1] diajukan Pengguna
Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan scbelum jangka
waktu pengplinaan barang milik daerah berakhir,

(3} Ketentuan dalam Puasal 69 =ampal dengan Pasal 7)1 berlaku muyratis
muiandis pada mekanisme permohonan, penclivian, dan penetapan
nerparjangan jangks walcty Penggunaan barang milik dacrah untuk
dioperasikan oleh pihak lain,

Fasal 75

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengpunaan barang




milik dacrah dilakukan sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan.

(1}

(2}

{3)

(L)

{£]

Faaa] 7R

Pengeunaan barang milik daerah unngk diperasikan ofeh pihak [ain

berakhir apubila:

a. herakhirmya jangka waktu pengeunaan barang milils dasrah unruk
dicperasikan  oleh  pibak lain, scbapgaimana tertuang  dalam
Perjanjiamn,

b perjanjian diakhin secara sepihak oleh Pengpuna Barang; dan

¢, Ketentuan dain sesuai dengan ketenfuan peraturan perundany-
undarnpan.

Perjanjlan diakhin secara sepihak oleh Pengplina Barang sebagaimana

dimaksud pacia ayat [1) kuruf b dapat dilakukan apabila;

4. plhak lain vang tmengoperazikan barang milik daersh  tidak
memenubi kewajibanaya vang tertuang dalam perjanjian atag

h, terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran PenEEunaan
barang milik  daernh uprok dinperasikan  oleh  pihak  lain
sebagalmana dituangkar dalam PCrjarjia.

Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daecrah

vang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat |2},

Penpguna Barang meminta porselujuan Bupari,

Pasal 77

Pada =aat janpka waktn pengRunaan barang tilik darrah untuk
dicperasikan oleh pihak lain  teluh berakhir, pihak lain vang
mengoperasikkan barang milik daerah mengembalikan barang milik
dacrah tersebut kepada Fengguna Carang dengan Berila Acara Secah
Terima,

Frngguna Barang melaporkan berakhirnva penggunaan barang milik
daerah uniuk dioperasikac pihak lain schagaimana dimaksud pada
ayat (1] kepada Bupal paling lama 1 {satu}  bulan zojak
ditanduatanganinya Berita Acara Serah Terima, dengan melampirkan
[otckopi Berita Acara Serah Terima.

BAB Wi
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu

Prinsip Umam




(1]

[2)

[}

()

i1)

(2)

-3

(4}

(=]

{i]

Pasal 74

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanskan oleh.

4. pengelela barang dengan peTEetijuan Bupati, unfuk barang milik
dacrah yang berada dalam penguaszan Pengclola Barang; dan

b. pengpuna barang  dengan perserujuan Pengelols Barang, untuk
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
¥ang masih dighnakan olch Pengguna Barang, dan selain tanah
dan/arau bangunan.

Pemmantastan  barang  milik  daerah dilaksanakan berdusarkan

perfirnbangan teknis dengan memperhatikan keperilingan daerah dan

kepentingan umum

Pemanfaaran barang milik daecah dapat dilakukan sepanjang tidak

MENEEAngEtl  pelaksanaan  tugas dan ungsi  penyvelengearaan

pemerintaban daerah.

Femanfaatan barang milik daerah dilaloukan tanpa memerluban

perseiujuan DPRD.

Pgaal 79

Biaya pemeliharean dan pengamanan barang milik daerah serta Lizya
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaaran dibebankan pada mitra
pernanfaatan,

Braya persiapan pemanfaataan barang wmilik dacrah sampat dengan
penunjukkan mitra pemanlaatan dibebankan pada APBRD,

Fendupatan duerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan
penerimazt daerah yang wajib disetorkan seharuhnya ke rekening Kas
Umum Daerah.

Fendapatan daerah duri pernanfaatan barang milik daerah dalam
rangka penyvelenggaraan pelayanan umam sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daerah merlpakat peneritnaan daerah
yang dizetorkan sclurahnva fee rekening kas Badan Layanan Umum
Daerah.

Pendapatan daerah dar pemanfzatan barung milik dacrah dalam
rangkd selain penvelengearaan Migas dan funesi Badan Layanan
Umum  Dacrah merupakan penerimaan  deemsh yang disetorkan

seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah,
Pasai &0

Burang milik daerah vang menjadi ubjek  pemanfaatan chilarang




dijamirkan atau digadaikan.

[2] Barang milik daerah yanp merupakan objek retribusi daerah tidak

Jdapat dikenakan sebagai obick pernanfaatan barang milik daerah.

Pasal 81

Bentuk pemanfazatan barang milil dasrah berupa:

R
k.

o

P

SEW;
picyjam pakai;
K3E,
B3E atau BSG; dan
KSPL
Bagian Kedua

Mitra Pemanlaatan

Pasyl &2

Mitra pemanfaatan mcliputi:

a1,
b.

penvews, untuk pemaniaaran barang milik daerab dalam bentuk sews;
petinjam  pabai, untuk pemanfaslan barang milik dgerah dalam
bentuk pinjam pakai:
mitra K3P, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentylk
K5F,
mitra BGS/BSG, untuk pemanfagtan barang milik daerah dalam
bentuk BGS/BSG: dan
mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
KSPI.

Fasal 83

Llilra pemanfoatan sebagaimeana dimaksud dalam Pasai 22 memiliki

tangeung jawak:;

o,

melakukan pembayaran atas pemaniaaran barang milik daernh =esyui
Eentuk pemaniaatan:

menyerahkan huasil pelaksanaan pemanfaatan sesual ketentuan benluk
pemanlaataty;

melakukan pengamanan dan pemehharaan atas barang milik dasrah
¥ang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfastan
barang milik daerah;

mengembalikan barang milik dacrah sctelah berakhirnys pelaksanaan:

dan




¢ memenuhi kewajiban  lainnya yang ditentukan dalam  perjanijian

pemanizatan barang milik daecrah.
Pasa| 24

11V Objek pemanfaatan barang milik daecah meliputi-
a. lanal dan/arau bangmunan; dan
L. sclain tanah danfacau bangunan.

2] Objek pemarnlaatan barang milik dacrah berupa tansh  dan/atay
bangunan sebapaimana dimalesyd pada ayat (1} huruf a, dapat
dilakukan untuk schapian atau keselurabannya.

(3h Dalam hal cbhjek pemanfantan rarang milik dacrah berapa sebagian
tanah dan/atayu bangunan sebagaimana dimaksud pade avat (2}, luas
tanah dan/alzu bangunan vang menfadi objek permanfaatan barang
milik daerah adalah sebesar juas bagian tanal dun/atay bangunan
yvang dimanlaatkan,

Bagian Keripa
Pemilihan dan Penetapan Mitra Pemanizatan
Harang Milik Dacrah
Pazal 85

Pemilihan mitra didasarkan pada Prittsip yang melipuli;

a. dilaksanakuan secacs to rhuka;

b, paling kurang ditkuc oleh 3 tiga) pescres;
mempereleh manfuat yang optimal bagi dacrah;

J. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal
dan kompeten;

€. ternb administrasi; dan

. tertit: pelapuran.

Paxal 36

[1] Pelaksana pemilihan smitea pemanfantan berupa KSF pada pengelola
barang ateu BOS/BSG werdie aras:
8. pengelola barang: dan
B. panitia pemilihan yang dibentuk oleh pengelala harang.

i2] Pelaksana pemilthan mitra premanfaatan berupa KSP pada penpruna

barang terdiri atas;




[11
(2]

(n

12]

2. PENgguna barang; dan
b. panitia pemilihan, yung dibenruk olek FEngEtina barang,

Pasal &7

Pemzilihan mitra dilakukan melaloi tender.

Dalam hal objek pemanfaatan dalam benruk KSP merupakan barang
milik daerah vang bersifat khusus, pemilihan mitra dapal dilakukan
melalun penunjukan langsung.

Pasnl BB

Dalam pemilihan mitra pemanfaatan KSP atay BGS/BYG, pengelola
barang/pengguna barang memiliki tugas dan kewenanpan sebagai
berileut:
8. mencltapkan rencana umum pemilihan, antara lain Persyaratan
peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
b menctapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yvang meliput;
1. kemampuan keuatyan;
2. spesilikasi tekniz; dan
3. rancengan perjanjian.
c. menstapkat panitia pemiliban:
t. menetapkan jadwal proses pemilihan mitrg berdasarkan usylan
dari panitia pemiliban,
£ menyelesaikan perselisihban antare PCEErla calon mitra dengan
Penitia pernilittan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
. membatalkan lender, datam ha;
1. pelaksanaan pomilihan tidak  sesiaj afau menywmpang dari
dukumen pemilthan; dan/atay
2. pengaduan  masyarakat adanya  dugaan  kalusi, korupsi,
ncpofisme yang melibatkan panitia pemilihan termyata terbuki
benar;
g menetapkan mitra:
h. mehgwwasi penyimpanan dan pemcliharaan dokumen permilihan
milra; dan
1. melaporkan hasil peluksanaan pemiliban mitea kepada Bupsati.
Sclain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksug Fada =zyvat (1),
dalam hat diperlukan, Penpelols harang pengguana harang dapat:
2. menelapkan tim pendukung: dan/atau

L. melakukan tugas dan kewenangan lain  dalam kedudukannya




(1]

i)

(31

{2)

(L]

selaku pengelola barang; brngguna barang sebapaimana dimaksud
dalam Paszal 10 dan Pasal 17,

Pasal 89

Fanitia pemilihan reling kurang terdiri atas:

a. kenya;

b sekreraris: dan

L. RAOEgOLA,

Reanggotaan panitia pemilihan sehagaimana dimalesud pada ayat (1)

berjumlah pasal ditctapkan sesyai kebutuhan, paling sedikit 5 flima}

arang, vang terdin otaw:

& Unsur dari pengelola barang dan dapat mengikutzertakan unayr
dari GPDfunit keria lain ¥ang kompeten, untuk pemilihan mitey
pemanfaatan K&P barang milil: dacrah pada pengelola harang;

b, unsur dari pengguna barang dan dapat mengikutsertalkan unsur
dari OPD/unit kerja [ain yang kompeten, untuk pemilinan mitrg
Pemanfaatan KEP barang milik daerah Fada petigpuing barang, dan

C. unsur dart pengelola barang serta dapat mengikutsertakan unsyr
dari OPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemiliban mitra
EGS/B5G

Panitia pemiliharn schagaitnnna dimaksud pada avat (1), diketuai nleh-

4. unsur dan pengeiola barang, unruk pernilihan mitra pemantaatar
KSF barang milik daerah pada pengelola barang  aray BG5S /B3G,
dan

b. wnzur dari Penggung barang, untuk pemilihan mites pemanfaastan
K3P barang milik daerak Pada pengguna Barang,

Aparat Pengawasan latern Permerintah dilarang ditunjuk dalam

keanggotaan panitia pemilihan.
FPazal 90

Persvaratan vang hargs dipenubi uncuk ditetapkan sebagai panitia

pemiliban:

i€, memiliki integritas, yang dinvatakan dengan pakta integritus;

b. memiliki  tanggung  jawab  dan penctahuan toknis  uptuk
melaksanakan tugas;

©. memiliki pengetahuan yang memadead di bidang pengelolaan barang
rilik daerah;

d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tepas; dan




(2]

(1

2]

. Udak menjabat sebagal pengelola keuangan.

Fersyaratan sehagaimana dimaksud pada wrat (1) paling kurang

melipuri:

4. beratatus Pegawai Negeri 2ipil Pemernitlah Daerah dengan golonpan
Paling rendah N/b atau vang scrara;

E. rdak sedang menjalani huskuman dizlplin; dan

c. memiliki  kernampuan  keria  secarn berleelompek  dalam

melaksanakan seliap tugas, pekerjaannya.
Fasal 91

Tugas dan kewenangan Parutia pemiliban meliputi;

4. meonyusun o rencana  jadwal proses  pemilihan mirra dan
menyampalkannya kepada  pengelola barang; pengguna  barang
untuk mendapatkan penctapan;

b menetapkan delumen peiliban;

€. mengumumkan pelakzanasn pemilihan mitra di media Massa
nasional dan di website pemerinrah daerah mAasing-masing;

i, meclakukan penelitian kualifikasi pescTta calen mitra;

¢ melabukan evaluasi admimiscrast dan teknis terhadap penawaran
VAROE s

[ menyatakan tendor gagal;

£. melakukan  tender  dengan peserin calon mita yang Wlus
kualifikasi;

h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalum hal tender gagal
alau peculihan mitra tidak dilakukan melalu; tendep:

i mengusulkan calon  mitra berdasarkan  hasil  render; selelsi
langsung/ penunjukan langsung kepads penpelola
barang/progguna barang,

J-  menvimpan dokumen asli petnilihan:

k. membuat laporan peTlanggungjavaban mengenal proses dap hasil
pemilihan kepada pengelola barang,/pengguns barany; dan

L mengusulkan perubahan spesifikas) reknis dan;alau perubahan
rmateri  perjanjian  kepada pengelola barang/ pengguna  barang,
dalam bal diperlukan.

Perubahan  snesifikasi  telods  dan pernibabien mateo PEfjanjian

sehagnimana dimaksud prada aval {11 hurul | dilakeanakan sctelah

mendapat persetiyjuzn dari Bupati untuk barang mulik dasrah Yang




Lsulan pemanfastznnyas stas persetuuan Bupati.

(4) Porubahan  spesifikasi  teknis  dan Perubshan materi  perjanjian
sebagaimana dimeksud pada ayar (1) huruf | dilaksanakan setelah
mendapal  persetujuan dari pengelala barang untuk barang milik
dacrah vang usulan prmanfaalannya atas persetujuan  penpelala

Larang.
Fasul 92

(1} Pemilihan mitra yang dilakukan melalul mekanisme tender, calon mitra
pemaniaatzt KSP dun/atag BGS/BSG wajib memenuhi persvaratan
kualifikasi sebagat berikut:

4. persyaratan administratif paling kuraneg meliputi:
1. berbentuk badan hukum:
2. mermiliki Nomor Polok Wajibh Pajak;
3 membueat surat pakta mkegritas;
4. menyampalkan  dokumen  penawaran  beseris dokumen
pendukungnys; dan
2 memilikt domisili tetap dan alamat vang jelas.
b. Persyaratan teknis paling Kurang meliputi:
1. cakap menurut hularm;
2. tidak masuk dalam daftar hiram pada pengadazn barangy jasa
Pemerintah:
3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kKemampuan teknis dan
manajerial; dan
4. memiliki sumber duya manusia, modal, peralatan dan fasilitas
laint yang diperlukan dalam pelaksattaan pekenaan,

{Z] Pejabat!pegawai pada Pemerintah Daerah atau pihak vang memilil
hubungan keluarga, bail dengan pengelola barang) pengguna barang,
tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sammpai dengan derajar

keeripa duarang menjadi calen mitra,
Pasal 93

(1] Pengelala barang/ pengpunag barang menyediakan  biayva unpuk
perstapan dan pelaksanaan penmilihan roitcs rang dibiayai dari APBD,
yang meliputi;

A, howwrarium panitia pemilihan mitra;
b. Biaya pengumuman, termasuls biaya pengumuman ulang,;

©.  btava penggandasn dokumen; dan




d. biava laintya vang diperlukan untuk mendukung pelaksanazn
pemilihan micra.

[2) Honorariuen panitia pemilihan mitra sehagaimana ditmaksud pada ayar

[1] hurul a ditetapkan dengan Kepuniisan Bupuati.
Bagian Keempat
Tender
Paragraf 1
Frinsip Umum

Faszal 24

Tender dilakukan untuk mengalokasiltan hak pemanfaatar barang milik

darrah kepada mitra vang tepal dalam rangka mewujudkan pemanfastan

burang milik dacrah vang efisien, efektil, dan gptimal,

Pasal 95

Tahapan tender melipuri:

&%

Boaop o

h.

()

i2]

(3]

PENgUmMLITIAR;
pengambilan dokumen pemilihan:
pemasukan dokumen perawaran;
pembukaan dokumen penawaran;
penelibian kvalifikasi;
petnangglan peserts calon mitra;
pelaksanaan tender; dan

peneusylan calen mirs,
Paragral 2
Penpumiiman
Pasal G&

Fanilia pemiliban menpumumkan rencans pelaksanaan tonder di
media massa  nasionat paling kurang melalyi surac kabzr harian
nasional dan website Pemenntah Daerah,

Pengumuman schagaimona dimaksad Pada svat (1) dilakukan paling
sedelar 2 jdua) kal;,

Pengumunnan sebagatmana  dimaksud pada ayat {2} paling kurang
memuat:

8. nama dan alamat pengelola barang/ pengguna barang;

b. identitas baracg milik daerah obick pemanfzaten;




c. bentuk pemanfaatan;
d. peruniukan objek pemanfaaran; dan

€. jadwal dan lokasi penpambilun dokamen pemiliban.
Faragraf 3
Pengambilan Dokumen Pernilihan
Pazal 47

{1] Pegerta calon mitra tlapat mengambil dekumen pernilihan  secara
langsung kepada panitia Pemilihan dan/atay mengunduh dari website
sesual waktu dan tempat yang ditentukan dulam pengumuman.

i2) Fanitis pemilihan membuat daftar pesertd calon mitra vang melakakan

pengambilan dolumen pemilthan,
Paragrafl 4
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pasal 95

[1] Peserda calumn mirrs dapat mengambil dokumen pemiliben secara
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengundub dart websipe
sesual wakiu dan rempat yang ditentukan dulam pengumaman.

{2) Panitia pemilihan memlbigal dafar peserta calon mitra vang melakukan

pengnmbilan dokumen pemilihan.
Paragral 5
Fembukaan Dokumen Penawaran
Pasal GO

(1} Permbukasan dokumen prnawaran dilakukan secara terbulka dj hadapan

peserta calon mitra pada waktg dan temmpat vang ditentukan calam
dokumen pemilihan.

(2] Pembukaan dekumen penawaran dituanghkan dalam berita arars YENE

ditandatanygani oleh panitia pemilihan dan 2 [dua} orang saksi dari

Pescrta calon mitra vang hadir,
Paragral &
FPenelitian Kualifikasi
Pasal 140

(Uh [anilia perniliban melaksanakan penciittan kualifilkkasi lethadap peserta




calon mitra yang tclah mengajukan dokumen penawaran sccara
lengkap, benar, dun fepat waktu untuk tempercich mitra yang
memenuhi - kualibkasi dan  persvaratan  untuak mengikutl  tender
pemanfaatan.

(2] Hasil penelitinn kualifikasi dituangkan dalam berita acars YANE
ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Parwgraf 7
Femanggilan Peserta Calon Mitra
Paszal |1

Punitia pemilihan metakukan pemEnggilan peserta calon  miten yang
dinyatakan lulus kuaiifikasi untuk mengikut: pelaksanaan tender melajui

surat tertulis dan fetay surat eleltranik.
Farugraf 5
Fclakeanaan Tencer
Pasza) 102

(1} Tender dilakukan untpk mengaiokasikan hak pemanfaatan barung
milik daersh berdasarkan spesilikasi weknis yang telah ditentukan oleh
pengeicla barang/ pengguna barang kepada thitra yang tepat dap
peserta culon mitra vang lulus kualifikasi sebagaimana dimalsud
dalam Pazal 100 avat 1},

[2] Tender sebagaimana dimaksud pada syar (1) dilaksacvakan sepArjang
lerdapat paling sedikir 3 [tiga] peserta calon mitra vang memas.iklkan
pellawarat:.

{3} Hasil render dittingkan dulam berila acars yang ditandatanpani oleh
panilia pemilihan dan calun mitrs stlalol pemenang tender,

Faragral g
Fengnsulan dan Penetapan Mitra Memanfagtan
Pasal 1053

(1} Pengusziulan prmenang  tender sebagai calon  mitra pemaniaaran
disumpaikan sccars terlulis oleh panitin. pemilthan kepada pengelola

barang/ pengguna barang berdasarkan berita acara hasil tender.




{d) Usulan sebagaimana dimaksud pada avatl (1) melampirkan dekumen

[ermilihan.
Pasal 104

Fengelola barang/ pengruns barang menstaplean pemenang |ender sebagai
nirra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaimana

dimaksud Jdalam Pazal 103 wyat [1} dengan kepiitusan,
Paragral 10
Tender Gapal
Paszal 105

{1] Panitia pemilihan menyarakan tender gagal apahily;
#. tUdak terdapat peserta calon mitra ¥ang lulus kualifikasi:
B ditemukan boikri fmdikasi terjadi perseingan tidak sehat:
¢. dokumen pemilihan tidak sexuai dengan Peraturan Daerah ini; atau
d. calon mitra mengundurkan diri.

{2) Apabila tender gagal, (idak diberikan ganii rugi kepada poserta calon
FLitra,

Paragraf 11
Tender Uiang
FPasal 106

(1) Panitia pemiiihan menyatalkan tender ulang apahila:

a- tender dinyatakan gagal sebagsimana dimaksud tlalam Pasal 105
ayat [1]; atau

b. pescrta calon mitra yang wmengikutl tender Kurang cdad 3 (Liga)
poserta.

(4] Terhadap tender yang ditiyatakan panitia pernitihan schagal tender
ulang, panitia pemilthan segera melakukan pengurnuman ulang i
media massa nasional dan website Femerintah Dacrah.

(-3} Dalarr hal tender Wwlane sebapaimane dimaksznd pada ayat (2} terdapat
paling sedikit 3 (tiga] Brang pescrta calon mitra, prozes dilanjutkan
déngan mekanisme tender.

Paragral 132
Scleksi Langsung

Pasal 107




1]

(2]

{)

[4)

(1]

()

{3)

[4]

4y

Cialam  hal setelah  dilaloukan pengumuman ulang  sebagaimana

dimaksud dalam Pazal 106 gyat [2), peserta calon mitre yang mengikuti

tender ulang terdin atas 2 [duay peserta, maka panitia pemilihan

menyatakan tender ulang ¥agal dan selamjutnyva melakukan selefos

langsung.

Seleksi langsung dilakukan detyan 2 [duz) calon mitra yang mengikuoti

tender Ulang sebageimana dimaksyd pada avat [1}.

Tahapan seleksi lengsung terdiri atas:

4. pembnkaan dekumen penawaran;

b. ncgosiasi; dan

©. pengusilan calon  mitra kepada pengelola barang/pengguna
bararyg.

Froscs dalam tahapan seleksi langsung ditakukan scpert halmya

proses tender sebagaimana dimalcsud dalam Pazal 93,

Pgunl 108

Megosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan
konsep maleri pecjanjian,

Selain hal sebagaimana dimaksad Pada avat (1), untuk pemanfaatan
BGS/B3G, neposiasi Jupa dilakulkan terhadap porsi bagian Pemerintah
Dacrah dari ohiek BGS,/ B30 yang dilakukan pemanfastan,

Ketenmuan  umum pelaksansan  KSP atau BGs; B5G,  termasuk
perubahan vang mengakibatlkan penucinan  kontribusi tetap dan
Pembagian  keuntungan untuk permanlaatan KSP atany kontribusi
tahiunan untuk pemanlaatan BGS fBEG dilareng untuk dincgosiasikan,
Segala scsustu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil
negosiasl dituangkan dalam Lerita acara Regosiast yang ditandatangan

oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra.

Fasal 102

Panitia pemilihan melakulan prnelitian terhadap berita acara Nnegosiasi
melalul cary petbandingan antara hasil negosiasi masing-masing

Peserta calon mitra,




[2] Panitta pemilihan menvampaikan usulan pescria calon mitra dengan
hasil negosiasi lerbailk kepada pengelola harang/pengeuny barang
untul dapat ditetapkan schapai mitra.

{3] Usulan schagaimana dimaksnd pada ayat (J) disertai dengan dasar
pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Paragrafl 13
Fenunjukkan Langsung
Pasal 110

(1) Dalam Bal setelah  cilakukan penpumuman  ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pagal 106 ayat [2], peserta calon milra vang
mengaiukan penawsaran hanya terdiri atas 1 {satu} peserta, maka
panitia pemilihan menyatakan tender ulang gapal dan selanjutnya
melakukan penunjukan langsung,

i2) Penunjulian langsung dilakukan terbadap 1 {satu} calon mitra vang
mengikuti tender ulang sebageimana dimaksyd pada ayat [1).

{3] Proses tahapan scleles langsung sebapaimana dimaksud dalam Pazal
107 berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan
penunjukan langsung.

Paszal 111

Tahapan penunjukkan langsung dan proses daijam lahapan penunjukkan
langsuing sebugaimana dimaksud dalam Fasal 110 avat {2) dan avat (3],
berlaku mutatia mutandis terhadap penunjukkan langsung pada K3P utas
barang milik daerah ¥ang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 awvat 2},
Bagian Kelima
Sewy
Paragraf 1
Prinsip Umum
Pazal 112
(1} Perivewaan barang milik dasrah dilalukan dengan wijian:
4. mengoeptimalkan pendayapunaan  burang  milik  daerash YHTIE
belumfridak ditakian PCNEEUNASH dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggarasn pemernrahan dacrah;

b, mempervleh fasilitas vang diperlukan dalam rangka menuniang




(<]

(1}

(2]

(3]

{4

[5)

tugas dan [ungsi pengguna barang: dan/ atan
¢ Mmencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara
tidak =zah.
Fenyewaan barang milik daerah dilakukan scpanjang tidak merugikan
Pemerintah Daerah dan tidak menggangplu pelaksanaan tugas dan
lungsi penyclenggaraan pemerintahan dacrah.

Pasal 113

Earang milik daerah yang dapat disewa berupa:

a. tanah danfatau bangunan ¥ang sudah diserahkan oich pengguna
Larang Kepade Bupati;

b. scbagian ranah dan/arau bangunan vang masih digunakar oleh
pengpuna barang: danfatau

©. selam tanah dan/atau brangunan.

Sewa barang milik daerah sthagaimana dimaksud pada avat {1) huraf

a dilaksanaken oleh pengelola barang setelah mendapat PeIsefujuar

Bupati,

Sews barang milik daerah sehagaimana dimaksud puda ayat [1] hurai

b dar huraf o ditakssnakan oleh PENgEUna barang sctelah mendapar

persetujuan dari pengelols barang.

Fihak lain yang dapay menyewa barang milik dacrah, meljputi:

a. badan usaha milik TIegara;

b. badan usaha milik daerzh:

L. 8wasta; dan

d. badan hukum lainnva.

Hwasta sebagaimana dimaksyd pada ayat (4) huraf e, mehpal;

8, PEeToTrangan;

L. perselutuan perdata;
c. persekuluan ficma:
d. persekutuan komanditer;

€. perseroan terhatas:

b

[emibagn / organisasi internasion al/ asing,
B YAa¥asan: alun

b koperasi.
Parogral 2
dangks Walktu Sews

Pasal 114




(1] Jacgks waktu sewn barang milik daerah paling lama 5 | lima} cahun
scjak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjane.

(£} Jangka waktu sewa buarang milik daerah sebagaimena dimaksud pada
ayar (1) dapat lebib dar 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
fa. Kerja sama mfrastrybtur:

b. kegialan denpan karakeeristik yaaha yeng memerlukan walkin sewa
lebih dari 3 (Jima} 1ahun: atau
c. ditentukan lain dalam ketentuat peraturan perundang-undangan,

(3 Jangke waktu sewa Barang milik deerah untuk kegiatarn dengan
karakteristik usaha yang memedukar lebih dari 5 (limay tahun
sebapaimana dimaksud pada avat {2) huril b dilakukan berdasarkan
perfutungan hasil kajian atgs sewy vang dilakukan oleh pihak Yang
berkompeten.

(4F Jangka waktu sews sebagaitmana dimaksud Pada avat (1| dapat

dehitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai
berikot:

a, pertahun;
b, per bulan;
€. per hari; dan
d. per jam,

() Jangka wuktu sewa barang milik daerzh dalam rangka kerja zama
mfrastrukiur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buref a paling lama
1% [sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang | {satu) kati.

Patal 115

Lingkup pemanfaatan barang miltk daerah dalam rangka Kera sama
infrastrukttur dapal dilaksanakan meiahli sews mempedomani ketentuan
perandang-undacgan.
Paragral 3
Formula Tarif; Besaran Sewa
Pasal 116
{1] Formula taril/besarsn sews barang milik daerah ditetapkan uoleh
Bupati meliputi-
4. untuk barang rnilik deerah berupa tanah dan/atau barpunan; dan
b untuk barang milik  das=rak Berupa selain  tanah  dan/atay

bangunan dengan berpedoman pada kebijakan penpelalaan barang
milik daersh.



(2

{3]

(4]

Hesaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran
nilai nominal sewa barang mililk daerah yang ditentikan.

Besaran sewa atas barang milik dagrah untuk KSEI sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2] huraf & atau untuk kegiatan
dengan karakterstik usabe yang memertukan wakty sewa lebify dari 5
iliznia} tahun scbagnimana dimaksud dalam Fasal |14 ayat {2) huraf t;
dapat mempertirabangkan nilai keekonomian dari MASINZ-tNAsitg jenis
infrastrakiur.

Mempertimbangkan nilai keekonomian, =ebagaimens dimaksud pada
ayat (3] anlara lain denpan mempertimbangkan daya belt{ kemampuan
membayar masyarakat dan/atan kemaian membayar masyarakat.

Faza] 117

Formula taril scwa barang milik deerah merTupakan hasil perkalian dari:

d.

bs.

[1]

f<)

(3]

{4

{1

larif pokok sewa; dan

fakror penyesuai sewa.
Fasal 113

Tarif pokok sewa sebagaimena dimuksud dulam Pasal 117 hurul
adalah basil perkalian antara nilat indeks tarang milik deerah detigan
luas tanah dan/atay bangunan dan nilaj wagar tangh danjatau
bBangunan

Tarii pokok sewa sebapsimans dimaksyd pada ayar (1), ditedakan
untuk:

&, barang milik daerak berupa tanah;

b. barang mulik daerah berupa bBangunan;

€. barang milik daerah berupa sebagian lanah dua bangunan: dan

d. barang milik duacrah selain tanal dan Jatay bangunan.

Taril pokok sewa barang milik  daerah Berupa  tanah dan/atau
bangunan sehagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a, huruf b dan
huruf ¢ dapat termasuk Tormula sewa Barang milik daerah berups,
prasarana bangunan.

Tarit pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.
FPasal 11%

Tartl pokek sews untuk barang milik dacsrah berupa tanah
sebagaituana dimaksud dalam Pasal 118 avat () hurul 8 merupakan

hasl perkalian dari:




{2]

(3]

(4

(1}

(]

(2}

{4]

(1]

[}

(13

{2]

a. faktor variabel sewa tanah;

b, luas tanah: dan

<. pilan tanak,

Fakior variabel sews tanah sehagaimans dimaksud pada ayut (1) harul
# besarannva ditetapkan oleh Bupat:.

Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b dihitung
berdasarkan gambar situasi/peta tanah ataw sertifikat tanah.

Nilai tanah sebagaimana dimaleaipd pada ayat (1) hurof ¢ rnerupakarn

nilai wajar atas tanah.
Pasal 120

Luas tanab sebapaimans dimaksud dalam Pasal 119 ayat [3) dihitung
dalarn meter perseg;,

LDalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tansh, maks luas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 avat (3] adalah acbesar
luas bagian tanah yang disewakan.

Dalem hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki
dampsk tethadap hagian rtanah vang lunnya, maka fuas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat [J] dapat ditarmbahkan
Jumlah tertentu vang diyakini terkena dampak pemanfuatan tersebut.
Milal tanah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 119 avat [4) dihitung
dalam rupiah per meter persegl.

Pagal 121

Tarii pokok =ews untuk barang milik daeruh berupa  bangunan
sehagaimana dimaksod dalam Pasal 118 avat (2] huref b merupakan
hasil perkalian dari:

8. faklor varinbel sewa banguna;

b. ltas bangunan; dan

€. mnilkai bangunan.

Dalam hal sewa banpunan termasuic prasarend banpunan, maka tarif

pukok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa  prasarana
bangunan.

Pasal 122

Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

I2]1 ayat (1) hurarl a ditetapkan oleh Bupat;,

Luas bangunan sebagaimana dimalksud dulam Pasal 121 ayst {1} hurml




i3

(1)

()

(3

(1]

(2]

{3

{1]

(2]

b merupakan luas lantaj bangunan sesuai gawbar daiam  meter
persegl.
Nilar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat (1) harud

¢ merupekan nilai wajar a4z bangunan.
Pasal 123

Dalam hal bangunan yang disewalkan hanyva scbaginn dari bangunan,
maka luas bargunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (31 ayat (1]
hurdf b adalah schesar lues jantai dari bagian bangunan yang
dizsewakar,

Dalam bal peranfaatan bagian batigunan vang disewakan memilik;
dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan
scbagaimana dimaksud dalum Pasal 120 ayar (1) huruf b dapat
ditambahikan jumlah terientu dan luags bangunan rang diyakini
terkena dampak darl pemanfaatan tersebut.

Nilai bangunan scbagaimana dimaksid dalam Pasal 121 ayat (1) hurat
¢ dibitung datam rupiah per tmeter Perscal

Fasal |24

Taril pokok sewa untuk barang milik dacrah herupa sebagian taneh
dan bangunan sebugaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayal (2) huruf
merupakan hasil perjumlaban dari:

a.  taril pokok sewad tanah; dang

b taril pokol sewa bangunan,

Fenghitungan tarit pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) burul a berlaku muratis mutepdis ketentuen dalam Pasal 119
dan Pasal 120,

Penghitungan tarif pokok sews bangunan sebagaimana dimaksud paria
ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis keterituan dalam Pasal 121,
Fasal 122 dan Pasal 123

Pasul 125

Taril pokek sews untuk prasarana bangunan =ebagaimans dimaksyd
dalam Pasal 121 ayat {2 merupakan hasil perkalian dari:

. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan

b, nilai prasarana hangunan [Hp).

Faktor wuriabel scwa prazarana Langunan sebagaimana dimalsod

ada ayat (1) hural o ditetapkan sama besar dengan fakior variabei




sewa hangunan,
[3} Milat prasarana banpunan sebagaimang dimakasud panda mvat (1} hurul
b rerupakan nilai wajar atas prasaranyg banginan.

{4} Nilei prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.
Pasal 126

(1} Fakror penyesuai sewsy sebagaimana dimalksud dalam Pasal 117 hurgf
b meliprari:
B Jenis kegiatan usaha penyews;
b, bentuk kelembagaan penyews; dan
c. periodesitas sews,

[2] Faktor penyesuai sewa sebagaimany diimaksud pada ayat (1) dihitung
talam persentase.

(3] Faktor periyesuai  sews sebagaimana  dimaksud  pada Ayat (1}
ditetapkan nleh Bupati.

Paragraf 4
Jenis Kegiatan Usaha Penyews
Pasal 127

Jenis kegiatan usaha penvews sebugaimana dimaksud dalam Pasal 196
ayat (1) buruf a dikelompalikan atas:

f. Keglatan bisnis;

b. kegiatan non bisnis; dan

£, Kepgiatan sosial.

Pasal 128

(1} Kelempok kepiatan bisnis scbagaimane dimaksud dalam Pasal 197
huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientesi untuk mencari
keuntungan, meliputl:

4. perdagangan;
b. jasa; dan
o, incluser.

(<} Kelompok keglalun non biswis sebagaimana dirnakaud dalam Pasal 197
huraf b diperuntukiian bagl kegiatan yang menarik tmbalan atas
barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungar,
antars ldin:

4. pelayanan kepentingan umum ¥ang memungut biaya dalam jumlah

ertentil ataw terdapat potensi keuntungan, baik mareri] maupun




f4)

[1]

<}

inrpateril:
b, penyelenggaraan pendidiken nasgional;
€. Upaya pemenuban kebutuhan  pepawal  atew  lasilitas vang
diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi proggina
barang; dan
d. Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis,
Kelompol kegiatan sosial sthagaimuna dimaksud dalam Pasal 1727
hural ¢ diperuntukkan bagi kegiatan vang tidak menarik imbalan atas
barang/jasa yang diberikun dan fatau tidak berorientasi meneari
keuntungan, melipiti:
4. pelavanan kepentingan umum yang tidak memungut biayy

dan/atau tidak tecdapat potensi keuntungan;

b. kegiatan soaial:
U, Kegistan Keagamaan;
d. kegiatan kemanusisan:

. Keglamarn penunjang penyelengguraan kegiatan pemerintahan: dan

—

kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial,
Paragral 5
Perjanjizn Sewn
Pazal 1249

Penyewaan barang mililc daerah dituangkan delam peraniien sewa

Yang dirandatangani oleh penyewa dan:

a. bupat, untuk barang milik daerah vung berada pada pengelola
barang, Jdan

b. pengelola barang, untak barang mililk daerah vang berads pada
peEngeung barang,

Perjanjian sewa sebagaimana dimalesied pada ayat {1}, paling sedikit

meratk;

4, dasar perjanjian;

b. pura pihak yang terikat daltam prrianjian;
Jemis, luas atay jumlah baranyg, besaran sews, dan Jangka wakiu:
besarat dan jangka waktu sewa, termazuk periodesitas sewa;

% langgung jawab petivewa atas biays operasional dan pemelibarasn
$elama jungks wakty scwa:

[ peruntukan sews, (ermasuk kelompok jenis Kegiatan uszaha dan

kategori bentuk kelembagaan Peryewna




(-3

4]

i1

[2)

[

(4]

(1}

(]

3]

(4]

E. hak dan kewajiban para pihak; dan

. hallain vang dianggap perlu,

Prnandatunganan perjanjian scwa sebegaimana dimaksugl pada ayal
(1} dilakukan di kertas bermatersi zesuai  ketsptuan peraturan
perundanpg-undangan.

Seluruh baya yang imbul dalem rangka pembuutan perjanjian sews
ditanggang penyeawa,

Paragraf &
Fembayaran Sewa
Pagal 130

Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan dacrah dan
seluruhnys wajib disetorkan ke rekeming Kas Umum Daerah,
Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling
lambat 2 [dua) han kerja scbelum ditandalanganinys perjenjian sewa
barany milik daerah.

Pembayvaran uvang sewa sebagaimana dimaksid pada ayat [2] dapat
dilskukan dengan cara pembuyaran secara tunai kepuda Bendahara
Penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada  ayat (3]
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor scbagal salah  satw
dokumen pada lampitan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

PeT/AN]IAN Bewa.
FPazal 131

Dikecualikan dar ketontuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130
ayat [2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSpPI dapat
dilakukan sccarg bertahap dengan rersetujuan penpelola barang.
Perselujuan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat {l]
wanb dilaporkan kepada Bupati.

Penyetoran uvang sews secara berlahap sebagaimana dimeksid pada
ayal (1) diluangkan dalam pefanijian sewa,

Penyetoran  uang sewa  barang milik daersh  secarm berlahap
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3} dilakukan  dengan
memperhitungkan  nilai sekarang dari setiap  tahap pembayvaran
berdasarkan Lesaran scwa bBarang milik dacrah haesil perhitunpan

sesual ketentuan sebapaimans dimaksud dalam Pazal 116 sampai




{3]

[£2]

(7]

[1]

ij

(3]

detigan Pasal 126.

Perhicungan sebagaimana dimaksud pada aval (4} dapat memirtzs
masukan dar Penilaj,

Penyetoran  vang sewa barang milik daerah  secara bertahap
sehagaimana dimaksud pada ayat () dilakulean sepanjans penycwa
tdak memiliki kemampuan Yang cukup dari aspek finansial untuk
membayar secars sekaligus dibukrikan dengarn surat pernyataan.

Surat pernyatasn sebagaimana dimaksud pada ayat (5] ditandatangani
oleh penyowa yang schurang-kurangnya mecpuat keterangan mengenai
ketidakmampuan tersebur dan PeInyaluan tangpung jawab untuk
membayar lunas secara bertahap,

Paragral 7
Perpanjangan Janpka Waliiy Sows
Pazal 132

Jangka waktu zews barang militk daerah dapat diperpanjang dengan

perserjuan:

4. bupali, uniuk barang milik deerah ¥vang berada pada pengelola
barang; dan

b. pengelola barang, untak barang toilik daerah yang beracla pada
pengpuna barang.

Penyewa dapat menegajukan permochonan perpanjangan Jangka waloot

seva leepada:

a, bupari, untuk barang milik daerah paca pengelola barang: dan

L. pengelola bwerang, unnik barang ilik dasrah pada pengpuna
barang.

Pengajuan permchonan eTpanfangat jungla wakty sewa sebagaimana

dimaksud pada ayat (%} dilakukan ketentuan:

4. untuk jangka waktu sewa lebih dap 1 [satu) tahiun, permohonan
Perpanjengan harus disampuaikan paling lambat 4 {empat) bulan
selistum beralkchirmva jangka waktu sowa;

b, untuk  janpka wakin  sews per tahun, permohonan haegs
disampaikan paling lambat 3 [tiga] bulan sebelum berakhirnya
Jangka waktu sews;

C.ountuk pangka  waktu  scwa  per bulan, permohonan  harus
disampaikan paling tambat 10 [sepuluh] hari scbelym berakhirnya

Jangka waktu sewa:




(4)

(S

(5]

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harug
disattpaikan sebelum berakhirnya Jangka walctu sews.

Permohonan sebagaimans dimaksud pada ayar {3) huruf a dan huruf b

diajukan dergan melengkapi persyaratan sebagaimana perrmohonan

BEWa pertama kali,

Tatn cara pengajuan  usulan perpanjangan  jengka waktu  sews

sthagaimana  dimaksud pada  avat (3] huruf a dan huruf b

dilaksanakan engan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa

barua,

Fenetapan jangka wakte dan Perpanjangannya sehayaimana dimaksud

dalam Pagal 114 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. karakteristik jenis infrastrulour

Il kebutuhan penyediaan infrascrukturs

. ketentuan  untuk MASHR-masing jems  infrastrukeur datam
peraturan perundung-undangan; dan

d. pertimbangan lain dar Bupati.
Paragraf &
Fengakhiran Sewas

Fasal 133

3ewa berakhir apabila:

(11

(2]

(3

berakhirnys jangka wakty sews;

berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan
pencabutan persetujuan sews oleh Gupati alaw pengelola barang;
Bupati atay pengelala barang mencabwt persetajuan sewa dalam
rangka petigawasan dan pengsimdalian; dun

ketentuan lain sesual peraturan perandang-undangaty,
Pasal 134

Penyewa  wajib menverahksn barang milik daerah pada  saat
berakltirmya sewa dalum keadasn baik dan layak digunakan secara
optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

Fenyerahan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dittangkan dalam Berita Acara Scral, Terima,

Pengeiola barang/pengeuna barang  harus melakukan pengecekan
barang milik daerah yahg disewakan sebelum ditandatanganinya Berity

Acara Scrah Terima guna memastiloan kelayalkan kondisi barang milik




dasrah bersanglgtan.
(4 Penandatanganan Berita Acara Sereh Terima sebagaimana dimaksud

pada avat (3 dilakukan seteluh sermus kewajiban penyews dipenuhi,
Paragraf 9
Tata Cara Pelaksanaan Sewa oleh Fengelola Barang
Pasal 135

{1] Calont penyewa mengajukan surat permohonan  disertai  dengan
dekumen pendukung,
(2} Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), memuar:
a. data calon penyews;:
b. latar belakang permohonan:
¢ jangka waktu penvewaan, rermasuk periodesitas sewa; dan
d. peruntukan sewa,
3}  Dokumen pendubung sebagaimana dimaksud pacda ayat (1] terdiri dan:
4. pornyalaan/persctujuan dard pemilik/ PeOEUIS, perwakilan
pemilikf pengurus, atan kuasa pemilik/ pengurus dalam hal calon
penyews berbeniuk hukum/bhadan Lsaha;
b, pernvaraan kescdisan dari calon penyewa untuk menjapa dan
memeclihara barang milik daerah serta me ngikuti ketentuan yang
berlaku selama jangka walkry sewa) dan

c. data barang milik daerah vang diajukan untuk dilskulaan sewa.
Pasal 136

(1} Data calon penvewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat {2)

hurufl a terdiri dari:

g. forokopi KT

b. fotokopi NPWP:

€. Jorckopi 31U dan
d. data lainnva.

{2] Datamn hal ecalon penyewa adalah perorangan, data calon penyoewa
hanva dibuktikan fengan forokopi KTP sebupaimana dirmaksud pada
ayar (1} huruf a.

(3} Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
ayat (3] huruf ¢ terdirl dari;

a. foto alau gambar harang milile daerah, berupa;

I. pambar lokasi, tanah, dan/atau hangunan vang akan disewa:




(1}

{2)

(3}

{4)

(S}

5]

{7)

5]

()

dar
2. Iolo banguman dan bagian bangunan yang akan disews,
b alamat objel yang akan disewakan; dan/atau

¢, perkiraan fuas tanah dan/atau banpgunan yang akan disewakan.
Pasn] 137

Pengelola barang  melakukan penelitian terhadap sural permohonan
dan dokumen pendukung scbagaimana dirmaksud dalam Pasal 135
untuk menguji atas kelayvakan penyewaarn terkait permohonan dari
calon penvewa.

[alam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disews
scbegaimana cimaksird dalam Pasal |35 avat [2] hurul ¢, pengelola
barang dapat meminta keterangan kepada penpaung barang yang
tivnyerahkan barang milikk daerak berupa tanah dan/atay bangunar
vang diajukan untuk disewakan.

Fengeloly barang menugaskan penilal Pemerintah atau penitai publik
untuk  melakukan penilaian objek sewa guna memperelech nilai wajar
barang milik daerah berupa tangh dan/alau bangunan yanpg eken
distwakar.

Prnilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3] ditetapkan oleh
Bupati,

Hasil penilaian berupa nila walar sebagaimana dimaksud pada avat {3)
diperlakukan sebagai tanf pokok sews zebagaimana dimaksud dalam
Pas=al 118 adalah Perhitungan besaran sewa,

Hasl penilajian seébnpgaimana dimaksud padsa ayat (3] digunakan ocleh
Pengelola barang dalam  melakukan kajian  kelayakan penvewaan
scbagairmana imaleud pada ayat (1] dan perhiturngan besaran sevs,
Selurub biava yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada
APBD.

Dalam hal terdapat usulun sews dari beberapa calon penyewa dalam
waklu yang bersamaan, pengeloia barang  menentukan penyewa
dengan  didasarkan pada pertimbangan  aspek pengamanan  dan
pemeliberaan Barans milik dacrah Serta. usulan sewa yang paling
mecnguntungkan Pemerintah Daergh,

EBcrdasarkan hasil penelitian sicbagaimana dimaksud pada ayat [1},
pengelols barang mengajukan usulan permohonan sewy barang milik

daerah kepada Bupat untuk mendapat persetujuan.




Pasal 138

(1} Bupati rnemberikan persetujuan atas permohonan sews yang diajukan
dengan mempertimbangkan  hasil prnelitian dan  kajian  kelavakan
penyewaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat [9),

(2] Apabila Bupat tidak menyelwiul permohonan  tersebut, Bupati
menerbitkan  surat  penolakan kepada  pikek yang mengajukan
permintaan sews dengan disertal alagan,

{3) Apabila Bupati menvernuju Permohonan tersebur, Bupati menerhitlcar,
UL POrSETUjUAaNn penyewddn barang milik deerah berupa tanzh
dan/atau bangunag,

[4) Burat persetujuan penyewasan barang mitik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan schagaimana dimaksud pada ayat {3) paling
kurang memuat:

dara barang milik dacrah vang akan disewakan;
duta penyewa: dan
c. data sews, meliputi:
1. besaran tarif sewa; dan
2. janghka walktu.

(5} Brsaran sewa yang dicantumbkan dalam SUrat perserujuan sewa barang
milike daerah berupa tanah dan/atag bangunan merupakan nilai hasil
rerhilungan berdasarkan formuly torif sewsa,

{6 Dalem hal tepdapat wsulan nilaj sewa yang diajukan oleh calon
penyews dan nilai usulan tersehge lebib besar dari hasil perhitungan
berdasarkan formula tanf SEWA, Desaran sowa yvang dicantmbkan

dalam surat persctujuan sewa adalah sehesar usulan besaran sowa

dari calon penvewsa,
Paragraf 10
Tala Cara Pelaksanaan Sewa oleh Pengguna Barang
Pasal 139

Penggung barang dapat membentuk tim dalam rangka pemanfaatan zews
uniuk mempersiapkan usylan sewy,
FPasgal 140
(1} Pengajuan  permohonan  sewa nleh  calon  peonvewa sebngaimana
dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 berlaku muratis mutandis
terhadap pengajuan permohonzn sewa vleh  calon  penvews pada

PETIEEUNS bharang,




[2]

{3

4]

[

(1)

(]

(1]

Fergmuna barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan
permchonan sewa oleh calon penyews tebapgairmana dimaksud pada
ayat {1].

Pengguna barang melakulan penilaign terhadap barang milik daerah

Derupa  sebagian tanah  dan/farau banguinan atau selain  tanah

dan,/ataw bangunan yang akan disewakan.

Penilaiah schagaimana dimaksud pada Ayal [3] dilakukan oleh:

#. pental Pemerintah atau penilai publik yang ditctapkan oleh Bupati,
uatuk barang miiik daerah berups tanah dan/atau bangunan.

b, lim yany ditetapkan olch Bupati dan dapat melibatlean penilai yang
ditetapkan vleh Bupatr, uniuk barang milik daeral berapa sclain
tanah danfatan bangunap,

Berdasarkan  hasil  penelitian elayakan  dan  hasil  penilaian

sebagaimana dimaksud pada avat (2} dan ayar (3), pengguna barang

mengaukan usulan permohonan sews burang milik daerah kepaca

pengelola harang untuk mendapal PETSEj1AT.
Pasal 14]

Usulan permchonan sews sebagaimana dimalsud dalam Pasal 140
ayal {3) dizertai;

a. data bavang milik daeral yang diusulkan;

b. usulan jangka waktu sewa:

¢. usulan nilai sewa berdasarkan formalasi tarif/ besaran sewas;

d. surat perfyataan dari pengguna barang; dan

. surat pernyataan dari calon peovewa.

Palam hal usulan sews vang digukan oleh  pengpuna barang
sebapaiimana vang dimaksud pada ayat [l] bukan berdasarkar
permohionan dari calon penyewa, tuaka usulan sews kepada pengelola
barung tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dirmaksud
pada ayat {1] huryfl ¢,

Pasal 142

Suret pernyataan penpguna Burang sebageimana dimaksud dalam

Pasal 141 ayat [1] huruf d, menyatakan bahwa:

A barang milik daerah yang akan discwalkan tidak sedang digunaken
dalam rangka Penyclengearaan lugas dan fungsi OFD/ unit kerja;

darn




(<}

(1}

{Z]

{3]

4]

(5]

{7)

(S}

b penyewann  Dbarang  milik  dacah Lidak #hinl  mengpanggu
Pelaksznaan tugas dan fungsi QOFD funit kerja.

Surat pernyatasn calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

141 wyat [1} hural ¢, menyatakan bahwa calon penyeva bersedia untak

menjaga dan memelihara barang  milik daerah serts mengikuti

ketentuan vang berlaku selama jangka waktu sewa,
Fasal 143

Pengelola barang  melakukan penelitian atas kelayakan REnycwann

yang diusulkan pengguna barang sebagaimana dimaksed dalam Pasal

144 avar (7).

Calam melskukan penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (1],

Pengelola burang dapat menunts keterangan kepada penpguna barang

vang mengajukan scwa.

Pengelols  barang dapat menugaskan penilai untuk  melakukan

penilaian guna menghitung nilai wijar atas nilal sews pasar apabily

pengelela barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:

a. luas  lanah  dan/atau Banpunan  yang  disewakan  ridak
tnencerminkar kondesi peruntukan sewa: atau

b estinasi perhitungan tarif dasar sewa dengan  menggunakan
formula sews dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar,

Hasi| penilaian berupa nilai Wajur atas nilal sewa pasar sebagaimana

dimaksud pada  ayat (3t ciperlakukan sebagai taril pokok sewa

sebagaimana dimaksud dalem Pasal 118 dailam penghittingan besaran

S

Dralam hal yang divsulkan unruk disewakan merupakan barang milik

dacrah berupa selain tanah dan fatau banguinan, pengelola barang

melakukan  penelitian  atas  besaran sewa  yang divsulkan oleh

pengeunag barang.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan

dengan berpedmtnan pada standar penilaien dan ketentuan peraturan

Perundang-undangan,

Hasil penilaian sebapaimana dimaksud pady ayar (%) dipergunakan

oleh pengelola barang dalam melakylan kanan kelavakan penyewaan

sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitvingan besaras scwa.

Seluruh biaya vang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada
AFBD.



(1]

i2)

(1}

(2

I3

(4

(2]

(o

Pazal] 144

Pengelola barang memberikan surar persctujuan atas permohofan
sewa vang digjukan pengguna barang sebagrimana dimaksud dalam
Pasal 140 avat (5), dengan mempertimbangkan  hasil penelitian
sebagaimana dinaksud dalam Pasal 143 ayat (1] dan kajian kelayakan
RETIvewnan sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 143 Aayat [7].
Berdasarkan surat perserujuan sehagaimana dimaksud pada avat (1]
pengclola barang mengapukan penslapan formulasi/besaran  sews
kepada Bupeti dengun melampirkan  hagil penelitian  dan kajiun
kelayvakan penvewsaan,

Fa=zal |25

Apabila pengelola barang tidak menyelyui permobonran sewa yang
diajukan pengsuns barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140
aval [3), pengelola barang  memberirahykan kepada pihak wvang
fRengajukan permimtasn sewa dengan disertai alasan.
Apabila pengelola barang Menyewjul permohonan sewa vang diajulkar,
pengguna barang  sebagaimana dimaksud dalam Fazal 140 ayat [5),
pengelola bareng  menerbitkan syrat persetujuan penyowaan barang
milil daerah
SUrat persctujuan sebagameana diraksed pada avat (2] paling sedikit
nlipp JRET
a. data barang milik daerah yang akan disewalean;
b, data penvews;
o data sewa, meliput:

1. besuran rarif sewa; dap

2. jangka wakny, termasuk Periodesitas sewa,
Apabila usulan sews yang diajukan oleh pengguna barang tidak
dizertai daty calon pefivewa, maka persetyjuan sewa tidak periu
disertai data calon penyewa sehagaimana dimaksud pada ayal (3)
huruf 1,
Besaran sewa vang dicantumkan datam Surat persetujuan sewa barang
Milik dagrah berupa tanab dan/atau bangunan merupakan nilal hasil
perhitungan berdasackan formuls tarif scwa.
Apabila usulan nilai scws yang digjukan oleh calon penyews danfatan
pengguna barang  lebih besar dar hasil perhitingan sebapaimana
dimaksud pada avat (5), maka bessran Sewd ¥ang dicantomban dalam




(7]

{1]

{2]

13

(1}

(2}

2]

Surat persetijuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan adelah sebesar usulan bezaran sews dari
calon penyewa danfatau pengguna barang.
Besaran scwa varg dicantumkan dalam surat persztujuan sews barang
miltk daerah berupa selain tanah dan/atay bangunan berdasarkan
nilai sewa.

Pasal t46

Fenggune  barang melaksanakan sewa berdasarkan persctujuar
rengelola barang  sebagaimana dimaksue dalam Pasal 145 avat (2]
paling lambat 1 (satup bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa
olelh pengelala barang,

Dalam hal usulan sewa yang diajuken oleh penpeuna barang tdak
disertal data calon penyvewa sehagaimans dimaksud dajum Pasal 145
avat [3}, pengguna barang mengupevakan agar informasi mengenai
pelaksanaan sewa sebagaimana dirnaksud pada ayat [l] dapat
dipercleh dengan mudah dan jelas olel para. calon penyewa.

Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewsn dalaty
wakilt yang bersamaan, pengguna  barang menentukan penyvews
dengan mempertimbangkan  aspek pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap

paling menguntungkan.
Paragral | |
Perneliharaan Sewa,
Pasal 147

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah
yang disews,

Beluruht bisya perneliharaan sebagaimana dimakswl pada ayal (1)
termasul biaya yang timbul dari pemakaian dan permantaatan barang
melik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
Femeliharaan schaguimana dimaksud pada ayat {2] ditujukan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki Barang agar selaly dalam keadaan
baik dan siap untiuk digunakan secara berdaya gpuna dan berhasil
fFuna




(4} Perhbailean barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3

harus sudah selesai Oilaksanakan paling lambat pada zaat berakhirmya
Jangka waktu wews.

(3] Dalam hal barang milik daerah ¥ang disewa rusak akibat keaduan
kahar/kesalahan,  perbwikan dapat  dilakukan  berdasarkan
kesepakalan oleh pengelola barang/ penpzuna barang dan penyewa.

Faragraf 12
Pentbahsan Benluk Barang Milik Daerah

Fa=zal 148

[1] Perubahat bentuk barang milik dacrah ditakukan dengan persetupan:

2. bupati, untuk barang milik daerah ¥ang berada pada pengelola
barang; dan

b, pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengpuna barang.
{2] Perubohan bentuk barang milik duerai sthagaimana dinaksud pada
ayal (1} dilaksanalan tanps mengubal koostruks] dasar bangunan.
(3] Dalam hal perubahan benrak barang milik cacrah sebagaimana
dimaksud pada avar {2 mengakibatkan adanya penambahan, bagian
yang ditamlabkan menjad; barang milik dasrah dan disertaksn dalam

Berits Acara Scrah Terima pada saa berakhirnya jangks wakcty) spwa.
Faragraf 13
Gart Rilpi
Fasal 149

Dalam ha] baracg milik daersh selain tanah danjatau bangunan vang
disewakan hilang selama Jangka wekiu zewa, penyewa wallh melakukan
ZAN TUg scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Puaragraf 14
Denda Sanksi
Pasal 150

Penvewa dikenakan sanksi sdministratif berupa surat tegiran apabila
2. peryvews belum menyerahkan barang milik dacrah yang disewa pada
sant Detakhirnva jacgka walty HOWa




k.

{1]

{2]

i1

(2]

(2]

perhaikan schagairnana dimaksud dalam Pasal 147 avat (4] belum
dilakukan atau diperbirakan belum  selesai menjclang berakhirnyea
Janghka waktu sews; dan/atau

PENggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 belum selesai

dilaksanalken paling lambat sebelum berakhirnya jangka walitu sewa.
Pusal 15]

Dalam hal penverahan, perbuaikan, dan atau penggantian barang milik
daerah belumn dilekukan terhitung 1 (satu) bulan scjak diterhbitkannya
surat teguran schagaimana dimaksud dalam Mazal 150, pPehyewa
dikenakan sanksi ad ministratil berupa surat poringatan,

Dalam hal penverahan, perbaikan, dan atau penggantian bareng milik
daerah belum dilakukan tethitung 1 (bulan} sejak diterhitkannya supat
poringatan zebaguimana dimaksud pada ayat (1), penvewa dikenukan
sanksi administratil berupa denda, sebagaimana ketentuan peratuiran
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Finjam Palkai
Faragraf 1
Prinszip Urnum
Pa=al |52

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertinbangan:

. menguptimalkan barang milik dasrah yang belum atayu (dak
dilaktukan penggunean untuk penyelenyparaan (upas dan fungsi
pengguta arang, dan

b. menunjang pelaksapnaan penyelengparaan pemerintahan daerah.

Pemmjam paka dilarane untuk melakukan pemantaatarn atas cbjek

facjam pakai,

Faragraf 2
Fihak Peluksana Pinjam Pakai
Pasal 153

Finjam pakai barang milik dasrah dilaksanaloan antara Pocmerinigh
Pusat dan Permenintah Dacrah atau antar Pemerintah Daerah dalam
rangka penvelenggaraan pemerintahan.

Felaksanaan pinjam pakai barang milik dazrah dilakukan oleh:




(3}

(b

[2)

(1}

%]

(2]

(4]

a. pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
pengelola bAarang: dan

b, pengguna barang, untuk bareng milik dasrab vang berada pacds
pengeuna barang.

Pelaksanaan pinjatn pakai oleh pengelola barang/pengguna barang

sehagaimana dimaksud  pads  ayvat (2} dilaksanaksn  sctelah

mendapatkan persebgjuan Bupari.
Paragral 3
Otyek Pinjam Pakai
Fazal 154

Obick pinjam pakal meliputi basang milik daersh berupa tanah
dan/atan bangun«n dan selain teneh dan/atau bengunan yang berada
pada pengeloln barang/ penggung harang,

Ubjek pinjam pakai barang milik daerah bBerupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimeans dimaksud pada avar (1), dapat dilakukan

untuk sebagian alau kescluruhannya,
Faragraf 4
Janpks Wakt Pinjam Pakai
Pasul 155

Jangka waktu pinjam pakai barang milik dacrah paling lkkma 5 (lima}
iahun dan dapat diperpanjang 1 {saru) kali.

Ferpanjangan se¢bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prrumbangan sebagaimana ditoaksud dalam Pasal 152 ayat [1].
Apabila jangka waktu pinjam pakezi zkan diperpanjang, permohonan
perpanjangan  jangka waktu pinjara pakal disampaikan  kepada
pengelola barang/pengeuna  barang paling lambat 2 jdua) bulan
sebelum janghke wakru pinjar pakai berakhir.

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
disampatkan kepada pengelola barang! pengguna barang melewati
batas wakf sebapaimany dimaksud pada ayat (3), proses pinjam paleai

dilakukan dengan mengikut] tata cara permohonan pirgam pakai baru.
Paragral 5
Perubehen Bentuli Barane Milik Daeraty

Pazal 156




(1}

{2]

(3]

(4

(1]

i2)

Selama jangka waktu pinjam paka, peminjam pakai dapat mengubah

Lentuk  barang  milik  daerah, sepanjeng  ridak  mengakibatkan

perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai barang milik dacral.

Ferubahan benluk barang milik daerab sebagaimana dimeksud pada

ayart (1)

d. tanpa disertal dengan perubshan bentuk dan/atag konstruksi
dasar burang milik daerah; atau

b (hsertai dengan perubaban bentuk dan/atan konstruksi dasap
barang milik dacrah,

Usulan peribshan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud

parta ayat (2], dilakukan dengan meneajukan permohonan perubahan

betituk oleh peminjam pakai kepada:

a. bupaty, untuk barang milik daerah yang berads pada pengelola
barang; dan

b. pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berads pada
pengguns barang,

Perubahan bentuk barang milik daerah sebagrimana dimaksud pada

ayat (2) huraf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Faragral &
Perjanjian Pinjam Pakai
Pasal 157

Pelaksanaan pinjarm  pakai  dituangkan  dalam  perjanjian  sercs

ditandatangani oleh:

4. peminjam pakai dan Bupati, untek barang milik daerah YETE
berada pada pengelola barang, dan

. perninjam pakai dan pengelola barang, unik barang milik daerah
yang berada pada pengguna barang,

Perianjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit rerouat;

a. pard pihak yang erikat dalam pegjanjian;

bx. dasar perjanjian;
wlentitas para pihak yang reckait dalam perjanjiac;

d. jemis, Mias atau jumlah barang  vang dipinjamkan, dan janpka
wakt;

£ langpung jawab perminjam atas biaya operasional dan pemeliharuan
selama Jangka wakty peminjaman,

.  hak dun kewajiban para pihak; dan




(3

(1}

(2]

(3

(4}

L)

(2]

(3)

{4]

g persyaratan lain yang dianggap perha.
Salinan perjanjlan pinjam  pakai  disampaikan kepads PEDEEYING
barang.

Paragral 7
Tata Cara Pelaksanaan Pimparn Pakai
Barang Milik Dacrah pada Pengelola Bareng
FPazal 1558

Calen peminjam pakei mengajukan permohonan pinjam pakai kepada

bengelola barang,

Pengelola barang melakulkan penelitian atas permohonan pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada,

avat [2] meliputi:

A, kepastian helum digonakan atav tidaks adanya penggunaan arang
milik daerah;

b tyjuan penggunaan objek pinjam pakad; dan

¢, jangka waktu pinjam pakai.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada evat (3 merapakan dasar

perumbangan Bupat] dalam memberilcan persetuyuan/ penolakan atas

permohonan pirjam pakai.
FPazal 159

Berdasarkan hasi] penclitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
ayal {3], pengelula barang mengajukan permohonan persefujuan
pinfam pakai kepada Bupati,

Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:

8. pertimbangan vanyg mendasari permohaonan pinjam pakai;

k. identitus peminjem pakai:

¢. tujuan penggunaan cbjek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibatuhkan; dan

e Jangka wakliu pinjam pakal

Apabila obijek pinjam pakai berups tanah dan/atan bangunan arau
sebagian tanah dan/atau bappunan, rincian data objek pinjam pakeai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul d, termasuk Juas dan
lakas tanah dunyatau bangunan.

Apabila objek pinjam pakai berupa selain ranah dan/atau bangunan,
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rincian data abjek pinjam pakai sebagaimana dimaksod pada ayat (3
harul d, termasuk nama dan Jumlah barang milik dasrah.

Pasa] 140

Pemberign persetiujuan/penolakan oleh Bufmati atas permohonan

pinfam pakai dilukukan dengan mempertimbangkan:

a. barang milik daerah yang dirmohon dalam kondisi belum atay tidak
sedang digunakan untuk tugas dan fungsi penpelola barang; dan

b. barang milik daerah yang dimohon  akem digunakan untuk
MEnunjsang prlaksanaan penvelengEarasn Fermnerintah
Pusat /pemerintahan dasrah laitiya,

Apabila Bupan  menyetujui perinohenan  pinjam  pakai, Bupati

menerbitkan surat persetujuan perijam pakai.

Surat persetujuan Bupatt sebagaimana dimalkeud pada ayat {2), paling

sedikit mermuat:

A4. 1dentitas peminjam pakai;

b. data objek pinjam palkai;

c. jangka waktu pinjam pakad; dan

d. kewajiban peminjam pakai,

Apabila Rupati tidak menyvelujui permahonan pinjam pakai, Bupali

menerbitkan surat penclakan pinjam pakat kepada cslon peminjam

pakai dengan disertad alagan,

Fasal 161

Pelaksanaan pinjam pukat barang milik daerab dituangkan dalam
peTjanjian pinjam  pakai yang ditandatangani oleh Bupatt dan
peninjam pakai.

Pegjanjian sebagaimana dimalesud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan
penyerahen  oljek  pinjam  pukai  dar pengelola  barang kepads

pEnnyam pakal vang dituangkan dalam Berita Acara Seraly Terima.
Pasal 162

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjarm pakai wajib memelihura
dan mengatnenkan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan
pada perminjam pakai.

Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakaj haros
membertahukan kepada pengelola barang  akan mengakhiri atau

MEMPEIPan|ang pinfam pakai.




i) Dalam  hal piojam  pakai akan diperpanjeng, peminjam  pakai

mengajukan permohenan perpanjsnpsn jangka waktu pinjam pakai

kepada pengelola batanyg.

(4 Pengelols barang  menyampaikan pengajuan permohonan persetiyuan

perparjangan pinjam pakai kepada Bupati.

[] Fengajuan perpanjangan  permohonan  persetujuan pitjam  pakai

sebagaimana dimaksud pada ayal {4 dilampiri dengan:

.

strat persetuiian pinjam pakai sebelumnyaz dari Buparti;

b surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai

musih digupgkan untuk menunjang pelaksanaan Penyelenggaraan
Pemerintah Pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan

sural permyataan dari pengeloln bsrang bahwa prlaksanaan pinjam
pakal  fidak  mengganpgu  pelaksanzan  tugas  clan lungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fa=zal 1632

(1} Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakat sebelum

masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan

kepada pengelola barang,

(2] Peminjam pakai delam mengakhiri pinjam  pakai stbagaimana

dimaksud pada ayat (1] dituangkan dalam Berita Acara Serah Tedma.

|3] Penpelola barang melaporkan Berita Acara Serah Teriina [sebagaimana

dimaksud pada ayat |2] kepada Bupati.

Faragraf 5
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakad
Barang Milik Daerah jwmda Pengguna Barang

Paza)l 164

(1} Calon peminjamn pakai mengajukan permohonan pmjam pakai kepada

PENERUNS BAarang.

(2] Pengguna barang rengajukan permohonan persetitjuan pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pade avat (1) kepada Bupati melalui pengelola

barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pekai dengan

melampirkan:

2.
b

surat perrmohonan pinjam pakai dari calon peminjam palai;
surat perovatuan dari pengguna barang  bahwa pelaksanaan

pinjam pakai tidak mengpangpu pelaksansan tupas dan Tungsi




{3]

(1}

(<)

{2]

(1

(<]

penvelengearaan pernerintahan dacrah; dan

<. data objek pinjam pakai, antars lain karta identitas barang, untuk
barang milik da¢rah yaneg memiliki kartu identitas barang,

Fermohonan persetuyjuan pinjam pakai dari pengguna barang paling

KUrang memuat;

2. pertimbangan yang mendasari permechonan pinjum pakai;

b. identitas perminjam paloal;

C. ujuan pengerinasn objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai vang dibutuhkan, termasulk las
dan lokasi tanah dan/atan bangunan; dan

. Jangkz waklu pinjam pakal,
Pasal 165

Fengelola barang melakukan penelitian atas permohonan persctuuan

pimam paksn dan pengguna barang scbagrimena dimaksud dalam

Pasal 164 ayar (2.

Pepelitian sebagaimana dimaksud pada avat | 1) melipate

a., kepastian Relum digunakan arau tidak adanya penggunaan barang
milik daerah;

k. tujuen penggunaan obhiek minjom palkai; dan

¢ jangka wakte pinjam pakai.

Hasil penelitien sebagaimans dimaksud pada ayat (2) disampaikan

Bupati  scbapal dasar  pertimbangan perselujusngpenalakan

pertnohonan persetujuan pinjam pakal cleh Bupat,
Pasal 164

Pemberian  persefujuan/penclaken oleh Bupatl atas permohonan

mnjamn pakal dilakukan dengan mempertimbangkan,

d. barang milik dacrah yang dimohon dalam kondisi belum atao tidak
digunakan untuk tugas dan lungsi Pemerintah Daerah;

k. bkarang rmilik dagrah  yang dirmchon akan digunakan  untuk
eI EnNg pelalksanaan pervelengraraan Pernerintzh
Fusial fpemeriniahan daerab lainnya; dan

. janpksa wakly pinjam pakal palimg lama S [litna) tahun sejak
ditandatanganinyd perjan)ian pinjam pakail.

Dalam hal Bupatl menyetujw permohonan pinjam pakal sehagaimana

dimaksud dalam PFasal 1864 avat {2], Bupati menerbitkan surat

persetujuan pinyam pakai yang paling lurang memuat:
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a. identitas peminjam pakai;

b. data barang milik dacrah ohjek pinjam pakai;

c. jangha waklu pinjam pakai: dan

d. kewdliban peminjam pakoai.

Dalam hal Bupati tidak menyetujul permohonan  pinjam  pakal
scbapgaimana dimaksud dalarm Pasal 184 ayat (2), Bupati melalod

pengelola barang membertahukan kepada pengepuna barang disertad

alasannya.
Pasal 167

Pelakzanaan pinjam pakai baranpg milik dacrah yang berada pada
pengpluna barang diluangkan dalam perianjian pinjam pakai antara
pengelola barang denpan penunjam palkai.

Pegjanjian  pinjam  pakai sebagaimana dirmaksud  pada ayac (1)

ditindaklanjuti dengan pepiyerahan objek pinjam pakal dan pengeling

bareng kepada peminjam paka yang dituangksn dalam Berita Acara

Scrah Terima,

Selama jangks waktu piijam pakal, peminjam pakai wajib memelihara

dan mengamankan objck pingam pakar sebagaimana dunaksud pada

ayat (2] dengan blaya yang dibebankan pada pemuinjam pakal.

Bebelum jangka waktu pinjam pakal berakhir, peminjam pakai harus

memberitahukan kepada pengeuna barang  akan mengakhinn atan

memperpan|ang pinjam pakai.

Dalarm hal  pinjam pakar akan  diperpanjang, peminiatn pakai

mengajukan permolonan perpamangan jangka wakta pinjam pakai

kepoda penpgeuna barang.

Pengpuna barang menyampaikan pengsjuan permohonan persetujuan

perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui pengelola barang.

Pengajuan permohonan  persetujuan  perpanjangan pinjam  pakai

sebagaimanag dimalesud pada avat (S dilampir dengan:

A, SUrat perseilpuan pinjam pakal sebelumoya dan Bupats;

b, sural permyalaan dan pemingam pakal bahwa obyck pinjam pakai
masih digunakan untuk menunjang pelaksannon penvelenggaraan
Femearinitah Puset;pemerintahan daerah lainnya, dat

€. &surat pernyatean dan pengguna barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu  pelaksanaan  tugas  dan  foungsi

pcnyclonggaraan emerintshan Dacrah, dalam hal pinjam pakai




dilaksanakan oleh pengpuns barang.,
Pasal 168

i1} Dalam hal pemninjam paka: aken mengakhini pinjam pakai scbelam
MAsA pinjam pakai berakhir, peminjam pakai hars membentahukan
Lkepsads penpguna barang.

(2p Permimgam  pakai dalam  mengakhiri pinjam  pakai  sebagaimana
dimaksud pada evat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.,

(3} Pengguna harang melaporkan Berita Acare Serah Terima sebagzimana

dimaksud pada avat (2} kepada Dupati melalul pengelola barang.
Bapan Ketujuh
K3P
Paragral 1
Prinsip Dmum
Pasal 162

K3P barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan dava guna dan hasil guna barang  milik daerah;
dan/atau

I meningkatkan pencrimaan pendapatan dactah.
Fazal LTO

(1) ESP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atay
lidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya
cperasional, pemelibarpan, danfatau  perbaikan vang diperlukan
terhadap barang milik daerah vang dikerjasamakan.

i2) Mirra KSP ditcrapkan melalui tender, ketuali untuk barang milik
duerah yang berzifat khusus dapat dilakukan penunjulean lanpsung.

(31 Barang milik dasrah yang bersifac khusus sebapaimana dimaksud pada
ayat [2) memiliki karakleristik:

a. baranpg  yang mempunyal spesifikasi rertenil sesuai dengan
ketenian peraturan perundang-undangan;

b barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara
udara, pelabunan laut, kilang, instalasi listcik, dan
bendungn fwaduk;

c. barang  vang dikerjasamaban dalam investas] vang berdasarkan

peranjian hubungan bilateral anlar negars; atan
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. barang lain yang ditetapkan Bupati,

Penunjukan langsung mitra K8P slas barang milik daerah vang bersifat
khusus sebagaimana dimaksud pada avat [2} dilakukan oleh pengelola
barang atau  pengeina  barang terhadap Badan Usaha Milik
Negara/Daerah yang memiliki bidang danyatau wilayab kerja tertenrn
Sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mitra KSF harus membayar kontribusi tetap setiap tahun sclama
panghka waktu pengoperasian yang telah ditctapkan dan menvetor
pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Tmum Dasrah.
Perhitungan Lesaran kontribusi pembagian keuntungan scbapaimane
dimaksud pada ayat (5 yang merupakan bapian Pernerintah Daerah,
harus memperhatikan perbandingan nilai bararg milik daerah yung
dijadikan objek KSP dan manfaat jain yane diterima Pernerintah
taerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP,

Pasal 171

Selama janghks waktu pengoperasian, mitra KSF dilarane menjaminkan
ateu menggadaikan barang milik daerah yung menjadi objek KSP,
Biaya persiapan KBP vang dikeluarkan perngelola  barang atan
pPcigguna barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan
patla APBD.

Biaya persiapan KSP vang terjadt zetelah ditetapkennaya mitra K3P dan
biaya pelaksanaan K3P menjadi bebun mitra KSP.

Cictlan pukok danm biaya vemg timbul atas putjaittan mitra KSP,
dibebankan pads mitra KSP dan  ridak diperhittingkan  dalam
pembagian keuntungan.

Pengawasan atas pelaksansan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:

w. pengelola barang, untuk barang milik deerah patla pengelola

barang; dan

b pengguna barang, untuk barang milik dacrah pada penpguna
barang,.

Paragraf 2
Fibhak Pelaksana KSP

Pasal 172

Pihak yang dapat melaksanakan KSF adalah;
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4. pengelola barang denpan perselujuan Bupati, untuk barang milik
dacrah yang berada pada pengelola barang; wrau

b pengpuna Barang dengan perscrujuan pengelola barang, untuk
barang milik daerah yang berada pada pengguna barang.

Persetujuan pengelole barang  sebagaimanz dimaksod pada ayat {1)

haruf b setelah mendapat pertimbangan deri Bupati,

Fihak vang dapat menjadi mitra KSp Barang milik daerah meliputi:

4. badan usaha milik negary;

b, badan usahe milik dacrah; dan fatau

C. awawtd, kecusli perorangan.
FParagrat 3
{bjck KSP
Fasal |73

Objek KSF meliputi barang milil dacrah bherupa:

& tanah dan/atau bangunan: dan

b. selain tenah daniatau bangunarn, yang berada pada pengelola
barang/pengguna barang.

Ubjek KSP barang milik dacrah berupa tanah dap/arau bangunan

schagaimana dimaksud pada ayet (1] hural a, dapat dilakukan untuk

sebagian atau kescluruhannva.
Paragraf 4
Hasil KEP
Pazal 174

Hasil KSP dapat berupa tanah, prcdung, hangunan, serte sarana dan
fasililas yang diadakan olch mirra K4P.

Sarana dan fastlitas hasil KSP sehagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a  peraiatan dan mesin:

b jalam, irigast, dan jaringan,

c. asct totap lainnya, dan

d. aset lainnya,

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] menjadi bagian dari
polakesnaan KSP.
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Hasil K&F sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik
dacrah sejak diserahkan kepada Permerntah Dgerah BESLAL pPCTianjian
atau pada saat berakhirnya peganjian,

Paszsal 175

Hasil KEP harang milik daerak dalam rangka penyediaan infrastrulotne

terdiri atas:

2. penénimaan dacrah yang harus disetorkan selama 1angka waktu
KSP barang milik daerah; dan

b, Infrastrultur boserta fusilitasnya hasil KSP barang milik daerah,

Penericnaan daersh sebagaimans dimaksud pada ayat (1] huraf a

terdirl atas:

a, kontrilnisi tetap, dan

b, pembagian keuntungan,
Pasal 176

Dalam pelaksansan KSP, micra KSP depat melakukan perubahanp

danfatan penambahan hasi] KSP,

Ferubahan dan/atau penambahan hasil KSP scbageimana dimaksud

pada avat (1) dilakukan dengan cara adendum PEC)ar]ian.

Ademdum  perjanjian KSP sebayamana dimaksud pada ayat (2)

ditnjukan unruk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan

pemtragian keuntungan.

Begaran kontribusi tctap dan pembagian Keuntungan sebaguimana

dimaksad pada ayat [3) ditetapkan oleh  tim berdasarkan hasii

perhituingan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan;

a. bupati, untuk tarang milik deerah berupa tanah dan/etau
bangunan; atau

B, pengelola  barung, untuk Barang milik daerah sclainy  tanah
den/atau banpunan,

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP  dilakulan setelah

memperaleh persetujuan Bupati,

Paragrafl 5
Janghkas Wakin KPP
Pasal 177

Jangka waktu KSP paling lama 30 {tiga puluh] tahun sejak perjanjian




i2)
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(2]

{1]

(4]

{3)

ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Dalam hal KSP atas barang milik dacrah dilakukan untuk penvediaan
infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluhb] tahun
selak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasalt 175

Prrpanjangan jangka waktu dilaltukan oleh mitra KSP dengan cara

mengajubkan permohenan persetujuan pPerpanjangan jangka waktu K8p

paling latnbat 2 (dua) tahun sebelum Jangka waktu berakiir.

Ferpanfangan jangka wakeu dilsksanekan dengan pertimbeangan:

2. sepanjeng tidek mengganggn  polaksanaan Tgds dan  fungs
Penyelenggaraan pemerintaban dserah: dan

b. =elama peluksansan  KSP terdabule, mitta KSP  meratuhi
peramuran dan perjanjian KSP.

Paragrafl &
Perjanjian KSP
Faszal 179

Frlaksanuan KSP dituangkan dalam Perjanfian KEP antara Bupati atau

pengelola barang  dengan mitra ESP setelah ditertican keputusan

pelaksanaan KSP oleh Bupati.

Ferjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1| ditandatangani oleh

mitra KSP dan:

a. bupatl, untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola
barang, atau

b. pengelols barang, unok barang milik dacraly yang berada pacly
pengguta barang,

Fepjanjian sebagaimuna dirnaksud pada avet (1) paling scdikit memgat:

a. dasar perjanjian;

b, identitas para pibak vang terikat dalam petjanjian;

c. ohjek KBEP;

d. hasil KSP berupa harang, jika ada;

£ perantukan KSP,

f. jangka wakeu K3P

g besaran  lkontribusi tetap  dan pembagian keuntungan  serta

mekanisme pembayarannya;

k. hak dan kewsjiban para pihak ¥ang rerikat dalam perjanjiang
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L kelentuan mengenai berakhicnya KSP;

i sanksi; dan

k. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian K8P sehagaimans dimalosud pada avat (3) ditvangkan dalam
bencuk Akta Molars.

Penandarangapan  perjenjian K3F  dilakuken serelah  mitrs  KSP
menyampaikan bukt setor pembayvaran  koptribusi tetap pertama
kepada pengelola barang/penggung barang,

Buktt szetor pembayaran kontribyzi tetap  prrtama  sebagaimana
timaksud pada aval (5} merupakan salzh satu dokumen pada lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP,

Paragrafl 7
konteibusi Tetap dan Pembagian keunrungan
Pasa] 18U

Mitra KEP wajib menverorkan:

#. kontribusi tetap; dan

b. pembagian keuntuogan KSP.

Penyetoran sebapaimane dirmabksgd pPada avat [1} dilakukan setiap
tahun seluma janglka wakiy K3p.

Kontritisi tetap sebagaimana dimakesid pada zyat {1) huruf a dan
pembagian keuntungan KSP scbagaimana dimaksud pada avar {1]
huruf b, merupakan penerimaan dacrah

Gesaran kentribusi retap dan pémbaman kountungan hasil KSP
sebagaimana dimaksud pada ayar (1 ditetapkan oleh Bupati.

Dalam KSF barang milik daerah berupa tanah dan/atay banpgunan,
sebagian lontribusi tetap dan pemba gian keuntungannya dapat bherupa
bangunan Leserta fasilitasnya vang dibangun dalam saru kesatian
PETETICA ST,

Sebagiun konrribusi tetap dan pembagien keuntungannya yung berupa
bangunan beserta fasilitasova sehagaimana dimeksud pada ayat [5)
bukan merupakan objek KSP.

Pasal 181

Besaran nilai bangunan bescrta fasilitasnys sebapai baesjan dar
kontritvus=i tetap dan kontobusi prmbagian keuntungan sebagaimena
dimaksud dalam Pasal &0 ayet (5) paling banyak 10% {scpuluh
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(1)

persen) dart total  penerimaan kentribusi  tetap dan pembapian
keuntungan sclama masa KS8P,

Bangunan yang dibanpgun dengan bigya sebagian kontribusi tetap dan
pembagian keuntungen dard awal pengadsannya merupakan bareng
milik daergh.

Cosaran kentribusi telap dan perscntase pembagian keuntungan KSP
barang milik daerabt berupe tanah dan/atau bangunan dan sebagian
tanah dari/ atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan tim vang
dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dansatan mempertimbanglan hasil
penilaian.

Besaran kontribusi terup dan persentase pembagian keuntungan KSP
barang milik daerah berupa  selain  tanah  dac/atan bBungunan
ditetapkan dari hasil perhitungan tim vang dibentik oleh pengelola

barang, herdasarkan dan/arau mempertimbangkan hasil penilaian.
Paszal 182

Perhilungan kontrnbusi tetap merupakan hasil perkalinn dari:

2. besaran perscntase konuibusi tetap; dan

b. mnilai wajar barang milik daerah vang menjadi objek KSP.

Besaran persentase kontribusi fetap sebagaimana dimaksud pada ayat

[1} buruf s ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan tim

berdasarkan dan/atag mémpertimbrangkan hasil penilajan.

Milai wajar barang milik daersh dalam rangka KSP sebagaimang

thrnaksud pada avat (1) huruf b berdasackan:

a. hasil penilaian cleh penilai Pemeriniah atan penilai publik yang
ditetapkan aleh Bupatr, untulke barang milik dacrah berups tanah
dan/atau banpunan; dan

U, hasil penilaian oleh tim yang ditetapkan cleh Bupati dan dapat
melibatkan penilai vang ditetapkan Bupati, untulk barang milik
daerah selain ranah dan/atay brangunan.

Apatle terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilaj

wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

dalam rangka pemanfaatan Barang milik daerah digunakan nilaj wajar

hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Fazal 153

Besaran persentluse Kootribusi letap pelaksanaan KSF sehagaimansa

dimaksud dalam TMasal 182 ayal (1} harul a meningkar setiap tahun,




[}

i1

(2]

(3

(4]

{1]

(<)

(1]

2]

3]

yang dihitung berdasarkan kontriblsi tetap tahun pertama dengan
rmemperhatikan esxiimasi tingkat inflasi.

Besaran  peningkatan  persentase  kontribusi  tetap  sebagaimans
dimaksud pada ayar (1] ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan
KEF dan dituangkan dalam perjanijian KSF.

Fasal 154

Perhitungan pembagian keuntunyan dilakukzn dengan

memperlimbangkan:

#. nilal invesrasi Pemerintah Daerahs;

b. nilai invesrag mitra K8 dan

=, risiko yang ditanggung mitra KSP.

Ferhirungan pembagian keuntungan sebagsimana dimaksud pada ayat
{1] ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan tim berdasarlean
dan/atan mempertimbanplkan hagil penilaian.

Besaran nulai investasi Pemerimah Daerah sebagaimana dimalksud
pada ayat (1} harul & didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah
vang menjadi objek K3P,

Besaran milsj investasi mitra KSF sebagaimana dimaksud pada ayar {1]

buruf b Jidasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP,
Fazal 183

Besaran pembagian keuntungan duapat ditinjau kembali oleh Bunpati
dalam hal realisas investasi yvang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih
rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertilang dalam P CJATLIATL
Realizasl investasi schagaimana dimaksud pada ayat (1], didasarkan

dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.
Fasal 186

KSP  atas  barang  milik dasrah dapat  dilakukan  untuk
mengoperasionalkan barang milik daerah.

K3F operasional atas barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang
dioperazikzan oleh pthak lain,

Apabila milra K3P hanya mengoperasionalkan bareng milike daerah,
bagian keuntungan vang menjadi begian mitra KSP dilentukan oleh
Bupati berdasarkan persentage \ertentu dari besaran keuntingan vang

diperolch mitra KSP terkait pelaksanaan KSP,




[1]

(2}

(3]

(1]

[2)

[3]

(2]

Pazal 187

Apala mitra KSEP barang milik daerebh untuk penyvediaan infrasiukiur
berbentuk Badan Usaha Mk Negara/Daerah, kooiribust tetap dan
pecmbagian keuntungan yvang disetorkan kepada Pemerintah Daersh
dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% {tujuh puluh perseny dari
hasl perhitungan tim KEP sebopaimena dimaksud dalam Pasal 176
avat {3).

Fenetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntunpan scbapaimana
dimaksud pada ayat (1} didasurksan pads hkondisi keuvangan Badan
Usaha Milik Megara/Deerah dan hasil analisiz kelavalkan bisnis KBP.
Ecsaran penstapan keolribusi tetap dan pembagian kKeuntungan
scbagaimansg dimaksud pada ayat (1) ditetapken cleh Bupati.

Faragral 8
Pembayaran Kontribrusi Tetap dan Pembagian Keuntungan
Paszal 158

Pembayaran kootribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum
Dacrah oleb rura KSF harus dilakukan paling lambat 2 {dua) hari
kerja sebelum penandatangatan perjanjian KSP.

Pemmbavaran kontribusi tetap tahun berikutnya disctorkan ke rekening
Kas Umum Dacrah paling lambat dilakukan sesuai dengan tangpal
¥ang diterapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai
dengan berakhirmva perjanjian KSP.

Fernbararan kentribusi tetap sebapaimana dirmaksud patla ayat (1] dan
ayat (2] dibuktikan denpan Inukei setor.

Pasal 15%

Pembagian keunlungan hasil pelaksanaan KSP takun seheluminys
harus disetcr ke rekening Kas Umum Decrah paling lambat dilakukan
sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam petjanjian dan Jilakukan
setlap tahun sampai dengan berskhirnya perjanjian KSE.

Pembayaran pembagian keuntungan sebapaimana dimaksod pada ayut

(1) dilakukan olzh mitra KSP berdasarkan persetujian Bupati.
Parograf ©
Beraktinrnyva KSF

Pasal 190



(1]

()

2]

(<}

(13

(2]

(3]

4]

(5}

KSI* berakhir dalam hal:

#. berakhirmya jangka waktu KSP sebaguimana  tertuanpg  dalam
pErianisn;

b. pengakhiran perianjian KSP sccara sepihak oleh Bupati atau
pengeslola barang:

v, berakhirnya peguanjian KSFP; dan

d, kotentuan lain sesuai peraturan perundane-undangan.

Fengakhiran KSP schagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, dapat

dilakukan delam hal micra KSP-

a. ridak membayar kentribusi tetap sclama 2 (tiga] tahun berturut-
LLICUE;

b tidak membavar pembagian keuntunpan selama 3 (tigay tahun
berturut-furut sesuai peganjian KSR, atan

¢ tidak memenuhi kewajiban selain sebupaimana dimaksud pada
hurwef a dan huruf b sebagaimana tertiang dalam penanian KSP.

Fengakhiran KSP schagaimana dimaksud pada avat [2) dilakukan oleh:

a. bupat, untuk barang milik dacrah vang berada pada pengeloia
barang, ataw

b, penpelola barang, untuk barapg milik daerah yang berada pada
penggung barang.

FPengakhiran KSF sebagaimana dimaksud padla ayac (3 dilakukan

decala terlulis.
Pasal 191

Paling lambal 2 (dua) tshun sebelum jangks waktu KSP Beralkhir,
mutra harus melaperkan akan mengakhiri KSP.

Perdasarkan laporan sebagaimana dimalesul pada ayat (1}, Bupat
stau  penpgelola  barang meminta  avditur  independen/ aparat
pengawasan  intern  Pemerintah  wuntuk  melakukan sodit aras
pelaksanaan KSP,

Auditur independenaparat  pengawasan nkcrn Pemerintah
zebagrimana dimaksud pada ayat [2) menyampaikan hasi! audit
kepada Bupati, pengelola barang, den/arau pengeuna barang,

Bupati, penigelida barang, dan/atay pengguna barang menvampzikan
hasil audit sebagaitnana dimaksud pada ayal (3} kepada mitra KSP.
Mitra KEP menimdaklanjuri hasit audi sebapaimana dimaksed pada

Ayat 4] dun melaporkannva  kepada  Bupati, pengelota  harang,




(1)

{2]

i3

{4)

(1)

i)

(3]

{4

(=]

ddan/atay pengguna barang.
Pasal 192

Herah terima  objck KSP  dilakukan paling  Jamia pada saat
Berakhernys jungka wakng KSp.

Serah terima sebaguimana dimaksud pada avat {1] dituangkan daiam
Berita Acara Serah Terima.

Datam hal Mitra KEP belum selesai menindaklanjucl heasil audit setelah
dilakukannya serah terima sebapaimana dimalksud pade ayat {1], Milra
KEP letap berkewajiban menindaklanjuti hasil avdit,

Pengguna barang/ pengelela barang melaporkan pengakhiran KEP dan
penyeraltan objek KSP sebapaimana dimaksud pada ayat {1] kepada
Bupat paling lambat 1 {zaty] bulan setelah penyerahun,

Fazal 193

Penigakchiran perjanjian K8F secura sepihak oleh Bupati atan penpelola
burang  sebuagaimans dimeksud dalem Pasal 190 ayal (1) huruf b,
dilaksanakan dengen menerbitkan reguran tertulis pertama kepada
mitra K3P.

Apabila  mitra K8P tidak melaksanakan teguran  scbagaimana
dirnaksud pada ayat [1] dalam janglka wakiu 320 [liga puluh)} hari
kalcnder sejak diterbitkan teguran rertulis pertama, Bupati atau
pengelola barang menerbitkan teguran tertulis kedyg,

Apabila mitra KEP 1idak melaksanakan teguran kecdus sebagsimana
dimaksud pada avat (2] dalam rangka wakru 30 {taa puluh] han
kalender sejak  dilerbitkan teguran  tertulis kedua, Bupati atau
Pengelola barang mencrbitkan tegpuran teciulis ketiga yang merupakan
Cegliran terakhir.

Apabila mitra KSP tidak melalssanakun teguran ketiga sebagaimans
dimaksud pada ayat {3) dalam jangka waktu 30 {tiga pulul] hari
kalender sejak  direrbitkan teguran  tertulis ketign, Bupati atau
pengelola barang menerbitkan surgt pongakhiran KSP.

Mitra KSF harus menyerashkan objek KSP kepada Bupati atau
pengella Barang dalam jangha waktu paling lama 30 {tiga puluh} hat

setelah menerima sural pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud peda
ayval (4],

Parageal 10



Tata Cary Pelaksanaan KEP Barang Milik Daerah
Yang Berada pada Pengelola Barang

Pa=al 194

Tahapan pelaksanaen KSP atas barang milik daerah yang herada pada

pengelola barang melipuli:

=

a]
e
d

ram B 4

=

inisialil ataye permohonan;

penelitian administrasi;

pembentukan tim dan penilaian;

perhitungan besaran penerimaan cdactah dan KSP herupa kontribusi
letap dan perseémtase pembegion keuntungan;

penmilihan mitra;

Penerbitan keputusan;

penandatangunan perjanjian; dan

pelaksanaun,

Pasal 195

KEF atas barang milik dasrah vang berada pada pengelola barang dapat
dilakukan berdasarkan:

A-
b.

(1]

12)

i1)

=]

nisiatif Bupati: atan

permohanan dari pibak lain.
Pasal 194

Inisiatif Bupari terhadap KSP atas barang milik daerak sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 195 huruf a, dituangkan dalam  bentuk
rekomendas KEP barang milik dacrah.

Inisiatil Bupati sebagaimang dimaksud pada ayat (1] dapat berasal dari
rencana kebutuhan yang disampaikan cleh pengguna barang/kuasa
petigzuna barang.

Pazal 197

Permohonan darn pihak lain schagaimana dimaksud dalam Pasal 195
huruf i, diusulltan kepada Dupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1] palng sedikitn
memuat:

a. latar belakang permohonan;

Ix rencane peruntukan KSP:

. Jangka wakty KSP; dan

d. usulan besaran penecimaan daerah daf KSP.




(4] Permchonan sebugaimana dimaksud pada ayat {1) dilengkapi dengan;
data Darang milik daerah yang direncanakan uncuk dilakukan KSP;
data pemohon KSP,

L. proposal rencana usaha KSP dan
. informasi lamnya berkaitan dengan usulan KSE.

(4} Infurmasi lainnya sebagaimans dimaksud pada ayat [2) huruf d, antara
lain:
4. PENCEnE WnUm tata ruang wilavah dan penataan kota; dan
k. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan,

I3) Kelengkapan informasi seboguimana dimaksud pada ayat (4) tidak
diberlakukan uniuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang
milik daesrah.

Pasal 195

{11 Pengelola barang melakukan peneclitian administrasi ataz dokumen
barang milik daerah yanp akan dilakukan KSP.

1) Dokumen sebagaimara dimaksud pada aval (1} meliputi:
a. Tkt kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan:
b. dokumen pengelelaan barang mulik dacrah: dan

¢. dokumen penatansahaan barang milik daerab,
Fasal 199

Apabila hasil penelitisn administrasi schagaimana dimaksud dalam Pasal

128, barang milik dasrah dapat dilakukan KSE, Bupati;

Ao membentuk tim K3P; dan

b, menugaskan penilai melalui pengelola barang untuk melakukan
penilalan  burang milik daerah vang skan dilakukan KSP guna

mengetahul nilaj wajar atas barang milik daerah bersangkuian,
Pasal 200

1) Dulam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebapgaimarta
thimaksud dalam Pasal 199, muka Bupali membentuk ttm KSE,
(£} Tim K&P bertugas:

2. menviapkan rincian kebutuhan bangtinan dan Fzsilitas rang akan
ditenderkan apabila KSP berdasarkun imisiatif Bupati dan bukan
dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah:

b, menghitung besaran pencrimaan daerah dari KSFP berdasarkar

dan/atau mempertitnbangkan hasi] penilaizn;



(2]

(n

2]

(1]

(2]

{3)

(4}

c. menympkan perjanjian KSP;

tl. menyiapkan Berita Acara Serah Terima objek KSP dan pengelola
barang kepada mitra K8, dan

«. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati,

Dalam melaksanaltan tugas sebagaimana dimsaksud pada ayat (2], tim

KSP  dapat  mengikutsertaken  OPD/VUnit  Kerja  teknis  yang

berkompelen.,

Fa=zal 20]

Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat
menugaskan penilat atau pihek lain vang berkompeten untuk
melakukan.

a. analisis penggunaan Alas barang milik daerah yang akan dilakukan

KSP; atau

b.  analisis kclavalean bisnis atas proposal KSP.

Hasil penilaian zebagaimana dimalisud dalam Paszal 199 huruf b dan
laporan analisiz scbagaimana dimaksud pada avat {1 disampailan

kepadya Bupati sebapai bagian dalam menentukan pelaksanaay KSP,
Pasal 202

Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dulam Pasal 201
ayat (1} danfatau mempertimbangkan laporan penilaian nilai WEJAT
barang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap
dan persentase pembagian keuntunpan,

Penghtlungan besaran kontebusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan oleh Tim KBP sebagaimana dimaksud pada avat {1
dilakukan sesuni dengan ketentuan scbagaimana diatur dalam Pasal
182 sampai dengan Pasal 187.

Dalam hal usulan besaran kontriliusi tetap fdan persentase pembagian
keuntungan yvang digjukan oleh pihak lain lebih besar dary hazil
perhitungan Tim KSP schapaimana dimaksud pada ayvat (2}, esuran
kontribusi  tetap  dan  perscntase pembaman  keuntungan  wvang
ditetapkan dalam perzetyjusn KSP adulah sebesar usulan besaran
kentribusi tetap dan persenrase pembagian keuntungan vang diajukan
aleh pihak lain,

Bosaran  kontribusi ectap dan  perzentase peinbagian  kKeunilungan
schagaimana dimaksud pada ayat (1} dijadikan nila) limit terecdah
dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP,



Pasal 203

Pemilihan milra. KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebugaimana

dirmaksud dalam Pasal 86 berdasarkan ketentuan sehagaimana dimaksud

dalamn Fasal 83 sampai dengan Pagal 111

{1]
1]

(1)

(2]

(3]

(1]

()

Pasal 204

Bupati menearhitkan keputusan pelaksanaan KSP,
keputusan pelaksanaan KSF sehagaimana dimaksud pada avat (1}
paling sedikit memuet:
a, ablek KSF,
b. peruntukan KEF;
penerimaan daerah dari KSE;
d. identitas mitra K58P; dan

£ jangka waktu KSP.
Pasal 2035

Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
dalam Pagul 204, para pihak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 179
ayat [1] menamlatangani perjanjian KSP dilakukan paling larmbar 1
{satu] 1abun terhitung sejak tanggal berlakuy keputusan pelaksanaan
KEP.

Apabila  dalam  jangka wakto 1 {satu] tabun  sejabe keputuzan
pelaksanaan  KSP  ditctapkan  ddak ditindaklanjuti  dengan
penandatanganan  peganjian KSP, kepurusan  pelaksanaan K9P
sebagatmana dimaksud dalam Pasal 204 chinyatalean tidak berlaku.
Penandatanganan perjatijian sebagaimana dimaksud pada ayar (13,
dilakukan satelah mitra K3IP menuryukkan bukti pembavaran
kontribust tetap tahun pertama.

Fagal 200
Mitra KSP harus melaksanakan KSP scbagaimana ditentukan dalam
perjanjian KSP,
Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan
barang milik daerah, ruka Peda sazt  pembangunan  selesai
dilabsanakan, mitra KSP wajib:
a. menyerahban bangunan  hasil KSP  beserts fasilitasnya yeng

tierupakan  bagian  dad  kontribuysi terap  dan  pembagian

keuntungan sebagaimany dimaksud dalam Pasal 180 avat {5); dan



b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP vang dibangun

sesual dengan peranjian KSP.

Paragraf 11

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah

vang Rerada pada Pengouna Barang

Pasal 207

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah vang berada pada

pelgguna baratg meliputl

.
L,

C.

—rh

=

-
1

{1

(2]

3]

(4

permohenan;

pecnelitian administrasi,

pembentukan tim dan penilaian;
perhitungan  besaran  kontribusy dan
keuntangat,

persetujuan;

permlihan milra;

penerbitan keputusan,

penandatanganan pecjanjian; dan

pelalkksanann.

Fuasal 208

persentase  pembagan

Permohonan  sebagaimana  dimaksud dalem Pasal 207 huraf a

diajukan oleh pengpuna barang untuk memperoleh persetujuan dar

petgelala barang,

Pecmohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memlat;

A. larar belakang permohonan;
b, rencana peruntukan KST

C. Jangka walou KSP, dan

d. wusulap bessran penerimaan dacrah dari KSP,

Fermohonan sebagaimane dimaksud pada evat (1} dilengkapi dengan;

2. dald calon nutra KSF;

b. proposal rencana usaha KSF;

€. data barang milik daerah vang akan dijadikan objek K2P; dan

. furat pernyatasn dari penggins barang,

Burat pernyataan darl pengguna barang sebagaimana dimalksud pada

ayaf {3] huruf d menegaskan bahwa:



(3]

(5}

{1]

12

(3

(4)

A, barang milik daersh vang akan menjadi objek KSP tidak scdang
digunakan delam rangka penyelengparaan tugas dan fungsi OPD;
dan

b, pelaksanaan KSP barang milik daerah tidalk altan mempgacggu
pelaksanaan tugas dan fungst OPD.

Dalam hal pengpune baranpg mengusulkan penetapan mitra KSP

mclabu mekanistne penungukan langsung  sebagainana  dimaksud

dalam Fasal 170 ayat {4}, maka penpajuan permobonan dar pengguna

barang kepada pengelola barang sebapaimana dimaksud pada avat (1)

disertal data calon mitee KSP,

Data calon mitra K3P sebagaimana dimaksud pada ayat (5] meliputi:

f. nama,

b. alamat:

c. nomor pokok wapib pa@ak: dan

d. bhentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopl surat izin
usaha/tanda izin usalia atau vang sejenis, untuk cedon mitra KSF
vang berbentuk badan hukum/ badan usaha.

Masal 209

Persetujuan atas permohonan KSP sgebagaimansa dimaksud dalam

Fasal 208 ayar (1) dikerikan oleh pengelola barang  berdasarkan

laporan  panitia  pemiliban mitra Jdan laporan tim KSP dengan

mempertimbangkan hasil penilaian.

Apabila pengelole barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut,

pengelola barang memberitahukan kepade pengguns barang  disertai

dengan alasan.

Pemberian  persetuyjuan sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1)

dilakukan olth  pengelola barang  dengan  menerbitkan  surat

peraetiuan,

durat persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (3) paling sedikit

memnuat;

&, objek KSP;

I, peruntukan KEP;

¢ nilai barang milik dacrah ¥ang menjadi objck KSP sebagai besaran
nilai inveslasi pemerineah;

d. minimal besaran kontribusi tetag,

¢ Tinimal persentase pembagian keuntungan; dan



[. jangka waktu K3P.

I3) Berdasarkan surat perserujuan KSP sebagaimana dimaksued pada ayat
t4], Bupat menetapkan kepurusan pelaksanaan K3P,

(¥ Berdasarkan keputusan pelabsanaan KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5], para pihak sebrpaimana dirnaksud dalam Pasal 179 ayat
(1] menandatangani perjenjian KSP dilakukan paling lambat 1 {satu)
tahun terhitung sciak tangeal berlaku kepulusan pelaksanaan KSE

(7] Surat persetujuan KSP darl pengelola barang  dinyatakan tdak
rerlabku apabila dalam jangka waktu 1 [satu) tahun sejak ditetapkan
tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perfanjian KSP,

(8} Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayvat [6),
dilakukan  setelah  mitra KSP menunjukkan bukd  pembmsyaran
kontribusi tetap tahun pertama.

Fazal 210

Ketentuan peiaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada
pengelols harang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 sampal denpgan
Pasal 206 mutatis murandis berlaku untule pelaksanaan KSP Barang milik

daerah vang berada pada pengguna barang.
Paragraf 13
Perpanjangan Jangka Wakiu KSP yang Berada
pada Pengelola Barang dan Pengguna Barany
Prasal 211

{1l Permohonan perpenjangan jangka waktu KS3P  atas barang milik
dacrab yang berada pada pengclota barang digjukan oleh mitra KZP

kepada Bupati paling lambat 2 [dua] tahun sebelum berakhimya
jangka waktu KSF,

(2] Permohonan sebagmimana dimaksyud pada avat {1} dilampiri:
a. proposal perpaniangan KSP:
b. data dan Kondisi objel KSP, dun
<. buktl penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keunrungan
dalam 5 (lima) tahun rerakhir.
(3} Bupati meneliti permohonan zebagaimana dimaksud pada ayac (1],

serta mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP YANg
lelah berlangsunp.

(4] Apabila Lerdasarkan hasil peneiitian sebagaimana dimaksud pada



ayat (3], Bupati menyvetujui usulan perpanjangan jangka wakru KSP,

maka Bupati:

2. membentuk timm K3P; dan

b. menugasken penilai untule melaknksn poighitungan nilai barang
tmilik daerah yang akan dijadikan utick KSP, hesaran Rontribusi
lelap, dan persentase pembagian Keuntungan KSP.

(3} Tugas tim KSP sebagaimana dimaksiied pada ayat (4) huruf a metiputi;

(1]

{2]

[3]

{#]

{2

(]

8. TOENYiapkan perjanjian perpanjangan KSP
menphitung besaran kontribusi tetap dan perscnrase pembagian
keuntungan ESFP berdasarkan danfatay dengan
tnempertimnbangkan hasil penilawan: dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Fazal 212

Dalam rangka mencncukan kelavakan perpanjangan jangka walktn
pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksyd dalamn Pasal 211 ayal (3,
Bupati melalui pengeicla barang dapat menugaskan penilai atay pihak
yang berkempeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan
pelaksanasn KSE,

Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimans dimaksud pada
ayat (1] menyarpaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang
merupakan hasil pelaksanasn tugas kepada Bupati melalui pengeicla
barang,

Tim KSP  sehapgaimana ditnaksud  dalam  Pasal 21| ayat  {3]
menyampaikun  laporan  hasil pelaksanann tugas kepada Bupati
melalui pengelola barang,

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas tm KSP sebagaimana
dimaksud  pada  ayar (3} menunjukksn  hahwa permohonan
perparnjangan  jangka waktu KSP tidak  dapar dizetujni, Bupati
menerbitkan sarat penolakan pPeTpanjangan jangka waktn KSP yang
ditujukan kepada roitra KSP discrtaj dengan alasan,

Apabila laporan hasi) pelaksanaan  tugas tim KSP stbagaimana
dimaksud  pada ayat  [2]  menunjukkan bahws permuhonan
PeErpanjangan jangka wakty K9p dapat disetujui, Gupati menerbitkan
SUral peractujuan perpanjangan jangka waktu KSP vang dittijukan
kepada mitra KSP.

Berdavarkan  surat PeTsEtjuan  perpanjangasn jangka wality Ksp



[7)
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(3}
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sebagaimang dimaksud pada avar {5), thn KSP MENYUSUN perjanjian
prrpanjangan jangks waktu KSP sekaligus menyaplkian hal-hal teknis
yang diperlukan,
Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimakaud pada avat {5
berlaku pada saat penandatanganan perpanjian KSP antara Bupati
dengan mitra K3F dilalnikan.
Pasal 213

Fermohonan perpanjangan jangks walcey KSP atas barang milik daerah
yang becada pada pengguna burang disjukan oleh mitra KSP Kepads
pengguna barang.
Permohonan sebagrimana dimaksud pada ayat {1} dilampirkan:

pruposal perpanjangan KSE:
b data dan kondisi objek K5P; dan
¢. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

dalam 3 (lima) tahun terakhir.
Pasal 214

Pengguna barang melakukan penelitian administrasi aras permohonan

PeErpanjangan jangka waktu KSP vang disampaikan oleh mica KSF

zebagaimana dimaksud dalam Pasal 2173 ayat [1}.

Berdasarkan hasil penclitian  adminisitasi sebagaimana dimaksud

padla ayat {1], pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan

perpanjangan jangka waktu KSP kepads pengelola barang.

Fermohonan perpanjangan Jangka wakeu K3P schagaimana dimaksud

pada ayat (2), dilampirkan:

2. THOposal perpanjangan K3P,

L. data dan kondisi ohiek KSP: dan

<. buktl penvetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungsn
dalam 5 (lima) tahun erakhic,

Apabtla berdasarkan hasil penelitian sebaguimana Jimaksud pada

ayat (1), pengeloly barang menyetujul usildan herpanjangan Jangke

waktu KSP, maka pengelola barang:

4. membenrul tim K3P; dan

b, menugaskan penilai.
Pasal 213

Tim KSF sebagaimana dimaksud dalam Paszl 214 ayat {4] huruf a
bertugas melipuli;
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8. menviapkan perjanjian perpanjangan KSP:

b menghitung besaran kontribusi tetap dan persentasc pembavian
kenntungan KEP berdasarkan dan/atau dengan
mempertirbangkan hasil penilaian; dan

¢. melaksanskan kegiatan luin vang ditugaskan oleh pengelola
barang.

Tim K3PF schagaimane dimaksud patla avat [1] menvampaikan laporan

prlaksansan tugay kepada pengelola barang.

Apabila hasil pelaksanaan rugas tim KSP sebapaimang dimaksud pads

ayat {2) menunjukkan bahwa permohonan pPorpanjangsn janghe waltu

k3P udak dapar disctujul, pengelola barang menerbitkan surat
prnolakan perpanjangan jangks wakrn KSP yang ditjukan kepada
mitra K3P disertai dengan alasan.

Apahila hasil pelaksanasn tugas tim KSP schagrimana dimaksud pada

arac (2} menunjukkan batiwa perrohonan perpanjangan jangka walktu

KSP dapat dizetujui, pengclola harang menerbitkan surat persetujuan

perparjangan jungka wakeu KIpP yang diijukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan  persetujuan perparyangan  jangka  wakru  KSp

sebagidimana dimaksud pada ayat (4], tim KSP menyusun perjanjian

perpanjangan jangka wakiu KSP sekaligus menyiapkan hal teknis yang
diperlulkan,

Pasal 216

Penilai sebagaimana dimalesud dalam Pasal 214 ayat (4} huraf b
bertugus melakukan penghilungan nilai barang milik daerah Varg
akan dijadikan objek KSP, bezaran kenitribusi lelap dan perseplase
pembagian keuntunegan K3P,

Penilal sebagaimana dimeksud pada ayat {1) menyampeaikan kaporan

penilaian yang merupakan hasil Felaksanaan tugas kepada pengelola
Larang.

Fasal 217

Dalam rangka menentulsn kelayakan perpanjangan Jangka waken
pelaksanaan  KSP  aras peimohonan  perpanjangaty schagaimana
dimaksud dalam Pasal 213, pengelola barang dapat menugaskan
Penilai acaw pihak vang berkompeten untuk  melakukan  anglisis
kelayakan perpanjamgan pelaksanaan KSP,

Fetpaniangan jangksa wakiu KSP berlakey, Pada saat penandatunganan
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perjanjian KBP antara pengeleola barang dengan mitra KEP dilakulkan.
Pasul 218

Dalam hal Bupati atau pengclola barang tidalk menyetujui permehonan

perpanjangan jangka wakto K5P, oljek KSP beserta sarana berikut

[zailitasnya diserahken kepada Bupati atau pengelole barang pada

sgat berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam

perjanjian K3P.

Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prrasarananya sebagaimana

dirmaksud pada avat (1), dilakukan denpan Berita Acara Seraly Terima

antara mitra K3P dengan:

a. bupati, untuk barang milik dacrah yang herada pada pengelcla
barang; atau

b. pengelola barang, uotuk barang milik daerah yang berada pada
pengguna barang.

Bagian Kedelapan
B3 dan BEG
Paragraf 1
Prinzsip Umutn
Fazal 210

BGE/BEG barang milik daeral dilaksanakan dengan pertimbatigan;

4. pengguna barang memerlukan bangunan dan f(asilitas bagi
privelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penvelengparsan tugas dan lunpsi;
ran

b. fidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APRD untuk
penyedizan bangunan dan fasilitas terselut.

Bangunan dan fastlitasnya yang menjadi bagian dari hasii pelaksanaan

BCGS/BEG harus dilengkapi dengan 'zin Mendirikan Eangunan (IMB)

atas nama 'emerintah Daerah,

Biava perstapan BGS/BSG vang dikeluarkan peneclola barang aran

pengguna  barang sampsi dengam  penunjukan mitra BGS JBIEG

thbebankan pada APED.

Biaya persiapan BOGS/RBSG yang teradi setelah ditetapkannya mitra

BGS/BSC dan hiava pelaksanaan BOS/BSG menjade beban mitra yang

bersangkutan.
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Penerimaan hasil pelaksansan BGS/BSG mcorupakan peneritmaan
dacrah yang wajib disetorkan selurubnya ke rekening Kas Umum
Dacrah.
BGS/BG barang milik daerah sebagemmana dimeksud pada ayat [1]
dilaksanakan «lth pengelola barang selelah mendapat persetujuan
Bupati.

Pazal 220

Penetapan stalus penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dan
pelaksanaan  BGR/B3G  dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka
penyelengparaan tugas dan fungszi OPD terkait.
Hasil pelaksanasan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat []]
adalah banpunan beserta [(asilitas yang telah diserahkan oleh milta
sctelzh berakhimya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau
zetelah selesainya pembangunan untuk BSG,
Pasal 221
BMites BGS atou mitra BSG vang telah ditetapkan, selama jangka waltu
frengopeTasian:
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daergh ZELAD
tahun sesuai besaran vang telah ditetaplan;
b wallb memelihara objek BGS/BS%G; dan
v, dilarang menjaminkan, menggadaikan, atay memindahtanganican:
1. tanah yang menjadi objek BEGS/B3G:
<. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelengearaan
tugas dan fungsi Pemerintah Daersh; dan/atay
3. haszil BRG.
Milra BGS barang milik dasrah harus menyerahkan vhick BGS kepada
Bupati pada akhir jongka waktt pengoperasian, sctelah dilaloukan
audit oleh aparar pengawasan intern pemerintah,

Paragrafl 2
Fihiak Pelaksans
Pagal 223

Pihak yang dapat melzkukan BGS/ B3G adalah pengelola barang,
Pihak yang dapat menjadi mitra BGS,; BSG treliputi:
#.  badan usabha milik negarcs;

b. badan uszha milik daerah:
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U, swasfy kecual peroransan: danfatay

d. badan hukum lainnya.

[Yalam hal mitra BG3/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat [2]
membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan
hukum I[ndonesia sebagai pihak vang bertindak untuk dan atas nama

mitra BG3/B3G dalam perjanjian BGE/BEG.
Paragral 3
Ohjelk BGSBSG
Pasal 223

Ohick BGE/B3G meliput;

a. barang milik daerab berupa lanah yarg berada pada pengelals
barang; ataxu

b. barang milik deerah becupa tanab yang berada pada pengguna
barang.

Dalam  hal barang milik  daerah berupa tanah yang status

penggunaannya  herada  pada  pengguna  barang sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) bhuraf b relah drrencanakan untuk

pervelengpuraan  tugas  dan fungsi penggna barang  vang

bersangkulan, BGS/BSC dapat dilakukan setelsh terlehih dahulg

diserahkan kepada Bupati.

BGS/B3G sebugaimana dimaksud pada ayar |2y dilaksanakan olch

pengelola barang denpan mengikutsertakan pengina barang sesuai

tigas dan fungsinya.

Keikuisertaan  pengguna  barang  dalam pelaksanaan BGS/BSG,

sebagaimana dimaksud pada avat (2} adalah mulal dard lahap

persiapan pembangunan, pelaksansaan pemhangunean sampei dengan

penveraban hagi] BGS/B3G,

Paragrai 4
Hasi] BGS/B3C
Pasal 224

(Gredung, bangunan, sarans, dan lasilitasnya yang digdakan oleh mitra
BGE/D3G merupakan hasil BOS/BSG,

Sarana dan fasilitas hasil BGS/BEG schagaimana dimaksud pada avat
(1), mecliput:

4. peralatan dan mesin;
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b. jelan, irigasi dan jaringan;

¢ aser tetap lainnya; dan

d. aset lainnya,

Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimalesud pada
ayat {1] memjadi barang milik daerah sejak  discrahkan kepada
Femerintah Daerah sesuai perjanjian atauy pada saac berakhiroya

perjangian.
Pasal 225

Dulam pelaksanaan BGS/B3G, mitra BGS/BSG dapat melaluban
perubahan dan/aran penamnbahan hasi BGS /BSG.
Ferubahan dan/atau penambahan  basil BOS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan scsual dengan
penyelenggaraan tugas Jan fungsi Pemerintal Daerah dan fataw untuk
PTOErAM-program nasicnal sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan,
Ferubahan  danjatau penambshan hasil BOS/BSG scbagalmana
dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan cara addendum PeErjanijian
BGS/BSG.
Addendum pegjanjian RGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melipati:
a. tidak melebibi jungka waktu paling lama 30 |tiga puluah) tahun; dan
b. menghitung  kembali  besaran  kontribusi vang  ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tin yang dibentuk olch Bupati,
Perubahan dan/atau penambahan  hasil BiS/BSG  sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2] dilakukan sctelah mempernleh
persetujuan Bupati.

Paragral 5
Bentuk BGS/B2G

Pawal 125

EGS/BEG barang milik daerah dilaksanskan dengan bentuk;

A

BGS/BSC barang milik daerah aras tanah yeng berada pada pengslola

barang; dan

BG5S/ ESG barang milik daerah atas tanah vang berada puda penpouns
barang.




Paragrat 6
Pemiliban dan Prnetapan Mitra BGS/BSG

Pasal 227

[1] Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalul tender,

(d) Tender sebapaimana dimalksud pada ayat (11, dilabukan dengan

mekanizme sehagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampal denpan
Pasal 110.

Facal 228

Hasil pemilihan mitra BGS/B3G sebagaimung dimaksud dalam Pasal 207

ditetapkan oleh Bupati,

{1)

(2}

i1
[}

3]

Parapraf 7
Jangla Waktu BGS/B3G

Pysal 220
Jangka waktu BGES/BSC paling lama 30 fripa pulub) tahun sejak
Perjanjian ditandarangani.
Jangka waloty BGS /B3 scbagaimana dimaleud pada ayat (1} hanva
berlaku uniuk 1 {satg) kall perjanjian dan ridak dapat dilakukan
PErpanjangan.

Paragraf &
Penanpan BGS; BAG

Pasul 230
Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
Perjunjian  BGS/B3(G  sebaseimana  dimaksud pada  avalr (1)
ditandatangani antars Bupati denpgan mitra BGS /B3,
Perjanjian  sebagaimena dimaksud pada  ayal (1} mpalmg  karang
memuat:

a. dasar pegjanjian,

b, identilas para pihak vang terikat dalam perjanjian;

. algek BGS/BSG;

d. hasil BGS/RSG;

& peruntukan BGS;BSG,

. Jangka waktu BOS/BSG:

£ Pesaran kontribusi tahunan serta mekanizme rembayaranmya;

h. besaran hasil RGS/BEG yane digunakan langsung untule tugas dagn
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fungal pengelola Barang/ pengpuna barang;
i hak dan kewsgiban para pibak yang wrnkat dalam perjanjian;
1. kerentuan mengenal berakhirnya BGS BSG
k. sanksi:
L. penyelesaian perselisihan; dan
m. persyaratan lain yang dianpgap perlu.
Ferjanjian BGS/BEG sebagaimana dimaksud pada ayat {3] dirnangkan
dalam bentuk akta notuns.
Penandatanganan  perjanjian BG3/B3G  dilakukan setelah  mitra
BGS/BSG menyampaikan bukti setor pemnbayaran kontobust (ahunan
pértama kepada Pemerintah Daerah.
Bukd setor permbayaran kontribusi rahunan pertama sebagaimans
dimaksud pada ayat (5] merupakan =alah satu  dokiomen pada
lampiran Yang menjadi bagian tidak terprsahkan dari perjanjian
B3,/ BSG,

Parapraf @

Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG yang Digunalean Lanpsung untuk

Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghirungan dan Pembayarannya

(1

B

{1]

[}

(4

Pasal 231

Mitra wanb membayar kontribusi shunan  melalud petyetoran ke
Rekening Kas Umum  Dasrah sebagal  penerimaan dacrah  dari
pelaksanaan BGS/BSG,.

Besaran kontribusi tahunan scbagaimasna dimaksod pada ayar [1]
dihitung cleh tim yang dibentuk cleh Bupati.

Pasgal 232

Besaran kontrtbusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran
persentase kontribusi tahunan dengan nilal wajar barang milik daerah
vang akan dilakulkan BGS /B30,

Besaran persencase kontribusi tahunan zcbagaimana dimaksud pada
ayat {1] ditetapkan vleh Bupati berdasarkan perhitungan penilai.

Nilai wajar harang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dittntukan berdasarkan hasil penilaian oleh penilal Pemerintah atau
penilai publik vang ditctapkan oleh Bupati.

Dalam hal nitai barang milik daerah berbeds detigan nilai wajar hasil
penilaian scbagaimana dimaksud patda avat {3). BUS/B3G barang




[1]

(L

i3]

(4

{1]

{2

[3)

4]

(1)

{2]

milik daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimang

dimaksud pada ayel (3).
Pazal 233

Bezaran koncoriliusi tahurnan pelaksanaan BGSBSG dapat mehigkal
seiap tahun dari yang telah dicetapkan sebagaimana dirmaksud dalam
Pusal 232 ayar (3.

Peningkatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan  Kontribusi  tahunan  tahun poitama  dengan
memperhatiban tingkat icllasi.

Besaran  kontribusi  tahunan  ditetapkan  dalam persefljudan
pelaksanaan BGS/BSG dan dituangken datam perjanjian.

Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh
calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan vang
dilakukan aleh penilai Pemerinah, besaran kontribusi tabunan yang
ditetapkan dalam persetujuan  pelaksanaat BGS/BEG dan yang
dituangkan dalam  perjanjian  wdalall sebesar usulan  besaran
kontribusi tahunan dar calon mitra BGS/BSG,

Pasal 234

Fembayaran kontribusi tahunan pertamza ke Rekenintg Kas Umum
[raerah cleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 [chaa)
harj kerja sebelum penandatanganan perianjian BGS/B3G.
Pembavaran kontribusi tehonan tahun berikutnya ke Eckening Kas
Umum Daerah haris dilakukan sesual dengan tangeal vang ditetapkan
dalum perjanjiace.

Fembayaran kontribusi  tahupan pada  akhir  tahun perjanjian
dibayarkan paling lambat & [enarm) bulan sehelum perjanjian berakhir,
Pembayaran kontribusi tabunan scbagaimans dimaksud pada avat [1]
dan ayac (2) dibuktikan dengan buke setor.

Pasal 235
Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10%
(scpuluh persen) davi hasil BGS/B2G harus digunakan langsung aleh
pengguna  barang untul  penyelenggaraan  tugas  dag [ungsl
pemermtahan.

Besaran hasil BGS/BSG yang dipunzkan langsuny sebagaimana
dimaksud pada ayar {1), ditetapkan oleh Bupati herdasarkan hasil
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prerhitutigan yang dilalukan rekomendasi oleh Hm vang dibeniuk oleh
Bupati,

Penyerahan baugian  hesil BGE/BSG yang  digunakan  langsung
stbagaimana dimaksud pada ayac (1), dilakukan sesuai dengan waktu
¥ang ditentukan dalam peganjian BGS/BSO.

Penetapan pengrunaan barang milik daerah hasil BGS/BSG Yang
digunakan langsung sebugaimana dimalksud pacla ayat [1], dilakukan
oleh Bupati.

Paragral 10
Berakhirnya Jangka Wakiu BGS/BSG
Pasal 236

BGE /B3 berakhir dalam hal:

a, berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam
peranan BGS/BSG:

B pengakhiran perjaniian BGS/BBG secara sepihak oleh Bupati;

¢. berakhirnya perjanjtan BGS/B5G: atau

d. kerentuan lain sesuai peratican perundang-undangan.

Fengakhitan BGS/B3G secara sepihak aleh Bupati sebagsimana

dimaksud pada ayat (1} houral b, dapat dilakukan dalam hal mitra

BGS/BSG tidak memenuhi kewujiban sebagaimana rertuang datam

Perjanfian dan kerentuan yang meliputa:

a. mitra BGS/BSG rerlambat membayvar kontribusi tahunan sehanyak
3 [tiga| kali bertuirut-turat:

b. milra BGS/BSG udak membayar kontribusi tahunan sebanyal 3
(figa) kall berturat-turat: atay

¢ mitra BGI/BSG belum memulai pembangunen dan/atau tidak
menyelesaikan pembangunan sesual dengan perjanjian, kecuali
dalatn keadaan kesalahan yang sifatnya tidak discngaja.

Pengakhiran BOS/BSG scbapgaimana dimalsud pada ayat (2) dapat

dilaknkan oleh Bupati secara teriulis,

Pasal 237

Pengakhiran perjanjian BGS/BSO =ecars sepihakk  oleh  Bupati
sebagamana  dimaksud  dalam  Pasal 236 ayvat (1] huruf b,
dilaksenakan dengan tahapan:
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3. Bupati menerbitian teguran  rerrulis pertama kepada  mitra
BL3/BS(H

b. dalam hal mitra BGS/B3G lidak melaksanakan tepuran dalam
jangka wakty 30 (Hga puluht hac kalender sejake diterbitkan
teguran rertulis pertama, Bupati menerbitkan reguran rerrulis
kedusa;

¢. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melakaanzkan teguran Kedua
dalam janpka wakm 30 (iga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis kedus, Bupali menerbitkan tepuran tertulis ketiga
Yang merupakan tepuran tecakhir: dan

d. dalam hal mitra BGS/B3G tidak melaksanakan teguran ketiea
dalam jangka waktt 30 [tiga puluh) hari kalender sejak dicerbitkan
leguran tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhbiran
BLGE/RSG,

Setelah  menerima  surat  pengakhiran BGS/ESG  sebagaimana

dimaksud pads ayat {1] dalam Janghks waktu paling lama 30 iripa

puluh) hari, mitra GGS/BsG wajib menyerahkan objek BGS/BSG
kepada Bupar,

Bupati fmeminta aparat pengawasan  intern  Pemerintah  untuk
melakukan audit atas objek BUS/BSG yang diserahkan oleh minrs
BGS/BEG.

Audit  sebapaimana  dimaksud  pada ayat (3 ditujukan untuk

memeriksg:
a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BAG antara vang akan

diserahkan dengun perjanjian BGE/BSG,

b. kestsualan bangunan dan fmsilitas hasil BGR/BESG antara Vang
akan dizerabkan dengan perjanyian BGS/BSG; dan

. Japoran pelaksanaan BGS/BSG,

ADNATAT penEawasan intern Perderintah meleporkan hasil audil kepada

Bupati dengan tembuisan kepada mitra BG5S,/ BEG.

Mitra  BGS/BEG  menindaklanuti  sclurubh hasit  audit Yany

disampaikan oleh  aparat penfawasan  intern  Pemerintah dan

melaporkannva kepads Bupati.



{7)

2]

(5

Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat
herakhirnva jangka walkty BGS/BEG dan dituangkan dalamn Berita
Acara Serah Terima (BAST).

Mitra terap herkewajiban menindaklaojuti hasil audit dulam hal
terlapat hasil audit yang belum selesa ditindaklanjuti oleh mitrg
setelah dilakukannya scrab terima selagaimana dimaksud pada ayat
[7].

Pengakhiran sepihak BGS;/ B30 tidak menghilangkan kewajiban mitra
BGS/BEG untuk memenubi kewnjibannya  sebagaimana terniang
dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf 11

Tata Cara Pelaksanaan BGS/O3G atas Barang bilik Daerak

berupa Tanah yang Berada pada Perngelola Barang

Pazal 258

Tahapan pelaksanasn BGS/BSG atac barang milik dacrah vang berada

pada pengelola barang, meliouc:

a.
b

.

In.

imisiatif alau permohonan:

penelitian administrasi:

pembentukan tim dan penilaian;

perhitungan hesaran ponerimaan daersh berg P kontreibusi tahyugan
dan persentase hasil BGS;BSG yang digunakan langsune untuk tugas
dan fungsi pemerintahan:

pemilibian mitra;

penerbitan keputusan;

penandatanganan pecianjian; dan

relalksanaan.

Pasal 239

BGE/BSG atas barang milik daerah yang berada pada pengelola barang

dapar diialoukan berdasarkan:

B
b

(T}

mizatif Bupati; atau

permohonan dari pihak lain.
Fasal 240

Inisiatil Bupatr atas BG3/BSG barang milik daerah sebugaimana
dimaksud dalam Paosal 239 huoaf a, ditvangkan dalam benigk



(2]

Ly

[2]

(1)

2]

1)

(4}

{2]

rekomendasi BGE/BE(G barang milix daerah,
Inasialil Bupati sebapaimana dimaksud pada ayar {1] dapat berasal dari

rencana kebuiuhan yang disampaikan oleh pengguna barang.
Fazal 141

Permohonan dari pihak lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 238
huruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuat:
a. larar belakang permohonan:
D, rencana peruntukan BGE; BRG;
¢ jangka wakiu BGE2/BSG: dan
d usvlan besaran kontribusi tahunan.
Permohenan schagaimana dimaksud paca gyat (1), dilengkapi dengan:
a. data barang milik dasreh yang diajuken untuk  dilakukan
BGS/BEG,
b. data pemohon BGS/B3G;
€. proposal rencana usahe BGS/BSG: dan
nformasi luinnya berkaitan dengan usulan BOS/BSG, antara lain
informasi mengenai:
1. rencana umum lata reang wilayah dan penalaan kota: dan

2. bukri kepemilikan aran dekumen yang dipersamakan.
Paszal 242

Besaran kantribusi tahupan, dan persentase hasil BGS/BSO yang
digunaken langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung
oleh 1 BGS3/BSG herdasarkan dan/atau mempertumbangkan nilal
watar barang milik dasrah dan analisis dan penilai.

Fenghitungan hasil BGS/BSG vang digunakan langsung untuk tupas
dan fungss pemerincahan, dilakukan aleh tim BGS/ BSG

Apabila  diperflukan, Bupeti melalui  pengelola harang dapat
menugaskun penilai uniuk melakuken perhitungan hasil BGS;BSG
yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan,
Cesaran kontribuai tahunan den hasil BGS/BSG vang digunakan
langsung wniuk tugas dan [ungsi pemerintahan merupakan nilai limit
tererdah dalam pelaksunaan pemilibhan mitra.

Hezaran kentribusi tahunan dan hasil BGE/B2G vang digunakan
lpngzung  untuk  tugas dan funpsi Detnenntahan  sehagsimana

dimaksud pada ayat {4) ditetapkan Bupati.

Pasal 243




(1} Mitra BGI/HEC harus melaksanakan pembangunan gedung dan
fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam PErjan)ian
BGS/BSG.

(2] Apabila mitra BGS/B30G telah selesai melaksanakan pembangunan
gedung dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), maka:

4. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan jangsung
untuk  penyelenggaraan  togas  dan fungsi | pemernntahan
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;

b. mitra dapat langsung mengoperasionalikas hasil BGS vang
dibangun sesun dengan perjanjian BOS: dan

c. fulta menyerahkan hasil BSG kepada Bupati.

(3] Hasgil BSG sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf ¢ merupekan
barang milik daerah.

Pa=zal 244

Kelentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik deerah schagaimana
dimaksud dalatn Pasal 195 sampal denpan Pasat 206 mutatis murandis
berlaku untuk pelaksansan BGS/BSG vang berada pada pengelola barang,

Paragraf 12
Tata Cara Pelaksanaan BGS/B35G atas Barang Milik Dacrah
berupa Tanah yang berads pada Pengguna Barany
Pusal 245

[1] Barang milik daerah herupa tanah vang berada pada pengguna barang
dapat dilalukan BGS/BSG berdasarkan:
4. inisiatif penpguna barang: atau
b permohonan dari pibak lain,

(2] Inisiatil pengguna barang acas pelaksanaan BGS/BSG barang milik
dacrah seboagaimana dimaksud pada avat ) hurafl a, disampaikan
dalam Dentuk surat permohenan pelaksansan BOS/BEG YVarng
ditvjukan kepada Gupalti.

i3} Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b, disampaikan dalam bentuk surat permahotan polaksanaart
BGS/BEG yang ditujukan kepada pengguna barang.

(4} Permohonan webagaimana dirmeaksiad pada ayat (3) memuat:

a. latar belakany permohonan:
b. rencana peruntukan BG5S/ RSG;




(1

(2]}

[3]

k4

(3

jangka waktu BGS,/BSG;
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
e. usUlan persentasc hasil BGS/ES6 yang digunakan langsung untuk

tugas dan fungsi pemerintahan.
Pasal 246

Pengpuna barang mengaukan peemohonan pecsetujuan BGS/BSG

terhadap permohonan pihak lamn sebagaimana dimaksud dalam Pasal

245 avat [3) kepada Bupati, yang memuat:

4. latar belakang permohonar;

b. rencana peruntulan BGSBSG,

c. Jangka walklu BG5S/ B8G;

d. uzulan besaran kontribusi tahunan; dan

¢. usulan persentase hasil BGS/BESG yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dizertai:

a. data barang milik daerah wvang diajukan untul  dilakukan

BGES/BaG,

dala permohon BO G/ BSG;

propasal BGS /BSO:

data barang milik daevah vang akan dilskukan BGS/BSG: dan

infurmast lainnya berlaitan dengan usulan BOS ) BSG.

P ooon g

Cata barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf

d, menegaskan bahwa:

4. barang milk daerah vang akan dilakukan BGS;BSG tidak sedang
digunakan dalam rangka penvelenggaraan tusas dan fungsi pekok
OPD A unit kerja: dan

b pelaksanaan  BOGS/BSG barang  milik  dasrah tidak  akan
mengganggll pelaksanaan lugas dan fungsi OPD.

Informast  lainnya  vang  berkaitan  denpan  usulan  BGSESG

sebapdimana dimaksud pada ayal (2) haruf e, antara lain informasi

Mengeial:

4. DENCAna umum eata ruang wilayah dan penataan kaota; dan

b bukti kepemilikan atay dekumen yang diperzaimakan,

Apabila permohonen BGS/BSG yang diajukan oleh pengpuna barang

tikan berdasarkan permohonan darl pemobhon BGS/B33, maka

permohonan BGE/BSG kepada Bupati tdak perlu  disertai data




15)

(1]

(2]

(3]

(4]

{1)

(2]

pemohon BGS/BEG sebagaimana dimaksud pada ayvat (2% hueail b
Berdasarkan permohonan pengpuna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat (3}, pengelola barang melakukan penclitian
adminiscrasi atag barang milik dasrah yang akan dilakukan BGS/BSG.
Pengelols  barang menvampaikan  hasil  penelitian sebagaimana
dirnaksud pada ayat (&) kepada Bupatl,

FPasul 247
Rerdasarkan ha=mil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 246 ayal (7}, Bupati dapal memberikan persetujuan atau
penolakan rerhadap permohonan BGS ! BSG,
Apabila. Bupati  tidak menyetujui permohonan BGS/B3G, Bupati
menerbilkan surat penolakan yang disampaikan kepada pengguna
barang deyan disertal atasan.
Apabila  Bupati  menyetyjui permohonan BG3/B3G,  Bupati
menerbitkan surat perserljuan,
Surat persetiyuan schagaimana dimaksud pada ayat (3) memost
persetjuan Bupath dam kewajiban pengpunra barang uncak
menyerahkan barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai objek
B33/ BaG kepada Bupati.
Pernyerahan objck BGS/B3G kepada Bupati sehapaimana dimaleaud
pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima [BAST).

Fazal 248

Penentuan rincian kebutuhan bengunan dan fasilitas vang akan
dibangun di atas cbjek BGI/BSG ditentukan Rupati berdasarkan
pertimbatigan bersama antare pengelola barang dan pengsuna barang.
ketentuan pada pelaksanaan KSF sebagaimana dimaksud dalam Pazal
193 sampai dengan Pasal 206 Lerlaku mutatis mutandis terhadap
prlaksanaan BGS/BSG barang milik dacrah atas tenah yang berada

pada pengguna barang yang sudah diserahkan oleh pengguna barang
kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
KERI
Faragral 1

Prinsip Umum




Pasal 249

KSFI atas barang milik daerah cilakukan tlengan pertinbangan:

al.

(1}

(<)

3

(%)

dalam ravpgka kepentngan ummn dan/atau penyediaan infrastrukoar
euna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;

tidabe tersedin ateu tidak cukup tersedin dana dalam APED uncuk
penyedeaan inlrastoukour, dan

termasulk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastrakiur
vang ditetapkan oleh Pemerintah.

Fasa] 250

kewajiban mitra KSPl selama jangka waktu KSP1 adaluh:

a. dilarang menjaminkan, rnenpgadaikan, atau memindahtapgankan
Barang mulik daerah vang menjadi objck K3PT:

b. waib memelihara objek KSE dan barang hasil KSP1: dan

¢, dapat dibcbanken pembapgian kelebihan keuntungan sepanjang
terdlapat kelebihan keunrungan vang diperoleh dari yang ditentukan
pada saat perjanjian dicnulai,

Mitra KSPl harus menyerahkan objek KSPL daw barang hasil KSPI

kepada Pemerintah Dacrah pada saat Lerakhirnya jungka wajtu KSPI

SESUNL prrianjian.

Barang  hasil KSF schagaimana dimaksud pada ayat [2) menjadi

barang milik daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah

SESUAI Perianfian.

Penetapan  mitra KSPI dilaksapakan sesuai ketentuan peracuran

perundang-undangan.

Pasal 251

Jenis  infeastruletur yung  termasuk dalam  daftar priorites  progratn

peiyediaan mfrastrukiur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huraf o

seEuat denpan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Maragraf 2
Fihiak Pelalsana KSPL atas Barang Milik Dasrah
Fazal 252

Pihak yang dapat melaksanaban KSP adalah:
a. pengelola barang, untuk barang milik daerzh ¥dng berads pada

pengelola barang; aran



b. pengpuna barang, untuk barang milik dacrah vang berada pada
pengguna harang.

(2} KEPl aras barung milik dacrah dilakukan antara Pemerintah Daerah

{3]

(1]

(2

(L

2]

111

dan badan 14saha.

Badan usaha schagrimana dimaksud parda avat (2] adalah badan
uiaha yang berbenrsk:

A, peraeroan terbatas:

b, badan usaha milik negara;

<. badan usaha milik daerah; dan/ata

tl, koperasi,
Paragraf 3
PUFE KEPI atas Barang Milik Daerahb
Fasal 233

FJFK KBZFI atas barang milik daerah adalah mhak yvang ditunjulk
dan/artau ditetaphkan sebapai PJPK dalam rangka pelaksanasn kerju
gama Pemerintah Dacrah dengan badan usaha,

Pihak yang dapwt ditenjuk dan ditetapkan sehagal PJPK schagaimana
dimaksud pada  ayat (1) mempedemani  ketentuan  peraturan
perutdang-undangan,

Paraprafl 4

Cbielk KEPI

Pasal 254
Cbek KSFI melipati:
2. barang milik daerah vang berada pada rengelola barang; atau
b. barang milik daerah vang berada pada penggLia barang.
Objek KSPI atas barang milik daerah melipati;

a. lanah dan/fatau bangunan:

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masity digunakan; atan

c. selain tapsh dan faton bangunan.
Paragral 5
Janegka Wakioa KEPI
Pasal 255

Janghka waklu KSPD atas barang millk daerah Paling lama 50 [lima

pulub] tahun sejak prerjanjian Aitundatangani dan dapat diperpanjang,




(4} Jangka waktu KSPl atas barang milik daerak sebagaimana dimaksod

{2

{1)

(2]

{1]

i2)

(L

2]

(31

pada ayat (1) diterapkean oleh Bupati.

Jangka wuktu KSPl atas barang milik daerah dan PCTPAnjangan
schagaimana dimaksud pada ayat {2) cituangkan dalam peganjian
ISP atas barang rmilik daceaky,

Pasal 236

Perpanjangan  jangka  wakog KSPL  alas barang milik daerah
schapgaimuna dimaksud dalam Pasal 255 avat (3} hanya dapat
dilakukan apabila  terjadi  dampak kebijakan Pemerintah yong
disebabkan aleh teriading  krisis  ekonomi, politik, sosial, dan
kearmuanan.

Perpanjangan  jangka  wakty K3PL  atas barang milik daerah
scbagaiiana dimaksud pada avat |1] digjukan permohonannyy paling

lama 6 {#nam} bulan sctelah dampak kehijakan Pergerntah terjudi,
Faragraf &
Hesil KSP] alas Barane Milik Daersh
Fasa] 237

Hasil dari KSPI atas barang qulik daerah terdin atas:

a. bLarang hasil KSPl berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yany
dibangun oleh mitra KEPI; dan

b. pewnbagian atas kelebihan keuntungan yang dipervleh dari vang
ditentukan pada saal perjanjian dimuiai.

Pembagian aras kelebihan Keuntungan scbagaimana dimaksud pada

avat |1] buruf I meropakan penecimaan Pemerntab Dacrah Yang

harus disctorkan ke rekening Kas Dinum Daerah
Fasal 258

Formalasi  danfarau besaran pembagian  kelebihan keuntungan
dir¢lapkan oleh Bupari.

Fenctapan hesaran pembapian kelehiban keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1] ditakukan dengan mempertimbangkan hasil
kajian dari titn KSP] vang dibeniuk uleh Buati,

Perbilungan pembaman kelebihan keuntungan sebagaimana disnaksud
pada ayal (1) dilakukan deogan memperiimbangkan meliputi

d. nilai investasi Pemerincah Diaerat;

b nilai investasi mitra KSR




©. rnisiko yang ditanggrung mitca KSPL dan

d. karakteristik infcastrukour,
Parapgral 7
Infrastrukiur Hasi] Pemanfastan Barang Milik Dacrah
Dralam Rangka Penyediaan Tofrastralour
Prazal 250

[1] [nfrastruktur yang menjadi hasil kepistan KSPl atas barang milik
dacraly berupa:

a. bangunan Konstruksi infrasioakiar beserts sarang dan prasarana;

b. pengembangan  infrastruktur berupa penambahan  dan/atan
peningkatan  terhadap kapasitas, luantitazs dan/atau  kualitas
infrastruktur: dan;atay

¢ hasil ponvedinan  infrastrukeyr berupa  penambahan  danfatau
Feningkatan  terhadap kapasitas, koantitas tan/atey kualitax
infrastruktur lainnya.

(2] blitra KSPI menverahkan infrastrrkrur yang menjadi hasil kegiatan
K&Fl atas barang wilik daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
SEEUAL perjanjian 2ty pada saat Lerakhirnya perjanjian.

{3] Penverahan sehagaimana dimaksud peda ayat (2) dilakukan oleh mnitra
KSPI atas barang milik dacraly Lkepada PJIPK.

Pazal 260

1) PJPK menverahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSP]
alas barang milik daerak sebagsimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat
(3] kepada Bupati.

(@) Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupw infrastoukoor
beserta fasiliusnva menjadi barang milik daerah sejak diserahkan

kepadu Femerintah Daeral.

Paragraf 8
Tata Cara Pelaksanaan KSPI atas Barang Mitik Dacrah
pada Penpeloda Barang
Faszal 261

Tahapan pelaksanazsn KESP! atas bareng milik daeruh yang berads pada




pengelola barang melipati;

.
b.

C.

(1)

{2)

[1]

pertnahonan;

penelitian administrasi;

pembentukan Um dan penilaian;

perthitungan besaran penerimaan dacrah dari KSPL berupa pembagian
kelebihan keuntungan;

pengtlitan keputtisan;

penyerahan barang milik dasrah dari Bupati kepada penanggpung jawab
provek KEPI

pemilihan mitra;

- penandatanganan pecianjian;

pelaksanaan;
Pengamanan dan pemeliba raan;
pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan, jika ada; dan
peneakhiran,
[aza) 262
KSFl atas barang milik daerah yang berada pada pengelala barang
dapat dilakukan berdasarkan permohonan dar pengeloia barang yang
disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
Permehonan schbagaimana dimaksud pada ayar (1) paling kurang
memuat date dan informasi mengenai:
a identitas PJPK, termasuk dasar penerapan/ penunjukkannya,
b. latar belakang permchonan;
¢. barang milik daerah yang diajukan untule dilakukan KSPI, antarg
laim jenis, nilat, dan kaancitas barang milik dacrah;
d. rencana poruniukan KEPT
o Jangks waktu KSPLE: dan

eslunas) besaran pembagiun kelebihan keuntungan.

Pasal 273

Fermohenen  scbagaimana  dimaksud dalum  Pasal 262 avat [(2)
dilengheapi dokumen pendukung berupa:
4. proposal pra kelayakan stadi provek KSPI-

b. surat pernyatasn kesedisan menjadi PJFK KSPI; dan




[

surat  kelayakar penyedizan  infrastrukiur darl Kementerian
Lombaga duniulau Dinas Teknis  sesust kententuan peraturan

perundang-undangzn,

(2] Surar pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huen! b paling

serdikil memuat:

data dan infirmasi mengenai BIFK KSPT,

dasar penuainjukan / penctapan,

trarang milik deersh yang direncanaken untuk dijadiken sehagai
ohbjek KEPI;

kesediaan dan kesangrupan untuk menjadi PIPK KSPL dan
Kesediaan melaksanakan proses KSPT sesusi dengan keteniuan

peraturan perlodang-vndangan.

Pasal 264

(1) Bupati melakukan penclitian administrasi atas perinohonan KSPI vang
diajukan wleh PJPK,

{4 Apabila Derdasarkan  hasil penslitian administrasi  sebageimana

dimaksud pada aval (1) menunjukkan bahwa barang milik daerah

dapat dilakulian KSPL, Bupati:

H,
=}

membentuk irn KSPI; dan

menugaskan peoilal untuk melakukan penilaisn barang  milik
daerabl yang akan dilakukan KSFI gune mengetahui nilai wajar
atas barang milik dacrah bersanghkutan.

Pasa] 2635

1] Tim k5F] sebaguimana dimaksud dalam Pasal 264 ayar (2] huruf a

herjumlah gasa) dan beranpgotakean melipuati:

a.-
b.

C.

pengelola barang;
perwalkilan dari OFD terleait; dan
perwakilan dari OPD yang membidangi pengelolaan barang milik

dasrah.

(2] Tugas tim KSP] sebagaimana dimaksoad pada ayat (1) meliputi:

ok,

melakitlean  kujisn stas bareng milik daerah yang diusvlkan
tenjadi atgek KSR,

melakuknn kajian atas besaran pencrimaan daerah glari KSPI,
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 237 avat [1) huruf b dan

melalizanakun kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.




3]

(4}

{1]

<]

(1]

{2]

3]

4]

(1)

[2}

Segala biava vang diperluxan dalam pelaksanaan tugas tim KSP
dibebankan pada APRD.

Tim KSPI dapat meminta masuksn kepada penilal atau pihak vang
berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 266

Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungun dilakukan oteh
limt K3F] sesuaj ketentuan sthagaimana dimeksud dalam Pasal 258,
Bupali menelapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian
kelebihan keuntungan dengan mempertimbangkan perhitungan tim
KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dalam surat pergerujuan
K&

Besaran bagiwn  Permerintah Daerah  dalam pembagian  kelebthan
keunlungan yang ditetapkun Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayal (2] dicantumkan dalam daloaenen render,
Pasal 267

Bupati. menerbitkan  Kepurusan KSE apabila permohonan KSR
dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tupas
tirn KsSp].

keputusan RSP sebagaimana dicnaksnd pada ayat (1) paling kurang
memegat;

a. dala barang mitik daerah vang menjadi objek K5P1

b. peruntulan K2P, wermasuk kelompok/jenis infrasiruloer;

. besaran pembagian kelehihan keuntutigan;

d. Jangks waktil KSE atas baraoy milil ddaerah: dan

£ penunjuken PIPK KSPL atas barang milik dacrah.

salinan  Kepurusan KSPI scbagaimana dimaksud pada  avar (2]
dizampaikan kepada pengelola barang,

Apabila  perroohonan KSP) dianpgap  tdak fayak, Bupar;

memberitahukan kepads pemohon dizserta) alasalimyy,

Pasnl 268

Bupall menyershkan barang rnilik daerah yang menjadi objck K3PI
kepada PBJPK  penvediaan  infrastruktur Berdasarkan kepurusan
rebagaimana dimaksud dalam FPasal 367 ayat i1}

Penyerahan  objek  KSFl sebagamans  dumaksud pada  ayar (1)
dituangkan dalam  Berita  fAcara Serah Terima (BAST|  yang




3]

(1]

(2}

11

2y

(1]

{2

{3

{i)

ditandatangani oleh Bupati dan PJPK penyedinan Infrastrukiur atas
barang milik daerah.

Penyerahan  ohjek K3PI kepade PJPK penyediaan  infrasteulcour
sebagalmany dimaksud pada ayar |1) hanya dalam rangka KSP aras
barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang

nulik laerah.
Paszal 26%

PIPK penvediaan infrastrukrur atas barang milik daerah menetapkan
mitra KSPL berdasarkan hasil tender dari provel kerjaserna scsuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja
sama Pemenintah dalam penyediaan infrastrukour,

Penerapan mitra KSP dilaporkan olch PIPK penyedinan infrastruktur
atas barang milik dacrah kepacla Bupati paling tama 1 {zatty bulan
setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 270

FJPK penvediaan inlrastrukour menandalangani peganjian KSPt
dergan mitra KSPl vang ditetapkan dar hasil tender.
Penandatanganan perjanjian KSP dilakulkan paling lama 2 {dua] tehum
lerhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KEP,

Pasal 27|

Berdasarkan perjanjian KSDPI sebagaimana dimaksud dalam Pasul 270
avat [1], PJPE penyediaan inftastruletur menyerahkan harang milik
dacral vary menjedi vbjck KSP] kepada mitra KIF,

Penyeraban barang milik daerah vang meryadi objck KEPI sebagaimuna
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rerita Acars Serah Tedma
[BAST) yang ditandatangani oleh BJPK penyediaat infrastruklur dan
mitra KSFI.

Penverahan barang milik daerab yang menpadi objek KSP sebagaimang
dimaksud pada avar {1] hatva dalam rangka pemanfaates barang milik
durrah dan bukan sebagsa; pengalihan  kepemilikan barang mikik
daeral.

Pasal 2772

PP Fenvedinan mirastrukeur melaporkan prlaksanaan
pensndatanganan perjanjian KSP] sebagrimana dimaksud Jdalam Pasal

270 avat (1] dan penyerahan Larang milik daerah kepada mirra KSPI




sebagaimana dimaksud dalam Tasal 271 avat [1} kepada Bupat
dengan melampirkan salinan pejaryjian K2P| dan salinan Berita Acara
Jerah Terima {(BAST).

i2) Dalam hal jangka wakiu sudah terlewati dan pcrjanjien belum
ditandatangani, Keputusan K301 sebagaimuna dimaksud dalam Pasal
270 ayat (2] dinyarakan tidak berlak,

{3 Dilkecualikan dari ketentuan schagrimana dimaksud pada avar (2),
sepunjang lewat waktu tdak disebablan oleh hal yvang dilakukan cleh
mitra KSPL, penandacanganan Fenanjian dilakukan paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Berlakunya Keputusan KSPl atas barang milik
daerab,

Fasal 273

(1} Pepanjian KSPI 2tas barang milik daerah paling kurang memuat:
#. dasar perjanjian;
b. identitas para pihak;
C. barang milik daerah yang menjadi objck pemanfaatan:
4. peruntukan permanfaatan;
€, hak dan kewsajiban:
L janeka wakou pemaniaatan;
B. besaran pencrimaan serty mekanisme pembayvaran:
h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
1. sanksi; dan
J. penyelesaian perselisshan,
(2] Ferjanjian KEPI! atas barang mitik dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditnangkan dalam bentuk akta nowEris.

Pasal 274

{1) Mitra KSP[ atas barang milik dacrah wajib melakukan pengamanan

dan pemeliharasn atas:

k. barang milik daerah vang menjadi obyjek KSPT: dan

b. berang hasil K3IPF1 atas barang millk daerah  berdasarkan
peranjian.

(2} Pengamanan sebagaimana dimaksyd pada ayar (1] ditujukan untuk
mencegah terjadinya penurunan [ungsi dan hilangnya barang milik
daerah yang menjadi ohjek dan hasil KSPL atas harang milik daerah,

(3} Pemeliharaan schogaimana dimaksuil pada ayat (1] ditujukan untuk

menjaga kundisi dan memperbaili berang milik daerah yang menjac;




(]

[

(1]

(2]

1y

2]

{2

ohjek ESP] dan hasil KSPI atas barang milik dagrah agar selalu dalam
keadoan Baik dan siap untok digomakan secara berdaya puna dan
erhasil guna.

Ferbaikan barang milik daerah sebagrimana dimakoud pada aval {3)
harus sudah selesal dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirmya
Jangka walkiu 3Pl

Seluruly biaya pengamsnan dun pemeliharaan sebapaimana dirmaksad

pada myat (1) menjudi beban mitra KSP],
Pasal 275

Mitra KSPI dilurang mendayagunakan barang milik dacral vane
menjadi abjek KSR selain untuk pecantulan KSPI sesnai peTjarntian.
Mitra KZP] dilarang menjaminkun atay mengeadaikan barang milik
daetah objelk KEP],

Pasal 2765

Bagian Pemerintah Dacrah artas pembagian kelebihan keunrungen
tiselorkan oleh mitra KSEL ke rekening Kas Umum Dacrah aling
lambat 31 Marce.

Bagian Pemerintah Dacrsh atas pembagian kelebihan keuntungan vang
terjadi pada tahun rerakhic dalam jangka waktu pegjanjian KSPI
disetorkan cleh mitrs KSP ke rekening Kas Umum Daerah paling
lambat 10 {scpuluiy  harn  sebelum berakhirnya  jangka waklu
perjanjian.

Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebthan keuntungan
sebagaimang  dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mircra KSP
sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dar vang

ditentukan pada saal perjanjian KSPL dimulai,

Pasal 277

K5PL atas barang mitik duerah berskhir dalam hal-

.

beralihiroya jangka waktu KSPI atas barang milik daecraty;
porgakhiran perjanjian KSPL atay barang milik daerah secara sepihak
olel Bupati; arau

ketentuan  lain sesual dengan ketentuan peraturan  porundang-

undangan.

Pasal 273




fL)

{2]

(11

2}

{3

(4]

1)

Pengakhiran sccara scpihiak oleh Bupat sebapaimana dimalesiyd dalarm
Pasal 277 buruf b, dapat dilakuksn dalam hal mitrs ESEL Alus barang
tnthilk daerah;

a. Llidak membayar pembapian kelebihan keuntungan dari KSPl atas
barang milik dacrab vane ditentukan pada saat perjanjian dimulai:
atauy

b, tedak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada
huruf a sebagaimana teetuang dalam pETjanian.

Penpakhiran  KSPT sehayaimana dimaksud pada avat {l] dapat

tlilakukaty oleh Bupati berdasarkan hasil pertinbangan Pengelala

Barang dan/artau Pengeuna Barang secara teptulis.
Fazal 279

Pengakhiran perjanjian KSPI secars zepihak oleh Rupati sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 278, diawali dengan penerbitan tepuran tertuljs
pertama kepada mitra KSPI oleh BEugati.

Apabila mitra K3PI tidak melaksanakan teguran pertama acbagaimang
dimaksud pada uyat (1) dalam Jangka walktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tegiran terlulis pertama diterbithan, Bupati menerbitkan teguran
tertulis Kedua.

Apabila mitra KSP! tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dalam tangka waktu 30 {tiga pulah) hari sejak
teguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati menerbitian leguran tertulis
ketiga yang merupakan tequran terakhir.

Apubila mitra K3PI tidak melalsanskan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
teguran  tertulis  ketiga  diterbitkan, Bupati menerbitkan  surac
pengakhiran KSHI.

Surat teguran sebapaimana dimaksyd pada ayat |11, avat (2] dan ayat
i3] serta surat pengakhiran sebagaimans dimakesud pada ayal |4
ditcmbuskan kepada BIPK.

Mitra KSPl harus menyerahkan ohjek Kspt kepada Bupati dengan
tembusan RIPK berdasuarkan surat pengakhbiran K8FI atas barung milik
dacrah sebapaimana «Jimaksud pada ayat (4] dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiza puluh) hari setelah mencrina sural pengakhiran

perpanjian KSPI.

Pazal 220




i

{2]

(3

(4]

(3]

{1]

[}

()

Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri XSP paling lambat 2
(dur) tabun sebelum jungka wakiu KSP! beralchir kepada PJPK.
Berdasarkan laporen schageimana dimaksud nada ayat (1) delakukan
audit oleh auditor independen faparat pengawasan intsrn Pemerintah
atas  pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah  berdasarkan
permintaar PIPEK.

Auditar  independen/aparat pengawasan  inkern Permerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} menvampailan hasil audit
kepada PJPK penvediaan infrastrukiur atas barang milik daerah.

PIPK menyampaikan hasil aud;i scbagaimana dimaksud pada avat ()
kepada mitra KSPLL

Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimans Jdimaksud pada
ayat (4} dan melaperkannya kepada PIPK.
Pasal 2581

Mitra 2Pl menyerahkan barang milik dacrah varlg menjadi chijek KSPI
pada saal berakhirnya KSPl kepada PJPK dalam keadazn haik dan
lavak dipunakan sccare optimal sesuai fungsi dan peruntukannys.

Dalamn hal terdapat infrastrukiur hasil K3P1 atas larang milik dasrah,
thilra KSPI wajib menyerahkannya bersamazan dengan penyerahan
ohick KEPI sebagaitnana dimalsud pada ayat [1]-

Fenyerahan sebagwimana dimaksuc pada ayat (1} dan ayat {2
dituangkan dalam Berita Acara Serah Tetima,

Pasal 282

Dalam hal masih terdapat hasil audit vang belurn selesal ditindaklanjut;

oleh mitra KEPI setelah dilakukan serab terima sebapgaimana dimaksud

dalam Fazal 281, mitra KSP| tetap berkewajiban menindaklanjutinya

sampal dengan selesai,

(1}

Pasal 233
PJFK melaporkan kepada Bupati:
& berakhirnya KSPl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27T
b, hasi] audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3); dan

. hasil sudit yeng belum diselesaikan selwyaimana dimaksud dalam
Fasal 282




(d) PFUK menyerahkan kepada Bupati:

a. objek K3Pl schogaimana dimaksad dalam Pasal 281 aval [1]: dan

b. hasil KSPl sebagaimana dimaksid dalam Pasal 251 ayat [2).
FParagraf 9
Penatausahaan

Paval IR

(1} Pengelola harang melakukan penatausahasn atas pelaksanaonn KSPI

{2]

(1]

(2}

(1

(2]

il

(2}

atas harang milik daerah yang berada pada pengelola barang.
Prngguna barang melakukan penazausahaan atas pelaksanaan KSP[

atas barang milik dasrah vang berada pada pengguns barang.
Pasal 285

Mitra ESFPI melaporkan sccara tertulis hasil penyetoran pencepatan
daerah ailas KEPT kepada Bupati sesuai perjanjian dengan dilampiri
bukii penyeroran pendapatan dacrah.

Bukn penyetoran pendapaten daerah sebagaimena dimaksuel pada

ayat [1} merapakan dokumen sumber pelaksanaan penatallsahasan
KESFL

Paragral 10
senks dan Dendae
Pasal 285

Dalam ha] mitra KSPl terlambat melakukan pembayaran atau
melzkukan pombayaran nanun lidak sesuai dengan kKerentuan atas
pembagian keuntungan KEPI schagaimana dimaksud dalam Pazat 276,
mitre KSPl atas barang milik deerah wajib membavar dends
sebagaimana dialur dalem naskah perjanjian.

Pembayaran denda sehagairmana dimaksid pada ayal (1) dilalakan
mclalui penyetoran ke Rekening Kas Uniurg Daerah.

Pasal 287

Dalam bhal barang milik dacrah yang menjadi objck K3PI tidak
dipelibiara dengan baik sesuai keteriuan pada perjanjian, mitra KSPI
memperbaikl sampai pade kondisi sesgai dengan vang diperjanjikan.

Perbailktan sebapaimana dimaksud pada ayat {1] harus sudah sclesai
dilaksanukon paling lambat pada saat berakhiriys masa KSPL acas




{1]

(2]

{1]

[}

barang milikk dasrah.
Pasal 288

Dralam hal barang mililk daerah yang menjadi objek KSFI hilang selama
pelaksanuaan masa KSF] akibat kesalahan atau kclalaian mitra K3PI
mitra wajib mengeanli objel dan hasil KEPI dengan barang yang sama
atau barang v4ng sejenis d=n selaca.

Pengepantian barang milik dasrah sebageimana dimaksud pada ayat (1]
harus sudal selesai dilaksanakan paling lambal pada saat berakhirnya
K5PI.

Pagal 280

Dalam hal perbaikan danfalng pengeentian barang milik dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ¢dan Pasal 288 tidak dapat
dilakukan, mitra KSPl membayar biaya perbaikan  dan//atau
penegantian teraehul secata funai.

Penentuan besaran  biava sebupaimana  dimaksud peda ayat (i)
ditetapkan oleh PIPK,

Pasal 290

Pernbayaran biaya sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 289 ayat [1]

dilakukan dengan cara menvetorkan ke Rekening Kas Umum Deerah

paling lama 1 (zatu) bulan rerhitung seak adanya penerapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 289 ayat (2).

Pasal 291

Mitra dikenakan sanksi administraril berupa surat teguran dalam hal;

H.-

(1]

elum  melakukan perbaikan danfatau penggantian  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 239 dan Pasal 290 parda saal berakhkirmya KSFI
Atau

belum menyverahlcan baranpg milik daerah yang menjadi objek KSPL

dan,atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirmya KSPL

FPasgal 252

Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atag penyverahan barang milik
dacrah schagoimeana dimaksud dalam Fasal 2290 belum dilakukan
terhitung 1 (satvp bulan  sejak  diterbitkannya  surat  reguran
acbhapaimana dimaksud dalam Pasal 291, mitra dikenakan =zanks

artministratit berupa surat perinpatan.




{2] Dratam heil perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik
daerah belum dilakukan terhitung 1 {Bulan)| zejak diterbitkannya surat
peringatan sebagaimana dimeksud pada avar (1), mutra dikenakan
sanksi administrati{ berups denda sebapaimana diatur dalam naskah

perjanjian.
Fasal 293

Dalam hul denda sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 292 avat () tdak
diluniasi mitra KSPl, make penyelesaiannya dilakukan berdaseckan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf |1
Tata Cara Pelaksanaan KSPI atas Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang
Paxal 204

Tata cara pelaksanaan K3P] pada pengelola dari Pasal 26t sampai denpan
Fazal 293 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSR
pada pengguna barang.

FPagn] 205

Cupati melalokan penelittan administrasi terhadap barang milik daerah
y¥ang beratla pada pengguna barang dengan dilampini surat pernyvatasn
dari pengguna barang bahwa barang milik daerah yarng menjadi objek KSPI
tidak sedang digunakan araw tidak mengganggy pelaksanaan topas dan
fungsi pengguna barang

BAE Vill
FENGAMANAN DAM PEMELIHARAAN
Bagian Perlama
Penpgamanan
Paragral 1
Frinsip Umum
Pasal 294

(1] Fengelola harang, penppuna barang dan/atau kuasa pengpunga barang
wafib melakukan pengamanan barang milik daerah vang berada datam
PCNELASaAnya,




(4] Pengamanan bacang milik daerah schagaimana dimaksud pada ayar
(1}, meliputi:
. pengamanan fisik;
b, pengamanan administrasi; dan

¢, pengatmanan hukum.
Fazal 297

1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib
dan aman.
(2} Penyimpanan bukti kepemnilikan barang milik daerah dilalukun oleh

pengelola barang.
Pasal 2958

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atay pertanggungan dalam
rangka  pengamanzn barang milik daerah tertentu dengan

mempertimbangkan kemampuan kenangan daecah.
Paragraf 2
Tata Cara Pecongamanan Tanah
Fagal 299

{1] Penpamanan fisik tanah dilakukan dengan caru;

A, memasang tanda letak tanah dergen membanpun pagar batas;
b, memasang tanda kepemilikan tanah; dan
c. melakukan penjageen.

(2} Pengamanan fisik scbagaimana Jdimaksud pada ayar ¢1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Dacrah
dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.

i3] Pengamanan adminisirasi tanah dilakukan dengan;

a. menghimpun,  mencatat, menyimpan, dan menatausahakan
dokumen bukti kepemilikan tanah sccara tertib dan aman.
b, melakukan langkah sebagai berikut:
1. melengkapi bukti kepemilikan danfatau menyimpan sertifikat
tanah;
4. membuat kartu identitas barang;
3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah seleali
dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya: dan
4. mencalal dalam daftar barang pengelola/pengguina barang/
Klasa pongguna,




(4] Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
a. tanah vang belum memiliki sernfilkkat; dan
b. tanah vang =sudsh memiliki sertifikat namun belum atas nama

Pemerintah Dasrah.
Pasal 300

Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1] hural & telum dapat dilakukan dikarenakan ketsrbarogsan Anggaran,
maka pemasangan randa letak tanah dilakukan melalui pembangunann
patck penanda batas tanah,

Faszal 3]

Tanda kepemilikan tunah sebagaimana dimaksae dalam Pazal 299 ayat [1]
huruf b, dibuat dengan ketentian:
#. berbahan material yang tidak mudah rusak:
b. diberi tulisan tande kepemilikan:
gambar lambang Pemierintab Daerah; dan

d. infermast lain yang dianggap perla.
Pasal 202

[1] Pengamarnan hukum i¢thadap tansh yang belum memilili sertifikat
swehagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4] huraf a dilakukan
dengan cara;

d. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal
kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, alkte hibah,
atan dokumen setara lainnva, maka petgelola barang, pengguna
barang dan/atay kuasa pengguna barang segera mengajukan
permchonan penerbitan sectifkat atas nama Pemerintah Daerah
kepada Badan Pertanahan  Nasional/Kantor Wilayah Badan
Ferfanahan MNasional setempat/Kantor Pertanahan setempat se%1al
dengan keteniuan peraturan perundang-undangan; dan

b apabila barang milik daerah tlidak didukung dengan dokumen
kepemilikan, pengelola barang/ pengauna barang dan/atau kuasa
Pengguna barang menglipavakan untk mempernleh dokumen awal
kepemilikan seperti riwayat tanah.

{2] Pengamanan hukum terhadap tanzh vanyg sudah bersertifikat namun
belum aras nama Pemerintab Daerah sehagaimansa Jdimaksud dalam

Pagal 299 avat {4 hwul b dilakukan dengan cara  penpelols




(1]

(]

(2]

(4]

barang/penggutia barang dan/alau kuasa pengguna barang segera

mengajukan permohonan perulmhan nama sertifkat hak atas tenah

kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama Pemerinlah

Drmerah.

Paragral 3
Tata Cara Pengamanan (Gedung dan/atev Bangunan
Pasal 303

FPengamanan fisik pedung dan/atau bangunan dilakukan de ngan,

mehiputi:

4. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan:

b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;

€. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi
terjadiny:a kebakaran:

d. gedung dan/arau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau
vang berlokasi tertentu depgan tupas dan  fun pal melakukan
pelayanan langsung kepada masyarakat dapar. memasang kamera
pengintai CCTV;

€. menyediakan satu=n pengamanan dengan jumlah sesuai fungst dan
peruniukkan gedung dan/arau bepgunan sesuad kondisi Jokasi
gedung dan/alau bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap barang milik dasrah  bery pa gedung

dan/atan bangunan sebagaimana dimalksud pada eyvat {1] dilakukan

dengan memperhatiken skala prioritas dan kemam puan keuangan

Pemerintah Craerah.

Hkala prioritas sebagaimany dimaksyud pada ayat {2) meliputi:

a. [uhysl penggunaan bangunan,

b lokasi bangunan; dan

. unsUr nilag scrategis bangunan.

Fengamenan  adminisirasi gedung  dan/fatan bangunan ditakukan

dengan menghimpun, mencatat, me nyimparn, ¢dan menatausahakan

secara terdlb dan teratur atas dokumen sebagei berikut:

a. dokumen kepemilikan berupa surat izin mendirikan bangunan;

b. keputusan penetapan  status penggunaan  godung  danfatay
bangunan;

Jdaltar barang kuasa pengpuna berupa gedung dan/atan bangunan,

d. daftar barang pengelina berupa gedung danjatan banpunan:

. daftar harang pengelola berupa gedung dan/atan bangunan;




i3

[1]

{2

[.  berita scara secah terima; dan

g dukumnecn terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:

a. melakuban pengurusan izin mendirikan bangunan, biagi bangunan
yang belum memiliki izin mendirikan bangunan: dan

2. mengusulkan penetapan status penggunaan
Paragraf 4
Tara Cara Penpamanan Kendaraan Dipnas
Pasa] 304

Kendarazan dinas terdizi dan;

a. kendaraan perorangan dinas, yaity Kendaraan bermotor vang
digumalkan bagi pemangku jabatan:
1. bupati; dan
2. wakil bupali.

b. kendaraan dinas jubatan, yaitu kendarsant vang discdiakan dan
dipergunakan pejabat untuk kepgiatan operasional perkantoran: dan

c. kendaraan dinas operasicnal disediakan dan dipergunakan untuk
pelavanan aperasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Penpamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:

a. kendaraan perorangan dinas;

B kendaraan dinas jahatan; dan

£. kendarwan dinas operasional.

Pasal 303

(1} Pengamanan fisik terhadap kendaraan peroranpan dinas sehagaimana

(2]

dimalksud  dalam Pasal 304 avat (2} huroal a dilakuksn dengan

membuat berita acara serah  terima Kendaraan antara pengguna

barang/kuasa pengguna barang yang melakukan penatausahasn

kendaraan perorangan dinas dengan pejabat yang menggunalkan

kenduraan perorangan dinas.

Berita acara serah terimea sehagaimana dimaksud pada ayac (1) berisi

klausa meliputi:

a. pernyataan tanpggung jawab atas kendarsaan dengan keterangan,
antara lain noemer polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode
barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlenpkapan

vang melekal pada kendaraan tersebut;




{3

(4]

{1]
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b. pernvataan tanggune jawab alas kendarasn dinas dengan seluruh
rigiko yang melckat atas kendaraan dinas terasbut;

i, pemyataan ontuk mengembaliken kendaraan setelah berakhirnya
Jangka waktu penggunzan atal masa jabatan felah berakhir
kepada pengauna barang/ kuasa penggunia harang vang melakukuan
penatausabaar kendaraan perorangan dinas: dan

d. pengembalian kendarsan peroranpgan ditas diserahlean pada saat
berakhirnva masa rabatan sesuat vang tertera dalam berity acars
scrah terima kendaraan.

Penpembalian kendarasan perorangan dinas dituangkan dalam berita

acara penyerahan.

kehilangan kendaraan perorangan dinas  emenjadi FATIEEUNE  jawals

penanggung  jawab  kendaraan dengan sanksi sesual peraiuran

perundang-undangan.
Pasal 30

Pengamanan tisik (erhadap kendarsan dinas jabetan schagaimana

dimaksud dalam Pasal 304 ayal (2) burof bocdilakuksn dengan

membuat berita acara serah terima. kendaraan antsrs

8. pengelola barang dengan pengguna barang yong mengpunakan
kendaraan dinas jabdlan pengguna berung;

. pengguna bareng  denpan kuase  pengpuna barang ¥Yang
menggunakan kendaraan jabatan kuasa penpguna barang; dan

C. pengpund barangfkuass pengguna bacang dengan pejabar vang
menpgunakan kendaraan dimas jabatan.

Berila acara serah rerima schagaimana dimaksud pada avat [1) berisi

klausa yang melipti:

H. permyataan fangpung jawab atas kendarsan dengen keterangan
antara lain: pumor polisi, merek, tehun perakitan kendaraan, kode
barang, dan rincian perlenghapsn vang melekat pada kendaraan
lersebut;

b pernyataan tenggung jawab atas kendarsan dinas dengan seluruh
risiko yang melekat atas kendarasn dinas jabatan tersebuat;

C. pormyataan untuk meongembalikan kendaraan setelah berakhimya
jangka wakoy penggunaan atasl masa jabatan telab berakhir; dan

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserabkan pada saat
beralchivoysa masa jabatan sesuni yang lertera dalam berita acara

serah terimy kendaraan.



I3 Pengembalian kenwdaraan dings jabatan dituangkan dalam berita acara

(4

(1]

(2]

{3]

{1]

penyerahun kemlali.
Kehilangan kendaraan dinas  jabatan menjadi tanpeung jawab
penangegung  jawab  kendaraan  dengan sanks] sesual ketenluan

prraturan perundang-undangan.
Pasal 307

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional scbhagaimana

dimaksud dalam  Pasal 304 ayvat [2) huraf ¢ dilakukan dengan

membuar surat pernvalaan tangeung jawab aray kendaraan dinas

operasional  dimaksud  dan ditandatangani oleh pengEuna

barang/kussa pengguna barang dengan penangeung jawal kendaraan

dinus operasional,

Slrdt pernyaraan langgung jawah sebagaimana dimaksued pada avat {1)

TMEMLUAL:

4. nemor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kade barang, dan
perlenpkapan kendarazn tersebut,

b, pernyataan tanggung jawab atas Keredarasn  dinas operasional
dengan seliruh risiko vang melekat atas kendaraan dinas tersebur

¢ pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera scielah
Janghka wakte pengminaan berakhie

d. penpgemhbalinn kendaraan dinas  operasional dituangkan dalam
herita acara penyeralian kembali; dan

& menyinpan kendaraan  dinas  operasional  pada  {ernpat YANE
ditenrukan.

Apabila kendaraan dines yang hilang scbapai akibat dari kesalahan

atay  kelalaran  atag penyimpangan dari  ketentuan, maks

pejabal penanggueny  juwab  vang menggunakan kendoraan  dinas

sebagal penangpung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuad

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 308

Fongamanan  administrasi kendaraan  dinas  dilakukan, dengan
menghimpun, mencafat, menyvimpan, dan menatausahakan sceors
tertib dan teratur atas dokumen sebzgai berikut:

a. buku pemiliks kendaraan bermeotnr;

b, Jitokopl surat tanda nomor kendarsan;

c.  berita acarz serah lerima;




{2]

i1

(2

(3}

{1]

E

(1]
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d. kartu pemelibargan;

¢. datadaftar burang; dan

. dokumen terkait lainpys vang diperlukan,

Fengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan, meliputi:

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendoraan
bermotor, seperti BPKB dan 5THK, termasuk pembayaran pejak
kendaraan bermolor; dan

b, melakukan pemprosesan tunlutan ganti g yacg dikenakan pada
pihek-pihak yang bertanggung jawahb atas kehilangan kendaraan

dinas bermoior,
Parapral 5
Tata Cara Peagamanan Rumah Negara
Pasal 309

Pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dilarang
menelantarkan rumah negars.

Pengarmanan lisik rumah negara dilakukan dengan caca:

a. pemAsangan patok; danjaran

b. pemaszangan papan nama.

Pemasangan papan name sebagaimans dimakesud pada ayat (2) hural b
mcllputl unsyg:

3. logo Pernenmtah Daerah; dan

. nama Pemerintah Daersh,
Pasal 310

Setiap rumal negara diberi patok darl hahan material yang tidak
mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggl disesuaikan dengan
kondisi selempsat.

sSettap rumah negara dipusang papan nama kepemiliban Pemerintah

Daerah.
Pasal 311

Fengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara
dilakukan dengan membuar berily acara serah terima rumah negara.
Berira acard serall terimy gebapaimana dimaksod pada ayat (1)
dilalenkarn gleby:

& Pengguna berang/kuasa  pengguna  barang yang melakukan

penatausahaan tumah negara dengan  pejabat negara  atau




prmegang jabatan tertenti yang menggunakan rimah negara
pejabii negara atay pemepang jebatan tertentu;

Pengguna  barang/kuasa pengguna  barang yang  melalulean
penatauszhaan rumah negara dengan pengelola barang yang
menggenakan cumah negara jahatan pengelola barang;

Pengelols harang dengen pengguna barang yang mengpunekan
rumah negara jJabatan pengeguna barang;

Pengguna  barang dengan  luasa  pengguna  barang yang
mcnggunakan rumah negara jubaran kuasa pengguna barang, dat
Pengguna barang/kuase pengguna barang  dengan pensngguns
jawab  rumah  negara  vang  dalam PETEUAZAan PENREUn:
barang/kuasa pengelola barang.

{3] Berita acara scralh terima sehagsimans dimaksud pada ayat ()

mermnlat;

(=

pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan
jemis golongan, luas, kode barang cumah negara, dan kide barang
HUTane | prasarana rumah negara dalam hal rumah negary tersehut
dilengkapi dengen sarana/prasarana di dalamnya:

peroyataan tanggung jaweb atag rumah negara dengan seluruh
risiko yang melckat atas rumah negara tecsebul;

pernyalasn  untulk  mengembalikan  rumah  nepara geteiah
berakhirnya  jangka waktu surat izin penghunian atau masa
jabatan telah berakhir kepada pengguna barang/kuasa pengguna
barang;

pengembalian rumah nepara yvang diserahkan kembali pada saat
berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya surat izin penghunian
(ZIF) kepada pengelola barang/pengrune barang/kuasa pengeuna
barang,

pengembahan saranafprasarana apabila rumah negara dilengkapi
sarana/prasarand sesuai Derifta acara serah terima dan diserahlan
kembali pada sast berakhimya maza jabatan atau berakhirnya
sural  izin penghunian kepada  pengelola  barang/pengguna
barang/kuasa pengguna barang; dan

penyerahan kembali dituanzkan dalam berita acara serah terima,

Pasal 212

(1] Kewsjiban penghuni rutnab negara, melipnri:

a.

memelihara rumah nepara dengan baik dan bertanggung jawab,



termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah  negara
bersanghutan; dan

b. menyerahkan rumah negara dalam kondizsi baik kepada pejabat
vang berwenang paling lambat dalam jangka waletu 1 (satu) bulan
terhutung sejak tunggal diterimanya kepuiusan pencabutan surat

izin penghunian.

(2} Perighuni rumah negaca Jdilarang antuk:

(1]

i}

I3

i4)
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a. mengubah sebagian atau selurubh bentk rumah tanpa izin tertulis
dar pejubat yang berwenang pada QPN yang bersangkutan:

b. menggunakan rumah nepgara tidak sesual dengan funegsi dan
peruntukkannya;

¢, meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian
maupun kesehirnhanoya, kepada pihak fain;

d. menyerahkan  rumah negara,  balkk  scbaglan maupun
keseluruhannya, kepada pihalk lain;

¢. mernjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara
sehagal agunan atau bagian dar pertanggungan otang dalam
bentuk apapun; dan

{. menghuni rumeb negara dalam satu deerah yang sama bagi

MAasing-maving suami/istri vang beratatus Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 313

Penelapan status pengsunaan barang milik daerabh berupa rumah

negara ditetaplkan clel Bupati.

Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam

surar izin penghunian (3[P), kecuali ditentukan lain dalam kepurasan

pencabutan surat 1zin penghunian,

Burat izin penghunian uniyk rumah negara golangan 1 ditetapkan oleh

pengelola barang.

Surat zin penghunizn untuk rumah negara golongan H dan golongan

III ditetapkan cleh pengguna barang.

Surat izin penghunian sebagaimana dirmakaad pada ayat {3} dan ayat

4] paling kurang hams mencantumkan;

H. TEm# pegawai/nama pejabat, nomor induk pegawai, dan jabatun
calon penghuni rumeh negars;

b. masa berlaku penghunian;

ir]

pernyataan bahwa penghum bersedia memenuhi kewajiban yang




(1)

(2]

(1

(2]

(-3}

melekar pada rumash nepara.,

d. menerkitkan pencabutan surat izin penghunian terhadap penghuni,
vang dilakukan:

1. paling lambar | [satu) bulan terhitung sejak saat meninggal
dunia, bagl penghuni yang meningeal dunia;

2. paling lambat 1 {saru] bulan terhitung sejak keputusan
peraberhentan, bagi penghuni yang berheoti dtas kemauan
sendirl atau yang dikenakan hukuman diziplin pemberhencian:

3. paling lambat 2 [dus) mingeu terhitung sejak sast terbulkti
adanya pelangparan, bagi penghuni vang mclangpar larangan
penghunian rumah negara yang dihuninya; dan

4. paling lambat & {enam) bulan scbelum tangga] pensiun, bapi
penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 314

Penghuni rumah negara golongan ! vang tidak lagi menduduki jabatan
harus menyerahkan rumah nepara.
Penghuni rumah negara golongan 1] dan golongan 1] tidak lagi
menghun atau menempati rumah negara karena:
a. dipindahtugaskan/mitasi;
b, zin penghumannys berdasarkan surat izin penghuonian telah
berakhir:
£. berhenti alas kemavan sendiri;
berhenti karena pension; aray

¢ diberhentikan dengan hormat atau tidal dengen hormar.
Fasal 315

Suamifistrifanak/ahl waris lainnya dari penghuni rumah negara
golengan [[ dan ruzmah negara golengan 1l yang meninggal dunia wajib
menyeraftkan rumah negara vang dihuni paling lambat 2 [dua] bulan
terhitung scjak saar diterimunys keputusan pencabutan surat izin
peneghunian.

Pencabutan surat izin penghunian rumeh negara golongan | dilakukan
uleh pengelela barang.

Pencabutan surat iein penghuni rumahb negara golomgan f dan
golongan JII dilakukan eleh penpguna barang vane menatausahakan

rumeth negara bersangkillan atas persetufuan pengelola barang.

Pasal 316




{1] Apabila tetjadi sengkera terhadap penghunian rumah negara goloagan
I, rumah negars golongan 11 dun rumah negara golongan I, maks
pengelola barang/pongguna bamang vang bersangkutan melakukan
penyelesaian dan melaporkan hasil penvelesaian kepada Bupati,

(2} Dalem peclaksanaan penyelesajan sengketa sebagwimana dimalesucl
pada ayat [1}, yang bersangkutan dapat meminta bantuan QPD/ unit
kena OFD terkair,

Pasnl 317

Fengamanan administrasi burang milik daerah berupa rumah negara
dilalkukan  dengan  menghimpun, mencatat, menyimpan,  dan
menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, melipuiti;

a. sertifikat atay surat keterangan hak atas tanah:

b surat izin penghunian:

C. keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan T,

golongan |l atau gotongan L
d. pambar bangunan;
e. drla daltar barang; dan

f.  kepurnsan pencabutan surat izin prnghunian.
Paragraf &
Tata Cars Pengamanan Barang Miiik Dacrah
berupa Barang Persediaan
Faszal 3158

{1} Pengamanan fisik arang persediaan dilakukan, medipati:
a. menempatkan batang sesual dengan frekuensi penpeluaran jenis
barang;
b. menyediakan tabung pemadam kebakaran i dalam gudang temnpmat
penytmpanan, jika diperlukan:
menyediakan tempar penyimpanan barang:
d. melindungi gudang/ tempat PeTrriInpanan;
€. menambah  prasarana  penanganan barang di pudang, jikas
diperhikan;
[. menghitung fisik perzecdiaan secara periodik; dan
g melakukan pengamanan persediaan.
2} Pengamanan administras; barang persediaan dilakukan, meliputi

a. buku persedisan;



(3)

(1]

{2]

(3]

a

kartu barang,

berita acara serah teritma:

oo

berita acara pemeriksaan fsik barang;

e, surat perintah penyaluran barang,

-

laporan perscdiaan pengguna barang/kuasa pengguna barang
sernesteran) tahunan; don

g dokumen pendubkung terkait lainnya vang diperlulaan.

Pengamansn hukum barang perzedigan dilakukan, dengan melakukan
pomprosesan tantatat gantl rog yvang dikenakan pada pihak-pihak
vang bettanepuny jawab atas kehilangen barang persediaan akibar

ketalatan, scsual ketentuan peraluran perundang-undangan.
Poaragral 7

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Dacrabh Selain Tanah, Gedung
dan/atau Bangunan, Rumah Negara, dan Barang Persediaan

yang mermpinyal Dokumen Berita Acarg Serah Terima

Fazal 3149

Fengamanan fisik barang milk daeralh berupa selain tanah, gedung
danfatay bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang
memprinyai cdekumen betita acara serah terima dilakukan dengan
menyimpan barang di tempal yang sudah ditentukan di tingkungan
kantor.

Pengamanan administrasi Barang milik daerah berupa selain tanah,
gedung danjatau bangunan, rumah nepara, dan barang persediaan
yang mempunys dokumen berila acara serah terima dilakukan dengan
cara:

A. {akiur pembelian;

b. delumen berta acara =erah terima; dan

c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Fengamanan hukum bacang milik daerah bermipa selain tanah, gedung
dan;/atau bangunan, ruamakh negara, dan barang persediaan yanog
mempunyal dokumen berils acara serah lenma dilakoukan dengan
melakukan pemprosesan runturan ganti rugl yang dikenakan pada
pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang sesuaj

kelentuan peraturan perundang undanpan.

Paragrafl 8




Tata Cara Pengamanan Barang Milik Dacrah
Eerupa Barang Tak Bernyujud
Fasal 320

(1} Pengamanan fisitk barang mibk daerah Leripa barang tak herwgjud
thlakukan dengan:

a. membatasi pemberian kode wakses hanya kepada pihak-pihak
tertentu vang berwenang terhadap pengoperasian suaty aplikas;
dan

h. melakukan penambahan sisietn keamanan terhadap aplikasi yang
dianpgap strategis oleh Pemerimitah Dacrah,

(2} Pengamanan administrasi barang milik dacrah berupa barang tak

Letwnud scbagammana dimaksud pada avat [1 melahai:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara
tertib dan teratur atas dokumen sebapai beriloue:

1. herita acara serah terima;
2. lmenst; dan
4. dokumen pendubkrnpg terkait lainnya yang diperlukan.
b, mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak VAL

memilikl kewenangan,
Bagian Kedua
Pemeliharaan
Paragral 1
Prinsip Umum
Pasal 321

{1} Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atan barang
milk daerah  dalam pepguasaan  pengelola barang/ pengeuana
barang, kuaze pengguna barang,

(2} Pengelola barang, pengguna barang dan Kuasa pengeung barang
bertanggung jawab atas pemeliharaan bavang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya.

{3] Twuwan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana
dimakud pada ayat [2] adalah untuk menjaga kondis| dan memperbaiki
setnua barang milik dacrah agar selalu dalam keadaan baik dan Jsyak
serta miap digunakan sccara berdays guna dan berhasil guna.




[4]

(o)

L]

{1]

(2]

(1)

(4]

{3]

(4]

(31

(&

Dalam  rangka tujuan scbapaimana dimaksud pada avat (3},
Pernerintah Daersh  harus  memprioritaskan  anggaran  belanja
pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.

Biaya pemeliharaan bararng rmilik daerah sebagaimana dimalesid pada
avat [4} dilkebankan pada APBED.

Dalam hal barang milik dacrah dilakukan pemanfaatan dengan pihak
lain, biaya pemeliharaan menjadi tangsung jawal sepenuhnya dar

mitra pemanidatan barang milik dasrah.
Parapraf 2
Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Fasal 322

Femeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 herpedoman
pada daftar kebutuhan pemetiharaan barang milik daerah.

Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik dasrah sebapaimana
dimaksud pada ayat (1} merupakan beglan dari daftar kebyeuhan
barang milik daergh.

Pazal 323

Kuasa pengguna bwrang wajil membuat daftar hasil pemelibaraan
barang yang berada dalam Kewenangannya.

Kuasa penpguma barang melaporkan  hasil pemeliharaan  barang
sebagaimuna dimaksud pada avat (1} sccara tertulis kepada pengguna
baratg untok  dilakukan penelitian secars berkala sctiap eham
bulan/ per semester,

Fengguna barang atau  pejabar yang dituryuk  meneliti  Japoran
sebagaimana dunuaksud pada ayat (2] dan menyusun daftar hasi
pohieliharaan bacrung yang dilakukan dalam 1 {satl} tahur angparan.
Daftar hasit pemeliharaan barang vang disusun rengguna harang atay
pejabat  yang ditunjuk  sebagasimana  dimaksud pada  avat [
merupakan bahan untuk melskukan  evaluasi mengenal  efisiens:
pemeliharaan barang milik dacrah.

Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan
tethiadap:

4. anggaran belunja dan realisasi belanfa perneliharasn: dan

L. targef kinena dan realisasi tarpet kinerja pemelibiaraan.

Pengpuna barang  melaporkan/menyampaikan  daftar  hasil



[1}

{2

{1]

<)

(3

(4]

{11

(2]

peraeliharasn barang lerachut kepada pengelols barang secara berkala.
Pasal 334

Dalam rangka tertib pemnclibaraan setiap jenis barang milik daerah
dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/ perawatan vang Jdilakukan
cleh pengurus barang ! pengarus barang pembany.

Hartu pemeliharaan pergwatan sebagaimana dimaksud pada avat (1]
metnyat;

a. fama barang,

b. spesifikazinys;

tanggal pemeliharaan:

jenis pekerjadan atau pemelibaraan:

barang atau bahan yang dipergunakan:

M i M

biays pemeliharaan;

Fihek yang melaksanakan pemnsliharaan: dan

T

hal lain vang diperlukan.
EABE [X
PENILATAN
Pasal 325

Penilaian barang milik dasrab dilakukan dalam ranghkn penyusunan
nerdca Pemerintall Dasrah, pemanlaatan, atau pemindahtanganan.
Fenilaian barang milik daerah  sebapaimana. dimaksud pada ayat (1)
dileecualikan untuk;

4. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penerapan nilai barang wilik daerah dalam rangka PEOYUSUNHN NETACa
Femerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan [SAP),

Biaya wang diperlukan dalam rangks pemlaian barang milik dasrah
thbebankan pada APED,

Pasal 328

Fernlaian barang milik daerah berupa ranah dan fatau bangunan
dalam rangka pemanfaatan atan pemindahtanganan dilakultan oleh:

8. penla Pemerintah; atay

b. penilai publik yang ditetapkan ocleky Bupati.

Penilai publik, s¢hagaimana dimaksucd pada avat (1] huraf b adalah




(-3}

(4

(1)

12)

I3)

i+

(3l

(£l

(1]

(2]

(3

penilai selain penilai Pemerintah vang mempunyai izin prakek
penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh
Pemerintah.

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilal wayar sesual dengan ketentyan
peraturan perundang-undangan.

Nila: wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3} yang diperocleh dar

hasil penilaian menpadi tanggung jawab penilal.
Pasal 327

Penilatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim vang
thtetapkan olch Bupatl, dan dopat melibatkan penilai yang ditetapkan
Bupat.

Tim schagmmana dimaksud pada ayat {1] adalabh panitia penaksir
harga vang unsumya terdivi dari QPD/uamit Eerja terkait.

Penilai sebagaimansa dimaksud pada ayat [1] adalah penilai Pemerintah
atau penilai pabilik.

Pendalan harang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  untuk mendapatkan nilai wajar sesual dengan
ketenituan peraturan porundang-uncdangan,

Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayvat (4] dilakulkan gleh
pengzuna Larang lanpa mehbatkan penilai, maks hasif penilaian
barang milik dagrah hanya merpakan nilai raksiran.

IMasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) ditetapkan aleh Bupat.
Pasal 2238

Dalam kondizi tertenty, Bupati dapat melakukan penilaian kembali
dalam rtangka korcksi atas nilai barang milik daerabh yang telah
fitetapkan dalam neraca Pemernintah Dasrah,

Penilaian kembali, sebagaimuana dimaksud pada ayat (1) edalah proses
revaluasi dalam rangka pelapuran keuangan sesuail Standar Akuntansi
Pemenntahan vang metode penilaiannya dilaksanalkan sesuai standar
penilaian.

Keputuszan mengenal penulaian kembali atas nilei baraog milik daesrah

dilaksanakan herdasarkan kebijakan vang ditetapkan oleh Bupati



dengan berpedoman pada ketontuan Pemerintah vang berlakyu secara
nasmaral.

(4} Ketentuan Perenintah yang berlaku sccara nasional, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh

Femerintah untuls seluruh entitas Pernerintah Daerah.
BAB X
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Hesaty
Prinsip Umum
Pazal 320

i1) Barang milik daerah yang tidak diperizkan bagi penyelengparaan tyagas
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankarn.
(2} Bentuk pemindahranganan barang mitik dasrah melipui:
a. penjualat;
Ir. Lukar menular;
d. hibah: atau

£. penyertaan modal Perierineah Dasrah.
Pasal 330

(I} Dalam rangka pemindahtanganan Barang milik daerah dilakulkan
penilaan,

(2] Dikecualikan dari kKerentuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk pemindahtangansan dalar bentuk hibah,

131 Penilalan sebagaimana dimaksud pada ayat {1] dilaksanakan untuk

mendapatian nilal wajar.
Bagian Kedua
Persetujuarn Pemindahtanganan
Pasnal 331

(1] Pemindahtanganan barang milik daersh yang dilakukan selelah
mendapar perserujuan DPRD untuk:
#. tanah dan/atau bangunan: atay
b selain tanab  dan/atau  banpunan yang bhemilai lebibh  dan
KpS.000.000.000 - (lima miliar rupiah.
12] Permnindahtanganan bLarang milik daerzh berupa tanah dan/atay
bangunan sebugaimana dimaksud pada ayal [l bumil a tidak



memerjukan perserujuan DPRD, apabila;

A sudah tdak sesual dengan tata ruang wilayah atau penataan Kota,

k. harus dihapuskan karena anggaran wuntuk banpunan pengganhb
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

. diperuntukkan bael pegawal ncgerl sipil Pemernintah Dacrah yang
hersangkutan;

d. diperuntukkan bagi kepentingan urnim; atau

e. dikuasaj Pemerintaly Duerah berdasarkan keputusan pengadilan
yang lelah memiliki kekuzatan hukum tetap dan, atay berdasarkan
kerenluan perundang-undanpgan, vang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonamis,

Pasal 332

(1} Tanah dan/arau bangunan yang sudah tidak sesusi dengan rata ruang
wilayah arau penataan kota sebapaimana dimaksud dalam Pasal 331
ayat (2} huraf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan
dimaksud terjadi perubahan peruatuken danfatzu fungsi kewasan
wilavah.

(2] Tanah dan/ateu bangunan vang tidak sesuai dengan penataan kota
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penvesuaian
vang berakibat pads perubahan hias tsnah dan/ateu bapgunan

tersebut.

Pasal 333

Bangunan yang harus dihepuskan karcna anggaran untuk bangunan
pengeanll sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebageitnana
dimaksud dalam Pasal 331 ayar {2) hursf b, dimaksudkan bahwa yang
dihapuskan adulah bangunan vang berdirt di ates tanah  tersebuc
dircbohlkan untuk aclanjutnya didirikan bangunan barw Jdi atas tanah vang
sama {rekonsimikesi) sesuai dengan alokasi anggaren vang telah dizediakan

dalam dokumen pengangeacan.
Pasal 324

Tanah danfatan bangunan diperuntukkan bagi pegawsai negen sipl
Femerintah Dacrah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
FPasal 331 ayat () huruf ¢, adalah:

a. tanah danfatay  bangunan Yyang merupakan kategori  rumah

negara/daeraly golongan 11, dan




k.

i1

{2

tanah vang merupakan tangh kavling vang menurot perencanzaadl
awalnya untuk pembangunasn  perumahan  pegawai negeri  sipil

Pecmenntah Dracrah yang bersanpghkolan.
Pasal 335

Tanah dan/atau bangunan vang diperuntukkan bagi kepentingan
umum sebapaimana dimaksod dalam Pasal 331 ayac [(2) hural d,
adalah tanah dan/alau bangunan yang digunakan untok kegiatan
vang menyanpkul kepentingan bangsa Jdan negara, masyarakat luas,
rakyal banvak/bersame,  danfazlaw Kepentingat pembangunan,
termasuk diantaranys kepiatan Pemerintalh Daerah delam linglup
hubungan persahabatan antara negarafdaersh denpun negeara lain
atan masvarakatlembaga internasional.

Kategor bdang kepgialan sehagaimana dimaksad pada ayal [1] sebagal

beniknd:

d. Julen umum termasuk akses jalan scsuz peraturan perundangan,
jalan tol, dan rel kerota apl;

b. =aluran air minum/ eir bersih danfatau saluran pembuangan air

o waduk, bepdungan dan banpunan peongeiran lainnya, termasuk
SAlUTAR HEAs;

d. rumah sakit umumn dan pusat keschatan masyarakat;

e, pelabuhan, handar udara, stasiun kereta api, atau terminal,

t. tempat ibadals;

g. =zekolah atau lembaga pendidikan non komersial,

h, pasar umum;

L Tasilitas permakaman umurm;

1. Tasiliras keselarnatan woum, antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;

k. sarana dan prasarana pos dan relekomunikast,

I sarana dan prasacana olabrags untuk dmam;

m. stasiun penylaran radio dan elevisi beserta sarana pendukungnys
untuk lembaga penyiaran publil,

n. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan nepara asing,
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga incernazional di bawah
nauartgan Perserilkarat Bangaa-Hangsa,

o. [asilitas Tentara Nasional Indonesio dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai denpan tapas dan fungsinys;




p. rumah suzun sederhana;

q. tempat permbuangan sampah untuk wumum;

r. «cagar alam dan cagar budaya,

5. promosi hudaya nasional;

[, pértamanan untul umun,

U, pAanti sosial;

v. lembaga pemasvarakatan; dan

w. pembangkic, turhin, transmisi, dan distribusi  tenaga  li=trik
terrmaslik instalast pendukungnya vang merupakan satl kesatuan

vang ldak dapat terpisahbkan.

Pasal 336

Femindahtanganan Barang milik daerah berupa tanah dan/atan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 awat (2) dilalukan oleh pengelola

barang zetelah mendapal persetujuan Bupati,

{1]

{2)

(3]

(3

[}

(5]

Fasal 337

Pemindahtanganan barang milik deerah  selan tanah dan/atau
bangunan yang bernilai sampei dengen RpS.000.000.000,00 (lima
miliar trupiah) dilakukan olch pengclola barong setelah mendapat
persatujuan Bupali,

Permindahtanganan barang milik deerah  zelain  ranah  dan/atan
bangunan wyang bernilai lebih dari Rp3.000.000.000,00 (ima miliar
rupiab)  dilakukan colch  penpelola  barang setelah  inendapat
persefujuan [IPRD

Milal schagaimana dimaksud pada ayar (1) Jan ayal [2) merupakan nilai
widl untuk pemindahtanganan dalam bentuk  penjualan, tukar
menukar dan penyertzan medal.

filal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai
peralehan uniuk pemindahianganan dalam bentuk hibah.

Uzul untuk mempercleh persetujuan OPED sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] diajukan oleh Bupari.

Usulan persetujuan sehapaimata dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakulan per tiap usulan.
Bagian Kctipa
Perjusnlan

Paragral 1




(1]

<)

{1

()

(3]

(4]

{5)

Frinsip Umum
Pasal 3358

Perjualan barang milik daerah thlaksanakan dengan pertimbangan:

A, unfak aptimalisasi barang miblik dasrah yvang berlebih atau tidak
dipgunalkan/ dimanlaatlkan;

tr. secars ekonorms lebnh rnenguntungkan bagl daerab apabila dijual;
dan/atau

¢ sebapal pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangarn,

Barang milik daerah vang ticdak digunakan/dimanfaactkan sehagaimana

thimaksud pada ayat (1) hurul a adalah barang milik daerah rang tdak

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lan,
Pazal 339

Penjualan barang milik dagrah dilakuken secara telang, kecuali dalam
hal terrent,
Lelang scbhagaimana dimaksud pada ayat (1} adalabh penjualan barang
milik daerah wang terbuka untuk umum dengan penawaran harga
gsecara tertulis danfatau lisan vang semmakin meningkat atan menuran
untuk mencapai harpga tertinggi.
Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan set=lak
dilakukan pengurnuman lelang dan dihadapan pejabat lelang,
Fengecualian dalam hal tertencu sebagaimana dimaksud pada ayat [1]
melyputi:
a. barang milik daervah vang hersifat khusus sesual dengan peraturan
perundang-urdangan; dan fataun
b. barang milik daerah laimnya yang dielapkan lebib lanjue oleh
Bupati.
Baratig milik daerah vang bersifat khusus, sebagamana dimaksud
pada aval (4 haral & adalah barang-barane yang dialur secara Khusus
seanal dengan kelfenioan peraburan perdndang-undangan, yain
a, rumah negara golongan III yang dyual kepada penghuninva yang
suh; dan
b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
1. bupat;
2. wakil bupal;

3. mantan bupati; dan




L]

{1)

[2]

(3}

[

=)

4, mantan wakil bupati.

Barang milik daerah lainnya, sehagaimana dimaksud pada ayat [49)

huaead b yait;

s, tanah danfatau bangunan wang akan digpnakan  untuk
kepontingan umurn;

b. tanah Lkavling wvang tmermural perencanaan awal pengadaannya
digunakan untuk pembengunan perumahan pegawal neger il
Pamerintah Tragrah yang bérsanpgkltan, sebagaimana tercantum
dalam Dokumen Pclaksanaan Angparan,

c. sclain tanah dan/atan banponan sebagai akibat dar] keadaan
kahar/suatu keiadian yang tevjad: di luar kemampian manilsia
dan tidak dapat dibindarkan sehingga suaiu kegiatan tidek dapat
dilaksanakan @t tidak  depat  dilaksanaken  sebagaimana
meztinya;

d. bangunsan yang berdiri di atas tanah pihak lain yanp dijual kepada
pihak lain pemilik tanah tersebut,

e. hasil bangkaran bangunan atau banpunan yang aksn dibangun
lembali: atau

f. selain ranah dan/alay bangunan yang tidak memiliki bukt
kepemiliben dengan nilad wajar paling tinpgi Rpl.000.000 (satu juta
tupiah) per ueit,

Pasal 244

Dalam rangka penjualan barang milik dastah dilakuban penilaian

untuk mendapaibkan nilal weayar.

Dakecualikan dan ketentuan schagamana dimaksud pada ayat (1)

adalah bapl penjualan barang milik daeralh berupa tanah yang

dipertukan untuk pembangunan rumah susun sederhans, yang nilaj
jualoya  diretapkan oleh  Bupati  berdasarkan perhitungan  yang
ditetapkan sesuei ketenfuan peraturan perindang-undanpan.

Penilaian sebagaimang dimaksud pada ayal (1) dilakukan sebagaimana

chimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327,

Penentusgn nilai dalam rangka perjualan barang milik daerah secara

lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat [1} dilakukan

dengan memperhitunghan faklor penyesusian,

Milzn sebagaimanes dimalssud pada ayat (4] morapakan limit/batasan

terendah yanpg disampaiken kepada Bupall, sebapdl dasar penetapan

nilai limi.



5]

(7]

(1]

[2]

i3]

(41

(1)

2]

{3]

{4)

(3

Nilai limit/batasan terendah sebagnimana dimaksud pada ayab {5
adalah harga minimal barang vang akan dilelang.

Milai limit sebagsimana dimaksud pada ayat (6] ditctapkan oleh Bupati
selaboe penjal.

Pasal 341

Barang milik daerabh berupa tanah dan/atau bangunan vang tidak laku
dijual pads lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebenyak 1{satu)
kali.

Fada pelaksanaan lelang nlang sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan penilaian ulapg.

Dalam hal sctclah pelaksanuan lelang ulang, barang milik dasrah
sebapuimana dimaksud pada ayat {1) tidak laku dijual, pengelela
barartg menindaklanjuti  dengan  penjuAlan  tanpa  lelang, tukar
menukar, lubah, penyertaan modal atay pemanfaatan.

Pengelola barang dapat melakukan kegiatan sebagaimansa dimalksud
Pada avat [2} atas barang milik daerah sctelah mendapat persetujuan
Bupati.

Pasal 342

Barang milik dacrah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang
tidak laku dijual pada lelang periama, dilakukan lelang ulang sebanyak
1 [(saru] kali.

Pelabwanaan lclang vleng sebapaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dilakukan penilaian ulang,

Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebapaimana dimaksod
pada awat (1} fidak laka dijual, pengelola barang  menindaklamjuti
dengan penjualan anpa lelang, tukar menukar, hibah, atau
penvertaan modal.

Pengelola barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat 3] ataz barang milik daerab sclain tanah dan/atau
bangunan setelah mendapat perserujuan Bupati untuk masing-masing
keplaran bersangkutan.

Dalarn hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau
penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada avat 43) tidak dapat

dilaksanakan, maka dapar dilakulkan pemusnahan.

Pasal 343




i

(2]

(L]

(<]

{-#]

[[as:] pennialan barane milik Jdasrabh wanb disetorkan seluruhnya Ke

rekening Kas Umum Dacrah.

Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umuam

Daerah maka:

a. pendapatan daerah dar penjualan barang milik daerabh dalam
rangka peoyelengraraan pelaranan wmum sesusi dengan tugas dan
funegsi badan Wyanan umum daerash meropaksn penerimasn
daerah vang dizetorkan seluruhnyva ke relizenimg kas badan layanan
umum daerah: dar

b. pendavatan daerab dar peojualan barenp milik deerah dala
rangks selain penyelenggaraan (ugas Jdan fngsi badan layanan
umum dacrah meorupakan pencnimaan daerah yang disctorkan

seluruhnya ke rekening Kas Proum Daeraty.

Puaragral 2
CIhjek Penjualan
Pasal 244
OUbjek  penjualan adalah barang mihk dasrah vanp berada pada
pengelola barang fpengpuna barang, melipu:
. lanab danfatan bangunan; dan
b, sclain tanah dan/ atau bangunan.
Penjualan harang milik dacrah berupa tanah dangetan bangunan
gebagaimana dimaksud pada ayat [1] humaf a dilakuken denpan
persyaratan scbhagan beriloae:
a. memenuhi persvaratan reknig
b, memenubl persysratan ckonemis, vakni secara ekonomis lebih
menzunllUngkan bapl daerah apabila barang milik daerah dijual,
karena biaya opcrasiional dan pemelibacaan barang lebih besar darl
pdada mantazr yang diperoleh; dan
<. memenuin persyaralan yvundis, yaknl barang milik daerah tidalk
rerdapat permasalahan hukuem,
Syaral teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melipuati
a, lokasi tanah dan/atau bangunan sudah  tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah,
b. lokast dan/ataw luas tanabh danjatay banpgunan tidak dapat
tigunakan  dalam rangka pelaksanaan  tagas  dan funpsi

penyelengearaan tugas pemerinlahan dasrah;




tanah kavling yang menurut awal perencanuaan pengadaannya
diperuntukltan bugi pembangunan perumahan pegawai negeri sipil
Pemerintab Duerak yang bersangkutan;

banganan berdinn di atas tanah milik pihak lain; atau

barang milik daerah yang mengangpur {idle) tidak dapat dilakukan
penerapan status prnggunaan atau pemaniaatan.

(4} Perjualan barang rlik daerah selain tanah dan/atau bangunan

sehagaimana dimaksud pada avat (1) huraf b dilakukan dengan

persvaratan sebagai berikat;

a.

b,

memenyhi petsyaratan teknis:

memenuhl persvaratan ekonomiz, vakni secars ekonomiz lebih
menguntunglkan bag Pemérintah Dacrah apabila barang milik
daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang
lebnh Besar danpada manfaat vang dipercleh; dan

rmemenuh persyaratan vundis, yaknt barang milik daerah tidak

terdapat permasalahan hukum.

(5} Persyaratan telknis =zebapgaimana dimaksud pada ayat [4) hamal a

el E Pk

",

barang mihk daerah sccara fisik ndak dapat digunakan karena
rusak, dan lidak ckonomis apabila diperbauki;

barang milik daerah secara teknis tidek dapat digunakan lagl
akibat modernizasi;

barang milik dacrah tidak dapat dipunakan dan dimanfaatkon
karena mengalami perublamban dalam  spesifikasi  akibar
pengganaan, seperte terkikia, haneus, dan lain-lain scjenisnya; atau
barang bk daerabh tidak dapat dipunakan dan dimanfaatkan
karena  miengalami penevrangan dalam Umbaneanukoaran
disebabkan penpgunzan atau susubl dalam penyimpanan atau

prOEdnglutan,

Fagsal 345

Penjualan barang milik daerabh heogps tansgh kavling yang menumac awal

perencanaan  pengedaannya  diperuntukkan bapi | pombangunan

perumahan pegawal negeri sipil Pemerintah Daerah vang bersangkutan

gebagaimana dimakswud dalam Pasal 329 evat (6] huanaf b dilakukan

dengun persyaratan;

A. pengajusan permohonan penjualan disertan dengan bukt perencanaan




(1)

(2]

(-3

(]

awal yang menyalakan bahwa fanab terschut akan digonakan untuk
pembangunan perumahan pegawal neoperi sipll Pemerintah Daerah
yang bersangkutan, dan

penjualan dilaksanakan langsung kepuda masing-masing pepawasi
negeri sipil Permerintah Daerah vang bersangkutan yvang ditetapkan
oleh Bupati.

Paszal 346

Fenjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas
cperazsional dapat dilaksanakan apabila relah memenuhi persyaratan,
vakni berusia paling singkat 7 [tujub) tahur,

Uzia 7 [twjuh) tahun schagaimana dirneksud pada ayat (1) adalah:

a. terbilung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuaj

dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tangeasl, bulan, dan tahun pembuatannva sesual

dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidek dalam kondisi bara.

Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermator rusak
berat dengan sisa kondisi fisik sctinggi-tingginya 30 % (tiga puiub
persen), maka penjualzn kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum

berusia T {tujueh) tahuan,

Penjualan kendarsan bermotor dilakukan sebelumn berusia 7 jtujuhy
tabun  sebuapaimana  dimaksud pada avat (3] berdasarkan  surat

ketcrangan tertulis dar instansi vang berkompeten
Pacapral 2
Tata Cara Penjualan Barang Wilik Dasrah
Fada Penpelola Barang

Faszal 347

Pelaksanaan penjualan barang milik dacrah yang berada pads pengelola

barang dilakukan berdasarkan:

a.
k.

(1]

inisiatil Bupatl; atau
permohonan pihak lain,

Pasal 348

Fenjualan barang milik daerah pada pengelols barang  diawali dengan

mernbliat perencanaan penjualan vang meliputi antara Jain:




(2}

(L)

i)

13]

(1]

(3]

(1]

data barang milik daerah;

pertimbanean penjualan: dan

o

periimbangan dari aspek 1eknis, ekonomis, dan yundis oleh
PENgelnla harang.
Pengelola barang menvampaikan usulan penjualan kepada Bupad

dizertai perencanasn penjualan sebagaimana dimaksud pada avat {1].
Paszal 349

Bupati melakukan penelititan atas usulan penpualan sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 348 ayat [2).

Dalam melalkukan penelittan sebapeimana dimaksud pada ayet (1),
Bupati membentuk tim untuk melakokan penelitian.

Panelitizn sebagaimana dimaksud peda ayat (2} meliputi

a. penelitian deia administralil; dan

b, penchiban fimk,
Fasgal 350

Penelitian adrmunistratil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 avat

[3) huruf a dilalulean unal menelita:

a, status dan buktt kepemiliban, gambar situas termasuk lokam
tanah, luas, nilal perolehan tanah, dan data identitas barang,
untuk data barang miuik deerah berupa tatah,

h, tahun perolehan, jenis konstruksi, huaas, nilal perolehan bangunet,
nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik
dacrah berupa bangunan; dan

c. tahun perolchan, jumlah, nitai perolehan, nilai buko, dan data
identitas barang, untuk Jdera barang milik dasrah berupa selain
tanah dan/altau anyunan.

Penelillan [sik sebapaimana dimaksod dalam Pasal 349 gyvat (3) hural

b difakukan denpan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang

aken dhijusl denpan data admnistratil sebagaimana dimaksud pade

ayat (1)-

Hasil peonelitian zebagaimana  dimaksad  pada ayat (1) dan {2

dhiruangkan leh um dalam berita acara penelitian uniuk zelanjutnya

disampaikan kepada Bupati melalu pengelola barang.
Pasal 231

Berdasarkan Dberita acara peovlitisn sebagaimana dimaksud dalam



{2]

i1]

I2)

()

(4

b3

1)

il

(<)

Pagal 330 ayar [3), Bupati melahii pengelola barang  menugaskan
penilai unfuk melakukan penilaian atas barang milik daerah vang akan
dijual.

Masil penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (1) dijacdiken scbagai

dasar penstapan nila limit penjunlan barang milik daerah.

Pasal 352

Pengelola barang mengajukan permohonan  persetujuan  penjualan

barang milik daerah kepada Bupati,

Apabila penjualan Barany wilik daerah sebagaimana dimaksad pada

ayat (1] mernetrlukan persctujusn DPRD. Bupati cerlebih dahulu

mengajukan permohonan persetijuan penjualan kepacda DFRD,

Pengajuean permohonan persetujuan sebagaimana dimaksod pada ayat

{2} dilakukan terhadap:

a. tanal dan/alau banganan scbagaimana dimaksud clalam Pasal 331
ayval (1] hurul 3; dan

I, selain lanah danfatau banpunan sebagaimana dimaksuld dalam
Pasal 331 wyat [1] huruf b

Apabila persctujnan Bupati sebagaimans dimaksad pada ayval (1] atau

persetujuan DFRED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas

wakiu hasil penilsian, maka scbelum dilakukan penjualan terlebih

dahulu hars dilakukan penilaian ulang.

Apabila hasil penilaian wlang sebapaimana dimaksud pada avat (4

lebih tinggl, atau sama, atay lebih rendab dengan hasil penikaian

sebelumnya yang diejukan kepada DFRD sebagaimana dimaksud pada

avat (2], Dupeau tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan

penjualan barang milik daerah kepagda DERD.

Bupatl melaporkan hasil penilaian ulang sthagaimana dimaksud pada

ayat (o) kepada DPRD,
Pasial 253

Bupati menetapkan barang milik daerah vang akan dijual berdasarkan
hasil penelitian yang dituangkan dalam  hepita acara  penclitian
sebagaimany dimaksud dalam Pasal 250 ayat [3) dan persetgjuan
sebagaimang dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat [2}.

Keputusan penjualan schagaimana dimaksud pada ayat [1] paling

sodikit memuat:

a. data bareng milik dacrah yang akan dijual;




b. nilal perolehan danfataw nilai buky barang milik daersh; dan

¢ nilai limit penjualan dari barang rmilik daerakh.

Pasal 3154

(1} Apabila keputusan penjualan aleh Bupati sebagaimana dimalksud

(2}

13]

{1]

(]

(1]

dalamn Pasal 353 avat (1) merupakan penjualun barang milik cdaestah

yang dilakukan  secara  lelang, pengelola barang mengzjukan

permintaan penjualan barang milik daersh denpan cara lelunp kepada

kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,

Apalila keputusan perjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 353 avat {1} merupakan penyualan berang milik daerah

yang dilakukan tanpa lelang, pengelola barang melakukan penjualan

barang milik ducrah secara langsung kepada calon pembeli.

Fenjualan barang milik daecrah sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dan ayat (2] dilakukan serah rerima barang berdasarkan:

a. rmisalah lelang, apabila penjualan Larang milik deerah dilakukan
sccara lelang; dan

b. akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan

tanpa [clang.
Pasal 335

Serah terima barang sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 354 ayat {3
dituangkan dalam berita acara serah terdma,

Berdasarkan berita scara serah lerima sebagaimana dimaksud pada
ayat {1]. pengelola barang  menggjukan usulan penghapusan harang
milik daerah kepada Bupati,

Faraprafl 4
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang
FPasal 356

Penjualan barang milik dasrah pada pengeuna barang diawali denpan

menyiapkan permohonan penjualan, meliputi:

a. data barang milik dasrah;

b, pertimbangan penjualan; dan

¢, pertimbanpan dari aspek teknis, ekonomis, dan yurdis  gleh
pengEuna barang.




2]

Fengguna barang  melalui peneclola barang mengajlikan usulan

permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat {1] kepada
Bupati.

[3h Tata cara penjualan barang milik daerah pada pengelola barang

(1]

{2]

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 349 sampai dengan Pasal 354
Berlaku mutatis mutandis pada  tata cara penjoalan barang mulik

dacrah pada pengguna barang.
Pazal 357

Serah lerima barang penjualan harang milik daerah pada pengeuna
barang dituangltan dalam berita acara zerah terima.

Berdasarkan benta acara serah terima sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), pengguna bBarang mengagukan usulap penghapusan barang
milik dacrah kepada pengelola barang,

Paragraf =

Tata Cara Penjusalan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara,

Mantan Pejabat Nepara dan Pegawai Apararur Sipil Megars

Paozal 358

(1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapar dijusl tanpa melalui

lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:
a. telah berusia paling singkat 4 {empat) tahun:
I. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolshannya, unok
perelehan dalam kondist barw; atau
2. terhitung mulal tanggal, bulan, tahun pembuatannye, untuk
perolelian selain teraebuit pada angka 1.
b sudah tidak digunalan lagi untuk pelaltsanaan wgas.

{2} Syarar kendaraan peroranygan dinas yang dapat dijual tanps melalui

lelang kepada pepawai ASN adalah telah berusia paling singkar 3 [litma)

taliun:

a. terhitung rmulai tanggal, bulan, tahun perclehannya, untuk
perolehan dalam kondisi barma; atay

b. terhitump mulai tanegal, bulap, tahun pembustannya, unrik
perolehan selain tergebut pada hurof a.

Fazal 35%

(1} Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalyi lelang kopada:




2. pejabar negara; atau

b mantan pejabat negara.

(<€) Pejalmt negara sebagaimana dimaksud, pada ayal {1) hural &, yakni

[3]

{1]

(2]

(1]

1]

[3]

{1]

Bupatl dan Wakil Bupali.
Mantan pejabat negura sebagaimana Jdimaksud peda ayat (1) haraf b,
Yakni mantan Bupad dan mantan Waki) Bupati.

Pasal 3a0

Byarat pejabat nepara vang dapat membeli kendarasn perarangan

dinas tanpa melalui lelang edalah:

a. telah memiliki masa keda atau musa pengabsian selama 4 [ernpat)
tahun atau lebih secara bertarut-rurot, terhitung mulal tangpal
ditetapkan menjadi pejabat negara; dan

0. ftidak sedang arau tidak pernah dituntul tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 {lima) tahun.

Secara berturit-turut sebagaimana dimaksud pada avat [1} hurul a

adalah secara berkelaniutan menjalani masa lghatan pada instansi

YHIE 5ama glau pada ingtans: vang berbeda.
Pasal 351

Feiabat nepara  mengajukan  permohonan penijualan kendaraan
perorangwn dinas pada tabun terakhir periode Jabatan pejabat negara,
Tahun terakhir periode jabatan pejabat negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} adalah tahun terakhir pada pertode jabatan pejabat
negara sesual dengan ketenluan peratiiran perundang-irndangan.
Kendaraan perorangan dinas vang difual tanpa melalui lelung paling
banyak 1 {satu} unit kendaraan bagi 1 [sutul orang pejabar negara,

untuk tiap penjualan vang dilakukan.
Pasal 362

Mantan pejaimt negars yang dapat membeli kendaraan pCroratiga

dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyatralan:

a. felah memiliki masa kerja atal masa pengabdian selama 4 (empat)
rahun ataw lebih secara berturot-rorut, terhitung mulaj tanggal
ditetapkan menjadi pejabat negara sampal dengan berakhirnya

m&sa jabaran;




b, belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas lanpa melaluj
lzlang pada saat yanp becsangkutan mepjabat schagai pejabat
NCEard,

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tdndak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 [lima) tahun:
dan

d. tidak diberhentikan dengan ticlak hormat dari jabatannya.

[2] Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurul a
adalah secara berkelanjutun menjalani masa jabatam pada instansi

yang samg atau pada instansi yang berbeda.
Fazal 353

Kendaraan perorangan dinas vang dijual tanpa mellui lelang kepada
mantan pejabar negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bag 1 {zatu]

OTANg mantan pejabat negara, untuk tiap penjualan yvang dilakukan.
Fazal 364

Mantan pejabat ncgara mengajukan permohonan nenjuslan kendaraan
perorangan dinas paling lama 1 (seru] tahun sejak berakhirnys masa
Jabatan pejabat negara yang bersanglkutan.

Pasal 365

Pengguna barang mecentukan harga jual kendaraan pororangan dJdinas
yang dijual kepada pejabat negara mantan pejabat nepara vang dilakukan
tanpa melalw lelang dengan ketentuan sebagai borikut:

a. kendaraan dengan umur 4 [empat) tabun sampal dengan 7 [tuyub)
tahun, hargs jualnya adulah 409 (empat puluh persen) dari nilai wajar
kendaraan; dan

b kendarsan dengan wmur lebih dari 7 [tujuhb} tahun, harga jualhya
adalah 20% {dua puluh persen} dari nilai wajar kendaraan,

[asal 366

Pembayaran atas penjualan baratg milik dacrah berupa kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran selraligus,

hagi pejabal negarafmantan pejabat negara.
Iasal 367

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 dilakukan melal




penyetoran ke rckening Kas Umum Dacrah paling famw 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk

pembavaran sekaligus.

Pasal 268

Apabila  pembavaran atas penjualan kendaraan  perorangan  dinas
sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 367 belum lunas dibayar, meka;

4.
tr.

c.

(1}

(2]

(1

]

(1

kendaraan tersebut masih berstatus sebapai barang milik daerah;
kendaraan tersebut tefap digunakan untulk keperluan dinas;
biaya perbajkan/pemeliharaan  menjadi  (anggung  jawab  pejabat
Negara/mattan pejabat negara; dan

kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan

r

thpinjamkan, atay difjarinksn kepada pihak lain,
Pazal 369

Pejabat negara dan mantan pejabat negara vang tidak memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Passl 3668, Paza] 267, dan Pasal
368, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

ketulsraan  perorangan  dinas  yang  batal  dibeli oleh  pejabat
negara/mantan pejabet negara sebagaimana dimaksud pada avat §1),

digunakan kembali unruk pelakszanaan tugas.
FPasal 370

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintal Daerah unituk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1
{satu] tahun  sebelum  adanva  persetwuan  penjualan, menjadi
langgungan pejubul negara yang membeli kendaraan perorangan dinas
tersebut dan harus dibayar sebagal tambahan harga jual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3605.

Biaya yang lelah dikeluarkan olch Pemerintah Dacrah untuk perbaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah biaya zelain pemeliharaan

Futin atas kendarean perorangan dinas.
Pasal 371

Pejabat negara vang permaby membeli kendaraan perorangan dinas,

dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendarazan pocrorangaty dinas tanpa
mclalui lelang  sctelah jangka wakto 10 [sepulub) tabun sejak

pembelian vang pertama.




(2]

(1}

(2

[3]

11)

i2)

Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas schagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pejabat Iregara
tersebut masily alttil scbapgai pejabal negara secara berkelanjutan.

Pasgl 372

Penjualan kendaraan percranpan dinas veng dijual tanpa tmelalu

lelang sebmpnimana dimaksud dalam Pasal 358, diawali detigan

pengajuan permehonan penjuslan oleh:

a. pejabat negara, pada tahun terakhir pericde jabatan  pejabat
negara; atay

b. mantan pejabat negaea, paling lama | (saru] tabun  sejak
berakhirnya masa jabatan pejabat negara yanp bersanglkutan,

Pengajuan  permohbonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {1)

disampaikan oleh:

4. pejabat negare Kepada pengguna herang; dan

b. mantan pejabat negara kepacda Bupati.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2} memuat

meliput;

a. duta pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan rempat Jtanggal
lahir; dan

k. alasan permohonan perbelinn kendaraan pervrangsn dinas.

Pasal 373

Surat permohonan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 372 avat (3)

delammr dokomen pendukuang.

Dokumen  pendukung sebagaimana dimaksud pada ayac (1) bagi

pejabat negars/ mantan pejabal negara, meliputi;

a. forokopi surat keputusan pengangkatan bagl pejabat NcEAra atan
surat keputusan pemberhentian bagi mantar pejabat negara;

L. fotokopl Rartu identcas:

“. surat pernyulaan yang menyatakan belum pernah membeli atau
pernzh membell kendoraan perorangan dinas tanpa lelang setelah
jangka waktu 10 isepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagt
pejabat negara;

d. dalam  hal pejabat negara mengajukan  pembelian  kembali
kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilarmpirkan fotokepi

surat keputusan penpangkatan menjadi pejabat nogara secacs




(1)

{2

{:2]

{4)

berleelanjutan dengan jangka wakty 10 {sepulub} tzhun ssjak
pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebapaimana

dimaksud pada hurufc,

€. surat pernvataen vang  menydlakan belum pernmakh membel

kendaraan perorangan dinas tanpa melalul lelanp pada saat yvang
bersangkulan menjadl peabat negara bagl mantan pojabat negara;
dan

. surat pernyataan vang menyatakan tidek sedang atay tidak pernah
dituntut tindak pidana dengan ancamean hukuman pidana penjara
pahing singket 5 [lima) tahun.,

Pasal 374

Ferdasarkan sural permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

372 avelt [3), penpgesuna barang melakukan persiapan permohonan

penjualan, meliputi:

a. data administrasi Kendaraan peroranepan dinas; dan

L. penjelasan dan pertimbangan penyualan kendaraan peroranpan
dinas tanpa melalui lelang.

Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimeksud

pada ayal (1) telah selesal, pengguna barang melalui pengelola barang

mengagjukan  usulan pemjualan kepada Bupeti  selaku  pemegang
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disercas

a, [otokopr buku pemilik kendaraan bermctor;

. folokopr surat tanda nomor kendaraan:

¢, surat  permohonan  dan dodumen  pendukung sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 373 avat (2},

d. rincian biava vang ielah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
uittuk perbaikan kendaraan peroranpan dinas vang akan dibeli
dulam jangpks waktu 1 {satu] tabhun sebelum adanya persetjuan
prryualan; dan

&, surdl pernyataan dan pengpuna  barang bahwa  sudeh  ada
kendaraan pengganti,

Bupali melakukan penelitian aras usulan permohonan penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayar [2),

Dalam melakukan penelidan sebagaimana dimalsand peda avar (3,

Bupal membentuk tim aneak:

a. melakuken  penelittan kelayakan  alasan  dan  pertimbangsn

pertmohonan pemiualan barang milik dacrah; dan




(3}

(5]

(7

{1]

{2]

(3]

[

(3

k. melakukan penclitian  fisik, deogan cara menececkkan  hsil
kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data
administratil.

Hasil penabtian sebagsimana dumaksuel  pada avar (4) dituangkan

dalam berite acara hasil penelioan untuk selanjutnya disarmpaikan

Kepada Bupen melahy pengelola barang.

EBupati melahu pengelola barang menueaskan penilal unik

melakukan penilalan atas kendaraan percrangan dinas yang akan

dijnal.

Hasil penilaian sebapaimeana dimalksued pada avat [6) dijadikan sebapai

dasar penetapan nilai limnil penivalan barang milik daerat,
Pazal 375

Penpelola barang mengajukan permoohnonan  persetujuan perjualan
berdasarkan hasil penelition dan penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 374 ayvar [5) dan ayat (7] kepada Pupafti sesuai hatas
kewenanganiva.

Apabila perserujuan Bupati sebagaimana dimakagd pada ayar (1
melebibin batlas  walitu hasil penilaian, maka schelum  dilakukan
peryualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Bupari menyelajui dan menetapkan kendarsan perorangan dinas yang
akan dijual berdasackan huasil penelitian dan penilaian scbagaimana
dimaksiad pada weal (1] dan ayac (3}, paling sedikit memuat:

a. date kendaraan perorangsan dinas,

b mlal perelehan;

c. nilas buloa:
|

harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

r

rincian ava vang telah dikeluarkan Pemenntah Dacrah untuk
perbaikan kendarsan perorangsn dinas yang akan dibeli dalam
Jangka  waktu 1 {satu} rahun =ebelum adanya persetujuan
penjualan schagaimana dimaksud dalam Pazal 370 avat (1) untuk
pefabar nogara.

Dalam hal Bupatr tidak menyvenygul penjualan kendaraan perorangan
divas tanpa melalur lelang Bupati membenitabhulkan secara terrulis
kepada permohon melalul pengelola barang,

Berdasarkan penslapan  sebagzgimana  dimaksud  peade oawal [3),

pengelola barang melaltukan penjualan kendarsan pererangan dinas




(1]

(£}

K3}

{4]

(S}

€3]

{7

kepada pejubat aegarad mantan pejabat negara.
Pasal 376

Pejabat negara melakukan pembayatan ke Kas Umum Dacrah, terdiri

dari:

a. pembelion kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan
perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 365; dan

L. biaya yang tclah dikeluarken oleh Pemerintah Dacrah untuk
perbailtan kendaraan perorangan dinas yanpg akan dibeli dalam
jangka waktu 1 [satu] tabun schelum adanya persetujuan
penjualan sebaganmmana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1)

hantan pejabat negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah

sesuad harga jual kendaraan perorangan dinas sebapaimana dimaksud

talam Pasal 3603,

Pembavaran ke Kas Umum Dactah sebagaimana dimaksud  pads ayat

(2] dilaktikan dengan cara:

a, pembeliun kendaran perorangan dinas sesual harga jual kendaraan
perorangan dinas sebapaimana dimaksud dalam Pasal 363; dan

. biava vang telah dikcluarkan eleh Pemerintah Daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangsn dinas yang akan dibeli dalam
jangka wakty 1 [zatu]  tallun sebelum  adenva  persetujuan
penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat [1).

Serah terima barang  dileksanakan setclah lunaa dibayrar  yang

dibuktikan dengan surat keteraogan  pelunasan pembayaran  dari

peneclula barang ! pengguna barang,

Pengelola barang/ pengguna barang mengajukan Usulan penghapusar

barang milik dacrah sebagai tindak lanjur serah terime bharang

sebapaimana dimaksud pada ayat (4]

Pengelola barang dan penpgung barang  melakukan pengawasan dan

pergendalinn  pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan

peroratigan  dinas sesual tugas, funesi, dan kewenangan masing-

masing zesuai dengan ketentian persturan perundang-undangan,

Kendarsan perorangan dinas vang cddak dilakukan penjualan dengan

mekanisme schagaimans diatur dalam Paszal 359 serta tidak dipunakan

untuk penvelengparsan tugas, dapar dilakokan penjualan secara

lelang,

Bagian Keampat




(1]

{2]

[3)

(4]

[3h

Tular Menukar
Paragraft 1
Prinsip Umum
Pasal 377

Tukar menukar barang  milik dacrah  dilaksanakan  denpan

perumbangan:

a. untuk memenuhi  kebuluhsn  operasional  peayelenggaraan
pemerintahan;

k. unruk optimalisasi barang milik daerah; dan

e, hidak tersedia dana dalam APRTx

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila

Pemerintah  Praerah  tidak dapat menyediakan tanah  daen/atau

bangunan pengganti.

Belain pertmbangan schagaimana dimaksud pada avat (1], lukar

menllkar dapat dilakukan:

a. apabila barang milik dagrah berupa tanah dan/ataa bangunan
sudah tidak sesuai dengan tata ruanp wilayah atan penataan kota;

. guna menyalukan barang milik dacrah yang lokasinya terpencar;

¢. dalamm  rangka  pelaksanaan  rencana strategis | Pemerintah
Puszat ! Pemenintah Daerah:

d. puna mcndapatkan/memberikan skses jalan, apahila objek tukar
menukar adalab barang milik daersh berupa tanah dan/atan
banguinan; dan ! atal

¢. relah ketinggalan teknologl  sesuail kebutuhan, kondisi, ataun
ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila  objek tukar
menukar adalah barang milik daerabh selain tapah dan/ataw
bangunan.

Tukar menukar batang mihk dasrah dapat dilakukan dengan pihak:
pemerinlah pusat;
pemenntah dacrah lainnya;

¢, badan wusaha milik nepgara/dasralh atau badan hukum  milik
pemerintah lainnya vang dimiliki negara,

d. pemerintah desa; atau

£, SWASLD,

Swasta sebagaimana dimeksud pada avat ) hurafl & adalab pihak

swasra, baik yang berbentuk badan hulkum maupun perorangan.




Pasal 378

(1) Tuksar menukar barang milik daerah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan vang telah diserahkean kepada Bupad;
b tanabk dan/atal bangunan yang berada pada pengguna barang, dan
2, #clain ranah dan/atau bangunan.

{4) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada penpgglina barang
schapaimana dimaksud pada ayat (1] huraf b antara lain tanah
dan/atau bangunan yang masith dipergunakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi peongruna barang, tefapi tidak sesua dengan tata
rlang wilayah atau penataan keota,

[3] Tukar menukar schagaimana dimaksud pada ayal {1] dilaksanakan
aleh pengelola barang.

Pasal 379

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakulean kajian berdasarkan:
a. aspek tekniz, melipuln
1. kebutuhan pengelola arang / pengguna barang; dan
4, spesiikagm barang vang dibytahkan,
b. aspek ckonomis, antara lain kajian ierhadap nilai barang militk dacrah
vang dilcpas dan milza barang pengpganti;
c. aspek vuridis. melipull
1. tata ruang wilayah dan penataan keta, dan

2. bkl kepermilikan.

Pasal IBO

Berdasarkan kojian sebapaimana dimakswd dalam Pasal 379 terhadap
barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat
memberikan alternatil bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas
permohonan persetiuan fukar menukar yang diasulkan oleh pengelola
barang ! pengguna barang.

Pasnl 35|

il) Barang penpgant tukar menukear dapat berupa:
d. barang sepenis; dan/alau
b. barang tedak scpenis,

{2] Barang penggani utama tukar menukar barang miik decrah berupa
tanah, harus berupa:

a. rtanah; atan




{:3)

(4]

2]

4]

{1]

(£}

(3

b. tanah dan bangunan.

Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa
Bangunan, dapal berdpa:

a. tanah;

b. tanah dan bangunan;

¢. bangunan; dan/atau

d. selein tanah danfatay bangunan.

Rarang pengpantl sehapaimane dimaksud pada ayat {2] dan ayat (3]
harus berada dalam  kondisi siap  digunakan pada  tangga)l
penandazanganan perjanyian tukar menukar atau berica acara serahb
tErinma.

Pasal 382

MWilai barang penggant atas tukar menukar paling sedikit seimbang
dengan nilad wajar harang milik daerah yang dilepas.

Apabila nilai barang pengzanti lelih kecil daripada nilal wajar barang
milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wapb menyctorkan ke
rekentng Kas Umurm Daerah atas sejumlab selizih nilai antara nilai
wajar barang milik daevah vang dilepas dengan mular barang pengganti.
Pepvetoran  selisih nilai sebhapaimana  dimaksud  pada  ayat (2]
dilaksanakan palhng lambat 2 (dua) han kera sebelum bernta acara
serah tenma ditandatangani.

Belisth pilai sebagaimana dimaksad pada ayat {2] dan ayat (2]
ditliangkan dalarn peranian tukar menular.

Pasal 283

Apabila pelaksanaan (ukar menukar mengharuskan mitra takar
menukar membangun bangunan barang penpgant, mitra tukar
menukar menunjuk kensultan pengawas dengan persetujuan Bupat
berdasarkan pertimbangan dari OPD terkait.

Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayar (1] merdpakan
badan hukum yanp hergerak di bidang pengawasan Komatraksi,

Biaya konsultan pengawas sebagaimand dimaksud pada ayat (1)

mergad tangpung jawab mitra tukar menukar.

Pagsal 384

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang  setelah mendapat

peractujuan Dupat seslal dengan kewenangannya,




Paragral 2
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Merakar Barang
Milikk Dasrah pada Pengelola Barang

Pazal 385

Pelaksanaan tukar menular barang milik daerab yang berada pada

pengelola barang dilakukan berdasarkan:

a.

11]

[2]

2]

kebutuhan dam pengelola barang  untuk melakukan tukar menukar;
atau
permahonan tukar menukar dari pihak scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 377 ayat (4).
Pusual 386

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan
pada kebutuhan pengelila harang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
AR5 hwruf a, diawali denpsn pembentukan tim oleh Bupat untuk
melakukan penelitian mengenal kemungkinan melaksanakan cukar
menukar yang didasarken pada pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 377 ayval [1] dan ayar [3).

Penelilian sebagaimara dimaksud pada avat {1) meliputi;

a. penelitian kelavakan tukar menokar, beik dari aspek teknis,
ekonomis, maupun yuridis,

L. penelitian data admnistranl dan

v penelitian fisik.

Penelitian administratif schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakulan untuk meneliti:

a. =tatus peneeuraesn dan bukti  kepemilikan, pambar  situasi
termasuk lokasi tanah, as, peruntukan, kode barang, Kede
regigter, nama barang, dan nile perslehan, untuk data bareng
milik daerah berapa tanah;

b, tahun pembuaran, kodec barang, kode register, nama barang,
konstruksi  bangunan, luas, status kepemilikan, lolkasi, nilai
perulehan, dan nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa
bangunan; dan

£. tahun pernlehan, kicde bacang, kode register, naina barang. jumlah,

rulai perolehan, nilad buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan




{4]

1=}

1]

(LY

(2]

3]

(11

(2}

{3)

lkendaraan untuk data bacang milik dasrah berupa selain tanah
dan,/ aran heangunan.
Penclitian Osik sebapaimana dimaksud pada avat (2) huruf © dilakoukan
dengan «cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
ditnkarkan dengen data edmiustratf schagaimana dimaksud pada
ayat |3].
Husil penelitian  sebapaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4]
dituangkan dalam berita acara ponelitian,
Tim menvampaiken Dberita acara hasil penelitian  sebagaimana
dimaksud pada ayar {3) kepada Bupati uniuk penetapan barang milik

dacrah menjadi ohjek rukar memukar.
Pazal 387

Rerdasarkan penetapan sehagaimans dimaksud dalam Pasal 386

aval [6), pengelala barang meayusun rincian  rencana  barang

prnegant setepan berie:

a, tanah meliput Was dan lokasi vang peruntukannys sesua) dengan
tata ruang wilayvah;

k. bangunanr mcliputi; jenis, Juas. den kenstruksi bangunan serta
farana dan prasarans penungang, dan

¢ selain tanah dan banpunan mebiputi jumlah, jenis bateng, kondias
baranp dan spesifikasi barang,

Pengelola Lerang  melakokan penilaian zebagaimana dimaksud dalam

Pasal 329 dan Pasal 327 terhadap barang milik daerah yang akan

ditnkarksan dan barang penggdnil.

Hasil penilaian sebapaimana dimaksud pada ayat [2) disarmpailan

pengelnla barang kepada Bupati.
Pasal 388

Berdlasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387

avat (2], Bupali melakukan penetapan mitra takar menukar.

Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuaat:

a. mitra tukar menukar:

b. barang milik daerah yang akan dilepas;

¢, nilai wajar barang miik daerah vang akan dilepas vang masih
berlaku pada tangzal keputusan diterbitkan; dan

d. rincian rencana barang peoggantt,

Pengeloda barang mengajukan permohonan persctujuan tukar menkar




(4]

=]

=)

i1

{2

(4}

kepada Bupatl,

Ctalam hal tukar menuokar memerlukan persetyjuan DPRD, Bupar

terlebih dahulu mengajukan permohonan persetwjuan tukar menuker

kepada DPRD.

Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud

pada avat (3] dan ayar {4), Bupar dan mitra tkar menukar

mcnandatangani perjaniian tukar menukar

Setelah menandatangani perjanjian  tiukar menukar sebagaimana

dimaksud pada ayal (3], mitra tukar menuokar melaksanakan:

a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang  penggant)  sesna
dengan peranjian tukar menukar, untuk (ukar menukar atas
barang miulik daerah berupa ranah dan/atau bangunan; dan

b. pekenjaan pengaidaan harang penggant sesoai dengan perjanjian
tulear menukae termasuk menyclesaikan penpuruzan dokumen
administratif yang diperlukan, tukar menukar atas barang milik

daerah berupa selain tanah danfatau bangunan.
Pazal 359

Bupall membentuk tim untuk melakukan menitoring pclaksanaan
pengadaan/pembangunan harang  pengganti berdasarlcan  laporan
konsultan pengewss dan penclitian lapangan.

Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas,
pengelola barang melakukan pentlajan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 320 dan Fasal 327 terhadap kegesuaian barang penggant: sesuai
dengan vang tertuang dalam perjanpan tukar menukar.

Dalam hal hasil penilaiapn sehagaimana  tersebut pads ayat |2)
menunjukkan bahwa erdapal keudaksesualan spesilikasi dan/atau
Jumlah baranpg pengganti dengan perjanjian tukar mepulkar, mitra
tukar tnenukar berkewsjiban melengkapi/ memperbaiki
ketidakseszaian tersebuat,

Dralarm bzl kewajiban e tukar menukar untik
melengkapl/ memperbaiki sehagaimana dimaksud pada ayat [3) tidak
dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk
menyetorkan selisih nilaj barang milik daerah dengan barang pengeant
ko rekening Kas Urnum Dacrah.

Bupati membentulk cm untuk melakukan penelitian keleogkapan

dokumen barang pengeanti, antara lain bukti kepemilikan, serta




{1

{2]

1)

2]

{3]

{1

menylapkan berita acara serah lerima untuk ditandatangani olch
pengelola barang dan mifre rukac menukar.

Pazal 320

Berdasarkcan pevjanjian fukar menldkar sebagmmana dimaksud dalam
Pasal 385 ayal [3], penpelola barang melakukan serah teritma barang,
vang dituangkan dalam berita acara serah terimas,.

Berdasarkan berita acara serah (erima sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), pengelola barang mengajukan Usulan penghapusan barang
milik daerah yang dilepas darl daftar barang pengeilola kepada Bupati
serta pengeloda harang mencatat dan mengajukan permchonan
penelapan status penggunaan terhadap barang  pengganti sebagai

borang milik daerah.
Paszal 391

Pelaksanaan tukar megukar burang milik dacrah yang didasarkan
peda permohonan darn pihak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 285
hurafl b, diawali dengan mengajukan pecmobonan sccara tertulis
kepada Bupatl.

Permohonan  schagaimane dimaksud pada ayat [1} discrrai data
pendukung benapa:

&, Tincian peruntukan:

b, Jenis/spesitikasi;

c.  lokasi/dara teknis;

dl.  perkuraan nilal barang pengpanti; dan

e. hal lain vang diperlukan.

Pelaksanaan tukar menubkuar barang milik daerah yang didasackan
pada kebutuhan pengelola burang sebagaimana dimaksud dalam Praal
386 sampai dengan Pasal 390 berlaku mutatis miutandis pada
pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan

pada permotionan dan pihalk sebagatmane dimaksud dalam Pasal 377
Aval ().

Paragral 3
Tata Cxra Polaksanaan Tukar Menukar pads Penpguna Barang
Pasal 292

Pengpuns  barang mengaiukan  permohonan  persetyuan  tukar

menukar kepada Bupati melalui pengelola barang, dengan diserrai:



[}

3}

|4

(5]

penjelasan perumbangan tukar menukar;

h. suratl pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar vang
ditandatangani oleh pengeuna barang;

€. peraturan daerah menpgenal tata uang wilayah alawn penataan kota;

d. date administratil barang milik daerah vang dilepas; dan

£ rincan rencana kebutuhan barang pengganti.

[Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana

dimakewd pada ayat (1) hurof d, diantaranya;

a, statlus penggunaatn dan bukti  kepemilikan, gambar  situas
termasule lokas tamaby, luass, kode barang, kode register, nama
barang, dan nilai perolchan, untuek barang milik dasrabh berupa
tanuk;

tr. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama harang,
konstruksi bangunan, lvas, status kepemilikan, nilei perofehan,
dan nilai buku, untuk barang milik daerah berupa bangunan;

. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumltah,
nilai persdehan, nilai buku, kondisi harang, dan bukti kepemilikan
kendaraan, untuk barang  milik daerah berupa zelain ranah
dan farall bangunan.

Ringian rencana kebutuhan barang pengeanti sebagaimana dimaksud

pada arat (1) buref e, meliputi;

#. laas dan lokesi vang peruntukannya sesuai dengan tata rhang
wilayah, untuk barang mibk daerah berupa tanah:

b. jenis, luas, dun rencana kenstruksi banpunan, serta serana dan
prasarena penunjang, untuk barang milik  daerah  berupa
bangunan; dao/ atau

. Jumlah, jeris barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk
barang milik daerah berups selain tanah danfatan Bangunan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada pengelola

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3865 sampai dengan Pasal

390 avar 1) berlaku mutalis mutandis pada pelaksanaan tukar

menukar barang milik daerah padys pengguna barane,

Berdasarkan berita acara serah lerima, pengmuna barang mengajukar

usulan penghapusan berang miltk daerah yang dilepas dari daftar

barang pengguna kepada pengelola barang serta pengeuna barang
mencatar dun mengajukan permohonan penetepan status penpEunaan

terhadap harang pengganti sebagai barang milik daerah,




Paragraf 4
Perjanjian dan Berita Acars Serah Tertma

Pa=sal 393

[1} Tukar mcnukar ditwangkan dalam perjanjian,

(2]

I3}

(L

¥y

[

(4

[}

Perjanian zekurang kurangnya memuat:

a. ulentitas pihak:

L. jenis dan nilad barang milik dacrah;
spesilikast barang pengganti

d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti
diatasnamakan Pernerintah Cacrah:

€ jangky waktu penyerahan ubjek tekar menukar:
hak dan kewajtban para pihak;

B ketentuan dalam hal terjachi kahar/kejadian di luar kemampuan
maniksid untuk melaksanakan sueaty keglatan,

h. sanksi; dan

i. penyelesojan perselisihan.

Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar

dengan Bupati,
Pasal 344

Penyverahan barang milik daerah dan burang penggant: dituangkan
dalam berita acara serah terime sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3v0 ayat 1] .

Berita acara serahi terima  sebagaimana  dimaksud pada ayat [1]
ditandatangant odeh mitra tukar menukar dan pengelola harang,
Penandatanganan berita acara sebogaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling  lambac 1 {saty] bulan  sctelah  tanggal
penandatanganan perjanjian tukar menvkar untuk barang penggant;
¥ang lelab siwp digunakan peda tangesl perjanjian tukar menukar
diterdatangani,

Penandatanganan berila acara scbapaimana dimuksud pada ayat [2]
dilakukan paling lama 2 {dua] tahun =wetelah tangeal penandatanganan
perjanjian tukar menvkar untuk Barang pengganti yang belum siap
digunakan pada tanpgal Perjanjian tukar menukar ditandatangan.
Fenandatangaown berita acara serall terima hanya dapar dilakukan
dalam hal mitra tukar menukar (elah memenubi selurmh Ketentuzn

dan seluruh klausul vang tercantum dalam perjanjian lukar menkar,




Pasal 195

Bupati berwenang membatalkan pefjanjian tukar menukar secara scpihak

dalam hal berita wcara serah terima tidak ditandatangari sampal dengan

balas waktu sebagaimana dicnaksud dalaem Pazal 294 ayat {3] dan avat {4).

(1)

i2)

{1]

{<)

Bagan Kelirma
Hibah
Paragrai 1
Prinsip Umum
Pasal 396

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertiimbangan uniuk

kepentingan:

A, RORAL;

b budays;

c. Keapamaan:

d. Kemanusiaan;

e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan

f. penyelengsaraan pernerintahan pusatfpemerintahan dasrah.

Penyelenggatraan pemerintuhan pusat/dacrah sebapaimana dimaksud
pada ayar (1) hurul [ adalabh termasuk hubungan anter negara,
hubutigan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerntah Daerah,
hubungan atiars Pemerintah Daerah dengan masyarakar/lembaga
internusional, dan  pelaksanaan  kegiatan YHENE  menunjang

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atay Pemerintal,

Darrah.
Pasal 397

Barang milik daerah dapar dihibahkan apabila memenuhi persyaratan’

8. bukan meripakan barang rahasia negara;

b. hukan merupakan Dbarang yang mengnasai hajat hidup orang
banyalk; atau

c. bdak digunakan lagi dalam penyelengearaan tugas dan fungsd
penyvelenggaraan pemerintahan dagrah,

Segala biaya vang timbul dalam proses pelaksanaan hibab ditangsueg

sepenuhnya oleh pihak penerima hibah,

Pazal 398




{1]

[}
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(1]

(2]

Barang milik daerah vang dihibaklkan wajth digunakan sebagaimana
ketentaan vang ditetapkan dalam naskah hibal,

Hibah sebagaimane dimaksud Prada  ayat [} dilaksanakan olch
Pengelola barvang,

Pasal 399

Fihak yang dapat menerima hibah adalah:

A lembapa sosial, lembaga huddaya, lembaga kesgamaan, lembaga
kemanusiaan, atau  lembaga  pendidikan vang bersifat  non
komersial berdasarkan akra pendirian, anggaran dasar/namal
langza, afau pernyataan tertulis dar instanyi teknis yang kompeten
bahwa lembaga yang hersangkutan adalah seéhagat  lembaga
Jdimaksud,

. pemerintah pusat;
pemenintah daerah lainnya;

d. pemecrintah desa;

£ Perorangan atau masyarakat vang lerkena bencana alam dengan
knteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBE) sesuat ketentuan
pefaturan perundang-undangan; atau

I pihak lain sesuai ketentuan peraturan poerundang-undangan.

Fembetian hibuh kepada pemerintah desa sehaganmand  dimakesud

Fada ayat (1) huraf o dilakakan dalam hal:

2. burang milik daerah berskalz  lokal ¥ang ada di desa dapat
dihibabkun kepemilikannya kepada desa;

b. barang milik desa vane relab diambit da desga oleh Pemecrintah
Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepade desa, kecuali yang
=udah digunakan untuk fasilitas wmum,

Pasal 40}

Hibah dapat berupa:

2. lanah dan/atau bangunan yang telah diserahkar kepada Bupati;

b. tanah dun/fatay banguriin vang berarda pada penggune barang; dan
. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan ¥ang berada pada penggina ba Tang
sebagaimans dimaksud pada aya {1 hurul b antara lain tanah
dan/stau bangpunan yang dari awal Pengadaannya direncanakan unfuk
dihibahkan sesuat vang tercantum  dalam Dokumen Melalisanaan

Anggaran.




i3b Baranp milik daepah seluin tanah dan/fatau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf ¢ melipi:
A. barang milik daerah sclain tanah tanfatan bangunan yang dari
awal pengaduannya untuk dihibahkan; dan
B barang milik daerah sclain tanatr dan/atay bangunan vang [ekik
vplimal Aapsbila dihibahken.
(4] Penetapan barang milik dacrah ¥ang akan dihibabhkan sebagaimana
dimakawl pada ayat (1) ditaleukean aleh EBupati.

Paragrafl 2

Tala Cara Hibah Barang Milik Daersh pada Prnpelola Barang

Fazal 401i

Pelaksunaan hibah Barang milik dacrah yang berada parlda pengelola

barang dilakukan berdasarksen-

a. imisiatif Bupari: atae

b. permohonan dar pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana
dimaksud datam Pazal 300

Fasal 4037

(1} Pelakzanaan hibah barang milik daerah patla pengelola barang yang
didasarkan pada inisiatf Bupati sebagaimans dimaksud dalam Pasal
401 hurl a, diawali dengan pembentukan tim oleh Buputi untylk
meclakukuan petelitian. '

{2] Penelitian sebagaitmana dimaksud pady ayat (1) melipuri:

A penslitian data sdministratif: dan

b, penehtian fisilk.

{3] Penelitian data adnunisiratif sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
hurut a dilakukan untuk menelic:

B stafus dan bukte kepemilikan, sambar situasi eermasuk toba s
ranah, luas, kede barang, lode regizter, nama baratg, nilad
pereleban, dan peruniukan, untuk dara bareng milik daerah
borupa lanah,

b tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,
nama barang, nilai perclchan, nilai buku, dan status kepemilikan
untuk dara bardng mililz dacrah berupa bangunan:

¢. tahun perolehan, spesifikast/idectitas teknis, bukti kepernilikan,

kode burang, kode register, cama barang, nilai perotehan, nilat




(H

(61

{7)

(5]

(1}

(2

{3]

buku, dan umlah untuk data barany milik daerah berupa selain
tanah dan/alau banginan; dan
d. data calon penerima hibah.
Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah
sebagaimana dimaksud pada zyat (3} huruf d, tim dapat melakulkan
klarifikasi kepada instansi yang bervenang dan berkompeten TMENEE ral
kesesuaian data culon pererima hibah,
Penelitian fisik sebapaimarny dirmaksud Pada ayat (2) hurul b dilakukan
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dihibahlan dengan data administratf sebagaimana dimaksud pada
ayat {3).
Hasil penelitian sebagaimans dimaksud pada gvat [3), avat [4) dan ayat
(3} dituangkan dalam berits acara penelitian,
Tim menyampaikan berita acora Basil penclitian kepada Bupar unruk
rnenetapkan barang milik daerah menjadi ahiek hibah,
Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimara dimalksud
pada wyat {¥) hibah dapat dilaksangkan, Bupati melalui pengelola
barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepads
¢elon penerima hibah,

Pasal 403

Pengelola burang tengajukan permohonan persctujuan hitah kepada

Bupati.

Dalam hal hibah memerlulan persetujuan DPRD, Bupati terlebih

dahulu mengajukan permohunan persetuyuan hibah kepada DR

Apabila permohonan  hibah disetujui  oleh  Bupatd sehapaimana

dimaksud pada ayar {1) atau thsetwyui oleh DPRD :ebagaimans

dimaksud pada ayat [2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan

hibah, yang paling kureng memuat:

8. penerirma hibah;

Br. objek hibah:

c. nilai perolehsan dan nilai buky terhadap barang yang dapat
dilakukan penyusutan, untuk tanah dar fatan bangunan;

d. nilai peroleban dan nilai bhukn terbudap barang yang dapat
dilakukan penyusutan, unook selajn tandh dan/atay banpunan;
dan

€. perdntukan hibah.




Puzsal 404

(1} Berdasarkan keputusan prlaksanaan hibah sebagaimana dimaksud

{2]

i3l

(4]

[1]

{2]

(1]

dalam  Pasal 403 avat (3], Bupali dan pihak penerima hibah

menandatangani naskah hibah,

hvaskah hibah sebapaimana dimaksud pada ayat (1) memat paling

kuraeng:

a. identitas para pihak:

k. jenis dan nila; barang yang dilzkukan hibah;

€. twjuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pihak;

2. klausul beralihnya langgung Jawab dan lewajiban kepada pihak
penerima hikah; dan

I. penyelesaian perselisihan.

Berdazarkan naskah hibah s¢bagaimana dimaksud pada ayat [2),

pengzlola barang melukukan serah terima barang milik daerah kepada

penerima hibah vang ditvangkan dalam berita dcara serah terimma.

Ecrdasarkan berita acara serah terima gebagaimana dimaksud pada

ayat (3), pengelola barang mengajukan usalan prnghapusan barang

milik dacrah yane telah dihibahkun.

Pasal 305

Felaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang

didasarkan pada peripohonan dari pihak yvang dapat menerima hibah

scbagaimana dimaksud dalam DPasal 401 huoud b, diawali dengan

penydnpaian permohonan ileh pihak pemohon kepada Bupad.

Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memuoat:

Aa. data pemohon:

b. alasan permohonan:

e, perantukan hibah;

d. jerus/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan
untuk dihibahkan;

€. jumbahfluas/volume bacang milik dacrah vang dimohonkan unouk
dihibatikan;

. lokasifdata tekniz: dan

B- surat pecnyataan kesediaan meneritnes hibah,
Faszal] 406

Berdusarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405




ayal [1}, Bupatli metnbentul tim untuk melakukan pepelitian.

(2} Tata cara penelitian sarmpai dengan peluksanaan serah terima pada
pelaksanaan hibah yane didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana
dimaksud delam Pasal 402 sumpal dengan Pasal 404 berlaku mutatia
mtltandis rerhadap rata cars penelitian sampai dengsn pelaksanasn
serah  terima  pars  pelaksunaan  hibah yang didasarkan pada
permchonan pihak pernohon sebagaimana dirmaksad dalam Pasal 405

{3] Apubila permohonan hibsh tidak disctujui, Bupati mielalui pengelola
barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permchonan
hibah, disertai dengan alasanoya.

Parapral 3
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang
Pazal 407

(1} Pelaksanaan hibah buarang milik dasrah pada pengpuna barang digwali
dengan pembentukan tim internal pada OFD oleh pengpuna barang
untuk melakukan penelinan.

[2) Penelitian sebapaimana dimaksud pada ayar (L) meliput:

a, penelitign data adminiseratif dan

b penelitian fisil,

(3} Penelician data administratif schagaimana dimaksud pada ayat {2)
hurf o dilakukan untuk menelic:

A. atatus dan bukii kepemilikan, gambar situasi termasuk [okasi
tanah, Ias, kode barang, kode register, nama barang, nilai
perolchan, dan Mrunlukan, untuk data barang milik darrah
berupa tanah;

tr. tahun pembuatan, konstruksi, luas, wode barang, kode register,
nama barang, nilai pervlehan, nilai Bulau, dan status kepemilikan
untuk dala barang milik daerah berupa bangunan:

¢ tahun perplehan, spesifikasifidentitas teknis, bukti kepemilikan,
kode barang, kode regisier, nama barang, nilai perclehan, nilai
buku, dan jumlah untul data barang milik daerah Berupa selain
tanah dan;alau bangunan; dan

d. data calon penerime Ribate.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksyud pada ayal (2] huraf b dilakoakan
dengan cara mencocokkan isik barang milik daeral Yang akan




dihibabkan dengan dara administratif scbagaimana dimaksud pada
ayat {32].

(3] Hasil penelitian sebagaimansa dimaksud pada =yat [3) dan ayat [4)
dituangkan dalam lwerita acars penelitian dan selanjutnya disampaikan
tiin kepada pengguna barang.

(5] Berdasarkun berita acara fhasil peneiitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3], pengguna barang mengafukan permohonan hibah kepada
pengelola barang yang memuat;

a. data calon penerima hibah;

b, alasan untuk menghibahlkan;
¢ data dan dekumen atas tanah dun; aran hangunen;
d. peruntulan hibahe

tahun perolehan;
startus dan bukti kepemilikan;

niilai peroiehan;

=l R

. Jenis/spesifikasi barang anilik daerah vang dimohonkan untk
dihibahkar; dan

i, lokasi.
i7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5}

tisertai dengan svrat pernyataan kesediasn menerima hibah,

Fasal 408

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang
herada pada pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407
berlaku rmutates eutandis lerhadap tata cara penelitian atas pormolionan
yang diajukan  olsh  pengguna barang  kepada pengelols barang
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 407,

Pazal 403

(1} Pengelola barang mengajukan permobionan persetujuan hibak kepada
Bupati.

{2] Dalam hal hibah memerlukuan pergetujuan DPRD, Bupati terlebihy
dahulu menggjukan permohonan persctujuan hibah kepada DPRD.

(3] Apabila permohonan  hibah disetujui  oleh Bupati scbagaimana
dimaksud pada avat (1} atay tisctupii DPRD sebagaimans dimaksucd
Pada ayat {2}, Bupmari menetapkan pelaksanaan hibah, vang paling
kurang memuat:

A, penerima hibhah;




{4

2]

o)

(7]

iZ)

b. objek hibak;

. nmitai perolehan Jdan nitai bukuo rerhadap barang vanp dapat
dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/ateu bangunan:

. nilai perolehan dan nilal buky terhadap barang yang dapar
dilakulan penyusutan, untuk selain wanah danfatau bangunan:
dan

. peruntukan hibah.

Apahila permaohconan hibah tidak disetujui, Bupati melalui penpelola

barang rmenerbitkan surat penclakae kepada pengpuns barang vang

mengajukan permobonan diserrai dengan alasannys.

Berdasarkan penerapsn pelaksanaan hibah scbagaimana dimaksud

pada  ayal (3), pengelola barang  dan pihak penerima  hibah

menandalangani naskah hibah.

Maskab hibah schagaimana dimaksud Fada syat (5) memuat paling

kurang;

. edentitas para pihal;

b Jjenis dan nilai barang yane dilakukan hitah;

¢ tyjuean dan peruntukan hibah:

d. hak dan kewajiban para pihak;

e klausul beralibnya langelng jawab dan kewsjiban kepada pihak
penenima hitrah; dan

I penyelesajan perselisihan,

Berdasarkan naskah hikbah sebagaimana dimaksud pada avat (3),

pengelola burang melakukan serah terima barang milik darrah kepads

penerima hibah yang dituangkan dalam becirg acara serah terima,

Berdasarkan berita acara serah ferims scbagaimana dimeksud pada

ayat [V}, pengeuna barang  mengajukan usulan Penghapusan barang

miltk dagrah vang telah dihibahkan,

Fasal 410

Pelaksanagn hibak barang rmilik daerah brrupa tanah dany/atau bangunan

dan selain tanah danfalau bangunan  vang dar awal pelgadaannya
direncanakan untuk dihibahkan seliagaimana dimaeksud dalam Pasal 400

ayat (2} dan avat {3) hurul 3 mengikuti ketentuan pecaturan rerundang-
undangan.

Bagian Keenam

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah




41

2]

3}

kH

{1]

(2]

(1}

FParagral Kesatu
Frinsip Umam
Pasal 211

Petvertaan modal Pernerntah Dacrah  atas barang milik dacrah

dilakukan dalam rangka pendirian, pengembanpan, dan penipgkatan

kinerpa Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau baden hukurm lainnya
yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuap peraturan porundang-
undangan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) ditakukan dengan pertimbangan sebagai herikout:

A. barang milik dacrah yang dari awsa] pengadasnnya sesual dokumen
penganggaran  diperuntukkan  bage  Badan  Usaha  Milik
Wegara, Daerah atal badan hukum lainnya vane dimiliki NEEgara
Jdalam rangka penugasan Permerintah; stau

b. barang milik daerah lebib uptimal apabila dikelola oleh Badan
Usaha Milix Megara/Dacrah z2tan badan  hedeum lainnya yang
dimniliki negara haik vang sudah ada maripun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Diaerah,

Barang milik dacrah scbapgaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah

disertakan dalam petrvertaan modal FPemerintah Daerah kepada Badan

saha Milik MNegara/Daerah ataw badan hukum lamnya yane dimiliki
negara menjaci  kekavaan yang  dipisakikan mengikutl  ketentuan
peratiran perundang-undangan.

Pasal 412

Fenyertaan mndal Pemerintah Daerah aras barang milik daerah dapat
berupa;

4. tanah dan/atau bangunan yang telah discrabkan Bupatt;

t. tanah dan/atay Bangunan pada pengeuna barang; atau

c. sclain tanah danfarar bangunan.

Penyertaan modal Pemerinteh Dacrah  atas barang milik duerah
schagainana dimaksgd pada ayet {I) dilaksanakan oleh pengelola
baranp setelah  mendapeat persctujuan Bupati, sesual batas

kewenangantiya,
Fasal 413

Penetapan Lwrang milik daerah Beriipa tanah dan/utan lrangunan yang




akan disertakan scbagai modal Pemerintah Dacrah sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 412 avat (1) horof a dilakukan cleh Bupal,
sesual batas kewenangannye.

{2) Tanah danjatau bangunan vang herada pada pengguna barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayar (1) huru! b antars lain
tanah danfatau  bangunan  vang  sejak  awal  pengadeannya
direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah
sesUL] yang tercantum dalam dekumen penganggaran, yaitu Dokumen

Pelak=anaan Anggaran,

(3 Barang milik dacrah selain tanah dan/atau bBangunan yanp berada
pada pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4172 dyat

(1} huraf e meliputi;

#. barang milik dasrab selain tanab danfatau bangunan yang dari
awal pengadaannya uniuk disertakan sebagai modal Pernerintab
Draerah: dan

b, barang milik daerah selain tanah danjatay bangunan vang lebih
optiral untuk disertakan sebagal modal Pemerintah Daerah.

Faszsal 414

Penvertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan analjsa
kelayakan investasi mengenai penyertasn modal sesuai  keteniuan
peraturan perundang-undangan.

Parugral 2
Tata Cara Penyertaan Modal Pernerintah Daerah
Atas Barang Milik Duerab Pady Pengelola Barang
Pasal 415

[1} Pengelola barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan;
#. ponilai scbagaimans dimaksud dalam Pasal 32a, untult tanah
danfatau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
b. lim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai
sebagaimansy dimaksud dalam Pasal 327, untuk selain tanah
dan/atau bangunan vang akan dijadikan objek ponyertaan modal.
(2] Pengelola barang menyarmpaikan basil penilaian kepada Bupati.
(3] Bupal membeniuk tim uniuk melakukan renglitian terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi vang dilakukan sesuai kerentuan




{4

(]

(&)

i1

{2]

(3}

{4

=

peraturan perundang-undanpan;

b. data administratif, diantaranyu; tainin perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode
register, nama barany, dan nilaj perolehan atay nilae bulbm; dan

¢, kesesbalan  tujuan  penvertaan modal  Pemerintah Daerah,
sebapaimana dimaksud dalam Fazal 411,

Tiun melakukan kejian bersuma dengan calon penerima penyertaan

modal Pemerintah Daerah dan/atau QOFD terkait, yanp dituangksn

dalam dokumen hasil kajian.

Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimany dimaksud pada ayat (49,

penyertuan modal Pemerintah Dacrah layak dilaksanakan, make calon

penerimy penyertaan modal Pemerincal Dacrah meTyampaikan suarat
pernvataan kesedigan menerima penvertaan modal Pemerintal Daerah
vang berasal dari barang milik daerah.

Tun menvampaikan dokurnen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada

aval (4] dan surat pertwvataan kesediaan menerima penyertaan mndal

Pemerintah Daerah schagaimana  dimaksud pada ayat (5 Kepada

Bupati,

Faszal 4 | &

Pengelola barang mengajukan permohonan persetijuan penyertaan
muodal Pemerintah Daerah kepada Bupati.

Dalarn  hal  peoyertsan  modal Permeriniah  Daersh  memeriukan
persetujuan DPRD, Bupati terlebih dapulh mengajukan permohonan
perzetyjuan kepada DPRD.

Apabila  permobonan  tidak  dizetujui  oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada avat (1) alau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana
dimaksud pada  ayat (2}, Bupati melalu  peneciola barang
memberitabiukan  pada calan penerima penyertaan moda) disertag
dengan alasan.

Apabila permohorian penyertaan modal Pemerintah Dasrab atas barang
milik daerah digetujui oleh Bupaci sehagaimana dimaksud pada avat
{1} atan disetujut oleh DFRD sebagaimana dimaksad pada ayat (2),
Bupati menetapkan keputusan atas barang milik dasrah yang akan
disertakan sebagal penyertaan modal,

Pengelola barang  menviapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Femerintah Dasrah den gan melibatkan OPD 1eckait,




(5} Fancangan Peraturan Daoerah lentang Penvertaan Modal Pemerintah
Dacrah scbagaimana dimeksud pada ayat {3} disampaikan kepada
DPRL untuk dilskukan pembahasan bersama dan gelanjufnya
diletapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Penvertaan Modal.

Pasal 417

(1} Berdasarkan Persturan Daerah tentang Penvertaan Maodal Pomerintgh
Dagrah schagaimans dimaksied dalam Fasal 416 ayat (6], pengelola
barange melaksanakan penyertaan  modal Pemerpintah  Daerah
berpedoman pada Kepulusan Bupat gebagaimana dimakzud dalam
Pasal 416 ayar (4).

[} Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati zebagaimany
dimaksi] pada ayat (1), pengelala barang melakukan sersh terima
dengan peonerima  penyerrasn  meodal  Pemerintab Daerah VANE
dituangkan dalam berita acara scrah terima,

Pazal 418

Rerdazarkan berita acara scrah terima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 417 ayat (2). pengelola barang mengajukan usulam penghapusan
barang milik daerah yang telah dijadikan penvertaan modal Pemenntah
Daerah.

Paragrai 3
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerigtah Dasrah
Atas Barvang Milik Dueruh pada Pengguna Barang
Paual 419

(1] Penwerraan modal Pemerintah Daerah ¥ang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertann modal Pemerintah
Dagrah, maka penpguna barang melalui pengelola barang mengajukan
sl kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan dara
Berupa:

4, data administratil, meliputi;
1. dokumen angparan dag/ atau dokumen PErEnCATIaanyy,;
2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran: dan
4. kepulusan penetapan status penggunaan,
b. dokumen hasil analisis kelayvakan investasi mengenai penyertaan

maoddal scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




(2} Penyertaatn modal Pemerintal  Daerah vang diarahkan untulk
optimalisast barang milik dasrah, maka pengajuan usul cleh pengpung
baratg melalui pengelula barang kepads Bupati disertai pertimbangan
dan kelengkapan data benipa:

a. data administratif, #tars Tain tahun percleban,
spesilikasi fidentitas telniz, bkt kepemilikan, kode barang, kode
register, nama barang, dap nilai pzrolehan arau nilai buku; dag

b. dokumen hasil analiza kelayakan tnvestasi mengenai penyertaan |
madal scsuai ketentunn perattran perundang-undangan. |

(3] Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah mengendi peniiaian
sampal dengan sersh  terima barang yang disertakan sebagai
penyertaan modal Pemerintab Daerab yang berada prida pengelols
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 sampai dengan Pazal
417 berlaku mutatis mutandis pada penilajan sampai dengan serah
terima  barang vang akan disertakan sebagal penycrtaan  modal

Femerintah Daerah vang berada pada pengguna barang, |
Faza] 420

Berdasarkan berita acarg serah tema pengeuna  barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penvertaan
modal Pemerintah Daeruh, |

BAR Xl
FEMUSNAHAN

Baglan Kesaru

Pringip U'mum
Pazal 42]
Femusnahan barang milik dacrah dilakukan apabila:
a. tidak dapar digunakan, tidale Jdapat dimanfaatkan, danfstay tidak
dapat dipindahilangankan; atau
i, terdapar alasan lain sesuai dengan keterttuan peraturan perundang-
unddangan.

Pasai 422

(1] Perusnehan dileksanakan oleh peEngeung barang setslah mendapat

persetijuan Bupati, untuk barang milik dacrah pada pengpuna barang.




(2]

{4

Pemusnahan dilaksanakan oleh pengelola barang sctelah mend Apat
rersetujuan Bupat. untuk berang milik dasrah pada pengelola barang,
Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pads ayvat (1) dan (2]
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepade Bupati.

Pasal 423

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

L =

]

(1

(2]

t3)

dibsalar,
dilhancurkan;
cthtimbun:
ditengeelamban; atan

cara lain sesual dengan Kerentuan peraturan perdndang-undangan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemusnehan pada Pengpuna Barang
Pasal 424

Pengajuan permohonan pernusnahan barang mibk daerah dilakgkan
aleh pengruna barang kepada Bupali.

Permohonan  sebagaimana  dimaksud pacda avat (1) paling sedikit
memnmat;

a, pertimbangan dan alasan pernusnaban: dan

b. data barang milik dacrah Yang divsulkan pemusnahan.

Data barang milik dasrah sehagaitnana dimaksud pada ayat (2} huruf
b melipute

a. kode barang;
b, kode register;
<. hama barang;

d. tahun perolchan:
2. apesifikasi barang;
kondisi barang;

g Jumlah Darang;

=

bulti  kepemilikan  untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan buktt kepemilikan;

nilal perolehan; dan

J. milai buku untuk Barang milik daerah wvang dapat dilakukan

PEnyUsutan.




4] Pengajuan  permohonan  schagaimans  dimaksud pada ayat (])

{1]

(2]

(3}

dilengkapi dokumen pendukung berupa:

4.

I

silrat pernyatsan dari pengguoa barang/kuass pengguna barang

yang paling kurang memuat:

1. identitas pengmng barang kuasa pengguna bLarang; dan

2, pernyalaan babwy barang milik daerah tidak dapat dipunakan,
tidak dapat dimanlaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan atau alasan lain sesnai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

forokepi Bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus

dilengkapi dengan bukti kepemilikan:

karto ddentitas barang, untuk barang milik daerah yang harus

dilengkapi dengan karty identitas barang, dan

(ot barang milik daerah vang dissulkan pemusnahan.

Pazal 425

Pengelida barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan

pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasul 454

Penelitian sebagaimanga dimaksud pada ayat 1) meliprei:

.

b.

.

penclitiuan  kelayakan pertimbanpan dan  alasan permobionan
pemusnahan barang mdik dacrzh:
penclitian dala administratifs dan

penalitian fisik.

Fenelitian Jdata administratif gebagoimana dimaksud pada avat {2

hurufl b dilakukan uatuk menelili meliputi:

M onon oo op

Tom

——
1

kode harang:

kadde register;

nama barang;

tahun perolchan;

spesifilazi baranp:

kondisi barang;

Jumlah barang;

bukti  kepetnilikan  unluk  barang milik  dacrah vang hams
dilengkapi dengan bukti kepemilikan:

nilal perolehan; dan/atau

nilai buku, untuk barang  milik daeral varny dapat dilakukan

pPenyusutan.




4]

(5}

(1}

i

{:3]

{1)

(<]

{)

Fenelitian fisik sebagaimana dimaksud pada avat {2) harul c dilakukan
dengan cara mencocokkan iisik barang milik dacrah vang akan
dimusnabluan dengan data administoatif sebagaimuna dimalsud pada
avat [},

Fengelola barang menyampaikan  hasil penelitian  sebagaimana
ditnaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebapai bahan pertimbangan

persctitjuan pemustahan barang milik dasrah,
Pasa] 426

Apabila permohonan pernusnahan barang milik daerah tidak disetujul,
Bupati memberitabukan kepada pengguna barang melalui pengelola
barang yang mengajukan permohonan diserfai dengan alasan,

Apabila  permohonan permusnahan barang milik daerah disetyjud,

Bupati enerbitkan surat persetujuan pemusmahan barang milik

daerah.

Surat persetujuan pemusnahan barang milik dacrah sebagaimana

dinaksud pada aval (2} paling aeclikit memuat:

a. datu baranpg milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang
sekurang-Kurangnya mebiputi kode barang, kode register, nama
barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi bharung,
Jurnlaty barang, nilai perolehan, dan nilar baku untulk barang milik
daerah yang dapat dilakukan penyusutary: dan

b. kewajiban penpyuna barang uncok melaporkan  pelaksanasn
pemusnahan kepada Bupai,

Pasat 427

Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 avat [2), pengguna bargng
melakukan pemusnahan barang milik daerah.

Felaksanaan pemusnahan sebapaimana  dimnaksud pada  ayat (1)
dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan pahing
lama 1 (satu} bulan sejak tangpal penerbitan surat persetujuan
pemusnahan barang milik daeral cleh Bupatl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 426 ayar (2).

Berdasurkan lerita acara pemusnahan scbagaimana dimneksud pada

ayal [2), pengguna barang mengajukan gsulan penghapusan barang

milik claerah.




{1]

(3]

(1}

(]

(3

k4

5]

(1}

Cagian Keliga
Tata Cara Pemustahan pada Fenpgelola Barang

Basal 425

Fengajuan permohonan pemusnahan barang milik dacrab dilakukan
oleh pengelola barang kepada Bupati.

Muatan materi surat permohonan pemusnahean pada pengguna barang
sertz Kelenghkapan dokumen pendukung sebapaimana  dimaksud
dalam Pusal 424 ayat {2, ayat {3] dan avat [4] beraku mutalis
mutandis terhadap musian mater surat permohionan pemusnahan

dan serra kelengkapan dokumen dukung pada pengelola barang.

Pasal 429

Bupati  melakukan pencliian  rerthadap  permobonsn usulan

pemusnahan sehagaimana dimaksud dalam Paga) 428,

Tata cara penelitian terhadap permohonan permusnahan barang milik

dacrah pada pengguna barang sebagaimany  dimeaksud dalam Pasal

425 ayat [2), ayat (3], dan avat (4] berlaku mutatis mutzandis rerhiadap

tata Cara penelitian terhadap permohunan pemusnahan barang milik

daerah pada pengelola barang,

Apabila permohonan permusnahan barang milik dacrah tidak diserujui,

Bupati memberitahukan kepada pengeiols barang diserai dengan

alasan.

Apabila permohonan pemusnaban barang milik daerab dizsetujui,

Bupali menetrbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik

daerah,

Sural persefjuan pergusnahan barang tilik daerah schagaimans

dimaksud pada ayat (4] paling sedikit mecmat:

A- data barang milik daerah vang disetujui untuk dimusnahkan, vanp
sehurang-kurangnva melipud  koe barang, kode register, name
barang, rahun perolehan, spesilikasi  barang, wondist barang,
jurnlah bBarang, tilai perelebhan, dan nilaj bulas untuk barang milik
daerah vang dapat dilakukan penyusutan; dan

k. kewajiban pengelola barang untuk melaporkan  pelaksanaan
pemusnahan kepada Bupati.

Fasal 430

Berdasarkan  persetujuan  pemusnahan barang  milik  daerah




{2]

(3]

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (4}, pengelola barang
melakukan pemusnahan barang milik daerah.

Felaksanasn pemusnahan  sebuagaimans  dimaksud pada ayar (1)
dituangkan dalam berita acara pomusnaben dan dileksanakan paling

lama 1 {saty) Lulan sejak tanggal perseljuan pernusnahan barapg
milik dacrah dari Bupati.

Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2], pengelola bareng mengajukan usulan penghapusan barang
milik daerah.

BAB XII
FENGHAPUSAN
Gegian Kesatn
Prinsip Umam

Fasal 431

Penghapaisan barang milik dasrah meliputi;

a.

(L)

(2]

I3

penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang
kuasa pengguns;

penghapusan dati daltar barang pengelola; dan

penghapusan dart daftar burang milik dascah,

Fazal 4372

Penghapusan dari daltar barang pengguna danfatau dafiar barang
kuasa pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 hurud a,
dilakukan dalam hal barang miltk daerah sudah tidak Berada dalam
PENEUASAAN pengauna barang danfateu kuasa pengguna barang.
Fenghapusan dari daltar barang pengelola sebapaimana dimiaksud
dalam Pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik dzerah
gudah tdak berada dalan: penguasaan pengelola barang.
Penghapuisan dari daftar barang milik dacrah sebagaimana dimakaud
dalam Pasal 431 hurif ¢ dilakukan dalam hal terjadi penghapusan
sebapaimana dimaksud pada avat (1} dan ayat [2) disebabkan karena;
a. pemmndahtanganan atas barang milik daeraty:
b. putusan pengadilan vaog telah berkekuatan hukum telap dan
stdah tidak ady upaya hukum Juinnya;
menjalankan ketentuan undang-undang,

d. pemusnahan; atau




(1]

i)

{1]

(2]

[3)

{4

€. s¢bab lain.
Fasal 433
Barang milik dacrah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola

barang, pengguna barang dan/atan  kuasa pengguna barang
disebabkan karena:

penyerahan barang mitik deeraix;

4.
b. pengaliban status pengpunaan barang milile tlaerah;

o

pemindahtanganan atas baransg milik:

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum laitteye;

e menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pemusnahan; atau

£, selhab tain.

Eehab lain sebagaimana dimaksud pada ayat [1} huruf g merupakan

sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan  wajar menjadi

penyebab penghapusan, sepertd, hilang karena kecurnian, terbakar,

susut, mengaap, mencair, kedalywarsa, mati, dan scbagal akibat dari

keadaan kahar/keadaan yang terjadi di luar kemampuat ranusia

untuk mengatasinya dalam melakukan kegiatan.
Pasal 434

Penghapusan sebugaimang dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1} untk

barang milik daerah pada pengguna barang  dilakukan dengan

menerbitlcan keputusan penghapusan oleh pengelola barang setelah

mendapal persetujuan Bupati.

Fenghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 avat (1) uniuk

barang milik dagrah padsa pengelola barang  dilakukan  dengan

menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Bupati.

Dikecualikan darl ketentuan mendapat perselujuan penghapusan

Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah untulk barang

milik deerah yang dihapuskan karena:

a. pengaliban status pengglnaan sebagaimana dimaleeud dalam Pasal
24 sampar dengan Fasal 60

b, pemindahtinganan; atan

£, pemusnahan.

Bupati dapal mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik

dacrah berupa barang persediaan kepada petigelela barang untuk




daltar barang pengeuna dan/ataw daftar barang kuass pengmana,

[3) Pelaksanaen atas penshapusan barang milik Juerah sebagaimana

dimaksued pada avar (1) dan ayat (0} dilaporkan kepada Bupeti.

Bagian Kedua
Felaksunaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada Pengpuna Barang dan/atau Kuasa Fengeuna Barang

Fasal 435

(1} Penghapusan harcna penyerahan buwrang milik daerah kepada Bupati

{<]

i

]

(1]

2]

sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat {1) hueal a dilakukaen
oleh pengruna barang/ kuasa pengguna bararig,

Penghapusan sebagaimana dimuksud pada ayat (1) dilakukan setelah
pengelola barang mencrbitkan keputuzan penghapusan barang milik
daerah,

Keputuzan sehagaimana dimaksud pada avat (2) paling lama 1 {satuy)
bulan diterbitkan oleh pengelola barang scjak tangeal berita acara
serah terima penyerahan kepada Bupati.

Pengeuna barang melaporkan penghapusan barang  milik dacrah
scbagaimans  dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan
melampirkan:

a. kepulusan penghapusan: dan

b. beritn acara serah terima penverahan kepada Bupari.

Berdasarkan lkeputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
aval (3], pengeloln barang melakukan penvesyaian pencatatan barang
milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 436

Perubahan daftar barang pengpuns dan/atau daftar barang kuasa
pengguna sebagal akitmt darl peryerahan bacane milik daerah kepada
Bupati harus dicantumkan dalam laporan semcsteran dun laporan
tabunan pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna harang.

Perubahan daftar barang ilik daerah sebagai akibat dar penyerahan
barang milik daerah dari pengruna barang kepada Bupati harus

dicantumkan dalam loporen semesteran dan laporan (ahunan,

Pasal 437




(1} Penghapuszan karena pcngalihan status penpggunann barang milik

(2]

1

)

i3]

{1]

(2}

1)

1]

dacrah kepuda penuguna barang lain sebagaimana dimaksud dalam

Fazal 423 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengeuna barang/kuasa

Pengruna barang,

Penghapusan schagaitmana dimaksud pada ayal 1) dilakukan serelah

pengelola barsng menerbitkan keputusan penghapusan barang milik

daerah.

Repulusan penghapusan barang milik deerah sebagrimana dimaksad

pada avat (2] paling lama 1 {=atu} bulan diterbitkan oleh pengelola

Parang sejak tanggal berita acara serah terima pengalihan status

pnggunaan barang milik daerah.

Penpguna barang menyampaikan iaporan penghapusan kepada Bupati

dengan melampirkan:

A, keputusan penphapusan; dan

b. berita acara serah terima penpalihan statgs penggunasn barang
milik daesrah.

Berdavarkan keptiiusan penghapusan sebapaimana dimaltsud pada

ayar {J], pengelola barang melakukan penyesunian pencatatan barang

milik daerah pada daftar barang milik daerah.

Pasal 438

Ferubahan daftar bareng pengguna dan/atan daftar barang kuasa
peng#ing scbagai akibut dari pengalihan status pehggunasn barang
milik daerah harus dicantumkan dalam laporen scmesteran dan
laporan tahunan penggune barang dan/ atau kuasa pengguna barang.

Perubahan daftar barang milik dasrah scbagai akibar dad pengaliban
status penggunaan barang milik dacrabh harus dicantumkat dalam

laporan barang milik dacrah semesteran dan lapiran tahunan.
FPasz] 439

Penghapusan karens pemindahlanganan afas barang  milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) humf ¢ dilakukan
oleh pengguna barang/kuasa pengoung barang.

Penghapusan sebagasimana dimaksud pada ayal (1) ditakukan setelah
pengelola barang wwnerbitkan keputusan penehapusan barang milik

daerah.




i3]

(3]

{=]

1)

(1)

(2]

(1}

(2]

Keputusan sebagaimana dimaksad pada ayat (2) paling lama 1 [satu)
bulan diterbitkan oleh pengeloly harang sejak tanpeal berita acara
serah terima.

Kepntiizan peaghapusan barang tmilike dacrah karena

pemindahitanganan atas baranp milik daerah disampaikan lkepacla

penggune barsng dizerial dengan:

a. risalah  lelang dan  berita acara serah  terima, dalam  hal
pemindahtenganan  dilakukan dalam benruk penjualan  secara
lelang;

b. berita acara scrah terima, dalam hal pemindabilanganan dilzkukan
dalam  bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan
penyeTtaan modal Pemenntaly Dasrate;, dan

c. berita aceras serah terima dan  naskah  hibah, dalam  hal
pemindabtanganan dilakukatn dalam bentuk hibah.

Fenpauna barang menyampaikan luporan penghapusan sebagaimana

ditnaksud pada ayat 14] keparla Bupati dengan melampirkan:

A, kepurusan penghapusan; dan

b. berita acara serah lerima, risalah lelang, dan naskah hibah.

Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana dimaksud pada

ayat {3}, pengelola harang menghapus barang milik deerah dar daftar

barang milik daerah,

Fazsal 940

Perubiahan daftar barang pengpuna danfataa daftar barang kuasa
pengeling sebagal akibar dari penghapusan karcna pemindahtanganan
harus dicantumkan dalam lapuran barang pengguna/laporan barang
kuasa pengguna semesteran dan tahunan pengguna barang dan/atau
kuasa pengeuna barang.

Perubahan daltar barang milik daerah  sebapai  akibat  dari
penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalem

laporan semesteran dan laporan tahunan.
Pasal 441

Fenghapusan  kerena  adanya putugan  pengadilan yang  telah
memperoleh  kekvatan hukum tetap dan sudah ridak ads upaye
hukum lainnva sebagaimuana dimaksud dalam Pasael 432 ayat {1)
huruf d dilakukan oleh pengguna barang/kuasae pengguna barang.

Pengpuna barang mengajukan permchonan penghapusan barang milik




()

{4

(3]

()

{7]

(1]

(2]

(3]

daerah kepada pengclela barang vang sedikitnya memuat;
pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
data barang milik daerah vang dimohonkan uniuk dihapuskan,
diantaranya melipuri tahun pernlehan, kode barang, kode register,
nama burang. jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/fatau
rulal perolehan.

Permohanan  penghapusan  barang  milik  daerah sebagaimans

dimaksud pada ayat (2) sckurang-kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan;/{ockopi putusan  pengadilan  yang  telah dilegalisasi/
disahkan oleb pejabat berwenang; dan

b [otokopi dokumen kepemilikan atau doloimen serara.

Pengelola barang  melakukan  penelitian  terhadap  permohonan

penghapusan barang milik dasrah dari pengguna barang schagaimana

dithaksud pada ayat [2).

Fenelinan sebapgaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi;

4. penclician dala dan dokumen Barang milik daerah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik
da¢rah sebagal objek pulusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum telap dan sudab ridak sda upava hukuom laimnye;
dan

¢ penclitian lapanpen, jika diperlulean,

Penelitian lapangun scbagaimana dimaksud pada evat {5 huruf ¢

dilakukan untuk memastikan kesesualan antara barang milik daerah

yung menjadi ohjek purusan pengadidan dengan barang railik daerah
vang menjach obck permohonan penghapusan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat [3),

pengeloda barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 442

Apabila permohonan penghapusan barang milik dasrah sebapaimana

dimaksud dalam Paszal 441 avat {2) tidal disetujui, Bupati melalui

pengelola barang memberitahukan pads pengguna barang  disertzi
dengan alasary.

Apabela pertichuonan penghapusan barang milik daerah  disetujui,

EBupati menerbitkan surat persctujuan penghapusan barang rmilik

daerah.

Surat persetujuan perghapusan barang milik dasrah scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik dasrah yang




i1

[2)

(3]

4]

{]

disetujui untuk dihapuskan, dianlaranva meliputi
kode barang;

kode register;

narna baranp;

tahun percleharn;

spesifikasifidentitas telonis;

kondist barang,;

jumlah;

ROt AN oo

nilai perolchan;

nilai taiku untuk berang milik dasrah yane dapat dilakukan

PecmiyuEucan; dan

]. kewajiban pengguna bagang untuk melaporkan  pelaksanaan

penghapusan kepada Bupati melalui pengelala barang.
Pasal 443

Rerdasarkan persetujuan Bupati sebageimana dimaksud dalam Pasal
422 ayat {2], pengeloly barang menerbitkan keputuzan penghapusan
barang.

Keputusan penghapusan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) menjadi
dasar penggpuna barang/kuasa pengguna  berang  melakukan
penghapusan barang milik daerah darl daftar barung pengguna
dan/atau daftar barang kuasa pengguna.

Keputuzan penghapusan barang milik dacrah schbagaimana dimalesad
pada ayat [1} paling lama 1 {salw bulan diterbitkan oleh pengelola
barang sejak tanggzl persetyjuan penghapusan barsmg milik dacrah
dari Bupalti,

Pengilina barang melaporkan penghapusan kepada Bupat dengan
melampirkan kepurusan penghapusan barvang rilik daerah.
Berdasarkan keputusan penghapusan schagaimana dimaltsud pada
ayat {3), pengelola barang menghapuskan barang milik daerah dari
daltar barang milik daerah.

Fasal 444

Penghapusan scbapaimana dimaksud dalam Pasual 441, Pazal 442 dan

Pagal 443 hanva dilakukan karena adanya putusan pengadilan vang telah

memperoleh kckuatan hukum tetap dan sudab tidak ada upava hukum

lainnya.




Pasal 445

{i] Perubmhan daftar barang penggung dan/fatav daftar barang kuasa

(i

(1}

{2]

(3

[4]

(T}

(<)

pengpuna  scbagal  akibat dari putusan  pengadilan yang telah
memperaleh kekuatan hukum tetap harus dicantumban dalam laporan
semesteran dan laporan (ahunan pengpuna barang dan/atau kuasa
penpeting barang.

Perubahan dallar barang milik daerah sebagai akibat dari putusan
pengadilan vang telah memperoleh kckuatan hukum telap harus

dicantumkan daler laporan semesteran dan laporan takunan.
Pasal 440

Penghapusan kurena melsksanakan ketentuan peraivran perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1} huruf e
diawuli dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik
dacrah oleh penggma barung kepada Bupati melalui prngelola harang.
Permohonan sebagaimana dimaksud pade avat (L) paling scdikit
memliat,
pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data harang milik dasrah yang dimchonkan untuk dihapuzkart,
yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang,
kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilaj
buku, danfatau nilai peralehan,
Pengelola  barang melakukan  penelitinn terhadap permchonan
penghapusan barang milik daerab dari pengguna Barang scbagaimang
dimaksiud pada avat [1).
Berdasarkan penelitian schagaimana dimaksud pada avat (3), pengekila
barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 447

Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dirnuksud dalar

rasal 446 ayat (4, Bupati menerbitkan  sural persetujuan

penghapusan,

Burat persetujuan penghapusan barang milik dacrsh sebagaimana

dimaksudd pada ayart {1 paling sedikit memuat:

4. data barang milik daerak yang disetwjui untulk dihapuskan, yang
sekurang-kurangnya melipull tahun percichan, kode barang, kode
FEZISter, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi,

jumlah, nilai bukua, danfataw nilai perolehan; dan




b kewajiban  pengguna  barang untuk  melaporkan melaksandsn
penghapusan kepada Bupati.

(2} Berdasarkan persctujuan Bupati sehagaimana dimaksud pada ayat (1],

(4}

VI

(]

{1]

(2]

(1}

{2)

(3]

pengguna barang melakukan penghapusan barang milik daerab dari
daftar pengpuna barang dan/atau daftar barany kuasa pengguna
dengan berdasarkan keputusan penghapusan pergelola barang.
keputusan penghapusen barang milik dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayal (3) diterbithan paling lama ! {satu} bulan oleh pengelola
Larang scjak tanggal persetyjusn Bupati.

Pazal 44 R

Pengguna barang melaporkan  penghapusan barany milik daerah
kepads Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapuzan yang
dikeluarkan oleh pengelola bararg scbagaimana dimaksud dalem Pasal
4647 ayat {4].

Berdasarken keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam
Faszal 447 ayat (4), peneclola barang menghapuskan barang milik
daeraly duri daftar barang milik daecsh,

Pasal 4449

Ferubahan daftar barang penpguna dan/atau daftar harang kuasa
Pengguna schagai akibat darl meluksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan haris dicanturnkan dalam laporan scmmcsteran
dan laporan tzhunan pengguna barang danfateu kuasa PeEngEUNA
barang.

Ferubahan daftar barang milik  daerah  sebapai  akibat  dar
meilaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  harus

dicantumbkan dulam laparan semesteran dan laperan tahunan,
Pa=zal 450

Penghapusan barang milik daerah karena permusnahan pada pengpana
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1] hagul {
dilakukan oleh pengguna barang; kuasa pengguna barang,
Fenghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
wydt (1) dilakukan setelah pengelola barang menerbitkan brcputusan
penghapusan barang mililk dacrah,

Keputusan penghapusan barang milik daecah schagaimana dimaksud

pada wyat {2] diterhitkan oleh pengelola bacany paltng lama 1 f{satu)




4]

(3}

(1)

(<]

(1]

(2]

(3}

bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.

Fergguna barang menyampaikan laporan perghapusan disampaikan
kepada  Bupati dengan  melampirkan  keputusan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada avat (2] dan berita acara pemusnahar
mebagaimana dimaksud pady ayat (3).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3], peneclola barang menghapuskan barang milik dasrah pads
daftar harang milik dasrah,

Pazal 451

Perubahan daftar barang pengguna den/atau daftar barang kuasa
pengsuna sebagal akibal dari pemuspahan harus dicantumbkan dalam
laporan semesteran dan laporan tuhunan pengguna barang alau kuasa
pengEuna barang,

Periibahan daltar barang milik dacrah sebagal akibac dari pemusnahan

herus dicaniumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
Pasal 452

Penghapusan karena sebab lain sehagaimana dimaksud dalam Pasal

433 ayat (1} buraf g dilakukan vieh pengguna barang/kuasa pengguna

barang.

Pepgguna barany mengajukan permohonan penghapusan barang milik

daeral kepada Bupati melalui pengelola barang vang sedikirmnya

iemuat:

A, pertimbengan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah vang dimchonkan untuk dihapuskan,
diantaranyes meliputi tabun perolehar, kode barang, kode register,
nama bareng, jenis, identitas, konclisi, lokasi, nilai buku, dan/fatau
nilal perolehan.

Permohonan  penghapusan  barang  milik  daerah sehagaumana

dimaksud pada avat [2) dapat digjukan karena alasan:

a. hilang karena Kecurian:
terbakar, susut, mengusp, mencair, kadahjwarsa, mati untuk
hewsn/ikan /tanaman; atao

¢ keadaan kaharfkeadaan diluar kemampuan manusia  untuk

mengatasinya dalam melakukan suatu Kegiatan.




Pasal 453

(1} Permotionan penghapusan barang milik daerak dengan alasan hilang

karens kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 awvat (3]

huruf'a harus dilenpkapi;

8. sural keterangan dari kepolisian; dan

b surac keterangan dari Pengeuna barang/kuasa pengeuna barang

vang sekurang-kurangnya memuai;

1.
2.

Lo

identitas penppmina barang/ kuasa pengguna barang;

permyataan mengenal alus kebenaran permchonan dan barang
milik daerah tersebut hilang karena kecurian serca lidak dapar
cikctemukan; dan

peroyataan wpabila di kemudian hari ditemuken buktl batws
penghepusan  bavang milik daerah  dimaksud  diakibatkan
adanya unzur kelalalan danfatau kesengajaan dari priabat
¥ang  menggunakan/penangguang  jawab  barang muilik
dacrah/pengurus  barang  rersebut, maks  tidak menutup
kemungkinan kepada wvang bersangkttan aken dikenakan

sankst seslal ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2] Permohonan  penghapusan barang milik daerah dengan  alasan

terbakar,  susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati  untuk

bewan/ikan/ tanaman schagaimana dimalisud dulam Pasa] 452 ayat (3]

huruf b harus dilengkapi:

2. identitas penggluna barang/kuasa pengguna barang;

b pemyataan  dart pengguna  barang/kuasa petgguna  barang

mengenai kebenaran permohonan yang diajukan.

C. pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang bahwa

barang milik daerah telab terbakar, susut, menguap, mencair,

kadaluwarsa, mali untuk hewan/ikan ; tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagmmana dimaksad pada huruf o dilampiri

hagi] laporan pemeriksaan/ penelitian,

(3} Permghonan penghupusan barang milik dacrah dengan alasan keadaan

kahar sebagaimana dirnalsud dalarm Pasal 452 ayat [3] huruf ¢ harus

dilenglani.

a. sural keterangan dar instansi yang berwenang:

1.
2,

mengenal tetjadi keadaan kahar; atau

mengenat kondisi barang rerkini karena keadasn kahar; dan




b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan
kahar dari pengglina barang/ kuasa penggung batang.

Pasal 454

(1) Pengelola barang melakukan penelician terhadap permohonan

(2]

{3

(1]

{2

(3)

penghapusan barang milik daerak dari pengguna barang sebagaimans

dimmaksud dalam Pasal 432 ayat (3).

Penclitian scbagaimana dimmaksod pada asat (1) melipui:

a. penelitan kelayalkan pertimbangan dan  alasap  permohonan
penghapusan,

b, penelitian data administrati] sedikitnys terhadap kode barang, kode
register, nama  barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitay
barang milik daerah, penectapan status penggpuneaan,  bukt
kepemilikan untuk barsng  milik daerah vang harus dilenpkapi
denpan bukti Kepemilikan, nilai bukuy, dan/atau nila; perolehen;
den

¢. penelitian fisik untuk permehonan penghapusan karena alasan
sebagaimana dicmaksod dalam Pasal 452 avat i3) hacwf b dan hard
o ika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana cirnalosud pada avat (1),

pengelola barang mengajukan permehonan persetujuan kepada Bupati

untuk penghapusan baraong milik daerah karena sebab lain.
Pasal 4535

Apabila permohonan penghapusan scbagaimans dimaksud dalam
Pasal 432 ayat (3} tidak disetujoi, Bupati memberitahukan kepada
penggune barang melalui pengelola barang disertai dengan alasan.
Apakila permohenan penghapusan sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 452 ayat (3] disenyjuil, Bupati mencrbitkan sural persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

Hural persetujuan penphapusan barang milik dacrah sebagaimana
fdimaksud pada ayat (2) memuat data buarang milik daerah Yang
disetupul uniuk dihapuskan, vang paling kurang metiputi:

lkode arang;

kode register,

nama barang;

tabun perolehan;

A oA n g op

spesifiliazif idenlitas teknis;




[4)

{o)

(1)

{2]

(3]

{4)

(1]

(<

I.  kondisi brarang ;
2. jumlak;
h.

milai peralchan:

f—

nilai buku untuk barang milik dacrah yang dapat dilakulan

peryusutan; dan

J- kewgjiban  pengguna  berang untuk  melaporkan  pelaksanaan

penghaplsan kepada Bupati.
Ecrdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {3),
pengelola barang menetapkan kepiatusan penghapusan paling lama 1
(satu) bulan sejak tangeal persetujuan.
Pengaguna barang melakukan penghapusan barang milik daerab duri
daftar barang pengeuna dan/atan dafar barang kuasa pengpuna

berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayar (4]
Fasal 456

Pengpuna barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusun penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat {4].

Berdasarkan keputusan penghapusan sebapaimana dimaksud dalam
Pasul 453 ayal [4), pengelola barang menghapuskan barang milik
darrah dari daltar barang milik daerah.,

Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftap barang kuasa
pengguna sebagai akibat dari acbab lain hamus dicantumkan dalam
lapuran semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan/atan
kKuasa pengguna barang.

Prrubahan duftar barang milik dasrah sebagai akibat dari scbab lain

harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
Bagian Ketipa
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Fada Pengelola Barang
Pasal 457

Penghapusan  karena  penyerahan barang milik  daerah kepada
penpguna barang  sebopaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh pengelola arang,

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayar (1} dilakukan setelah




3

i+

(5]

(2]

(1]

(<]

{2)

(4}

Bupari menerbitkan keputuaan penghapusan barang milik daerah.
Eeputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} paling lambat 1 {satu)] bulan diterbickan oleh Bupeti sejgk
tanggal berita acara serah terima penverahan kepada PETEEInA
bBarang,

Pengelela barang menyampaikan laporan renehapusan kepada Bupati
dengan melampirkan Keputusan perghapusan dan berita acara serah
lerima penvershan kepada pengmuina barang sebagaimana dimaksud
pada aval [3),

Berdasarkan keputusun penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3], pengelola barang melakukan penyesuaian pencatatan barang
mulik daerah pada daftar barang milik dacrah.

Pagsal 438

Perubahan daftar barang pengeloda sebagai akibat dari penyerahan
barang milik daerah kepada pengzuna barang harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola baranp.

Ferubahan daftar barang milik daerah sehrapal akibat dan penyerahan
barang milik daerah kepada pengguna barang huarus dicantumlan

dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
Pasal 454

Fenghapusan karena pemindahtenganan atas barang milik daerah
kepada pihak lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 433 aryar (1}
huruf ¢ dilakukan oleh pengelola barang.

Penghapusan sebageimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan setelah

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik dacrah.

Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimalsud

pada ayat (2) paling lJambat 1 {sutu] bulan dilerbitkan oleh Bupati sejak

tanggal berta acara scrah rerima,

Fengelola barang menvampaikan laporan penghapusan kepada BPupati

dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai fdengan:

4. nisalah  lelang  dan  berila  acara  setsh  teritna,  apabila
pemindahtanpanan  dilakukan dalam  bentuk penfualan  secara
lelang;

b. berith acara serah terima, apabila pemindahtaneanan dilakukan
dalam  bentuk  penjualan  tanpa lelang, (ukar menukar dan
penyertzan moda] Pemerintah Daerahe dan




(=)

{1]

i)

(1}

[3]

(4

(5}

e benta  acara  serah  terima dan  naskah  hibah, apabila
remindahtanganan ditakubkan dakun bentuk hibah

Ecrdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayal §3), pengelola barang menghapuskan barang milik daerah dam

daftar barang milik dacrah.

Fasgal 4&0}

Perubahan  daflar barang  pengelula sebagai akibat  dac
pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumken dalam
laporan barang semesteran dan tahunan pengelola barang.

Perubahan  daftar  barang milik  daerah  schbagai  akibat  dan
pemindahtanganan barang milik daerah haros dicantumkan dalam

laporan barang milik dacrah semesteran dan tahunan.
Pasal 45|

Fenghapusan  karcna  adanys  putusan  pengadilan yang telah

memperoleh kelouatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya

hulkum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 avat (1) huraf

d dilalukan oleh pengelola barang.

Pengelole barang mengajukan permeohonrtan penghapusan kepads

Bupati yang paling kurang memuat:

a. periimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerab yang dimohonkan untuk dihapuskan,
sckurang-kurangnya meliputi rahun perelehan, kode barang, kode
register, natna barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan/fateu nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang  milik  daerash  sebapgaimena

dimaksud pada avat (2] paling kurang dilengkapi dengan:

a. szalinan/ferokopl putusah peneadilan Yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b iiokopl dokumen kepemilikan atau dokumen serara.

Bupati melakukan penelitian  terhadap permohonan penphapusan

barang rnilik dacrah dari pengelola barang  sebapsimana dimaksud

pade ayat (3],

Penelitian sebagaimana dimaksad pada ayat {4) meliputi;

a. penclitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penclitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik

dacrah sebapai objck putusan pengadilan yang telah memperoleh




(&)

(7

i)

(1)

{2]

(3]

(4}

(]

kekuatan hukum tetap dan sudah lidak ada upaya hukum lainnya;
dan

¢. peneliuan lapangan, jika diperiukan, puna memastikan Kesesuaian
Arlara harang milik daerah yang menjadi obiek putusan pengadilan
dengan barang milik daecrah vang menjadi objek permohonan
pPelghapusan.

Dalam hal permohonan penghapussn barang milik ¢daerah  tidak

disetujui, Bupati memberitahukan kepada pengelola barang  disecta

dengan alasan,

Dalam hal permohonan Penghapusan barang milik daerah drserujui,

Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang  milik

daerah,

Surat persetijuan penghapusan barang milik daerah scbagaimana

dimalksud pada ayar {7) paling kurang memuat:

& dale barang milik dasrah yang disetujui untuk dihapuskan,
sekurang-kurangnya meliputi kede barang, kade register, nama
barang, lahun perolehan, spesifikasi/identitas tebknis,  jenis,
kondisi, jumlah, nilai buky, dan/atau nilai perolehan: dan

L. kewajiban pengelolu barang untuk melaporkan pelaksanaan
pehghapusan kepada Bupati.

Pasal 462

Derdasarkan persetujuan Bupati sehagaimana dimaksud dalam Pasal
461 avat (7}, Bupari menerbithan keputusan penghapusan barang.
Berdasarkan kepulusan perghapusan barang zeboguimana dimeksud
pada ayat (1), penpelola barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari daftar barang pengelola.

Keputlisan penghapusan barang milik dacrah diterbitkan oleh Bupati
séhugaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 [satu] bulan sejak
tanggal persetujuan.

Pengelola barang menyampaikan laporan renghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
Berdasarkan keputusan penghapusen sebagaimana dimaksud pada
avat [3], penpelola Larang menghapuskan harang milik daerah dari

daftar barang milik daerals,

Pasal 463

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 dan Pasal 462




hanya dilakukan karena adanya  purusan pengadilan  yvang  telah

memperaleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukurm

lainnva.

(1]

(2]

(1)

=

[3)

9]

Pasal da4d

Ferubahan  daftar barang Pengelnla sebagai akibat dari putpsan
pengadilan yang telah mempercleh kekuatan hukum tetap harus
dicantumkan  dalum  laporan  semestersn  dan laporan  tahunan
rengelola barang,

Perubahan daftar bacang milik deerah sebagai akibat dari putysan
pengadilan vang telah memperoleh kekuaran hukum tetap hurus

dicentumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan,
Pasal 445

Penghapusan barang milik daersh karena melaksanakan ketentuan

peraturan prrundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

433 ayat (1) burul ¢ diawali dengan mengajukan permobicnan

penghapusan barung milik dacrah dari pengelola barang kepada

Bupati,

Permchonan  sebagaimana dimaksud pada avat (1) aling  sedikir

meImuac:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan: dan

b. data barang milik daerah vaneg dimohonkan untuk dihapliskan,
¥ang sckurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang,
kode regester, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi. nilai
buku dan; atau nilai pergdehan.

Bupatt melakukan penslitian terhadap permohonan penghapusan

barang milik daerah dari pengelola barang sebagaimana dimaksud

pada avar [1).

Penelittan sebaguimana dimaksud pada ayat (3] meliput;

a. penelitian date dan dokumen barang milik daerah;

b penelitian rerhadap peraturan perundang-undengan terkait Burang
milil: daersh; dan

€. penelifian lapangan. jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian
antara  barang milik daerah yang rmenjadi abjek peraturat
perundang-undangan dengan barang milik daerah ¥ANg irerjadi
vhiek permobionan penghapusan.




Pazal 466

(1} Apabila Bupati menvelyui hasil penelitian sebagaimana dimalksued

{<]

{3)

(4)

{1]

(2]

(1]

(]

{1]

dalamn Paszal 465 ayat (4), Bupati menerbitkan sorat perseljuan

prenghapusan.

Surat persetijuan penghapusan schagaimana dimaksud pada avat (1]

paling zedikit memuat:

a. data barang milik dacrah yang disetujui untuk dihapuskan, YAang
sekurang-kurangnys meliputi kode barang, kode repister, nama
barang, spesifikasifidentitas tcknis, kondisi, jumlah, nilai bulo,
dan/atan nilai perolehan;

b. kewapiban pengelola barang untuk  melaporkan  pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persefyjuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1),

pengelola barang melakukan penghapusan barang milik dacrak dari

daftar pengelrla barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.

Eeputusan penghapusan barang milik deerah sebagaimana dimaksud

pada ayal (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 [saru] bulan sejalk

tanggal persetiuarn.

Pasal d&7rF

Fengelola barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupari
dengan melampirkan keputusan penghapusan.

Berdagarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimalesud dalam
Fasal 466 avat (4}, pengelola barang menghapuskan barang milik
dlacrah dar daftar barang milik daecah.

Pagal 453

Ferubahan daflar barang pengelula sebagai akibat dard melakzanalan
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laperan semesieran dan laporan lashunan pengelata baranp.

Perubahan  daftar  bareng milik  daerah  scbagai  akibat  dari
melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  hapuy

dicantumkan daam laporan semesteran dan laporan tahunan.
Pagal 46%

Fenghapusan barang milik desrah karcna pemusnahan pada pengeloly
barang sebagaimane dimaksud dalam Pasab 433 ayat [1] huruf T
dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




[}

(-3

{4]

]

i)

1]

(2]

{3)

Fenghapusan sebagaimana dimaksud pada ayvar (1) dilakukan aleh
penpgelola barang setelah Guapati menerbirkan keputusan penghapusan
barang milik dacrah.

Eeputusan penghapusan burang milik dacrah schagaimana dimaksud
pada avat (2} ditcrbitkan aleh Bupan paling lambat 1 (sany) bulan =ejal
ranggal berdasarkan berila acara pemesnalian.

Pengelola barang menvampaikan laporan penpghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada pada wrat (2) dan berita acara pemusnaban schagaimansg
dimaksud pada ayat (31

Berdasarkan keputussn penghapusan sebagairmanza dimaksud pada
ayat [3}, pengeldla barang menghapuskan barang milik dsersh dard
daftar baraog milik daerat.

Pazal 470

Perubahan daftar bacang  pengelola sebaga akibat dari pemusnahan
haris dicantumkan dalam laporan semesteran dan faporan tahunan
pengelods barang.

Perubahan daftar barang milik daerah sebapai akibat dari pemusznaban
barang milik deerah karas diczntumbkan dalom laporan semesteran

dan laporan tahunan.
Pazal 47]

Penghapusan karena sebab la:n sebugaimana dimaksud dalam Pasal

433 ayar (1) buruf g dilakukan oleh pongelola barang,

I'engelola barang mengajukan permohonan penghapusan barong milik

daerabh kepada Bupati yang paling sedikit memuoat:

4. portimbangan dan alasan penghapusan: dan
data barang milik dacrah vang dimchonkan untuk dihapusban,
yang diantaraoys mcliput kode barang, kode remster, pama
bareng, nomer register, tahun perolehan, spesifikasi, identiras,
kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atay nilaj perolehan,

Permohenan  penghapusan  barang  milik  daerah sebapaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:

8. hilang karens kecurian;

b. terbakar, susul, menguap. mencair, kadsluwsrsa, mati untuk
hewan/fikan/tanaman; danfatau

c. keadzan kahar,




(4} Permohonat perghapusan baranpg mulik daerah dengan alesan hilang

karena kecurnian schagaimana dimnaksid pada ayal {2) hurud 2 harus

dilengkap:

surat kererangan dari kepolisian; dan

surat keterangasn dan pengelela barang yang peling  kurang

IMEMmAL;

L. dentitas pengelola barang;

2. pernvataan mengenal ales kebenaran permohonan dan barang
milik daecab tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat
dikeetermuloar; durn

3. pernvataan apabila di kemudian bari diternuken buktl bahwa
peaghapusan barang milik daerab  dimaksudd  diakibatkan
adanya Unsur kclalzian danfatau kescngajaan dan pcjabat
yang — mengounakan/penangpung jawab barang milik
dacrah/prngurus  berang  terschbut, maka tdak menurup
kemungkinan  kepada wang bersangkutan  alkan  dikepalan

sanksl sezuai keteniuan peraturan perundang-undanyan.

(5] Permohonan  penghapusan  barang milik daerah dengan  alasan

terbakar, susat, mecnguap, tmencair, kadalowarsa, mati unluk

hewan/ikan /tanaman sebagsimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

harus dilengkapn:

A-
-3

ilenttitas pengelola barang;

pornyataan dar peneeloly barane mengenai kebendran permeohonan
yang diayjukan;

pernvataan babews barang milik daerah telah, terbakar, susut,
menguap,  mencalr, kadaluwarsza, mati untulk  hewan/ikan/
tanaman; dan

aural permnyataan sebagaimana dimaksud pada hueal o dilampidd

hazil laporan pemeriksaan/ penelitian.

(&) Permohonan penghapusan barang milik daerab denean alasan keadaan

kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf ¢ harus dilenglkapi:

a.

b.

surat kererangan dart instansi yang boreenang:

1. mengena tegjadinya keadaan kahar; atau

2. mengenal kondisi berang terkini karena keadaan kahar: dan
pernyalaan bahwa barang milik dacrah telalh teckena keadaan
kahar.




{7]

()

(1)

(20

(3}

Buparti melakukan peneliban terhadap permohonan  penghapusan
barang milik daerah dari pengelols barang sebapaimana dimaksud
pada avat [2),

Fenelitian sebupaimana dimaksud pada ayat {7) meliputi:

g. penelitlan kelayakan perumbangan dan  alasan  permohonan
mneghapusan;

b. penelitian datn administracl sedikilnya lerhadap tahun peralehan,
spesifikasi/identitas  barang  milik  daerah, penetapan status
pergElinann, buktl kepemilikan untuk barang milik daerah yaony
harug dilengkapy denpan bukti kepemilikan, nilai buky, dan/ataun
nilau perolelian: dan

o, penelitian fisik untuk permohonan pengphapusan karena alasan
sebagairnana dimaksud pada ayat (3} huruf b dan hurof ¢ jika

diperlukan,
Pasnl 472

Apabila permohonan penghapusan scbagaimana ditmaksud dalam
Fasal 471 ayat (3] ddak disetujui, Bupat memberitahukan kepada
tengelola barang disertai dengan alasan.

Apablla permolionaen  penghapusan  sebageimana  dimaksud  dalam
Pasal 471 ayat (3} diserujui, Bupati menerbilkan surat persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

Surat persetijuan penghapusan barang mitik daerah sebagaimana
dimaksud pada avat [2] memuat data barsng  milik dacrah yaog
disetupu untuk dihapuskan, yang paling sedikit melpoari:

a. kode barang;

b. kode regiscer,
£, NAMma baratge;
d. tahun pertlehan;

e. spesihikasifidentitas tekinis;

-

kondist barang,

B. Jjumlah;

h. milal porolehan:

i omilal bukua untuk barang milkk dsersh vang dapat dilakukan

ponyusutan: can

J- kewajiban  penpelela bBarang unrok  melaperkan  pelaksanaan

penghapuzan kepuada Bupat.




(4]

{5)

i

()

(3}

i1y

(2)

()

()

Berdasarkan persetujuan Bupatl scbagaimana dimaksud pada avat (2),
Bupati menetapkan keputusan penghapuszan paling lama 1 {saty)
bulan scjak ranggal persetujuan,

Fengelola barang melakukan penghapusen barang milik dasrah dari

daftar buarang pengelola Derdasarkan  keputusan  penphapusan
sebapaimana dimalesud pada ayat (4).

Pasa: 473
Pengelola barang menyampaikan laperan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan Kepultusan penghapusan barang milik <laerah,
Berdasarkan keputusan penghapuszan sebagaimnana dimaksud dalam
Pasal 472 wayat (4), pcngelola barang menghapuskan barang milik
daerah dan daltar barang rmilik daerah,

Perubimhan daftar barang milik duerah sebagai akibat dari sebab lain

harus dicantumlcan dalar laporan scmesteran dan laporan tahunan.
BaB X!
PENATAUSANAAN
Bagzian Kesatu
Pernbykuan

Fazsal 474

Pengelota barang  harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannva ke dalam
daltar barang pengelola menurut penganlongan dan kedefikasi barang.
Fengeuna  barang/kuasa  pengguna  barany  harus  melakuban
pendaltaran  dan pencataran barang  milik daecrah vang  status
penggunaannyas  berada pada pengeuna  barang/kuasa  pengguna
barang ke dalwm daftar barang  pengguna/daftar barang kuasa

pPENERUna menurut pengpolongan dan kodefikas barang,

Pasal 475

pengelois barang menghimpun daltar barang pengguna/daftar barang
kunsa pengguna sebagaimana dimakesud dalam Pasal 474 ayat (2).

Pengelols barang menyusun daftar barang milik daetsh berdasarkan
himpunan daftar barang penggunad/daltar harang Kuaua PENgEUNA
zebagaimana dimaksud pada ayar (1) dan daftar bacang pengelola

menunut pengpedonpan dan kodefikkasi barang.



JEY

(1}

(2]

Dralam dalrar barang milik daerah sehagaimana dimaksud pada avat [2)

termaslik barang miltk daerah yanp dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
InvenLarisasi
Paszal 476

Fengguna barang melakukan inventarisast barang mnilik daerah paling
sedikit 1 [satu} kali dalam S [limal tahun,

Dalam hal Larang milik daerah sehagaimana dimaksud pada avat ()
berupa perscdiaan dan konstruksi dalan pengegaan, inventarisass
dilakukan oleh pengruna barang setiap toshun.

Penpguna  barang  mmenyampaikan  laporan hasil  inventarisasi
scbagwimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepads pengelola

karang paling lama 3 {1iga) bulan sctelah selesainya invendurisasi.

Pasal 477

Pengelola barang melakukan invenrtarisusi barang milik daerab herupa

tanah danfatau banguran yang herada dalam penguassenova paling

sedikit 1 (satu] kali dalam 3 (lima) Lshur,

(1)

{2]

(3

(1]

Bagan Keotipa
Pelaporan
Pasal 478

huata penpgguna barang baris menyrusun laporan barang kuasa
pEnggUna scnesteran dan Jeporan barang kuasa penggunsa tahunan
untuk disampaikan kepada pengeuna barang.

Fengguna barang menghimpun laporan Barang kuasa pengsuna
semesteran dan tabunan schagaimane dimaksud pada avat (1) sebaga;
bahan  penyusunan  laporan  barang pongguna  semesteran  dan
tahunan.

Laporan Dbarang pengguna sebayaimana dimaksud pada ayat 2}
digunakan sebagai bahan untuk menyusun geraca OPD untuk

disampaikan kepada pengelola barang.
Fazal 4749

Pengelols barang harus  menyusun  lapotan barang  pengelola

semesteran dan loporan barang peneelelz tahunacn.




(<]

{3)

Pengelola barang hamis menghimpun  laporan  barang  pengeuna
gemesteran dan laporan barang pengeuna tahunan scbapaimana
dimaksud dalam Pasal 478 awyat (2) scrra laporan barang pengelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebapai bahan penyvusunan
laporan barang milik daerah.

Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada avat (2)

digunakan sebhagri bahan untuk menyusun neraca Pemerinlah Daerah.
BAB X1V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
Hagian Kezatn
Fembinaan

Faszal 480

Bupsti melakukan pembinaan pengslolasn barang milik daerah dan

menstapkan kebijakan pengelolaun barang milik daerah.

Bapgian Kedua
Petigawsaxzan dan Pengendalian

Fasal 431

Pegawasan dan pengendalian pengelolasn barang milik dacrah dilakukan
rleh;

(1}

(2}

(3}

pengguna barang roglalul pemantauan dan penertiban: dan/atau

pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.
Pasal 482

Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
penggunaan,  pemanfaatan,  pemindahtanganan,  penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daergh vang berada di
dalam penguasaannya.

Felaksanaan pemantauan dan penertiban sebapgaimana dimaksud pada
avat {1] untuk vnir kega OFD dilzksanakan oleh kuwsa PrENEEUNa
barang.

Fengiuna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat
peErnRawasan intern Pemerintah untuk melakukan aodit tindek langat
hasil pemaniauan dan penertiban sebagaimena dimaksud pada ayat

(1] dan ayat {2).




(4}

(1]

{2

(3)

(1)

{2)

Pengeuna barang dan kvasa penpgguna barang  menindzklanjutl hasil
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesusi dengan ketentuan

peTRLUTAED perundang-undangan.

Pazal 483

Penpelola  barang  melakukan pemantauvan  dan  investigasi  atas
pelaksanaan  penggunaan, pemnanfaatan, dan  pemindahtanganan
barang milik deerah, dalam rangka npenertiban  penggunasan,
petnanfaatan, dan pemindrbtanganan barang milik daerah seaual

dengan ketentuan peraturen perundang-undangan,

Pemantauan den investipasi sebagaimana dimaksad pada ayat (1)
dapat ditindakianjuti cleh pengelola barang dengan meminta aparat
perngawasan intern  Pemerinrah  untuk mclakoukan awdic atas
pelaksanasn  penpgunaan, pemaniaatan, dan  pemindahlanganan

barany milik daerah.

Hasil audit sehapsimana dimaksoud pada ayat (2} disampaikan kepada
pengelola barang untuk ditindeklanjuti sesual dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangsn.

BAB XV
FERGELOLAANM BARANG MILIK DAERAH PADA OPD YANG
MENGOUNAKAN POLA PESNGELOLAAN KEUANGAN
BapAlN LAYAMNAM UMLUM DAERAH
Pasal 454

Baranp milik daerah vang digunakan oleh Badan Layanan Umum
Tacrah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umwm Daerah yvang

hersanghkulan.

Penpelolaan barang milik daerah sebapaimana dimaksod pada ayat (1)
mempedomani Ketentuan peraturan perundang-undangan rmengenai
pengelolaan barang milik dasrah, kecuali terhadap barang  yang
dikelola dan/atau dimanfaackan sepenuhnya untak menvelenggarakan
kepislan pelayanan woum sesual dengan tupgas dan fongsi Badan
Layanan Umum Dasrah  mempedomani  kotontuan  peraturarn

perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Dagrah.




BaB XV
BARANG MILIKE DAERAH BERLUPA EUMAH NECGARA
Bagian Kesati
Frinsip LImum

Pasal 485

Fumalh negara merupakan barang mibk dacrsh vang diperuntukkan

sebaga; tempal tneeal atau hunian dan sarana  pembinean  septa

menunang pelaksanaan tupas pejabat danfatau pegawai negeri sipil

Pemenntah Dacrah yang bersanghkuatan.

{1]
(2]

i3

(1

(<]

(]

Fazal 436

Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.
Fumah nepara sebapaimana dimaksud pada ayar (1) dibagi ke dalam 3
{tiga) golongan, yaitu;

a. rumaeh negara golongan 1,

bt rumabl vegara golonegan II; dan

o, rumah negara golungan L

Pengtapan slatus penggunaan sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada petnobionan penctapan status penpgunaan yvang

digjukan oleh pengguna barang.
Pazal 457

Rumah negrra polungan | sebagaimana dimalesud dalam Pazal 488
eyat (d) hural a, adalah rumah negara dipergunakan bag pemegang
Jehatan tertentu dan karena gifat jabatannya harus bertempat tingsal
di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejubat
yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu fergebiat,

Rumah nceara golongan II schapaimana dimaksud calam Passl 486
ayat (2} hurul b, adalah rumah negara vang mempunyal hubunpan
vang tidal dapat dipisahkan dari suatu OPD dan hanya disediakan
unfuk didiami oleh pegawai neger wipil Pemerintah Daerah vang
Bersangkuran,

Termasuk dalam rumah negara golengan Il adalah rumsh negara yang
berada dalam salu kawasan dengan OPD atau unit. keerja, remah susun

dan tnesafasrama Femerintah Daerah,




i) BEurmeh negara golongan o sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486
avat [2} hurat ¢, adalah rumah negara yang tidak termasuk polengan |

dan poloogan I yang dapat dijeal kepada penghunioya,
Pasal 4488

(1} Barang bk daeraly berupa rumah negara hanya dapat dipunakan
sebiaedl tempdt nnggal pejabat atau pegawai negeri sipil Pemerintah
Dacrah yang bersanghutan yaong memiliki sural izin penghunian [SIP}

2} Pengguna barang wajilr mengoptimalkan penggunaan barang milik
daerah berupa rumaeh negara golongan | dan rumah nepara golongan 1
dalam menunjang pelaksanaan 1uess dan fungsi.

i3} Pengguna  berang rumsah necgara polonpan I dan cumah  gegara
golongan IT wajib menyerahkan barang milik daergh berupa rumah
negara yang bdak digunakan kepada Bupali,

Pazal 45t

(1) Suaral in penghunian (S3IP) sebagaimans dimaksud dalam Pasal 458
ayal (I] untuk rumah negara golongan I ditandatangani pengelols
barang.

(2} Surat ijin peaghunian (SIF) sebagaimana dimaksud dalam Pazal 488
ayat (1) wntuk rumah negara golongan I dan  golongan I

ditandatangani pengguna barang.
Fazal 490

{1) Svami dan istri yang masing-masing berstatus pegawal negeri sipil
Pemerninlah Traerah yang bersangkutan, bFanya dapat menghuni satu
rlmah nepara.

{2} Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat [1}
hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut beriugas dan
bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Dogian Kedua
Ferepunaan
Pusal 491

(1} Barang milik daerah berupa rumah negara dapet dilakukan alin status
PCTIERLLIIAAI,
(2} Alih starls penggunaan:

&, antar pengguna barang untuk rumah negara golongan I Jduc rumah




(3

(4)

()

G

{7

(1}

negara golongan [;

b, dari pengguna bkarang kepada pengpuna barang rumah negara
golongan 11, untuk rumah nepara golongan Il vang akan dialibhkar
statusnya menjadi rumah negara golongan I atay

c. dari pengguna barang rumeh negara polongan [ kepada pengeuna
barang, entuk rumah negara golongan L yang telah dikernbalikan
atatus polonganoya menjadi rumah negara golongan 11

Pengalihan sftalus penpgpunaan schagaimans dimalieud pada ayat [3)

dilalukan  seielab terleblh dabulu mendapatkan persetnjuan dari

Eupat.

Alh status penggunaan sebapaimana dimaksud pada avat (2) hurul b,

hanya dapat dilakukan apabila barang milik daersh berupa rumah

ncpara tolah berusia paling singkat 10 {sepuluh} ahun sejak dimiliki
olell Pemerintah Daerah atau sojak ditetapkan perubahan Mngsingsa
schagai rumah negara,

Usulan alih status penpeunasan sebagaimana dimalesud pada avat [2)

huraf b, harus disertai paling kurang dengan:

a. persehyuan tertulis dari Bupat mengenal pengalihan  status
golongan rumal negara dari rumab negara golongan 11 menjad
rumah negara goloogan HI;

b, surat pormyataan bersedia menerima pengalihan dari penpguna
barang ramah negara gelonzan Il
salinan kepufusen penetapan status rurnah negara golongan N

d. salinan surat izin penghunian (S1P rumah negara golongan (1; dar

e. gambar buku besarfgambar arsip berupa romah dan gambar
HiAsl

Pengguna barang bertanggung jawab penpuh atas kebenaran clan

ke¢absahan data dan dokumen wang diterbitkan  dalam rangka

pengajuan usulan pengelihan status pengpunaan.

Proses pengajuan dan pemberian persetujnan alih staius penpeunaan

mengikutl ketentuan mengenai alib atatus pengpunaan sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 sampal dengan Pasal 60,
Pasal 490

Lalam hal diperlukan, Bupali dapat melakukan elih fungsi barang
nmilik dagrah berupa rumah negare golongan | dan rumah negara

gelonpan I, meniadl banpunan kantor,




1]

(1]

{2

i3

i

(1]

{<]

{2)

4]

(L

Alih fungsi barang tilik duerah berupa rumah negara golongan | dan
rumah negara golongan 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupat.
Eayian Retiga
Tata Cara Pengaliban Hak Rumah Negaea
FPazal 493

Permmindahtanganan dalam bentul penjualen rumah negara hanva
dapat dilakukan terhadap bareng milik daerah berupa rumah nepara
golongan 11.

Penjualan barang milik dacrah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan kepada penghung yang sah.
Penjualan barang milik daerah berupa turmah negura scbagaimana
dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan mekanisme tidak secara
lelang.

Penjualan barang milik daerah hermipa rumah negara sebagaimans
dimaksud pada ayat |1) hanya dapat dilaktukan terhadap rumah negara
yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pazal 494

Perjualan rumah nepara golongan 111 dilakukan aleh pengelola barang
sctelal terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dar Bupati.
Feryualan barang milik daerah berupa rumah nepara polongan 101
stbagmmana dimaksuyd pada ayat (1} dilakukan dalam  benruk
pergalihan hak mumah negara golongan 1il.

Dalam hal wsulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
golongan Il disetujui, maka Bupati menerbirkan surat persetujuan
penjualan barang milik dacrah berupa mimah negara golongan 101
Dalam hal nzulan penjuealan barang milik dasrah berupa rumah nepara
golongan ITT tidek disetujui, maka Bupali menerbitkan surat penolakan
usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan

NT chserts alasannya.
Fasal 495

Penggjuan usu! penjualan barang milik daerah berupa rumah negara
golongan 1l dilakukan oleh pengguna barang rumah negarg golenegan
[l kepada Bupati, yang paling kurang disertai dengan data dan

dokumon:




(2}

(1}

(<}

3]

(4]

[

)

8. sural pernyataan dan pengguna barang rumah negara golongan 10
yang menvatakan bahwa rumah negara vang digsulkan untuk
dijual tidak dalam keadaan senghketa;

b. keputuszan penerapan stalus rumah negara golongan NI

€. persetujuan pengaliian dan penctapan status penggunaan barang
milik daerah;

d. surat ijin penghunian rumah negara golongan 111,

e. gambar buku besar, lokasi, tabun perclehan, luas tanah, dan
Banguinan namah negara golengan M dan

. sural pernyatasn  kelavakan pengalihen hak rumsh  negara
golongan Il dari pengpuna harang rumah negara golongan 111

Pengguna barang rumah nepura golongan 1L bertangrung jawaty penuh

atas kebenaran dJdan keabsahan data dan dokumen sebapgaimana

dimaksud pata ayaft (1]

Pasal 496

Rumah nepara yang dapat dialihkan haknya adalsh rumah negara
golongan Il yang telah beruwmur 10 {(sepulul) tahun atau lebih dan
tidak dalam keadaan sengkers,
Umur ramah negara sebagaimana dimaksud pada pada avat (1),
diperhitungkan berdasarlean penctepan status atan pengalihan status
oleh Bupati
Humah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan avat [2)
hanys dapal dialihkan haknya kepada penghuni atas permchonan
penghuni melalud pengglina barang kuasa pengguna barang,
Fenghuni tumah negara golonpan I dapat mengajukan permohonan
pengalihan apabila vang bersanghkutan telah mempunyai masa kera 10
(sepuluh) tabun ateu lebih sebagai pegawai negeri sipil Pemerintah
Dacrah.
Delam hal suami dan stri masing-masing mendapat  surat  izin
penghuman {ELM untuk meaghuni rumah nepara golongan 1, maka
pergalinan hak sebagaimana dimaksud pada avat (1) hanya dapat
dibernkan kcpada salah sziu dan suami dan istri yanp bersangkulan
dan belum pernah membeli atau memperoieh fazilitas rumah dan/ atau
tanah dari Pemeriniah berdasarkan kerentuan perundang-undangsn.

Frgawal negeri gipil Pemerintah Daerah yang telah memperoleh rumah

dan/atau tanah dari Pemerintah, odak dapat lagi  mengajukan

permohonan pengalihan hak atas cumah negara golongan 111




(7] Penpalihan hak ramah negara golongan [ kepade peoghuninya
ditetapkan oleh Bupat.

Pasal 497

{i) Penghuni rumah negara golongan Nl vang dapst  mengajukan

permohonan  pergalihan  hak kepada penpguna  barang harus

tnemenuhi syaral-svaral sebagai berikoet:

.

.

pegawai tegert Sipnl Pemerintah Dacrah yang bersangkutan:
1. mempuny=al masa kerja paling karang 10 {sepuluh) tahun;
2. mermliki surat izin penghunian yang sah; dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh (asilitas cumah
danfatau tanah dari Pemerinlah  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlakua.
pensiunan  pegawar  negeri sipil Pemerintah Dacrah yang
bersanpgloatan;
. mensrima pensiun dar negara;
metlikl surat izin penghunian vang sah; dan
belum  pernah membell atay memperoleh Tasilicas rumah
dan/atau tanah dari Pemerintah, herdasarkan peraturan
perundang-undangan yang herlakn.
jandafduda pegawai megeri wipil Pemerintah Daerah  yang
bersangloatan:
1. mizasmh berhak menerima tunjangan pensiun daci negara, yang:
a] almarhum suaminya/isterinva paling Kurang mempunyai
masa kerja 10 [sepuluh) tahvn; atay
) masa kena almarhum suaminyafisterinva ditambah dengan
jangks waktu sejak vang besangkuten menjadi janda/duda
herjumlah sekurang-kurangnys L0 (sepulub) tahun;
2. memiliki gurat izin penghunian yang sah; dan
3. belum permah membeli atae memperolel  (asilitas  cumah
dan/atau l@anah berdasarkan peraruran perundang-undanpan
vang berlaku,
janda/duda  pahlawan, wvang svaminya/fisterinya  dinyatakan
sehagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undanpan
yang berlaku:
1. masih berhak menerime tunjangan pensing dari negara;
2. memiliki sarat izin penghunian yang sah; dan

3. belum permah membeli atay mempercleh  fasilitas ramah




(2]

(3

{4]

(=]

i1

[2]

3}

(4]

dent/atan  tenah  dart Pemerintah bBerdasarkan perafbaran
perundang-undangan.
e, pejabat nepara, janda/duda pejabal neparal
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dan negara,
2. memilhki surat 1zin penghunian yang sah; dan
3. belumn pemabh membell atan mempercleh  fasiditas  rameah
dan/atan tanah dan Pemenntah berdasarkan perataran
perundang-undangan yang herlaku.
Apabila penghuni rumah negars golongan 111 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} mcningpal dunia, maks  pengajuen permchonan
penigalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat digjukan oleh anak
sah dari penphuni ¥ang berzanglkutan.
Apakala pegawal negery sipi! Pemerintalh Dacrah yang bersanghkutan)
penghuni vang bersanglatan sebapaimana dimaksuad pada aral (2)
meninggal dan tidak mempunyal anzk sah, maka rumah negara
kembali ke Pemerintah Dasrah.
Ataz permohonan scbapaimana dimaksud pada ayat (1), pengpung
barang mengajukan usulan penjualan ramab negara golongan 11
kepada Bupat.
Bupati melaxukan penelitian dan  pengkapan sebagal bahan
petfimbangan  persetujuan Bupati atas permchonan yang disulkan
penghuni rumah negara golongan [T sebagaimeana dimalesud pada ayac
(4.

Pasal 498

Bupati melalui pengelela barang menuEaskan  penilal  untuk
melakukan penilazan ates rumah negara golongan Il vanp akan
dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.

Dralam melakukan penclitian dan penghepan sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 497 aver (5], Hupan dapat membentuk tim.

Hawil penelitian dan petegkajian dituengkan dalam berita acara dan
disampaikan kepada Bupar sebagai bahan perrimbangan persetujuan
penjualan mamah negara golongan I

Bupat menyetual dan menetapkan pengalihan hak rumah negara
golonkan I berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinmaksnd pada
ayat (1) dan ayat [3).




[
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(7}
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(2]

{1]

(2]

Persetyuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilekulan dengan
menerbitkan surat persefujuan dan penetapan dengan menéerhitkan
surat keputusan,

Pelakzanaan perjualan barang milik daeraly berupa rumah negars
golongan Il dalam bentuk pengahhan hak haros dilaperkan kepada
Bupati denpan melampirkan salinan keputusan pengalinan hak rumah
negara dan penctapan harga rumah negara golongan NI setelah
penerbiran keputusan sebagaimana dimaksud pada wyat (2).

Dalam hal Bupali tidak menyvelujpl atas pengajuan  permohonan
schagaimana  dimaksud  dalam Pasal 497 ayat (1), Bupati
memberHahukan hepada penpeuns barang rucmab negacs goloogan I
disertal alasannya untuk disampaikan kepada penggling oimah negars

golongan ill.
Fazal 4499

Berdasarkan persetyjuan sebagaimana dimaksad dalam Pasal 495 agral
{3] Bupat: menetapkan harga tumah beserta tenahnya berdasarkan
hazl penilaiAan.

Harga rutnash negara golongan 11 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan sehesar 50 % [lma puluh persen) dari nilai wajar.

Fazal S06)

Fenpalihan rumah negara golongan I dilakukan dengan cara sewa
Beli.

Bupari menandatangani surat perjanjian sewa beli rumeh negara
galengan 11

Pembuyaran harga rumal negara polonpan 1T dapet dilaksanakan
secara angsuran dan diseror ke Kus Umum Dacrah.

Apabila rumah wyang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayal (1] pembaysrannya dapat dilakukan
Eacara tunai.

Pemtbwyvaran angsurdn pertama ditetaplkan paling sedikic 50% (litna
puluh pcracn) dar harga rumab nepgara golotgan 1 dan dibayar penuh
pada saat perjanjian sewa bell ditandatangam, sedang sisanya
diangaur dalam jangka waktiu pahng singkat S (lima) tahun dan paling
lama 20 [dus puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan

peruindang-undangan.
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Pasal 301

Pernighuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan III
beserta tanahnya, memperoleh:

a. penverahan hak milik rutnab; dan

b. pelepasan hak atas tanah,

Fenghuni yang telah memperoleh penyeraban hak mitik dan pelepasan
hak aras tanah sebapaimana dimaksud pada ayat {1], waib
mengajukan permobvman hak atas tanah sesuat dengan kerentuan
prraluran perundang-undangan yang berlaku.

Pelepasan helk atas taneh dan/atey penyerahan halk milik rumah =erta
penebapusan darn daflar barang milik dacrah ditetapkan dengan
Esputusan Bupatl

Bupatt menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik mmah
dan pelepasan hal atas tanah kepada penghuni yang relah membayar
lunas harga rumah beserta harga tenahnya sesuai perjanjian sewa beli
sebapaimeane dimakaid dalam Pasal 300 ayar (2],

Penghuni vang felah mempereleh surar keputuzan penyerahan hak
milik tumah dan pclepasan bak atas tanah sebapaimana dimaksud
pada aval (4} wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh
scrtifikat hak atas tanah kepada Kanlor Pertanahan setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat keputusan penyerahian hak milik rumah dan pelepazan hak atas
tanali untuk ditindaklanpun dengan penghapusan dari delar barang
milik daerah.

Bagian Keetmpat
Tata Cara Penghapusan Eumah Megara
Pasal 502

Penghapusan barang ruilik daersh berupa rumah negara dilalukan

berdasarkan keputusan penghapusan yang direrbitlean gleh:

a. pengelola barang untuk  penghapusan  dari  daftar  barang
PenEpunafkuasa pengguna bharang; Jan

. bupati untuk penghapusan dari daftar barang milik daerah
pengclola barang.

Penghapusan barang milik daerah berupa rumaeh negara sehagaimana

dimaksud pada ayat (1) melipuac:

4. penghapusan barang milik daerab herupa rumah negara golongan |




dan rumah negara polongan 1 darl daltar barang pengguna/Kuasa
pengpuna kepada Bupati atau pengguna barang! kuasa pengpling
barang lainnya,

penghapusan barang ilik deerah berupa ramah negara golongan
1T dar daftar barang  pengeuna/ kodsa pengpuna kepada Dupati
atau pengguna barang/kuasa pengguna barang lain rumah negara
golongan 111 atau

penpghapuzan barang milik daerah berupa mumah negara dari daftar

barang milik daesrah.

3] Penphapuszen Barang malik daerah berups rimah negara sebaganmana

dimakaud pada ayat (2] bhuril s dilakukan sebagal tindak lanjat dar:

B
.

penyerahan kepada Bupats;

alih status propgunaan kepada pengguna barang lain:

alih status penggunean memadi bangunan Kanter; atau
sebab-sebab lain yvang secara normal dapat diperkiralan wajar
meryadl penyebab penghapusan, antara lain lerkena bencana alam
atau terkena dampak dar terjadinyg keadaan kahar.

{#] Penghapusan barang milik dacrah berupa rumah negara sebagaimana

dimalsiud pada ayat (2] haraf b dilakulan sebagai tindak lanjut dan:

&,
b

penyerahan kepada Bupari,

alih status penggunaan kepada penpguna barang/ kuasa pengauna
barang lain;

penjualan rumah negara golongan U; dan

sehab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan WHJAT
menjadi peoycbab penghapuszen, anfara lain terkena bencana alam

atau terkena dampak dari 1erjadinys keadaan kahar.

(7] Penghupusan dan daftar barang milik dacreh scbapaimana dimalsud

pada avat (2) hural c dilaloukan selapai tindak lanjut dari:

A,

penjualan ramah negara golongan I; aan
sebab-sebab lain yvang secara normal dapat diperkirakan wajar
menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam,

dlau terkena dampak dard terjadinya keadaan kahar.

Pasal 202

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sehagaimans

dimaksid dalam Pasat 502 dilakukan s#telah heputusan penghapusan
diterbitkan vleh:




(1}

{2)

pengelola barang untuk barang milik daerah berupa ramah negara
golonigan T dan rumah negara golengan 11, antuk penghapusan dard
daltar barang pengepuna/ kuasa pengguna,

pengelala barang rumah negara polongan 111, untuk penghapusan dar
daftar barang pengguna/kuass pengguna rumah negara golongan 11
atau

bupati, unruk penghapusan dari daltar barang pengeiola barang.
Pasal 504

Fengelola barang menvampaikan laporan pelaksanaan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dauri

daftar barang pengpuna/kussa pengpuna sebapaimana  dimsbosud

dalam Pasal 503 huruf & dan huruf b

Fengelola barang menvampaikan laporan pelaksanaan penghapusan

karena penjualan rumsh negara golongan (11 kepada Bupati dengan

melampirkan:

g, keputusan  petighapusan dari daftar barang pengguna/kuasa
penpguna remah nepara golongan I

b keputusan penverahan hak milik romah dan pelepasan hak aras
tanah rumah negars golongan 1l dan

PeCjanjlan sewa eli.

o

Fasal 505

Milai barang milik daerah berupa rumah negura yang dihapuskan sebesar

nilai ¥ang tercantum dalam:

d.

L.

daltar barang pengelela/dafiar barung pengsuna/dafar barang kuasa
PEnEgUng; atau
daltar barang milik Daecah.

Bapian Kelima
Tala Cara Penatausahaan Rumah Negara

Pasal 306

(1} Penatausahast barang milik daerah berupa rumah negara meliputi

kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pclaporan.

(2] Pengguna barang/kuasa pengguna barang dan peneelols barang

melakukan penatausahaan barang milik dacrah berupa rumah negara.




3] Penatavsahaan stbagaimana dimaksud pada avat (1) merupalken
pelengkap dar penatausahaan barang milik deerah rmeliputi;
a. alih status penggunaan,;
b. alih staras golongan;
alih fungs:;
d. penjualan rumah nepara golongen 11T, dan

£, [enghapuasan.

Pazal 507

(1} [mventarisasi dalam rangka penatausshasn barang  mililk dasrah
berupa rumah negara dilakukan sckurang-kurangoya sekali dalam 5
(lima} tahun.

(2} Pelaksanaan Invenrarizusi sebagaimana dimaksud pade avat [1)
dilakukan untuk rmenpumpulkan data administrasi dan fisik barang

milik dactah berupa rumah negara paling kurang meliputi:

. bukti kepemiblkan tanah dan bangunan;

=

Statlls Perngelinaan;

. status penghlunian;

d. nilal dan luas tanah dan bangunan;

. alamat, lokasi, dan tipe banpunan; dan
f. kondisi banpinan

{3) Hasil inventansasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaporlan
cleh pengelola barang dan/atau pengpuna barang/lkuasa pengEuna
barang kepada Bupali.

FPasal 308

1) Pelaporan dalem rangka pepatausahaan barang milik daerah berupa

rumal tegara dilaksanakan setiap sermnesteran dan labunan,

2} Pengguna barang menviasun laporan scmesteran dan tahunan atas
harang milik daerah berupa rumah nepgara sebagai bagian dar
pelaporan barang mibk dasreal.

(3) Felaporan sehagrimana dimaksud pada avat (2} dilakukan terhadap
kegiatan pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah berupa

rumah negara.




Bagian Keenam
Penpawasan dan Pengendalian Rumah Negara

Fasal 309

Penpguna barang melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik

daerah berupa riimah negara vang berada dalam penguasaannys.

BAB XVl
GANTI RUGHI DAN SANKSI]

Pasal 31

(1] Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penvalahgunaan/ pelanggaran
hukum atas pengelolasn barang  milik daerah diselesaikan melala
tunitiltan ganti rug sesual dengen kelentuan peraturan perundang-

undangan.
{2] Setiap pihak yang mengekibatkan kerugian daerah sebagaimana
dimak=sud pada avat {1] dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAE XVIIL
KEETENTUAN PENUTUF

Fasal 511

Ketentuall menpenad:

a. strukiur pejabat pengelola barang milik daeraly;

h. [ormat perencenaan kebutuhan barang milik daerah;

£, lormat penggunaan barang milik daerah;

d. format laporan hasil penclitian perneliharaan barang milik daerah;
e, format penghapusan barang milik daerab; dan

f. format surat persetulan

tercantum dalam Lampiran schagal baplan yang tdak terpisahkan datl

Peraturan Daeraly ini.



Fagal 512

Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.
Agar setiap arang mengerahuinya, n}-erncrintahl-:a.n pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrab

Katupaten TanjungJabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Diundanpgkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 mrEE 2017
SEKRETARIS DAERAH BUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
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